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MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah yang memberikan pertolongan untuk
menyempurnakan segala amal saleh dengan nikmat-Nya,
mengarahkan kita untuk menjaga turats kenabian dengan rahmat-
Nya, mengilhami orang yang dikehendaki kepada perkataan yang
jujur, pemahaman yang benar, dan tabiat yang suci.

Lalu, lahirlah amal perbuatan yang memiliki pengaruh
berkelanjutan, yang ditransfer dari kalangan orang yang bernalar
dan berusaha menjadi bagian yang serupa dengannya. Sehingga,
pengetahuan tentang berbagai hakikat menyergap mereka, lalu
dapat bersikap lunak terhadap perkara yang dianggap sukar oleh
orang-orang yang berbuat semaunya, dan mampu melupakan
perkara yang tidak disenangi oleh orang-orang jahil. Jasad mereka
telah tiada, namun perumpamaan mereka ada dalam hati.

Mereka adalah dua orang Imam yang Aafizh, Syaikhul Islam
dan berkah bagi makhluk, Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin
Svaraf An-Nawawi dan penerusnya yang melanjutkan penulisan A/
Majmu’, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Mereka telah
mengerahkan seluruh kemampuan untuk Svarh Al Muhadzdzab
sampai batas yang dikehendaki Allah. Masing-masing Imam
memberikan catatan kitab ini secara optimal, hingga kematian
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menjemput mereka di saat mereka menulis salah satu bab fikih
vang baru melewati sedikit pembahasan ibadah dan belum sampai
menyelesaikan sebagian bab-bab jual beli.

Tepatnya, Imam An-Nawawi meninggal dunia ketika
menulis bagian awal bab riba; sementara Imam As-Subki
meninggal dunia ketika menyusun bab pengembalian barang
karena mengandung cacat.

Imam An-Nawawi dalam mukaddimah kitab ini mengajukan
permohonan dengan penuh rasa rendah diri kepada Allah yang
Mahatahu dan Mahawaspada, seraya berdoa: “Aku memohon
kepada Allah yang Mahamulia semoga menyempurnakan kitab ini
dengan cara yang terbaik dan paling paripurna. Sempurnakanlah,
segerakanlah, dan manfaatkanlah dia di dunia dan di akhirat.
Perbanyaklah manfaatnya dan tebarkanlah faedahnya bagi seluruh
kaum muslimin.”

Oleh sebab itu, orang alim mana pun mempelajari kitab ini,
vang matannya, Al Muhadzdzab, disusun pertama kali oleh Imam
yang sangat alim Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al Fairuz
Abadi Asy-Syirazi. Kitab ini memuat berbagai masalah yang pelik
dan berbagai kemusykilan yang mendalam sebagai bagian dari
praktik ilmiah yang cukup berat. Aku hitung dari A/ Muhadzdzab
lahirlsh 25 kitab yang berusaha mengurai kemusykilan di
dalamnya.

Berpijak pada fakta tersebut, tekad Imam Abu Zakariyya
Muhyiddin Yahya bin Syarf bin Mari bin Hasan bin Husain bin
Muhammad bin Jum'ah An-Nawawi Al Jaulanil untuk memberi
catatan kitab ini, hal ini merupakan proyek paling besar dalam

1 Al Jaulani dinisbatkan pada kota Al Jaulan, satu distrik di kota Nawa. An-Nawawi
mengemukakan ini dalam Tahdzib Al-Asma’ wa Al-Lughat.
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sejarah pengetahuan keislaman. Dalam menyusun kitabnya, An-
Nawawi menggunakan metode yang berbeda dengan pendahulu
dan ulama sezamannya. Metode An-Nawawi terbilang baru. Beliau
memaparkan penjelasan setiap pasal secara tuntas, tidak
melewatkan penjelasan satu kata dan satu kosakata pun, seperti
dipraktikkan oleh pensyarah yang lain.

Pembaca tidak mudah mengikuti pemyataan asli penyusun
matan (Asy-Svirazi) karena telah dijabarkan sedemikian rupa dalam
komentar persyarah. Pembaca juga akan kewalahan mengikuti alur
tulisan An-Nawawi, karena beliau tenggelam dalam kata demi kata
matan kitab ini, sehingga limpahan makna dan hukum terserap
dari kitab ini begitu saja, seperti burung mematuk bebijian dengan
paruhnya atau penelitian seorang pengamat dengan teleskopnya.

Imam An-Nawawi menyampaikan syarah kitab ini dengan
sistematika yang terstruktur dengan baik. Beliau memuaskan rasa
ingin tahu pembaca dengan mencantumkan setiap pasal kitab A/
Muhadzdzab secara utuh, atau cuplikan pasal yang memuat kasus
yang unik, kemudian beliau kemukakan dengan penjelasan yang
lugas serta uraian yang menunjukkan keluasan ilmu yang telah
Allah karuniakan padanya. Penjelasan An-Nawawi mudah dicerna

oleh kalangan yang memiliki keterbatasan penalaran dan
pemahaman.

Begitu apiknya gaya bahasa dan sistematika buku ini,
selama lebih dari 7 abad, buku ini menjadi referensi bagi setiap
penulis atau penyusun buku dalam bidang fikih, hadits, sejarah
periwayat, bahasa, tafsir, atau dasar-dasar seluruh kelimuan
syari'at, dan pengetahuan ilahiah.

Kematian menjemput An-Nawawi di puncak usia
kematangan beliau. An-Nawawi wafat dalam usia 45 tahun.
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Menurut informasi yang kami terima, An-Nawawi memiliki banyak
kunang-kunang yang meneranginya di saat gelap. Ini salah satu

faktor mengapa beliau sangat produktif menulis, hingga karyanya
melimpah dan beragam.

Kalau tidak begitu, pada masa itu belum tersedia fasiltas
penerangan yang memadai bagi para penulis, dalam waktu yang
relatif singkat, dan umur yang pendek, An-Nawawi tidak mungkin
meninggalkan berjilid-jilid karya yang fenomenal, seperti Raudhah
Ath-Thalibin, terdiri dari 12 jilid, Syarah Muslim 18 jilid, Tahdzibul
Asma wa Al Lughat 3 jilid, dan Syarh Li Al Bukhari, tidak sampai
selesai kemudian dilanjutkan oleh penulis lain. Karya An-Nawawi
lainnya seperti A/ Minhaj, Hasyviah Ala At-Tanbih, karya Ishaq
Asy-Syirazi, Rivadh Ash-Shalihin, dan Al Adzkar, dan masih
banyak karya-karya beliau lainya yang tidak cukup tempat untuk
menyebutnya satu per satu.

An-Nawawi & selalu konsisten terhadap prinsip dan
metode penulisan yang beliau rumuskan pada bagian mukaddimah
buku ini. Jejak langkah An-Nawawi kemudian dilanjutkan oleh
Imam As-Subki. Beliau berusaha menyelesaikan A/ Majmu’ dengan
melanjutkan tulisan pendahulunya (An-Nawawi).

As-Subki # sangat mendalami kajian ushul fikih. Gaya
bahasa yang digunakan dalam mensyarahi kitab ini sesuai dengan
semangat zamannya, yang cenderung mendalam, panjang-lebar,
dan bertele-tele. Bahkan, untuk menjelaskan dua bab jual beli saja
As-Subki membutuhkan dua jilid besar. Dua jilid ini diterbitkan
pada cetakan sebelumnya dalam tiga volume oleh para tengkulak
turats yang mengklaim sebagai penerbit, para penerbit palsu yang

tamak.
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As-Subki meninggal dunia ketika menyelesaikan bab
pengembalian barang karena aib, bagian dari kitab jual beli. Jadi,
masih menyisakan sebagian besar bab yang belum disyarahi. Aku
telah mentahqiq dua naskah kitab ini, mulai dari syarah yang ditulis
oleh An-Nawawi vang terdiri dari 9 jilid, dilanjutkan dengan
mentahqiq syarah yang ditangani oleh Imam As-Subki, baik dalam
bentuk manuskrip maupun cetakan.

Suatu hari aku bermimpi bertemu dengan Imam An-
Nawawi. Beliau mengalungkan tasbih yang untaiannya serupa para
penulis kitab. Aku jarang sekali bermimpi, bahkan bisa dibilang
tidak pernah. Aku baru saja mengalami mimpi yang luar biasa dan
meninggalkan kesan mendalam dalam hidupku. Sepanjang
hidupku yang hampir memasuki usia 70 tahun, mimpi yang
pemah aku alami bisa dihitung jari. Begitu pagi harinya, hatiku
membenarkan mimpi tersebut, dan jiwaku berbisik agar aku segera
menyelesaikan A/ Majmu’ Namun, besamya tugas dan perasaan
segan menghalangi langkahku untuk merealisasikan niat yang telah
bulat dalam hati. Mimpi tersebut, yang belum pemah aku
sampaikan kepada siapa pun terus menggelitikku untuk
melanjutkan proyek A/ Majmu’, hingga menimbulkan perasaan
bersalah.

Tiba-tiba dalam diri ini muncullah tekad yang begitu kuat,
vang tidak pernah aku rasakan sebelumnya kala mengerjakan
tugas apa pun; keberanian, vang anehnya tanpa kusadari,
membantuku; dan metode yang jelas dan terang terpampang di
hadapanku untuk meringankan tugas ini. Segera, aku singsingkan
lengan baju untuk menjalankan tugas mulia ini. Sungguh, aku
merasa terpanggil oleh seruan Imam An-Nawawi; dan tangan
kekuasaan menggerakkanku untuk merealisasikan tugas ini yang
sebelumnya sempat mengambang.
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Kitab A/ Majmu’, yang tak lepas dari kekurangan, ini
menjadi referensi para penulis di bidang fikih, uhsul fikih, hadits
dan ulumul hadits, bahasa dan berbagai cabang keilmuannya,
selama 7 abad. Padahal, An-Nawawi hanya mengulas seputar
ibadah dan sebagian kitab jual beli.

Begitu proses tahqiq kitab A/ Majmu’ baik versi cetak
maupun versi manuskrip selesai, aku sampai titikk kulminasi;
mereka itu merupakan sebuah kewajiban dan tugas mulia untuk
menyelesaikan penulisan buku ini. Aku sendiri berkewajiban untuk
menunaikan tugas mulia ini, seperti disebutkan secara eksplisit
dalam doa sang imam, wali, dan hafizh An-Nawawi.

Aku yakin terselesaikannya kitab ini bagian dari keramat
beliau #;. Sebab, di antara pertanda kejelasan dan keagungan
keramat vyaitu terkabulnya doa lewat tangan “orang miskin,” di
mana tidak terbersit dalam kalbu seorang pun, bahwa dia mampu
menulis satu huruf untuk menyempurnakan kitab ini. Aku, yang
fakir ini, bukan kategori orang-orang populer, tidak punya gelar
akademis, bukan sumber ilmu agama, dan tidak pernah terlibat
secuil pun dalam menangani karya sebesar ini. Dari sini jelas
keramat Imam An-Nawawi begitu gamblang, bagaikan matahari di
siang bolong.

Setelah menyelesaikan jilid ke-16 cetakan pertama, atau jilid
ke-17 cetakan Al Qal’ah, penulis terkena musibah. Aku
dikriminalkan oleh penguasa, dan ditawan di penjara Abdun
Nashir.

s oo £oe tA A, es2t 82 7S
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“Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan
(hatinya) dengan goncangan vang dahsyat.” (Qs. Al Ahzaab [33:
11)

Sebagian orang berasumsi, aku tidak “dizinkan” untuk.
menyelesaikan kitab ini, seperti nasib yang menimpa dua
pendahuluku  (An-Nawawi dan As-Subki). Banyak orang
beranggapan, penahanku kali ini —sebelumnya aku sering
dipenjarakan— akan menjadi akhir ajalku dan penghujung
kehidupanku.

Dengan demikian, kitab A/ Majmu’ ini disusun oleh tiga
orang. Dua orang di antara mereka adalah ulama besar Islam. Di
tangan mereka berdua, penjelasan A/ Muhadzdzab belum
terselesaikan. Fakta inilah yang menstimulus sebagian orang yang
memilki jiwa vang kerdil dan hati yang sakit, untuk
memperpanjang perkara agung ini, meremuk bentangan gunung,
nekat menceburkan diri dalam tugas ini dengan leher yang terikat,
tangan yang gemetar dan mati rasa, akal yang sering luput, dan
kaki yang sering terpeleset.

Mereka mencuri kesempatan keabsenan penulisan selama di
penjara Nashir, dan mengeluarkan produk bajakan untuk
menghambat kemuliaan jiwa. Buku tersebut dipenuhi dengan
kejahilan, menawarkan kesesatan, dan ditambahi berbagai
informasi yang berlebih. Buku ini diberi label jilid ke-18. Lebih
parah lagi, dia diterbitkan dengan cetakan yang dipalsukan. Para
pembajak melakukan berbagai cara agar buku bajakan ini
berjumlah 20 ijilid, seperti perampasan hak, pencurian data, dan
kejahatan intelektual lainnya.

Tujuannya jelas, menyesatkan para pecinta A/ Majmu’ dan
kalangan yang percaya jumnlah jilid kitab ini akan mencapai jumlah
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genap, vaitu 20 jilid. Syetan mengelabui tindakan para pembajak,
sehingga berani merekayasa jumlah jilid, memberi sampul yang
mewah, dan menghiasnya dengan wama emas. Untuk
menyempurnakan tipuan, buku bajakan ini dicetak dengan kertas
kuning, karena warna kuning identik dengan kitab-kitab turats.

Lebih dari itu, para pembajak ini membuang nama aku vang
dimuat kepada cetakan pertama edisi penyempurna (cetakan Al
Qal'ah). Tumpukan kecaman dari para korban yang mengetahui
mana edisi yang original dilontarkan kepada mereka. Para
pembaca akhimya tahu tindakan pembajakan ini, mereka yang
tega melacurkan ilmu dan memakan jerih payah para penulis.

Anehnya, pelaku tindak pidana pembajakan ini meninggal
setelah proses penerbitan edisi bajakan ini dipasarkan, dan
meninggalkan keuntungan materi dari kejahatan ini bagi pihak lain.
Dia telah menjual akhiratnya dengan dunia.

Oleh karena itu, aku telah bertekad bulat menambah materi
kajian di setiap jilid yang terlewat kepada cetakan sebelumnya,
sesuai saran sejumlah rekan dan untuk mengecoh para pembajak
vang terlanjur menikmati hasil pembajakan tanpa batas. Aku
menyandarkan diri  sepenuhnya kepada Allah. Semoga Dia
memberiku pertolongan, tidak hanya menambah informasi kepada
setiap jilid, tetapi juga menambah ijilidnya vang insva Albh
mencapai 24 jilid. Isi setiap jilid lebih tebal seperempat jilid dari
versi cetakan sebelumnya.

Aku memohon kepada Allah, Tuhan Arsy yang agung, agar
menjadikan buku ini bagiku sebagai lisan yang jujur kepada
golongan yang terakhir; dan menjadi syafa’at bagiku kepada Hari
Kiamat,
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“Ungatlah) kepada hari (ketika) setiap orang datang untuk
membela dirinya sendiri.” (Qs. An-Nahl [16]: 111)

e 2

Semoga buku ini membawa perbaikan bagi ummat dan
keturunanku, serta melapangkan hati para hakim untuk mengadili
dengan dasar syariat Islam, sehingga mereka berkenan
memanfaatkan kajian buku ini, tahqgiq, arahan, dan putusannya.

Kami melihat di cakrawala, bahwa kabar pertolongan bagi
Islam akan muncul, dan gerakan kejayaannya begitu jelas.

A R L (P X /}
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“Dialah vang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk (Al
Qurian) dan agama vang benar untuk diunggulkan atas segala
agama.” (Qs. At-Taubah [9]: 33). Segala hal yang akan datang itu
pasti dekat.

Kedua Imam besar, An-Nawawi dan As-Subki, telah
menjelaskan metode mereka dalam mensyarah A/ Muhadzdzab
sesuai kemampuan vyang Allah karuniakan. Adalah suatu
keniscayaan bagi penulis —yang jika dibandingkan dengan dua
Imam ini, derajatku tidak sampai kepada derajat pembawa kendi
atau sandal seorang dari mereka— pertama untuk mengakui
keterbatasan ilmu yang dimiliki, seraya memohon pertolongan
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Allah, semoga Allah mengaruniakan setitik ilmu dan kemampuan-
Nva bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini.

Kedua, aku memohon kepada seluruh pembaca buku ini
berkenan kiranya mendoakan penulis agar dikaruniai rahmat dan
penutup aib, serta mengajari penulis ilmu Allah sehingga
mengetahui segala kecerobohan. Aku hanyalah penuntut ilmu
sepanjang hayat, tidak terbetik dalam hati diri ini telah mencapai
derajat ulama. Derajatku tidak lain derajat murid di hamparan para
dermawan dan murah hati, yang telah menerima ilmu dari sisi-
Nya.

Siapa pun yang menemukan kebenaran dalam buku ini, itu
bukan dariku. Penulis tidak lebih utama dari yang lain, karena yang
aku lakukan di sini sebatas memaparkan hasil penelitian, kajian,
dan pencatatan. Semua ini karunia dari Allah.

Sebaliknya, jika aku salah langkah dan salah tulis, semua itu
dari setan yang terkutuk, yang telah bersumpah akan selalu
menggoda umat manusia dari jalan Allah yang lurus. Pembaca
vang menemukan kekeliruan dalam buku ini, dengan penuh rasa
hormat, silahkan luruskan dan nasihatilah diriku. Dengan nasihat
tersebut dia akan terbebas dari tanggungan di hadapan Tuhan, dan
memberiku pencerahan dan suplemen yang sangat dibutuhkan dari
orang-orang terkemuka. Mereka vyang telah diingatkan oleh
baginda Nabi, orang yang paling alim,

S e 206 18 s Ji5 o

“Umat ini akan selalu berada di atas urusan Allah hingga
datang urusan Allah yang /lain.”(HR. Al Bukhari).
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Di sini perlu kiranya penulis sampaikan metode yang
digunakan dalam buku ini. Buku ini memberi catatan penjelasan
dari dua pertiga bagian A/ Muhadzdzab yang belum disyarahi,
karena An-Nawawi dan As-Subki baru mengulas sepertiganya.

Mengingat berbagai bab dan kitab yang tertuang dalam A/
Majmu’ menjadi acuan peraturan umat, baik dari kalangan awam
maupun ilmuwan, yang meliputi aturan Islam tentang ekonomi,
sosial, hukum pidana, etika, politik, militer, dan pemerintahan,
maka penulis perlu mengacu pada para ekonom terkait hukum
svirkah, qaradh, giradh, dan murabahah. Termasuk di dalamnya
praktik muamalah baru yang berlaku di tengah umat Islam seperti
asuransi, akad konsesi, persercan modal bersama, perseroan
terbatas, dan akad-akad lainnya. Begitu juga sebagai acuan aturan
perbankan yang menjadi urat nadi ekonomi makro dan bahkan
ekonomi mikro, karena bank tempat penyimpanan aset yang
memberikan jaminan dan perlindungan bagi pemiliknya dari
pencurian, kebakaran, banjir, kerusakan, kehilangan, dan bahaya
lainnya.

Pada terbitan kali ini aku memaparkan tema-tema di atas
secara detail, yang akan memuaskan keingintahuan para pencari

hukum Allah. Mereka yang ingin segera kembali kepada syariat
Allah &, serta menjauhi peraturan akal manusia yang terbatas,

suara-suara igauan vang sesat dan mungkar, dan peraturan-
peraturan yang menyimpang.

Pembaca insya Allah akan menemukan kajian yang cukup
mendalam di bidang keuangan, yang mengacu pada pendapat
para ahli di bidangnya. Penulis juga mengutip perbedaan pendapat
tentang suatu kasus yang menjadi polemik di tengah masyarakat
dalam bidang moneter. Aku mengutip penuh pendapat tersebut
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tanpa mengusik tujuan penggagasnya, diikuti dengan analisis
berikut nukilan pendapat yang lebih kuat berikut dalil masing-
masing pendapat, sehingga dapat ditemukan mana pendapat yang
paling valid.

Sementara kepada kitab dan bab-bab berikutnya, kami
memaparkan pandangan berbagai madzhab, pendapat para ulama
dari masing-masing madzhab berikut dalilnya, baik dalil nagi
maupun aqg/ (fikih naqli dan aqli), dasar-dasar hukum dan
penyebabnya kepada kaidah-kaidah umum, di mana kami
mengacu pada metode ashab kami; ashabul wujuh. Pada kasus
yang tidak mempunyai landasan hukum yang gath?7 atau punya
banyak wajh, pendapat, kondisi, atau jalur riwayat pendapat dan
menuntut tarjih, maka penulis merujuk pada kaidah ushul rumusan
penulis, juga mengacu pada kaidah ushul lain yang tidak sejalan
dengan metode penulis, atau aku mengompromikan dua kaidah
ushul atau dua jalur riwayat.

Para Imam dari masa Asy-Syafii @ selalu mengkaji Ar-
Risalah sampai dengan masa Abdurrahman bin Mahdi yang intens
mengkaji ushul fikih. Ulama ushul fikih dapat dibagi menjadi dua
aliran —dari perspektif modern-.

Perfama, aliran muhaddits. Aliran ini merumuskan berbagai
kaidah sebagai landasan pengambilan hukum fikih dari dalil-dalil
yang parsial. Metode ini digagas oleh Imam Asy-Syafi'i 4. Melalui
metode ini telah lahir berbagai karva dari sejumlah penulis yang
dibesarkan dalam lingkup yang didominasi ajaran dasar para
muhaddits.

Kedua, aliran mutakallimin. Kontribusi terbesar di bidang
ushul fikih diberikan oleh para ulama kritis. Di antaranya dari
kalangan Mu’tazilah seperti pemuka mereka Al Qadhi Abdul
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Jabbar Al Mu'tazili dalam kitabnya; A/ Umdah. Kitab tersebut
dikomentari oleh Hasan Al Bashri (w. 463 H) dalam A/ Mu'famad.
Buku ini kemudian diberi catatan oleh Imam Al Haramain, Abu Al
Ma'ali Abdul Malik bin Asy-Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini
Asy-Syafi’i Al Asy’ari (w. 478) dalam A/ Burhan.

Karya Imam Al Haramain selanjutnya diulas oleh muridnya,
Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al
Ghazali Asy-Svafi’i, penyusun /hva ‘Ulumuddin, (w. 505) dalam A/
Mustashfa. Empat kitab ini disusun oleh para penulis yang
berkontribusi besar dalam kajian ilmu kalam. Karena itu, metode
ushul fikih yang mereka gagas disebut metode mutakallimin.

Keempat kitab di atas juga menjadi referensi utama metode
ini bagi para penulis berikutnya yang mengikuti aliran
mutakallimin, baik dalam bentuk karya ikhtisar maupun komentar
atas suatu ringkasan, dan seterusnya.

Seorang Imam besar, pakar ushul, mufassir, sekaligus ahli
kalam terkemuka, Muhammad bin Umar Ar-Razi Asy-Syafi’i, yang
populer dengan nama Fakhruddin Ar-Razi atau Al Fakhrurrazi (w.
606 H) meringkas metode mutakallimin dalam bukunya, A/
Mahshul. Langkah Al Fakhrurrazi diikuti oleh Al Allamah Imam
Abu Al Hasan Ali bin Muhammad yang terkenal dengan nama
Saifuddin Al Amidi (w. 631 H) dalam kitabnya, A/ lhkam fi Ushul
Al Ahkam.

Kitab A/ Mahshul dan Al lhkam mendapat apresiasi dari para
ulama dalam bentuk karya ringkasan atau ikhtisar dari karya
ringkasan. Sebut saja, misalnya Syaikh Sirajuddin Al Amuri
merangkum A/ Mahshul dalam kitabnya, At-Tahshil; Tajuddin Al
Amuri meringkasnya dalam kitab A/ Hashil.
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Selanjutnya, Syaikh Syihabuddin Al Qarafi Al Maliki (w. 684
H) mengadaptasi mukaddimah dan berbagai kaidah dalam kitab
At-Tahshil dan Al Hashil karya Sirajuddin dan Tajuddin Al Amuri,
dalam sebuah kitab kecil berjudul A#-Tangihat. Langkah yang sama
diambil oleh Qadhi Abdullah bin Umar Al Baidhawi Asy-Syafi’i (w.
685 H) dalam kitab Muntaha As-Su’al wal amal fi llmai Al Ushul
wal Jadal yang kemudian diringkas dalam kitab Mukhtashar Al
Muntaha.

Pada perkembangan selanjutnya, muncullah berbagai
komentar terhadap karya-karya ringkasan di atas. Komentar
tersebut kemudian diperas lagi menjadi catatan pinggir (hawasyj,
dan catatan pinggir didukung oleh berbagai ketetapan. Keunikan
seluruh kitab ini terletak kepada ketetapan kaidah-kaidah wshuli
(ushul fikih) yang sesuai dalil dan bukti yang ada.

Penulis mengadopsi kaidah yang didukung oleh dalil; dan
menafikan kaidah vyang kontradiksi dengan dalil, tanpa
mempertimbangkan ada tidaknya relevansi kaidah tersebut dengan
masalah cabang (furu) sebagai produk para ahli fikih. Dengan
demikian, kaidah ushul seperti ini berfungsi sebagai sarana untuk
merumuskan suatu hukum (istinbath) dan barometer masalah-
masalah furu’ Dia bukan produk fikih. Sebab itulah, pemaparan
berbagai masalah furu’ dalam kitab-kitab fikih terkadang sekadar
contoh atau salah satu cara untuk menjelaskan, bukan metode
untuk menentukan dan merumuskan suatu kaidah.

Aliran berikutnya —jika bisa dikatakan demikian— dapat
dibedakan dari proyek penetapan kaidah-kaidah ushul dengan
asumsi para Imam madzhab telah menggunakan kaidah tersebut
dalam ijtihad, pemaparan berbagai masalah fikih, dan penjelasan
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hukumnya. Pedoman mereka dalam menetapkan kaidah-kaidah ini
adalah masalah furu’vang dikutip dari para Imam tersebut.

Alasan di balik penggunaan metode ini oleh para ulama fikih
Hanafi yaitu, para Imam madzhab ini tidak meninggalkan
kompilasi kaidah yang dibukukan, seperti kompilasi yang diberikan
Asy-Syafi’i kepada para muridnya. Para Imam madzhab Hanafiyah
hanya meninggalkan furu’ serta berbagai masalah fikih yang tidak
sedikit jumlah dan ragamnya. Sebagian masalah ini tersebar dalam
permasalah furu’yang terkemuka.

Jadi, ulama fikih Hanafi berpedoman pada masalah furu’
produk para imamnya, dengan cara mengklasifikasikannya dalam
beberapa bahasan, baru kemudian dari Klasifikasi ini disusunlah
berbagai kaidah dan aturan sebagai landasan utama madzhab
mereka, guna memperkuat permasalahan furu’ yang dikutip dari
para imamnya. Rumusan ini juga berfungsi sebagai argumen
mereka dalam perdebatan dan diskusi, sekaligus membantu
mereka untuk menggali hukum baru yang belum dikemukakan
oleh para Imam dalam ijtihad yang terdahulu.?

Proses perumusan kaidah di atas sangat rentan, karena
seringkali kalangan ini menetapkan kaidah ushul sesuai dengan
rumusan masalah furu’ yang dinukil dari para Imam madzhab.
Ketika sebuah kaidah ditetapkan, lalu di kemudian hari temyata dia
kontradiksi dengan sebagian furu’ yang ditetapkan, aliran ushul ini
mengubah rumusan kaidah tersebut sesuai masalah furu’ tersebut.

Berikut kami paparkan dua contoh untuk menjelaskan dua metode
di atas.

2 Ikhtisar metode ini sama seperti rumusan yang dikemukakan oleh mendiang
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Pertama, pendapat tentang penyebab waktu kewajiban
shalat. Ulamat madzhab Hanafi dan madzhab yang lainnya sepakat
bahwa waktu setiap shalat lima waktu merupakan penyebab
wajibnya shalat, menjadi tanggungan orang mukallaft juga sebagai
syarat sahnya melaksanakan shalat. Jadi, shalat tidak wajib
sebelum masuk waktu; menyegerakan shalat sebelum waktunya
hukumnya tidak sah; juga tidak boleh mengakhirkan shalat dari
waktunya. Hal ini sama kesepakatan para ahli fikih tentang
bolehnya melaksanakan shalat kapan pun dalam waktu yang
menyebabkan kewajiban shalat.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang bagian
waktu yang menjadi penyebab kewajiban shalat. Maksudnya, tanda
penetapan kewajiban syari’ terhadap mukallaf Jumhur ulama
berpendapat, penyebab tersebut vaitu bagian pertama waktu
shalat. Jadi, ketika waktu shalat telah masuk, otomatis mukallaf
dituntut untuk menunaikan shalat yang telah ditetapkan kepada
waktu itu, sekalipun dia boleh memilih untuk melaksanakannya
kapan saja selama dalam rentang waktu tersebut. Demikian ini jika
orang tersebut berhak dikenai kewajiban kepada awal waktu.

Sebaliknya, jika dia tidak berhak dikenai kewajiban kepada
awal waktu (karena ada penghambat), maka bagian waktu
penyebab kewajiban shalat tersebut baginya adalah ketika
hambatan tersebut hilang. Apabila penghambat ini menghabiskan
seluruh waktu shalat, maka orang tersebut tidak dikenai fak/if dan
tidak wajib shalat.

Ulama madzhab Hanafi menyatakan, penyebab wajibnya
shalat yaitu bagian waktu yang berhubungan dengan pelaksanaan
shalat. Ketika shalat dilaksanakan kepada bagian awal waktu,
maka itulah penyebab kewajibannya. Jika dia dilaksanakan kepada
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bagian berikutnya, waktu itulah penyebabnya dan begitu
seterusnya. Apabila seseorang belum melaksanakan shalat hingga
tersisa bagian waktu yang tidak cukup untuk shalat, jelas bagian
inilah yang menjadi penyebab kewajiban shalat. Apabila waktu
shalat telah habis dan dia belum shalat, maka penyebab kewajiban
shalat itu adalah pada keseluruhan waktu tersebut.

Jumhur melandasi pendapatnya dengan dalil syar'i, vaitu
firman Allah &,

-~

I 5T ) B g A

“l aksanakanlah shalat sejak maltahari tergelincir sampai
gelapnya malam, ” (Qs. Al Israa” [17]: 78).

Allah & menjadikan tergelincimya matahari sebagai tanda
kewajiban shalat. Penetapkan kewajiban atas mukallaf ditandai
dengan firman-Nya, “Laksanakaniah shalat.” Namun, manakala
As-Sunnah menerangkan awal dan akhir waktu shalat, hal tersebut
mengindikasikan keleluasaan bagi mukallaf untuk melaksanakan
shalat kapan saja, selama dalam rentang waktu tersebut.

Berpijak pada dalil ini, ketika seorang mukallaf mengalami
bagian waktu wajib tersebut, sementara dia tidak mengalami
hambatan faklif, kewajiban shalat menjadi tanggungannya dan dia
waijib melaksanakannya tepat waktu atau secara gadha (di luar
waktu semestinya).

Lain halnya jika dia tidak mengalami bagian waktu wajib
dan tidak mengalami hambatan fak/if, dia tidak dikenai kewajiban
apa pun.

Sementara itu, ulama fikih Hanafi tidak mendasari
pendapatnya dengan dalil apa pun, baik Al Qur*an maupun As-
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Sunnah. Pendapat madzhab ini hanya berpedoman pada berbagai
masalah furu’ yang dikutip dari para Imam madzhab. Mereka
mengkaji berbagai masalah furu’ fikih, dan menemukan kasus
berikut: “Apabila seseorang dikenai kewaijiban kepada awal waktu
shalat, kemudian muncul faktor yang menghambat ke-takiifannya,
dimana penghalang ini terus berlangsung hingga waktu shalat
berakhir, maka dia tidak dikenai kewajiban melaksanakan shalat
kepada waktu itu.”

Dari kasus tersebut, ulama fikih Hanafi menyimpulkan,
bahwa bagian pertama waktu shalat bukanlah penyebab kewajiban
shalat. Sebab, andaikan dia penyebabnya tentu kewajiban tersebut
tetap dibebankan kepada tanggungan si mukallaf dengan sekadar
adanya waktu shalat. Mukallaf tidak terbebas dari tanggungan
setelah kesibukannya berakhir kecuali setelah melaksanakan atau
meng-gadha kewajiban tersebut.

Ulama madzhab Hanafi menemukan, bahwa ketika seorang
mukallaf melaksanakan shalat pada awal waktu, maka shalatnya
sah. Dari sini mereka berpendapat, bagian akhir waktu shalat
bukanlah penyebab kewajiban shalat. Sebab, andaikan dia
penyebab kewajiban shalat, tentu shalatnya yang dilakukan pada
awal waktu tidak sah. Mengingat, shalat tersebut dilaksanakan
sebelum adanya penyebab kewajiban shalat dan syarat sahnya
belum terpenuhi, yaitu waktu shalat. Shalat tidak sah sebelum ada
penyebabnya dan terpenuhi syarat keabsahannya.

Ulama madzhab Hanafi juga menyimpulkan dari kasus di
atas, ketika seorang mukallaf tidak melaksanakan shalat Ashar
hingga masuk waktu nagish (waktu sore ketika warna pancaran
sinar matahari mulai menguning), kemudian dia melaksanakan
shalat kepada waktu tersebut, maka shalatnya sah namun makruh.
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Merujuk kasus di atas, ulama fikih Hanafiyah merumuskan
hukum bahwa apabila kewajiban (shalat) baru dilaksanakan kepada
akhir waktu maka akhir waktu ini penyebab wajibnya shalat.
Alasannya, keabsahan shalat kepada waktu nagish merupakan dalil
bahwa, shalat tetap diwajibkan dalam kondisi belum terpenuhinya
syarat akibat minusnya penyebab kewajiban shalat, vaitu waktu.
Oleh karena itu, melaksanakan shalat kepada waktu nagish

~ hukumnya sah dan shalatnya ada (bukan gadha), sebagaimana
* ~“telah diwajibkan.

Statemen di atas, seperti kasus yang telah ditetapkan, bahwa
“Apabila seorang mukallaf belum melaksanakan shalat Ashar
hingga habis waktu, kemudian dia melaksanakan shalat Ashar
kepada hari berikutnya, misalnya, kepada waktu nagish, maka
shalatnya tidak sah.”

Dari kasus ini, ulama fikih Hanafi merumuskan, apabila
seseorang tidak memenuhi kewajiban shalat yang dibebankan
padanya pada waktu tertentu, maka penyebab kewajibannya
adalah seluruh bagian waktu tersebut, bukan bagian akhimya.
Sebab, jika bagian akhir waktu tersebut menjadi penyebab setelah
berakhimya waktu shalat, maka tentu tidak ada faktor yang
menghambat keabsahan qadha shalat kepada waktu nagish.
Alasannya, kewajiban shalat dalam kondisi demikian itu
mewajibkan waktu nagish karena kekurangan penyebab. Oleh
karena itu, boleh meng-gadha shalat itu kepada waktu nagish.

Dalam mempertimbangkan masalah furu’ agar dalil nash
relevan dengannya. Ulama madzhab Hanafi mengatakan,
penyebab yang mewajibkan shalat yaitu bagian awal waktu, jika
berhubungan dengan shalat Ada’ (pada waktu shalat tersebut).
Apabila dia tidak berkaitan dengan Ada " (pelaksanaan shalat)
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faktor penyebab ini beralih kepada bagian waktu berikutnya,
demikian seterusnya.

Apabila tersisa sebagian waktu yang hanya cukup untuk
melaksanakan shalat fardhu, maka bagian waktu inilah yang
menjadi penyebab kewajiban tersebut. Apabila waktu shalat telah
habis dan seorang mukallaf belum melaksanakannya, maka
kewajiban ini dinisbatkan pada seluruh waktu tersebut.

Kedua, ulama fikih Hanafi menetapkan dalam kaidah ushul
mereka, “Kata homonim tidak bermakna umum.” Homonim
merupakan (musytarak) satu kata yang menunjukkan suatu makna,
kemudian kata digunakan untuk satu makna atau beberapa makna
yang berbeda. Misalnya, kata ain yang berarti “emas,” “
dan “intelijen.”

mata,”

Penggunaan kata seperti ini —seperti dikemukakan di
depan— dalam sebuah ungkapan hanya dapat merujuk pada satu
makna saja. Tidak ada satu Imam madzhab pun vyang
mengerriukakan kaidah ini. Ulama Hanafiyah merumuskan kaidah
ini dari sebagian masalah fikih, seperti pendapat mereka dalam
kasus wasiat berikut.

Seandainya seseorang berwasiat kepada para maulanya,
sementara pewasiat memiliki maula atasan dan bawahan,
kemudian dia meninggal dunia sebelum menjelaskannya, maka
wasiatnya batal. Pembatalan ini akibat dari tidak diketahuinya
objek yang diwasiatkan. Ketidaktahuan ini tidak lain berasal dari
homonimnya kata maula yang merujuk pada dua arti. Perfama,
maula dalam arti orang yang memerdekakan (mu tig) atau disebut
juga maula atasan; kedua, orang yang dimerdekakan (mu’faqg),
vang juga disebut maula bawahan.
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Dalam kasus ini, kata maula tidak dapat ditafsirkan dengan
kedua makna tersebut secara sekaligus. Tetapi, yang dimaksud
adalah salah satunya. Dan, hal ini tidak diketahui.

Dari kasus ini para ulama merumuskan kaidah “kata
homonim tidak bermakna umum”. Ini kemudian dijadikan salah
satu kaidah ushul.

Namun, sebagian ulama fikih Hanafi melihat kaidah dalam
konteks ini tidak sinkron dengan sebagian masalah furu’yang lain
vang telah ditetapkan dalam madzhab, seperti pendapat mereka
terkait permasalahan sumpah. Misalnya, seandainya seseorang
berkata, “Demi Allah aku tidak akan bicara dengan para maula-
mu.” —sementara orang vang disumpahi mempunyai beberapa
maula atasan dan bawahan— lalu dia berkata kepada salah
seorang maulanya, maka dia telah melanggar sumpah.

Hukum pelanggaran sumpah akibat berbicara dengan salah
seorang maulanya hanya berlaku jika kata maula dalam kasus ini
merujuk pada dua makna secara bersamaan. Sementara hal ini
kontradiksi dengan kaidah yang telah ditetapkan tentang kata
homonim. Oleh karenanya sebagian mereka merumuskan kaidah
tersebut menjadi “kata homonim tidak bermakna umum kecuali
jika disebutkan setelah bentuk negatif, maka dia bermakna

”

umum.

Jelas, dalam kasus sumpah di atas, kata maula disebutkan
setelah frase bentuk negatif (tidak akan bicara). Jadi, kata ini dapat
merujuk dua makna sekaligus dalam satu redaksi. Oleh sebab itu,
wajar jika sebagian besar madzhab Hanafi mengemukakan
masalah furu’ fikih dalam kitab-kitab ushul mereka, mengingat
pada kenyataannya dia merupakan ushul bagi kaidah-kaidah
tersebut, sekalipun secara sistematis, masalah furu’ ini
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dicantumkan sebagai penjelasan lebih lanjut didasarkan pada
kaidah-kaidah ushul.

Seperti telah kami kemukakan sebelumnya, masing-masing
aliran ushul ini memiliki karya tersendiri. Sebelumnya telah
disebutkan beberapa karya ushul dari aliran pertama, yaitu mereka
yang mengikuti metode Asy-Syafi’i, yang mayoritas disebut dengan
aliran mutakallimin. Mengingat, sebagian besar mereka adalah
para ahli kalam.

Sedangkan karya ushul dari madzhab Hanafi di antaranya
yang terpenting adalah kitab A/ Ushu/karya Abu Bakar Ahmad bin
Ali Al Jashshash (w. 370 H), Tagwim Al Adillah susunan Abu Zaid
Ubaidillah bin Umar Ad-Dabusi (w. 430 H), A/ Ushul karya
Syamsul Aimmah Al Sarkhasi (w. 482 H), dan A/ Uhsul yang
ditulis oleh Fakhr Al Islam Ali bin Muhammad Al Bazdawi (w. 482
H). Kitab yang disebutkan terakhir ini merupakan kitab ushul fikih
madzhab Hanafi yang paling bagus dan lengkap. A/ Ushu/
dikomentari oleh Abdul Aziz bin Ahmad Al Bukhari (w. 730 H)
dengan kitab berjudul Kasyf A/ Asrar.

Pada perkembangan selanjutnya, dari dua aliran ushul fikih di
atas muncullah aliran lain yang mengompromikan dua aliran ini

dalam beberapa karya tulis. Kompromi ini menyumbangkan dua
faedah dan manfaat:

Pertama, pengembangan fikih lewat pengaplikasikan kaidah
ushul terhadap berbagai masalah dan menghubungkan keduanya.

Kedua, proses verifikasi kaidah-kaidah ushul dan dalil dan
melandasinya.

Di antara ulama yang mencoba mengompromikan dua aliran
ini yaitu, Muzhaffaruddin Ahmad bin Ali, terkenal dengan nama
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Ibnu As-Sa’ati Al Hanafi (w. 694 H) dalam kitabnya yang berjudul
Badi’ An-Nizham Al Jam'u baina Kitabai Al Bazwadi wa Al
Ahkam. Shadrus Syariah; Ubaidillah bin Musa Al Hanafi (w. 747
H) menuliskan sebuah buku yang berjudul At-Tangiih, lalu dia
mengomentari karya ini dalam kitabnya A#-Taudhih. Al Badzdawi
meringkas kitab ushul ini, yang diikuti oleh Ar-Razi dalam A/
Mahshul dan Al Mukhtashar karya Tbnu Al Hajib.

Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi bin
Tagiyuddin As-Subki, guru kami vyang merintis proyek
penyelesaian A/ Majmu’ tahap pertama, wafat tahun 771 H, dan
meninggalkan sebuah karya berjudul Jam v Al Jawami’.

Pada pembukaan Jam'u Al Jawami’, Tajuddin menulis,
“Buku ini kompilasi lebih dari seratus kitab.” Selanjutnya,
Muhammad bin Abdul Wahid terkenal dengan Ibnu Al Hammam
Al Hanafi (w. 861 H) menyusun kitab A¢-7ahriri, yang kemudian
dikomentari oleh muridnya, Muhammad bin Muhammad Amir Haj
Al Halabi (w. 879 H), dengan kitab berjudul At-Taqgrir wa At-
Tahbir.

Berikutnya, Muhibbullah bin Abdus Syukur Al Hanafi (w.
1119 H) menyusun kitab Muslam Ats-Tsubut. Ini kitab kalangan
muta’akhir yang paling detail.

Seluruh kitab ini sangat membantu kami, berkat karunia
Allah. Dialah Tuhan yang mencukupi kami dan sebaik-baik wakil.

Sumber informasi yang paling mulia, paling agung, dan kiblat
seluruh mujtahid dan juru fatwa—yang berasal dari Tuhan semesta
alam—vyaitu Kitabullah Al Qur*an. Kami menjelaskan setiap ayat
Al Qur’an dengan bantuan berbagai referensi tentang tafsir,
hukum, dan ulumul quran. Sebagian karya ini ada yang dapat
dipetik manfaatnya, adapula kitab yang perlu disanggah karena
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memuat makna yang kurang benar. Demikian pula kami merujuk
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| kitab-kitab kajian lainnya, baik sebagai informasi maupun validasi.
Berikut kitab-kitab tersebut:

1. Al Jami’ i Ahkam Al Qur'an, ditahqiq oleh Syaikh

Athfisy, karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin
Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, penerbit Darul Kutub Al
Mishriyyah.

. Jami’ Al Bayan, ditahqiq oleh Ustadz Ahmad dan

Mahmud Muhammad Syakir, karya Imam Muhammad
bin Jarir bin Ja’far Ath-Thbari, penerbit Al Ma’arif.

. Mafatih Al Ghaib, karya Imam bin Khathib Az-Ziy

terkenal dengan nama Al Fakhrurazi, penerbit Al
Mishriyyah.

. Tafsir Al Qur'an Al Adhim, karya Imam Al Hafizh

Imaduddin bin Katsir, penerbit Al Halabi.

. Ad-Durr Al Manstsur fi At-Tasfir bil Ma’tsur, Imam Al

Hafizh As-Suyuthi, penerbit Al Halabi.

. Fath Al Bayan fi Maqashid Al Qur *an, naskah ini ditahqiq

oleh penulis (Najib Al Muthi’')) untuk penerbit Al Imam,
karya Shadiq Hasan Khan.

. Tafsir Al Kasysyaf, disusun oleh Al Allamah Mahmud

dJarullah Az-Zamakhsyari, penerbit Asy-Syarqgiyyah.

. Ruh Al Ma ani, karya Mufti Wilayah Irak, Mahmud Syukri

Al Alusi, cetakan Al Muniriyyah.

. Tanwir Al Migbas min Tafsir Ibnu Abbas, tafsir yang

dinisbatkan kepada Ibnu Abbas &, disusun oleh

Muhammad bin Ya’qub Al Fairuz Abaadi, penerbit Al
Babi Al Halabi.
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10. Hasviah Al Jamal Ala Al Jalalain, yang disusun oleh
Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al Mahalli,
penerbit Al Maimuniah.

11. Hasviah Ash-Shawi Ala Al Jalakain, penerbit Maktabah
Ar-Rasysyad.

12. Tafsir bu Badis, karya Syaikh Abdul Hamid bin Badis Al
Jaza'iri, penerbit Darul Fikr.

13. Tafsir Al Manar (tidak lengkap), kompilasi kajian Syaikh
Muhammad Abduh dalam surat kabar Al Abbasi, yang
dikutip dan dikomentari oleh Sayyid Rasyid Ridha,
penerbit Al Manar.

14. Tafsir Durr Al Asrar, (menafsirkan fawatihus suwar),
karya Mahmud Hamzah Al Husaini, dari perpustakaan
Dr. Hasan Abbas Zaki, penerbit Al Markaz Al Arabi lil
Ba’ts wan Nasyr.

15.Adhwa’ Al Bayan (ada di tangan penulis sampai jilid 8),
susunan Muhammad Al Amin Al Jakani Asy-Syanqithi,
penerbit Al Madani.

16.Irsyad Al Aql As-Salim ila Mazaya Al Qur an Al Karim,
karya Imam Abu As-Su’'ud Muhammad Al Imadi, penerbit
Al Husainiah.

17. Taftsir Al Baidhawi, susunan Imam Al Qadhi Abdullah bin
Umar Al Baidhawi, penerbit Al Halabi. Judul tafsir ini
Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta 'wil, penerbit tahun
1305 H.

18.At-tafsir Al Qayyim, dikompilasi dari kitab-kitab Imam
Syamsuddin Az-Zar’i, populer dengan nama Ibnu Qayyim
Al Jauziyyah, Syaikh Muhammad bin Idris An-Nadwi,
penerbit As-Sunnah Al Muhammadiyah.
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19. Tafsir Fi Zhilal Al Qur an, susunan Ustadz Syahid Sayyid
Qutb, penerbit Asy-Syurug.

20.Svarh Musykilat Al Qur’an, susunan Abu Abdullah
Muhammad bin Abdullah bin Muslim Ad-Dainuri, populer
dengan nam [bnu Qutaibah, penerbit Dar At-Turats.

21.Ahkam Al Qur ‘an, Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-
Razi, terkenal dengan nama Al Jashshash, penerbit Al
Bahiyyah.

22.Ahkam Al Qur an, karya Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi
Al Maliki, penerbit Dar IThya Al Kutub Al Arabiyyah.

23.Gharib Al Qur an, karya Raghib Al Ashfahani, ditahqgiq
oleh Muhammad Sayyid Kailani, penerbit Kairo, tahun
1381 H.

24. Mutasyabih Al Quran, karya Al Qadhi Abdul Jabbar,
penerbit Dar At-Turats. |

25.Ahkam Al Qur an, karya Imam Asy-Syafi’i, dikompilasi
oleh Al Hafizh Al Baihagqi, penerbit Ghazat Al Aththar.

26.Bulugh Al Maram fi Syarh Ayat Al Ahkam, susunan
Shadig Hasan Khan, penerbit Al Madani.

27. Al Burban fi Ulum Al Qur an, karya Imam Al badr Az-
Zarkasyi penerbit Al Halabi.

28.Al Itgan fi Ulum Al Qur'an, karya Al Jalal As-Suyuthi,
penerbit Al Halabi.

29.A/ fawa ‘id fi Masyakil Al Qur an, karya lzz bin Abdus
Salam, penerbit Kementerian Wakaf Kuwait.

30. Fath Ma Manna bih Ar-Rahman fi I'rab Al Qur "an, karya
Imam Al Abkari, penerbit Al Halabi.

31.Madarik At-Tanzil karya Imam An-Nasafi, penerbit Al
Amiriyyah.

32. Manahil Al Irfan, karya Az-Zargani, penerbit Al Halabi.
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33. At-Tasjil Ash-Shauti li Al Qur "an, Dr. Muhammad Labibi
As-Sa’id, Dar Al Kutub Al Arabi.

34.Bashair Dzawi At-Tamyiz fi Latha'’if Al Kitab Al Aziz,
karya Al Fairuz Abadi, penerbit Majelis Tinggi Urusan
Agama Islam.

35.At-Tibvan fi Agsam Al Qur’an, karya Syamsuddin bin
Qayyim Al Jauziyyah, Maktabah As-Sunnah Al
Muhammadiyyah.

36.Mujam Alfazh Al Qur’an, diterbitkan oleh Lembaga
Bahasa Arab, Kairo.

37.Svarh Mujizat Al Qur "an, karya Syarif Ar-Ridha, penerbit
Al Halabi.

38. Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul, karya Al Hafizh As-
Suyuthi, penerbit Dar At-Tahrir.

39.Asbab An-Nuzul, karya Al Wahidi, penerbit Muassasah Al
Ahram, ditahqiq oleh Sayyid Ahmad Shaqr.

40.An-Nasikh wa Al Mansukh, karya Abu Muhammad Ali
bin Hazm Al Andalusi, pada bagian catatan pinggir Lubab
An-Nuqul, penerbit As-Sa’adah.

41.Ra’y fi An-Naskh, karya Abdul Muta’al Al Jabiri, buku ini
kemudian diberi judul La Naskh fi Al Qur an, terakhir
diterbitkan oleh Al I'tisham.

42 ljaz Al Qur an, karya Abu Bakar Al Bagilani, penerbit Al

43./%az Al Qur'an, karya Mushtafa Shadiq Ar-Rafi’i,
penerbit Ar-Risalah.

44 . Tanzih Al Qur-an An Al Matha’in, karva Qadhi Abdul
Jabbar, penerbit Al Khaaniji.

45.Tafsir At-Tahrir wa At-tanwir, karya ulama Tunis,
Muhammad Ath-Thahir bin Asyur, penerbit Isa Al Halabi.
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46. Tafsir Surah An-Nur, karya Taqiy Ali bin Abu Al Abbas
Tbnu Taimiyyah, penerbit As-Sunnah Al
Muhammadiyyah.

47.lJaz Al Qur'an, karya Qadhi Abu Bakar Al Bagilani,
penerbit Mushthafa Al Halabi.

48. Tafsir Surah An-Nur, karya Abu Al A’la Al Maududi,
penerbit Darul I'tisham.

49. Fath Al Qadir, karya Ali bin Muhammad Asy-Syaukani,
penerbit Al Halabi.

50.A/ Muhadzdzab fi ma Rafa'a fi Al Qur'an min Al
Muarrab, karya Jalaluddin As-Suyuthi, diterbitkan atas
dukungan pemerintah Maroko dan Uni Emirat Arab,
penerbit Fadhalah, Muhammadiyyah, Maghrib.

51. Al Mushhaf Al Mufassir, karya Muhammad Farid Wajdi,
penerbit As-Sya’b

52.Ghara’ib Al Qur'an wa Raghaib Al Furgan, karya An-
Naisaburi, penerbit Al Imam.

93.Mugaddimah fi At-Tafsi, Muhammad Farid Wajdi,
penerbit Asy-Sya’b.

54. At-Tibyan fi Adab Hamalah Al Qur ‘an, karya Imam An-
Nawawi, penerbit Al Imam.

55. Fadhail Al Qur an, karya Al Hafizh Tbnu Katsir, diberi
pengantar dan diterbitkan oleh wartawan, Faruq Ali
Manshur.

56. Tafsir Juz Amma, karya Ustadz Imam Muhammad
Abduh, penerbit Al Amiriyyah.

57. Tafsir Juz Tabarak, Ustadz Syaikh Abdul Qadir Al
Maghribi, penerbit Al Amiriyyah.

58. Tafsir Al Bayan, Syaikh Husain Muhammad Makhluf,
penerbit Rabithah Alam Islami.
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59. Tafsir Al Jawahir, karya Syaikh Thanthawi Jauhari,
penerbit Al Halabi.

60. Muhawalah Ashriah lit Tafsir, Dr. Mushthafa Mahmud,
penerbit Al Ma’arif.

61.Syathahat Mushthafa Mahmud, susunan Abdul Mutta’al
Al Jabari, penerbit Al I'tisham.

62.At-Tafsir Al Muyassar, karya Syaikh Abdul Jalil Isa,
penerbit Al Akhbar.

63.At-Tafsir Al Muyassar, Muhammad Abdul Lathif (bin Al
Khathib), penerbit Al Ashriyyah.

64. Kalimat Al Qur “an, Syaikh Husain Muhammad Makhluf,
penerbit Al Ma’arif.

65.Mahasin At-Ta ‘wi], Syaikh Jamaluddin Al Qasimi,
penerbit Al Halabi.

66. Faharis Al Qur'an, karya Mahmud Raamiyar, penerbit
Teheran, penerbit 1384 H.

67.Ahkam Al Qur an, karya Al Kiya Al Hirasi Ath-Thabari,
manuskrip.

68. Tafsir Gharib Al Qur’an, karyva lbnu Taimiyyah Ad-
Dainuri, penerbit Al Halabi.

69. Nahwa Tafsir Maudhu'i Ii Al Qur an, kajian tafsir dimuat
dalam Majalah Al Bayan, Lembaga Agama Sudani,
susunan Syaikh Abu Al Qasim Zainal Abidin.

70.Zad Al Masir fi llmi At-Tafsir, karya Al Hafizh Abu Al
Faraj bin Al Jauzi, penerbit Maktab Al Islami, di Beirut.

71.A] Mushhaf Asy-Svarif dengan Qiraat Ad-Duri,
Perpustakaan Universitas Ummu Durman Al Islami.

Berikutnya, referensi ilmu gira’at, seperti:

72.Matn  Asy-Svathibiywyah, naskah manuskrip di
perpustakaan penulis.
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73.Al Hujah fi Al Qira’at As-Sab’i, penerbit Al Hai’ah Al
Ammah lil Kitab.

74.Matn Al Jazariyyah wama Alaiha min Syuruh, penerbit
Kairo.

Referensi selanjutnya berkaitan dengan sunnah Nabawi, atau

bisa disingkat menjadi Kitab As-Sunnabh, yaitu:
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75.Shahifah Hammam bin Munabbih An Abi Hurairah &,
dicetak berikut mukaddimah dan catatan di Haidar
Aabaad, tahun 1374 H, berdasarkan penelitian Dr.
Hamidillah dari naskah manuskrip di Perpustaan Berlin.

76.Al Muwaththa’, karya Imam Malik bin Anas, berdasarkan
riwayat Yahya bin Yahya bin Bakar Al Laitsi Al Mahmudi,
ditahgiq oleh Muhammad Fu’ad Abdul Baqi.

77.Al llal, karya Imam Ali bin Abdullah Al Madini, ditahqiq
oleh Dr. Muhammad Mushthafa Al A’zhami, penerbit Al
Maktab Al Islami, Beirut, tahun 1392 H.

78.Al Muwaththa °, berdasarkan riwayat Muhammad bin Al
Hasan Asy-Syaiban, ditahqiq oleh Abdul Wahhab, Abdul
Lathif, penerbit Kairo, tahun 1387 H.

79.Az-Zuhd Ar-Raga’ig, karya Abdullah bin Al Mubarak Al
Marwazi, ditahqiq oleh Habiburrahman Al A’zhami,
diterbitkan oleh penerbit Maalikaawu'i, India, tahun
1386 H.

80.A/ Muwaththa', berdasarkan riwayat Ibnu Dahab,
penerbit Al Maghrib, ditahqiq oleh sebagian ulama
Maroko.

81.Musnad Al Humaidi —guru Al Bukhari— bukan Al
Humaidi penyusun A/ Jami’ baina Ash-Shahihain,
ditahgiq oleh Habiburrahman Al A’zhami, diterbitkan di
Maalikaawu i, India, tahun 1387 H.
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82.As-Sunan, Sa'id bin Manshur Al Khirasani Al Makki,
ditahqgiq oleh Habiburrahman Al A’zhami, di penerbit di
Paris, Maalikaawu "i, tahun 1387 H.

83.Musnad Al Imam Abmad. Al Hafizh Tbnu Hajar dalam
Tajil Al Manfaah, menyatakan, “Dalam A/ Musnad hanya
terdapat tiga atau empat hadits yang tidak memiliki
landasan dalil yang jelas. Alasannya, Imam Ahmad
memerintahkan untuk mencampur sebagian hadits ini.
Hadits di atas termasuk bagian darinya, tetapi dia tidak
dicantumkan karena lupa.

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir mentahqiq sebagian
kitab A/ Musnad yang diterbitkan oleh Darul Ma’arif setebal 15
jilid, kurang lebih sepertiga A/ Musnad.

84 .Musnad Al Imam Ahmad, penerbit Al Hindiyyah. Pada
catatan pinggirmya tercantum ringkasan kitab Kanz A/
Ummal.

85.A/ Fath Ar-Rabbani bi Tartib Musnad Ahmad bin Hanbal
Asy-Svaibani, karya Syaikh Ahmad Abdurrahman As-
Sa’ati (Al Bana), namun tidak sampai selesai. Penyusun
memiliki 22 jilid buku ini.

86.Shahih Al Bukhari, Al Jami’ Ash-Shahih Al Musnad Al
Mukhtashar min Umur Rasulillah &, wa Sunanih wa
Awamih, penerbit Al Utsmani.

87.Fath Al Bari Syarah Shahih Al Bukhari, karya Al Hafizh
Ahmad bin Ali bin Hajr Al Asqalani, penerbit Al
Mishriyyah, kemudian diterbitkan oleh As-Salafiyyah.
Penulis mengutip dua versi cetakan ini.

88.Hadyu As-Sari Mugaddimah Fath Al Bari, karya Al
Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, terdapat dua edisi cetak
dan satu naskah penerbit Al Amiriyyah.
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89. Irsyad Asy-Sari Syarh Shahih Al Bukhari, karya Al Hafizh
Ahmad bin Muhammad Al Asqalani, penerbit Al
Maimaniyyah, 12 jilid; dan penerbit Al Amiriyyvah, 10
jilid.

90./ttihaf Al Bari fi Syarh Shahih Al Bukhari karya Abu
Zakariyya Al Anshari, dilanjutkan dengan Zrsyad As-Sari
vang dipisah dengan daftar isi, penerbit Al Maimaniyyah.

91.Umdah Al Qari Syarh Shahih Al Bukhari, karya Imam
Mahmud bin Ahmad Al Aini Al Hanafi, penerbit Al
Muniriyyah.

92. Al Kawakib Ad-Durari fi Syarh Shahih Al Bukhari, karya
Imam Muhammad bin Yusuf bin Ali Al Kirmani, penerbit
Al Mishriyyah.

93.Sunan Abi Daud Sulaiman bin Al Asy'ats As-Sijistani,
ditahqgiq oleh Muhyiddin Abdul Hamid, penerbit Kairo,
tahun 1354 H.

94.Fath Al Mulhim fi Syarh Shahih Muslim, karya Syaikh
Ad-Dayubandi, penerbit Haidar Aabaad.

95.Al Mufhim bima Asykala min Talkhish Shahih Muslim,
karya Syaikh Ahmad bin Umar Al Qurthubi, penerbit Al
Halabi.

96.lkmal Al Mu'allim fi Syarh Shahih Muslim, karya Imam
Muhammad bin Khalifah Ad-Dasnani, yang populer
dengan nama Al Albi Ali, tercantum pada catatan pinggir
Svarh Muslim, karya An-Nawawi, penerbit Al Halabi.

97. lkmal Mu allim bi Fawa'id Kitab Muslim, karya Al Qadhi
lyadh bin Musa Al Yahshabi, edisi manuskrip.

98.Jami’ At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah,
ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Syakir dan Muhammad Fuad
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Abdul Bagqi, 3 jilid yang sudah ditahqiq dan 2 jilid sisanya

belum.

99.Jami’ At-Tirmidzi, ditahqiq oleh Ustadz Azat Ad-Da’as,

penerbit Himsh, tahun 1387 H.

100. Sunan An-Nasa i, Imam Al Hafizh Abu Abdurrahman

Ahmad bin Syu’aib, ditahgiq oleh Muhammad Athaillah
Al Qaushivani Al Amrtastari, penerbit Mathba’ah As-
Salafiyyah, Lahore, Pakistan, tahun 1376 H, vyang
disebut juga dengan A/ Mujtaba, ringkasan As-Sunan A/
Kubra. Al Mujtaba salah satu kitab sunnah.

101. Sunan Ibnu Majah, karya Imam Muhammad Abu

Abdullah Muhammad bin Yazid Al Quzwaini, ditahgiq
oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, penerbit Dar Thya
Al Kutub Al Arabi.

102. Sunan Ad-Darimi, karya Abu Sa’id Utsman bin Sa'id

Utsmani bin Sa’id bin Khalid, ditahqiq oleh Muhammad
Ahmad Dahman, penerbit Damaskus, tahun 1345 H,
dan penerbit Abdullah Hasyim Al Yamani, Madinah.

103. Musnad Abi Bakr Ash-Shiddiq s, susunan Al Marwazi,

ditahgiq oleh Syu’aib Al Ama uth, penerbit Al Maktab
Al Islami. '

104. Shahih Ibnu Khuzaimah, karya Abu Bakar Muhammad

bin Ishaq bin Khuzaimah bin Al Mughirah, ditahqiq oleh
Dr. Mushthafa Al A’zhami, penerbit Al Kutub Al Islami,
Beirut, tahun 1391 H.

105. Shahih Ibnu Hibban, karya Abu Hatim Al Busti, jilid 1,

vang ditahgiq oleh Syaikh Ahmad Syakir dan
diterbitkan oleh Darul Ma’arif; 2 jilid berikutnya
diterbitkan oleh penerbit Al Ashimah tanpa ditahqiq.

106. Shahih Abi Awanah, penerbit Beirut.
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107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

Svarah As-Sunan, karya Syaikh Al Islam Al Husain bin
Mas’ud Al Farra® Al Baghawi, ditahqiq oleh Syua’ib Al
Armauth dan Zuhair Asy-Syawisy, penerbit Al Maktab
Al Islami, tahun 1391 H.

Ma’alim As-Sunan, karya Muhammad bin Muhammad
bin Ibrahim Al Busti. Kitab ini merupakan kompilasi
dari Syarh Mukhtashar Sunan Abi Daud dan kitab
Tahdzib Abi Daud, karya Al Mundziri, penerbit As-
Sunnah Al Muhammadiyyah, tahun 1367 H.
At-Tambhid lima Fi Al Muwaththa' min Al Ma'ani wal
Asanid, karya Al Hafizh Abu Bakar Umar bin Abdul
Barr, ditahqgiq oleh Mushthafa Al Alawi dan
Muhammad Al Bakri, penerbit Al Mulakiyyah, Ribath,
tahun 1387 H.

Al Musnad, karya Sulaiman bin Daud Ath-Thayalisi,
penerbit Haidar Aabaad, tahun 1351 H.

Taisir Al Fattah Al Wadud fi Takhrij Al Muntaqi i Ibni
Abi Al Jarud, karya Sayyid Abdullah Al Hasyim Yamani
Al Madani.

Mushannaf Ibni Abi Syaibah, karya Al Hafizh Abu
Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah,
diterbitkan dalam 5 jilid, penerbit Al Ulum Asy-
Svarafiyyah, Haidar Aabaad, tahun 1390 H.

Nafu Qut Al Mughtadzi bi Syarhi Sunan At-Tirmidzi,
dicetak di India, tahun 1342 H.

Asy-Syama’il Al Muhammadiyyah, karya Imam At-
Tirmidzi, penerbit Mathba’ah Al Istiqamah, Mesir,
tahun 1253 H.
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115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

Ta "wil Mukhtalaf Al Hadits, karya Tonu Qutaibah Abu
Abdullah Muhammad bin Muslim Ad-Dainuri, Kairo,
tahun 1326 H.

Sunan Ad-Daruquthni, berikut syarahnya, susunan
Syamsul Haq Al Azhim Abaadi, penerbit Hasyim
Yamani.

Svarh Ma’ani Al Atsar, karya Imam Abu Ja’far Ahmad
bin Muhammad bin Salamah Ath-Thamaawi, penerbit
Al Anwar Al Muhammadiyyah, tahun 1387 H.

Ma’alim As-Sunan, karya Muhammad bin Muhammad
bin Ibrahim Al Busti, kitab ini berjudul: Svarh
Mukhtashar Sunan Abi Daud, berikut kitab Tahdzib Abi
Daud, karya Al Mundziri, penerbit As-Sunnah Al
Muhammadiyyah, tahun 1367 H.

Al Mustadrak, karya Al Hakim Abu Abdullah bin Al
Bai’, karya sejenisnya 7alkhish Al Mustadrak, susunan
Al Hafizh Adz-Dzahabi, penerbit Dairah Al Ma’arif Al
Utsmaniyyah, Haidar Aabaad, tahun 1343 H.

Majma’ Az-Zawa'id wa Manba’ Al Fawa’id, karya Al
Hafizh Nuruddin Ali bin Abu Bakar Al Hatsami,
penerbit Hisamuddin Al Qudsi.

Aridhan Al Ahwadzi Ala Kitab At-Tirmidzi, karya Al
Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin
Muhammad bin Al Arabi, penerbit Al Mathba’ah Al
Mishriyyah, tahun 1350 H.

As-Sunan Al Kubra, karya Abu Bakar Ahmad bin Al
Husain Al Baihagi, karya sejenisnya yaitu A/ Jauhar An-
Nagiy i Ar-Radd Ala Al Baihagi, karya Abu At-
Turkimani, dicetak di India oleh penerbit Dairatul
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123.

124.

125.

126.

127.

128.

Ma’arif Al Utsmaniyyah, Haidar Aabaad, tahun 1354
H.

Al Bukhari bi Syarh Az-Zarkasyi penerbit Al
Mishriyyah.

Svarh As-Sudj li Shahih Al Bukhari, karya Imam Abu Al
Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi,
penerbit Darul Ma'rifah, Beirut.

Al I'tibar fi An-Nasikh wa Al Mansukh min Al Atsar,
karya Imam Al Hafizh Abu Bakar Muhammad bin Musa
Al Hazimi, ditahqgiq oleh Syaikh Raghib Ath-Thabbaakh
Al Halabi, dicetak di Halb, tahun 1346 H.

Al Umdah fi Ma alim Al Halal wa Al Haram min Kbhairil
Anaam Alaihi As-Salam, karya Al Hafizh Abu
Muhammad Tagiyuddin Abdul Al Ghani Al Maqdisi Al
Hanbali. Kitab ini menghimpun hadits-hadits tentang
pokok-pokok hukum yang disepakati oleh Al Bukhari
dan Muslim. Ditahqgiq oleh Syaikh Ahmad Svakir,
cetakan tahun 1373 H.

Jami’ Al Ushul min Abhadits Ar-Rasul &, karya Al
Hafizh Abu As-Sa’adat Majduddin Mubarak bin
Muhammad bin Al Atsir Al Jazari, ditahgiq oleh Syaikh
Muhammad Al Faqi, diterbitkan atas donatur
Almarhum Raja Abdul Aziz Alu Sa’ud, dicetak tahun
1368-1374 H.

lhkam Al Ahkam Syarh Umdah Al Ahkam, karya Al
Hafizh Tagiyuddin bin Dagqiqil Iid. Kitab ini
mengomentari Umdah Al Ahkam vang berisi 107
hadits, ditahgiq oleh Muhammad Hamid Al Faqi, dan
dibaca ulang oleh Syaikh Ahmad Syakir tahun 1383 H.

” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

Al Umdah, Hasviah Ala Kitab lhkam Al Ahkam, karya
Ibnu Dagiqul lid, ditahgiq oleh Ali bin Muhammad Al
Hindi, Mesir, 4 jilid.

Fath Al Asyraaf li Ma'rifah Al Athraaf, karya Al Hafizh
Jalaluddin Abu Al Hajjaj Yusuf bin Az-Zaki Al Mazzi,
yang dicetak bersama kitab:

An-Nukat Azh-Zharaaf Ala Al Ahtraaf, catatan Al
Hafizh Tonu Hajar Al Asqalani, di-shahifrkan dan
dikomentari oleh Syaikh Abdus Shamad Syarafuddin,
penerbit Bombay India, sebanyak 7 jilid, jilid pertama
dicetak kepada tahun 1384 H.

Miftaah Ash-Shahibain, karya Syaikh Muhammad Asy-
Svarif bin Mushthafa At-Taugaawi, seorang ulama asal
Aasitanah. Beliau menulis satu kunci untuk Shahih A/
Bukhari dan satu kunci untuk Shahih Muslim. Kedua
buku ini diberi judul Miffah Ash-Shahihain, dicetak
tahun 1313 H.

Sunan An-Nasa ‘i, (Al Mujtaba) bi Syarh As-Suyuthi dan
Hasvivah As-Sindi, karya Abu Abdurrahman Ahmad
bin Syu’aib Asy-Syafi'i, penerbit Al Mishriyyah.
As-Sunan Al Kubra, karya Abdurrahman Ahmad bin
Syu’aib, terdiri dari 4 jilid dan dicetak di India.

Svarh Sunan Ibni Majah, tidak sempuma, susunan
Syaikh Ula’uddin Maflithaawi bin Qaliij, manuskrip.
Mishbah Az-Zujajah Ala Sunan Ibni Majah, susunan Al
Hafizh As-Suyuthi.

Ma Tamassu llaihi Al Hajah min Sunan Ibni Majah, 8
jilid, susunan Syaikh Sirajuddin bin Al Mulqgin,
manuskrip.
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138.

139.
140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

Tanwir Al Hawaalik Syarh Muwaththa Malik, karya Al
Hafizh As-Suyuthi, penerbit Al Halabi. Kitab ini juga
memuat kitab:

Is‘aaf Al Muwaththa * bi Rijaal Al Muwaththa °.

Aujaz Al Masalik fi Syarh Al Muwaththa °, Imam Malik,
susunan ulama India, Syaikh Muhammad Zakariyya Al
Kandahlawi, diterbitkan atas donasi dari Syaikh Zayid
Alu Nahyan.

Al Istidzkaar lima fi Al Muwaththa * min Al Ma’aani wa
Al Atsar, susunan Abu Umar Yusuf bin Abdul Barr,
penerbit Mesir.

Al Istiifaa * wa Al limaa °, karya Abu Al Walid Sulaiman
bin Khalaf Al Baaji, manuskrip.

Al Muntaga min Syarh Al Muwaththa °, karya Abu Al
Walid Sulaiman bin Khalaf, dicetak atas donasi dari
Mualana Sultan Abdul Hafizh; Sultan Maroko, dicetak
oleh penerbit As-Sa’adah, Kairo, atas kewenangan Haiji
Abdussalam bin Syaqrun.

Al Qabas fi Syarh Muwaththa * Maalik bin Anas, tidak
lengkap, susunan Qadhi Abu Bakar Al Arabi,
manuskrip.

Svarh AzZarqaani Ala Muwaththa® Maalik, karya
Imam Muhammad bin Abdul Bagi bin Yuusuf Az-
Zargaani, penerbit Ahmad Hanafi, Mesir.

Daliil As-Saalik ila Muwaththa * Maalik, susunan Syaikh
Imam Muhammad Habidullah bin Mayabi Al Jukani
Asy-Syangithi, dicetak di Mesir.

Idhaa ‘ah Al Halik min Alfazh Dalil As-Saalik, Syaikh
Imam Muhammad Habibullah Asy-Syingithi, cetakan
Mesir.
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149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

Musnad Abi Awanan Al Wadhdhaah bin Abdullah Al
Yasykuri, penerbit Dairah Al Ma’arif Al Utsmaniyyah.
Al Mua’llim bi Fawaa’id Kitab Muslim, karya Imam
Muhammad bin Ali Al Maziri Al Maliki, manuskrip.
As-Sunan wa Al Atsar, karya Imam Al Hafizh Abu
Bakar Al Baihaqi, penerbit India, lengkap; sebagian jilid
kitab ini dicetakan oleh Majelis Tinggi Bidang
Keislaman, ditahqiq oleh Sayyid Ahmad Shaqr.

Musnad Ar-Rabii’ bin Habiib Al Abaadhi, cetakan
Mesir.

Svarh An-Nawawi Ala Shahih Muslim bin Al Hajjaj Al
Qusyairi, penerbit Al Mishriyyah.

Hilyah Al Auliva°, karya Al Hafizh Abu Nuaim Al
Ashbahani, penerbit Mathba’ah As-Sa’aadah.
Tsulaatsiyyaat Al Musnad (Nafatsat Shadr Al Makmak
wa Quwwah Aini Al Armad), penerbit Damaskus,
dikomentari oleh Al Maqdisi, Perpustakaan Islam
Ustadz Zuhair Syawisy.

Talkhish Al Habiir fi Takhrij Ahaadits Asy-Svarh Al
Kabir i Ar-Rafii, susunan Al Hafizh bnu Hajar Al
Asqalani, penerbit Yaman.

Nashb Ar-Raayah fi Takhrij Ahaadits Al Hidaayah,
karya Imam AzZailai, ditahqiq oleh Syaikh
Muhammad Zahid Al Kautsari, Mesir, Majelis [Imu.

Al Adaab Al Mufrad, karya Imam Al Bukhari, penerbit
India.

llal bnu Abi Haatim, ditahqiq oleh Muhibuddin Al
Khathiib, karya Al Hafizh ITbnu Abu Hatim Ar-Razi,
penerbit Salafiyyah.
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159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

Kanz Al Ummaal fi Sunan Al Aqwal wa Al Afal, karya
Imam Alauddin Al Burhanfuuri, penerbit Halb.

Al Jaami’ Al Kabiir, populer dengan nama Jam’ A/
Jawami, karya Hafizh Al Jalalain As-Suyuthi,
manuskrip, diberi pengantar oleh Ma’aali Hasan Abbas
Zaki, penerbit Hai’ah Al Ammah lil Kitab.

Al Jaami’ Al Azhari fi Ahadits An-Nabi Al Anwar, karya
Imam Al Munadi penerbit Pusat Kajian Arab bidang
Litbang.

Al Fath Al Kabiir bi Zawaa'id Al Jaami’ Ash-Shaghiir,
susunan Syaikh Yusuf An-Nabhani, penerbit Mushthafa
Al Halabi.

Faidh Al Qadiir Syarh Al Jaami’ Ash-Shaghiir, karya
Imam Al Munadi, penerbit Musthafa Al Halabi.
Az-Zuhd i Abdillah bin Al Mubarak, cetakaan India.
As-Sunan Al Abvan fi Al Hadits Al Mu’an’an, karya
Ibnu Rusydi, ditahgiq oleh Dr. Al Habib Balkhujah,
Mufti Wilayah Tunisia.

Al Mushannaf, karya Abdur Razzaq bin Hammam Ash-
Shan’aani, ditahqiq oleh Habiibullah Al A’zhami,
cetakah Halb.

Nail Al Authaar Syarh Muntaga Al Akhbaar min
Ahaadits Sayid Al Akhyaar, karya Muhammad bin Ali
Asy-Syaukani, komentar Muntaga Majduddin Abdus
Salam bin Taimiywwah Al Jad, karya Abu Al Abbas
Ahmad bin Abdul Halim, penerbit Al Muniriyyah.

Subul As-Salaam Syarh Bulugh Al Maram, karya
Syaikh Al Amir Ash-Shan’ani, komentar Bulugh Al
Maram, karya Al Hafizh Ibnu Hajar, penerbit Al
Istigamah, Kairo.
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170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

At-Targhilb wa At-Tarhiib, karya Al Hafizh Abdul
Azhiim Al Mundziri, penerbit Al Halabi.

Mubariq Al Azhari Syarh Masyariq Al Anwar, bagian
matarmya disusun oleh Imam Ash-Shan’aani, sedang
svarahnya disusun oleh Izzuddin yang populer dengan
nama Ibnu Al Mulk, penerbit Al Jawa'ib, Al Astanah.
As-Siraj Al Munir Syarh Al Jami’ Ash-Shaghir, karya
Imam Al Uzairi. Pada bagian pinggir kitab ini tercantum
kitab Svarh A/ Hafni, penerbit Al Mathba’ah Al
Azhariyyah.

Zad Al Muslim fima Ittafaqga alihi Al Bukhari wa Muslim,
karya Syaikh Muhammad Habiibullah bin Ma Ya’ba Al
Hanaki Asy-Syingithi, penerbit Al Halabi.

Masyaariq Al Anwaar fi Musykil Ash-Shahith min Al
Aaftsaar, karya Qadhi lyadh Al Yahshabi, penerbit Al
Hindi.

Takhrij Ahaadits Al Ihyaa * bi Hamisy Al lhyaa °, karya
Al Hafizh Zainuddin Al Iraqi, penerbit Al Halabi dan
Asy-Sya’b, Kairo.

Amal Al Yaum wa Al Lailah, karya Tbnu As-Sinni,
penerbit Al Mathba’ah As-Salafiyyah.

Miftaah Kunuuz As-Sunnah, disusun dalam bahasa
Inggris oleh A. J. Wensinck, dan diterjemahkan dalam
bahasa Arab oleh Almarhum Muhammad Fuad Abdul
Bagi, buku ini dimuat dalam Dairah Al Maarif Al
Islamipyah. Buku ini menghimpun 13 kitab induk
hadits.

Al Mu’jam Al Mufahras i Alfaazh Al Hadits, Rattabahu
Jamaah min Al Mustasyrigin, diedit oleh A.J.
Wensinck, dan diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdeab || 11



42

178.
179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

Almarhum Muhammad Fuad Abdul Baqi, cetakan
Belanda.

Agqdhiyyah Ar-Rasul, Tonu Ath-Thallaq.

Nuzhah Al Muttagiin Syarh Rivaadh Ash-Shaalibiin,
karya Abu Zakariyya An-Nawawi, disusun oleh Dr.
Mushthafa Sa’id, Dr. Mushthafa Al Bugha, Muhyiddin
Ali Asy-Syuraihi, dan Amin Luthfi, diterbitkan oleh
Muassasah Ar-Risalah, Beirut, tahun 1397 H.
Dzakhaair Al Mawaarits fi Ad-Dilaalah Ala Mawadhi’ Al
Hadits, karya Imam Abdul Bugha An-Naabilisi. Kitab ini
mengompilasi athraf Kutubus Sab’ah, dicetakan oleh
Lembaga Pengembangan dan Literatur Al Azhar.

Al Mathaalib Al Aliyvah, karya Al Hafizh Ibnu Hajar Al
Asqalani.

Daliil Al Faalibiin Syarh Rivadh Ash-Shalihin, Tonu
Allaan Al Makki, penjelasan Ar-Rivadh karya An-
Nawawi, dicetakan oleh Lembaga Pengembangan dan
Literatur Al Azhar.

Svarh Al Adzkar Ii Ibni Allaan Al Makki Ala Al Adzkaar,
karyva An-Nawawi, diterbitkan oleh Lembaga
Pengembangan dan Literatur Al Azhar.

At-Taj Al Jaami’ li Al Ushuul, karya Syaikh Manshur Ali
Nashif. Kitab ini berisi kompilasi kitab induk hadits yang
lima, tidak mencantumkan Sunan Ibnu Majah.
Diterbitkan oleh Darul Kutub Al Arabiyyah.

Ishlah Khatha® Al Mubhadditsiin, karya Imam Al
Khaththaabi, penerbit Al Halabi.

Jami’ Bayan Al llm wa Fadhlih, karya Abu Umar bin
Abdul Barr, penerbit Al Muniriyyah.
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187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

Jami’ Al Uum wa Al Hikam fi Svarh Khamsin
Haditsan, karya Ibnu Rajab Al Hanbali, penerbit
Mushawarah, Beirut; dan cetakan yang ditahgiq oleh
Dr. Al Ahmadi Abu An-Nur, hanya diterbitkan dua jilid
saja oleh Muassasah Al Ahram.

Nawaadir Al Ushuul, karya Al Hakiim At-Tirmidzi.

Al Bayaan wa At-Ta'riif fi Asbaab Wuruud Al Hadits
Asy-Svarif, karya Tonu Hamzah Ad-Di i, penerbit
Darul Ma’rifah.

Taisir Al Ushuul ila Jaami’ Al Ushuul min Ahaadits Ar-
Rasuul, susunan Tbnu Ar-Rabi’ As-Syaibani, cetakan
Mesir.

Al Ihsaan fi Taqgrilb Ahaadits Ibnu Hibbaan, karya
Jalaluddin As-Suyuthi, cetakan India.

‘Aun Al Baari fi Hilli Adillah Al Bukhari, karya Shadiq
Hasan Khan. Kitab ini syarah dari:

At-Tajriid Ash-Shariih, karya Syaikh Husain Mubarak
Az-Zubaidi.

Ghavah Al Magshuud fi Hilli Sunan Abi Daud, karya
Syamsul Haq Al Azhim Abadi, tidak lengkap, ijilid
pertama buku ini dicetak di India.

‘Aun Al Ma’bud fi Hilli Sunan Abi Daud, karya Syaikh
Muhammad Asyraf Al Azhim Abadi, cetakan India.
Badzl Al Majhuud fi Hill Sunan Abi Daud, karya Syaikh
Khalii Ahmad Al Anshari, cetakan Kairo dengan
catatan singkat, karya Syaikh Muhammad Zakariyya Al
Kandahlawi.

Al Manhal Al Adzb Al Mauruud Syarh Sunan Abi Daud,
karya ulama muhaqqiq, Syaikh Mahmud Khithaab As-
Subki, tidak lengkap, hanya sampai pembahasan
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198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

Talbiyah, Kitab Haji. Naskah ini kemudian ditulis ulang
oleh Syaikh Amin dengan judul “Aun Al Malk Al
Ma’buud fi Takmilah Al Manhal Al Adzb Al Maurud.”
Kitab ini juga belum selesai, penerbit As-Sa’adah.
Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jaami’ At-Tirmidzi, karya
Syaikh Abu Al Ali Muhammad Abdurrahman Al
Mubaarakfuuri, cetakan India dan cetakan tanpa tahqiq
oleh Mathba’ah Al Aashimah.

At-Taliq Al Mumajjad Syarh Ala Muwaththa * Al Imam
Muhammad, karya Syaikh Abu Al Hasanat Al Lalkandi,
cetakan India.

Laami’ Ad-Dararri Ala Jaami’ Al Bukhari, karya Syaikh
Muhammad Zakariyya Al Kaanid Halawi, cetakan
Pakistan, 10 jilid.

Al Kaukab Ad-Durri Ala Jaami’ At-Tirmidzi, susunan
Syaikh Muhammad Zakariyya Al Kandahlawi, cetakan
Nadwah Al Ulama, India.

Mafaatih As-Sunnah, karya Syaikh Muhammad Abdul
Aziz Al Khauli, penerbit Mathba’ah Al Istiqamah.

Al Faaiq fi Ghariib Al Hadiits, karya Abu Al Qasim
Jarullah Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, ditahqiq
oleh Muhammad Abu Al Fadhal dan Ali An-Nahawi,
cetakan tahun 1366 H, Mesir.

An-Nihaayah fi Gharilb Al Hadiits, karya Imam
Majdudin Abu As-Sa’adat Al Jazari bin Al Atsir,
ditahqiq oleh Ahmad Az-Zaawi dan Muhammad Ath-
Thanaahi, penerbit Dar lhya Al Kutub Al Arabiyyah,
tahun 1383 H.

Svarh Al Ghariibiin, karya Imam Al Haradi, penerbit
Majelis Tinggi Urusan Agama Islam.
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207.
208.
209.
210.
211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

Svarh Musykil Al Aatsaar, karya Abu Ja’far Ath-
Thahawi, penerbit Haidar Aabaad.

Taghliq At-Ta’liiq, Al Hafizh Tonu Hajar sambungan
dari catatan pinggir Al Bukhari, manuskrip.

Jaami’ Al Masaanid, Abu Al Faraj bin Al Jauzi.

Musnad Al Imam Al Bazzar.

Musnad Abi Ya'la Al Maushili.

Tajiil Al Manfa'ah bi Zawaa'id Rijaal Al Aimmah Al
Arba’ah, Al Hafizh Ibnu Hajar.

Al Jjaabah fima Istadrakahu Aaisyah Ala Ash-
Shahaabah, karya Imam Badruddin Az-Zarkasyi,
penerbit Al Hasyimiyyah.

Musnad Al Imam Zaid bin Ali, dikompilasi oleh Abdul
Aziz Al Baghdadi, penerbit Kairo.

Musnad Asy-Syafi’i, karya Imam Muhammad bin Idris,
penerbit Kairo.

Svarh Taraajum Abwaab Al Bukhari, Imam Ahmad
Waliyyullah Ad-Dahlawi, penerbit India.

Nahj Al Balaaghah, karya Imam Ali Karramahullah
Wajhah, dikomentari oleh Tbnu Abi Al Hadid, juga
dikomentari oleh Syaikh Muhammad Abduh, penerbit
Darul Fikr, Beirut dan Al Halabi, Mesir.

Ad-Durr An-Natsiir Ala Hamisy An-Nihaavah, karya
Jalaluddin As-Suyuthi, penerbit Al Utsmaniyyah, Mesir.
Al llal li Imam Ahmad bin Hanbal, ditahqiq oleh Thalq
Qaj Buck dan Ismail Jarha Aughali, penerbit Ankara,
tahun 1383 H.

Al Mubhaddits Al Faashil baina Ar-Raa’i wa Al Waa’,
karya Qadhi Abu Muhammad Al Hasan Al Amhari

Al Majmu’ Syarah Al Muhadsdzab || 45



220.

221.

- 222.

223.

224.

225.

226.

Mazzi, ditahqiq oleh Dr. Muhammad Ajjaj Al Khathib,
penerbit Darul Fikr, Beirut, tahun 1391 H.

Ma'rifah ‘Uluum Al Hadiits, susunan Imam Abu
Abdullah bin Al Bai’ Al Hakim, ditahqiq oleh Dr.
Mu’zham Husain, tahun 1357 H.

Risalah fi Al Mufaadhalah baina Ash-Shahaabah, karya
Ibnu Hazm Al Andalusi, ditahgiq oleh Ustadz Sa’id Al
Afghani, penerbit Darul Fikr, Beirut, tahun 1389 H.
Taqviid Al llm, karya Al Hafizh, sejarawan, Abu Bakar
Al Khathib Al Baghdadi, ditahqiq oleh Yusuf Al
Ghabsyi, penerbit Dar Thya As-Sunnah An-Nabawiyyah,
Beirut, tahun 1395 H.

Al Isti'aab fi Ma'rifah Al Ashaab, karya Abu Umar
Yusuf bin Abdul Barr, penerbit Nahdhah Mesir,
ditahqiq oleh Ali Al Bajaawi. '

Al llmaa’ ila Ma'rifah Ushuul Ar-Riwayah wa Taqyiid
As-Sima’, karya Qadhi lyadh Al Yahshabi, ditahqiq oleh
Sayyid Ahmad Shaqr, penerbit Dar At-Turats, Kairo,
dan Al Maktabah Al Atiqah, Tunisia.

Kitab Al Ansab, karya Tajul Islam Abu Sa’id Abdul
Karim bin Muhammad bin Abu Al Muzhaffar As-
Sam’ani, diberi pengantar oleh orientalis Margelious.
Kitab ini digandakan dengan Seng di London3, tahun
1912 M.

Al Isfaar fi Nasab Ash-Shahaabah min An-Anshaar,
karya Syaikh Muwaffiquddin bin Qudamah Al Maqdisi,
ditahqiq oleh Ustadz Ali Nahwidh, penerbit Darul Fikr,
Beirut, tahun 1391 H.

3 Satu sumber menyebutkan buku ini telah ditahqiq oleh Abdurrahman bin Yahya,
Ulama Yaman, dan sekarang diterbitkan di India.
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227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

Mugaddimat Uluum Al Hadiits, Imam Abu Amr Utsman
bin Abdurrahman Asy-Syaharzuri, terkenal dengan
nama Ibnu Ash-Shalaah, penerbit Al Halabi.

Tadriib Ar-Raawi Syarh Taqriib An-Nawaawi, karya Al
Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi, ditahgiq oleh Abdul
Wahhab Abdul Lathif, penerbit Al Halabi, tahun 1385.
Alfivah Al Hadiits, Jalaluddin As-Suyuthi, ditahqiq oleh
Ahmad Syakir, penerbit Al Halabi.

Manhaj Dzawi An-Nazhar Syarh Manzhumah 1m Al
Atsar, karya Syaikh Muhammad Mahfuzh At-Tarmasi,
penerbit Mushthafa Al Halabi, tahun 1374.

Taudhiih Al Afkaar li Ma'aani Tanqith Al Anzhaar,
karya Amir Ash-Shan’ani, ditahqiq oleh Muhammad
Muhyiddin Abdul Hamid, penerbit Kairo, tahun 1368
H.

Al Ajwibah Al Fadhiilah li Asilah Al Asyarah Al
Kaamilah, susunan Syaikh Muhammad Abdul Hay Al
Laknudi, ditahqiq oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah,
tahun 1384 H, Halb.

Ar-Ra’fu wat Takmiil fil Jarh wa At-Ta'diil, karya Abu
Al Hasanat Muhammad Abdul Hay Al Laknudi,
ditahqiq oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, penerbit Al
Ashil, Halb, tahun 1383.

Qawaa’id fi Uluum Al Hadiits, karya Syaikh Zhafr
Ahmad Al Utsmani At-Tahanuwi Al Hindi, jilid pertama
buku ini ditahqiq oleh Abdul Fatthah Abu Ghuddah,
penerbit Darul Qalam, Beirut, tahun 1392 H.

Al Jaami’ li Aadaab Asy-Syaikh As-Saami’, karya Al
Khathib Al Baghdadi, Beirut.

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab | a7



48

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

Tharh At-Tatsriib fi Syarh At-Tagriib, karya Abu Zur’ah
bin Ahmad bin Abdurrahiim, anak dari Al Hafizh Al
Iragi, penerbit Lembaga Pengembangan dan
Penerbitan Al Azhar, Mesir.

Al Baa'its Al Hatsiits fi Ikhtishar Ulum Al Hadits, karya
Al Hafizh Abu Al Fida’ bin Katsir, penerbit Darut
Turats, Kairo.

At-Taqyiid wa Al lidhaah Syarh Mugaddimah Ibni Ash-
Shalah, susunan Al Hafizh Zainuddin Al Iraqi, penerbit
As-Salafiyyah.

Fath Al Mughiits fi Svarh Alfivah Al Hadits Ii Al Iraqgi,
susunan Abu Al Khair As-Sakhawi, penerbit As-
Salafiyyah.

Tabsith Ulum Al Hadits wa Adab Ar-Riwayah, seri
pertama dari buku 7ahta Raayah As-Sunnah, penerbit
Al I'tisham.

Qawa'id At-Tahdits, Jamaluddin Al Qasimi, penerbit Al
Halabi.

Nukhbah Al Fikar fi Mushthalah Ahli Al Aatsaar, karya
Al Hafizh Ibnu Hajar, penerbit Al Halabi.

Luqgath Ad-Durar fi Syarh Nukhbah Al Fikar, Al Hafizh
Ibnu Hajar, penerbit Al Halabi.

Manzhumah Al Hadits, susunan Maulana Sultan Abdul
Hafizh, penerbit Ar-Ribath.

As-Sunnah wa Makanatuhaa fi At-Tasyrii’ Al Islaami,
Dr. Mushthafa As-Siba’i, penerbit Al Madani, tahun
1380 H, Kairo.

Uluum Al Hadiits wa Mushthalaahuh, Dr. Shubhi
Shaalih, penerbit Universitas Damaskus, tahun 1389
H.
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248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

Al Manhaj fi Uluum Al Hadiits, Dr. Muhammad As-
Simahi, penerbit Darul Anmar Press, cetakan tahun
1382 H.

Buhuts i Tarikh As-Sunnah Al Musyarrafah, Dr. Akrha
Dhiva Al Umari, Muassasah Risalah, Beirut, tahun
1395 H.

As-Sunnah Qabl At-Tadwiin, Dr. Muhammad Ajjaj Al
Khathib, penerbit Kairo, tahun 1383 H.

Ushul Al Hadiits Uluumuh wa Mushthalaahuh, Dr.
Muhammad Ajjaj Al Khathib, penerbit Darul Fikr,
Beirut, tahun 1391 H.

Difaa’ An As-Sunnah wa Radd Syubhah Al
Musytasyrigiin wa Al Kitab Al Mu'ashshiriin, Dr.
Muhammad Abu Syubah, penerbit Majma’ Al Buhuuts
Al Islami.

Sirah Ar-Rasuul Alaihi Ash-Shalatu was Salaam, Tbnu
Hisyam, ditahqiq oleh Muhyiddin Abdul Hamid,
penerbit Darut Tahrir, edisi lain ditahqiq oleh Al Ibyari
dan rekan-rekan.

Sirah Saywid Al Mursalin, Syaikh Muhammad Abu
Zuhrah, diterbitkan atas donasi dari Pemerintah Qatar.
Sirah Sayid Al Mussalin, Muhammad Izzat Darwazah,
diterbitkan atas donasi dari Pemerintah Qatar.

Sirah Sayid Al Mursalin, Abu Al Hasan An-Nadwi,
diterbitkan atas donasi dari pemerintah Qatar.

Nur Al Yagin fi Sirah Sawid Al Mursalin, Syaikh
Muhammad Al Khadhari Bik, penerbit Al Maktabah At-
Tijariyah.

Nabiy Al Birr, karya Ibrahim Al Ibyari, Darut Tahrir.
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259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

Zad Al Maaad fi Hadyi Khair Al Ibaad, karya
Syamsuddin Az-Zar’i, populer dengan nama Ibnu Al
Qayyim, ditahqiq oleh Muhammad Hamid Al Faq;.
Svarh Asy-Svamaa il Al Muhammadiyyah, Manla Ali Al
Qari, penerbit Al Jawa’ib, Konstantinopel.

Asy-Syifaa fi At-Ta'rif bi Huquuq Al Mushthafa, Qadhi
Iyadh Al Yahshabi.

Svarh Asy-Syifaa, karya Manla Ali Al Qari, ditahqiq
oleh Syaikh Husain Muhammad Makhluf, diterbitkan
atas donasi dari Pemerintah Abu Dhabi.

Hayat Muhammad, karya Muhammad Husain Haikal
Basya, penerbit Mesir, diberi pengantar oleh Prof.
Muhammad Mushthafa Al Maraghi.

Muhammad Rasulullah, karya Muhyiddin Ridha,
penerbit Mesir. '

Muhammad Al Matsal Al Kaamil karya Muhammad
Jad Al Maula Bik, penerbit Mesir.

Muhammad Al Khalqi Al Kaamil karya Muhammad
Jad Al Maula Bik, penerbit Mesir.

Muhammad Al Matsal Al A'la baina Al Anbiva’
Khaujah Kamaluddin, diberi pengantar oleh Lord
Hodly, diterjemahkan oleh Mahmud Asy-Svarif,
penerbit An-Namudzajiyah.

Sivar Sayyid Al Mursalin, Tbnu Ishaq, penerbit Al
Ar-Raudhah Az-Zakiyyah fi ba'dh Al Aushaaf wa Al
Khashaa ish Al Muhammadiyyah, karya Dr. Hasan
Abbas Zaki, penerbit Lembaga Perbukuan.

An-Nur Al Muhammadiy; At-Taujih wa Al I'tibar ila
Ma'rifah Al Qadar wa Al Migdaar, karya Muhammad
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270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

Abdud Daayim Al Fallali Al Mauritiyani, penerbit Darul
Mathbu’at Ad-Dauliyah.

Syifaa’ As-Sagam fi Ziyaarah Khairil Anaam, karya
Tagiyuddin Ali bin Abul Kafi As-Subki, penerbit Darul
Afaq, Beirut.

Ash-Shaarim Al Manki fi Ar-Radd Ala As-Subki, Tonu
Abdul Hadi Al Maqdisi, penerbit Al Imam.

Muhammad fi Shabaahu wa Kahulatih wa Athwari
Havatih, kompilasi kajian yang disampaikan oleh
Muhammad Syaukat At-Tauni Al Muhaami, Mesir.
Sirah Khairil /bad, karya Imam Ash-Shalihi Ad-
Dimasyqi, penerbit Majelis Tinggi Urusan Agama Islam.
Limadza Addada An-Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam
Nisa “ahu, karya Dr. Ahmad Al Haufi, penerbit Majelis
Tinggi Urusan Agama Islam.

Abqariyyahtu Muhammad, karya Abbas Mahmud Al
Aqqad, penerbit At-Tijariyyah, cetakan pertama.
Muhammad Rasulullah, karya Dr. Mushthafa Mahmud,
penerbit Darul Ma’arif.

Muhammad Rasul Al Insaniyyah, makalah pada surat
kabar A/ Masa °, Abdurrahman Asy-Syargawi.
Muhammmad Rasulullah, kumpulan makalah Mahmud
Abdul Wahhab, tanggapan atas tulisan Asy-Syargawi,
penerbit Al I'tisham.

Al Wahyu Al Muhammadi, karya Sayyid Rasyid Ridha,
penerbit Darul Manar.

Sirah An-Nabi &, karya Al Hafizh Ibnu Katsir, penerbit
Al Halabi.

Burdah, Al Madiih bi Syuruhihaa, dan beberapa karya
sejenis dari berbagai penerbit.
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Referensi seputar kritik hadits dan sanggahan terhadap hadits
maudhu’dan matruk.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

Al Mauhdu'at, tanpa tahqiq, karya Al Hafizh Abu Al
Farj bin Al Jauzi, penerbit As-Salafiyyah, Madinah.

Al Qaul Al Musaddad fi Adz-Dzabb An Al Musnad,
karya Al Hafizh bin Hajar, berisi sanggahan terhadap
pendapat Ibnul Jauzi dalam A/ Musnad.

Ta'ligaat As-Suyuthi Ala Ibnul Jauzi, terdapat dua
naskah manuskrip: satu di Makkah dan satu lagi di
Madinah.

Al Qaul Al Hasan fi Adz-Dzabb An As-Sunan, karya Al
Hafizh Al Jalal As-Suyuthi, sanggahan terhadap
pendapat Ibnul Jauzi.

Al Fawa’id Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah,
penerbit Al Madani, karya Muhammad bin Ali Asy-
Svaukani, Qadhi wilayah Shan’aa".

Zhafr Al Amaani fi Ar-Radd Ala Asy-Svaukani fima
Zalla fihi min Al Fawa ’id Al Majmu ‘ah.

Kasyf Al Khafaa ' wa Muziil Al llbas Amma Isytahara
min Al Ahaadiits Ala Alsinah An-Nas, karya Syaikh
Isma’il bin Muhammad Al Jarahi Al Ajluni, penerbit Dar
Thya At-Turats Al Arabi, Beirut, cetakan tahun 1351 H.

Al Magashid Al Hasanah fi Bayaan Katsir min Al
Ahaadiits Al Musytahirah Ala Al Alsinah, karya Al
Hafizh Abu Al Khair As-Sakhawi.

Tamyiz Ath-Thayyib min Al Khabiits fiMa Yaduuru Ala
Alsinah An-Nas min Al Hadiits, karya Ibnu Rabi’ Asy-
Syaibaani, penerbit Lembaga Penerbitan dan
Perbukuan Al Azhar.
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292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

Tanzih Asy-Svariah Al Marfu'ah An Al Akhbaar Asy-
Svaani‘ah Al Maudhuu'ah, karya Tonu Iraq Al Kanani,
Perpustakaan Kairo, ditahqiq oleh Abdullah Ash-Shadiq
Al Ghimaawi dan rekan.

Al Mughni An Al Hifzh wa Al Kitaab fi Qaulihim, Lam
Yashihhu Syvai‘un fi Hadzal Baab, karya Al Hafizh
Dhiyauddin Al Maushili Al Hanafi, manuskrip.

Al Ba’its Ala Al Khallaash min Hawadits Al
Qashshaash, karya Al Hafizh Zainuddin Al Iraqi,
manuskrip.

Al Laali* Al Mashnu’ah fi Al Ahaadiits Al Maudhuuah,
Jalal As-Suyuthi, penerbit At-Tijariyyah.

Tadzkirah Al Maudhuu’aat, karya Imam Muhammad
bin Thahir Al Fattani Al Hindi, penerbit Al Muniriyyah.
Tadzkirah Al Mauhduu'aat, Imam bin Thahir Al
Maqdisi, penerbit Kairo.

Al Maudhuu'aat Al Kubraa, karya Manla Abu Ali Al
Qari, cetakan Beirut, ditahqiq oleh Muhammad Ash-
Shabagh, tahun 1390 H, Al Maktab Al Islami.

Al Maudhuu’aat Ash-Shughraa, karya Manla Abu Ali Al
Qari, cetakan Beirut, populer dengan judul A/ Mashnu’
fi Ma’rifah Al Hadiits Al Maudhu’, ditahqiq oleh Abdul
Fattah Abu Ghuddah, penerbit Maktab Al Mathub’aat
Al Islamiyyah.

Tadzkirah Al Maudhuu'aat, karya Tbnu Al Qaisirani,
manuskrip.

Tadzkirah Al Maudhuu’aat, karya Imam Al Ugqaili,
manuskrip.

Mi’raaj Ad-Diraayah, Al Hafizh Tbnu Hajar Al Asqalani,
penerbit India.
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302

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

. Tahdzir Al Muslimin min Al Ahaadiits Al Maudhuu’ah
Ala Sayyid Al Mursalin, karya Abdullah Muhammad Al
Basyir Zhafir, penerbit Mesir.

Tahdzir Al Khawwaash min Akaadzib Al Qashshaash,
karya Jalal As-Suyuthi, penerbit Mesir.

Al Ishaabah fi Tamyiizz Asma’ Ash-Shahaabah, karya
Al Hafizh Ibnu Hajar,penerbit At-Tijariyyah, setiap
halaman kitab ini memuat informasi kitab:

Al Isti aab fi Ma'rifah Al Ashhaab, karya Al Hafizh Tbonu
Abdul Barr, tanpa tahqiq.

Al Ishaabah fi Tamyiiz Asma Ash-Shahaabah, karya Al
Hafizh Ibnu Hajar, berikut kitab A/ Istiaab, ditahgiq
oleh Dr. Thaha Az-Zaini.

Usud Al Ghaabah fi Ma’rifah Asma ' Ash-Shahaabah,
karya Majduddin bin Al Atsir Al Jazri, jilid pertama
diterbitkan oleh penerbit At-Ta’awun, jilid berikutnya
diterbitkan oleh penerbit Asy-Sya’b, ditahqiq oleh
Mahmud Abdul Wahhab Faid dan Muhammad Ahmad
Asyur serta rekan.

Sivar A’lam An-Nubala, karya Al Hafizh Syamsuddin
Adz-Dzahabi, penerbit Darul Ma’aarif, tiga jilid, sisanya
masih dalam bentuk manuskrip.

Ath-Thabaqgat Al Kubra, karya Muhammad bin Sa’ad,
sekretaris Al Wagqidi, ditahgiq oleh Dr. Aun, penerbit
Darut Tahrir.

Tajiid Asma' Ash-Shahaabah, karya Al Hafizh
Syamsuddin Adz-Dzahabi, cetakan India.

Ar-Rivadh Al Musthabaah fi Jumlah man Rawa fi Ash-
Shahihain min Ash-Shahaabah, karya Syaikh Yahya bin
Abu Bakar Al Amiri, cetakan India.
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312. Husn Al Muhaadharah wa bihi Darrra As-Shahaabah fi
Man Dakhala Mishr min Ash-Shahaabah, Jalal As-
Suyuthi, penerbit Al Maimaniyyah.

313. Ab Bakar Ash-Shiddiq, karya Syaikh Ali Ath-Thanthawi
Ad-Dimasyqi, penerbit Kairo. '

314. Ash-Shiddiq Abu Bakar, Dr. Muhammad Husain Haikal
Basva, diterbitkan oleh Al Maktabah At-Tijariyyah dan
Darul Ma’aarif.

315. A/ Faruqg Umar, karya Dr. Muhammad Husain Haikal
Basya, penerbit Darul Ma’aarif.

316. Siirah Umar bin Al Khaththab i, karya Al Hafizh Abu
Al Faraj bin Al Jauzi, penerbit Kairo.

317. Abgariwah Ash-Shiddiq, karya Abbas Mahmud Al
Aqgad, penerbit Al Ma’aarif.

318. Abgariyyah Umar, karya Abbas Mahmud Al Aqqgad,
penerbit Al Ma’aarif.

319. Dzu An-Nurain Utsman bin Affan, karya Abbas
Mahmud Al Aqgad, penerbit Darul Hilaal.

320. Abgarizwah Al Imam, karya Abbas Mahmud Al Aqqad,
penerbit Darul Ma’arif.

321. Abu Asy-Syuhadaa ", karya Abbas Mahmud Al Aqgad,
penerbit Darul Hilal.

322. Thabagaat Ash-Shahaabah, tercantum dalam satu pasal
dalam buku kami, 7absith Uluum Al Hadits.

323. Akhbar Tamim Ad-Dari, karya Al Muqrizi, ditahgiq oleh
Dr. Muhammad Asyur, penerbit Darul I'tisham.

324. Fashal Alu Al Bait, karya Al Muqrizi, ditahqiq oleh Dr.
Muhammad Asyur, penerbit Darul I'tisham.
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325.

326.

327.

328.

329.
330.

331.
332.
333.

" Tunisia.
334.
335.

336.

337.

338.

339.

Al Qaul Al Qayyim fi Ma Yarwih Ibnu Taimiah wa lbnul
Qawim fi Fadhail Ahli Bait, karya Svarif Al Imam
Hamid Al Muhdhar, Dar Asy-Syuruugq.

Jamharah Ansaab Al Arab, karya Imam Abu
Muhammad Ali bin Hazm Al Andalusi, penerbit Darul
Kutub.

Uyuun Al Akhbaar, karya Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri,
penerbit Darul Kutub.

Hayatu Ash-Shahabah, karya Syaikh Muhammad
Zakariyya Al Kandahlawi.

Muruuj Adz-Dzahab, Al Mas’udi, penerbit Darul Kutub.
Ath-Thabagaat, Khalifah bin Khiyath, guru Imam Al
Bukhari.

Tadzkirah Al Huffaazh, karya Adz-Dzahabi, berikut
catatan tambahannya.

Qala *id Al Aqyan.

Fawaat Al Waafivaat, penerbit Al Maktabah Al Atigah,

Dzail Tadzkirah Al Huffaazh, karya As-Suyuthi.

Tarikh Al Islam wa Thabagaat Al Masyaahir min Al
A’laam, karya Al Hafizh Adz-Dzahabi, ditahqiq dan
diterbitkan oleh Hisam Al Qudsi.

Maalim Al Iman fi A'van Al Qirwaan, penerbit Al
Maktabah Al Atigah, Tunisia, dan distribusikan oleh
Darut Turats, Kairo.

Tarikh Dimasyqa, Ibnu Asakir, cetakan Kairo.
Ath-Thabagaat Al Kubra, karya Asy-Sya’rani, penerbit
Al Halabi.

Tarikh Naisabur, Al Hafizh Ibnu Al Bai’ Al Haakim,
penerbit India.
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340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

Thabaqgat Asy-Syafi’ivah Al Kubra, Tajuddin bin Ali bin
Abul Kafi As-Subki, ditahqiq oleh Mahmud Ath-
Thanahi, penerbit Al Halabi.

Al Kaamil i At-Tarikh, Abu As-Sa’adat bin Al Atsir,
penerbit India.

Al Musytabih fi Asma Ar-Rjjal, Al Hafizh Syamsuddin
Adz-Dzahabi, ditahqiq oleh Muhammad Al Bukhari,
penerbit Al Halabi, tahun 1382 H.

Tabshir Al Muntabih bi Tahrir Al Musytabih, karya Al
Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani, berupa penambahan
informasi vyang tidak tercantum dalam kitab A/
Musytabih karya Adz-Dzahabi. Diterbitkan oleh Ad-
Darul Mishriyyah, dan Darul Kutub Al Arabi, ditahqiq
oleh Ali Al Bajawi, dan dimuraja’ah oleh Syaikh
Muhammad Ali An-Najjar. Proses penerbitan dimulai
tahun 1383 H dan selesai tahun 1386 H.

Mu’id An-Nitam wa Mubid An-Nigam, karya Abdul
Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, penerbit Darul
Kitab Al Arabi.

Tarikh Ibnu Khaldun, terkenal dengan judul Diwan A/
Ibar wa Muqgaddimatuhu, penerbit Al Amiriyyah.

Al Bidayah wa An-Nihayah, karya Al Hafizh Tonu
Katsir, penerbit Al Muniriyyah.

Tarikh Ath-Thabari, ditahqiq oleh Mahmud Muhammad
Svyakir, susunan Abu dJa’far Muhammad bin Jarir,
penerbit Darul Ma’arif.

Mira "ah Al Jinan fi Wafiyat al-A’'van, karya Al Yafi'i Al
Yamani, cetakan India.
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349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.
359.

360.

361.

362.

Al Jawaahir Al Madhdhiyyah fi Thabagat Al
Hanafiyyah, karya Syaikh Muhyiddin Al Qurasyi,
penerbit Konstantinopel.

Waafiyat Al A’vaan, karya Ibnu Khalkaan, penerbit As-
Sa’adah, Mesir.

Al Waafi bi] Waafiyaat, karya Shalahuddin Ash-Shafadi,
belum seluruhnya diterbitkan, Beirut.

Mujam Al Adibba °, karya Yaqut Al Himawi, ditahqiq
dan diterbitkan oleh Farid Ar-Rifa’i.

Mujam Al Buldaan, karya Yaqut Al Himawi, penerbit
Darul Kutub.

Maraashid Al lththilaa’ Mukhtashar Mu jam Al Buldaan.
Tabyiin Kidzb Al Muftaraa Ala Abi Al Hasan Al Asy’ari,
karya Al Hafizh Ibnu Asaakir, penerbit Hisamuddin Al
Qudsi. '

Ar-Rihlah Al Andalusiywah, Muhammad Labib Al
Batanuni.

Ar-Rihlah Al Hijaziyyah, Muhammad Labib Al
Batanuni.

Rihlah Ibnu Bathuuthah, penerbit Al Amiriyyah.
Tawarikh Al Bukbari Ats-Tsalatsah (koleksi
manuskrip), karya Al Hafizh Amirul Mukminin fi As-
Sunnah, Muhammad bin Isma’il Al Bukhari, telah
dicetak dan didistribusikan di pasar.

Thabagat Al Hanabilah, karya Ibnu Abu Ya'al Al
Maushili, penerbit Al Akhawiah.

Ad-Diibaj Al Muhadzdzab fi A’van Al Madzhab, karya
Ibnu Farhun Al Maliki, penerbit Al Istiqamah.

Bada'’i Az-Zhuhuur fi Waqgaa ‘i Ad-Duhuur, karya Ibnu
lyaas, penerbit Al Amiriyyah.
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363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

An-Nujuum Az-Zaahirah, karya Ibnu Taghri Badr,
penerbit Lembaga Umum Perbukuan.

Durrah Al Hijaal, karya bnu Al Qadhi, Maktabah Al
Atiqah, Tunisia, didistribusikan oleh Darut Turats,
Kairo.

Abu Zar'ah ArRazi maa Tahqiq Kitabih, Adh-
Dhu'afa”, wa Ajwibatihi Ala Asilah Al Bardzal,
desertasi doktoral Sya’ikh Sa’di Shalih Al Hasyimi.

Al Khathath Al Kubra, Al Magqrizi, penerbit Darut
Tahrir.

Al Mughni fi Dhabth Al Asma *, Patanni, penerbit India.
Tuhfah Dzawi Al Arb fi Musykil Al Asma wan Nasab,
karva Ibnu Khathib Ad-Dihsyah Al Fayumi, penerbit
London, tahun 1905 M.

Al Ansab Al Muttafigh fi Al Khathth/ Al Mutamatsilah
fil Khath wal Dhabth, karya Muhammad Thahir Al
Magqdisi, penerbit London, tahun 1865 H; berikut kitab:
Dzail Al Ansab Al Muttafigh fi Al Khath, karya
Muhammad bin Abu Bakar Al Ashbahani.

Al Lubab fi Mukhtashar Al Anshab, karva Tonu Al Atsir
Al Jazari.

Ad-Durar Al Kaaminah fi Avan Al Maiah Afs-
Tsaminah, karya Abu Al Fadhal bin Hajar Al Asqalani,
penerbit Darul Kutub Al Arabiyyah.

Rafu Al Ihra ‘an Qudhat Mishr, penerbit Lembaga
Umum Perbukuan, susunan Al Hafizh Abu Al Fadhal
Tonu Hajar Al Asqgalani.

Dzail Rafu Al Ishr, karya Abu Al Khair As-Sakhawi Al
Hafizh, murid Abu Al Fadhal, penerbit Al Haiah Al
Aammah Hl Kitab.
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375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

Abna ' Al Ghamar fi Anba’ Al Umur, karya Abu Al
Fadhal bin Hajar Al Asqgalani, penerbit Al Haiah Al
Aammabh lil Kitab. '

Bughvah Al Wuaat fi Akhbaar An-Nuhaat, karya Jalal
As-Suyuthi, penerbit Al Halabi.

Tahdzib Al Kamal, karya Jamaluddin Al Mazzi, Naskah
file dari manuskrip, di Darul Kutub.

Tahdzib Al Tahdzib, karya Al Hafizh Abu Al Fadhal bin
Hajar, penerbit Haidar Aabaad, India.

Taqrib At-Tahdziib, karya Al Hafizh Abu Al Fadhal bin
Hajar, penerbit Al Namnakani, Madinah, dicetak di
Mesir.

Tahdziib Al Asmaa® wa Al Lughaat, karya Al Hafizh
Muhyiddin An-Nawawi, penyusun A/ Majmu’, penerbit
Al Muniriyyah. '

Khul yang paling shahih Tahdziib Al Kamaal, karya
Ahmad bin Abdullah Al Khazraji, ditahqiq oleh Syaikh
Mahmud Abdul Wahhab Fayid, Maktabah Kairo.
Nisaa® An-Nabi, karya Aisyah Abdurrahman terkenal
dengan Bintu Asy-Syaathi*, penerbit Darul Ma’arif.
Manaqib Asy-Syafii, karya Abu Bakar Al Husain Al
Baihaqi, ditahgiq oleh Sayyid Ahmad Shaqr, penerbit
Darut Turats, Kairo.

Taariikh Baghdaad, karya Al Khathib Al Baghdaadi,
penerbit Beirutiyyah, naskah film sebanyak 14 jilid.

Al Jarh wa At-Ta'dii, karya Abu Haatim Ar-Raazi,
penerbit India.

Mizaan Al I'tidaal fi Naql Ar-Rijaal, ditahqiq oleh Ali Al
Bukhari, karya Al Hafizh Adz-Dzahabi, penerbit Al
Halabi.
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387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

Lisan Al Mizan, karya Al Hafizh Abu Al Fadhal Ahmad
bin Hajar Al Asqalani, penerbit India.

Is’af Al Mubathtaa' bi Rijaal Al Muwaththa ", karya
Jalal As-Suyuthi, penerbit Al Halabi, catatan pinggir A/
Muwaththa .

At-Ta'rif bi Rijal Al Muwaththa *, karya Abu Abdullah
Muhammad bin Yahya Al Hadzdza ", manuskrip, 4 jilid.
Asmaa ° Syuyuuhk Malik, karya Muhammad bin Isma'il
bin Khafun Al Asybili, manuskrip.

Rijjaal Al Muwaththa®, riwayat Muhammad bin Al
Hasan, karya Qasim bin Qathlu Bughaa, manuskrip.
At-Ta diil wa At-Takbhriij liman Kharraja lahu Al Bukhari
fi Ash-Shahiih, karya Abu Al Walid Sulaiman bin Khalaf
Al Baiji, manuskrip.

Al Kamal i Asma’ Ar-Rijal, karya Tbnu An-Najjar
Muhammad bin Mahmud Al Baghdadi, manuskrip.
Ta’rif Ahli At-Taqdiis bi Maraatib Al Maushuifin bi At-
Tadliis, karya Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani,
manuskrip.

At-Tabyiin li Asmaa * Al Mudallisiin, karya Burhanuddin
bin Sabath Al Ajami, penerbit India.

Al Ightibath bi Ma’rifah man Rumiva bi Al Ikhtilath,
karya Burhanuddin bin Sabath Al Ajami, penerbit India.
Adh-Dhu’afaa”, karya Imam Al Bukhari, diterbitkan
bersama dengan Adh-Dhu'afaa’ wa Al Matruukiin,
Imam Abdurrahman bin Syuaib, penerbit India.

Al Kasyf Al Hatsiits Ala Man Rumia bi Wadh'’i Al
Hadits.

Taj Al Mafiriq fi Tahliyyah Ulama Al Maryrig, karya
Khalid bin Isa Al Balawi, diterbitkan atas kerjasama

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab " 61



62

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

Pemerintah Maroko dan Uni Emirat Arab, cetakan
Fadhalah Al Muhammadiyyah, Maroko.

Qaamus Al A’laam i Khairuddin Az-Zarkali, cetakan
Kairo.

Thabagaat Al Fugahaa ', karya Thasy Kubra dengan
tambahan, penerbit Al Astanah.

Taj At-Taraajum, karya Ibnu Qathlu Bugha, penerbit Al
Astanah.

Al A’laaq Al Khathiirah fi Dzikr Umaraa * Asy-Syam wa
Al Jaziirah, karya Imam Izzuddin bin Syaddaad, ditahqiq
oleh Dominique Scuerdl, Damaskus, tahun 1373 H.
Hadiyyah Al Arifin fi Asmaa’® Al Muallifiin, Isma’il
karya Basya Al Baghdadi, penerbit Istanbul.

Al Badr Ath-Thaali’ bi Mahasin min Ba'd Al Qarn At-
Tasi’, karya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani.

Al Kawaakib As-Saa’irah bi Avaan Al Ma’iah Al
Aasyirah, karya Najmuddin Al Ghazi.

Al Waafivat, karya Abu Al Abbas Ahmad bin Hasna bin
Ali bin Al Khathib, populer dengan nama Ibnu Qunfudz
Al Qasnathini, ditahgig oleh Adil Nuwaihidh, penerbit
Darul Afaq.

Referensi Ushul Fikih, selain kitab-kitab yang telah
aku singgung pada pendahuluan, yaitu:

408.

409.

Ar-Risalah, kitab vyang dihadiakan oleh Asy-Syafi’i
kepada Abdurrahman bin Mahdi, ditahqiq oleh Syaikh
Ahmad Syakir, penerbit Al Halabi.

Al Ihkaam fi Ushuul Al Ahkaam, ditahgiq oleh Ahmad
Syakir, karya Abu Ali Muhammad bin Hazm al-
Andalusia, penerbit Al Khaaniji.
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410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.

421.

Al Ihkaam fi Ushuul Al Ahkaam, karya Saifuddin Abu
Al Hasan Al Amidi, penerbit Darul Kutub.

Al Mustashfa, karya Imam Abu Hamid Muhammad bin
Muhammad Al Ghazali, penerbit Al Amiriyyah. Pada
bagian pinggir kitab ini terdapat kitab:

Musllam Ats-Tsubuut, karya Muhibullah bin Abdus
Svakur, juga dilengkapi kitab:

Fawaatih Ar-Rahamuut bi Syarh Musllam Ats-Tsubuut,
karya Abdul Ali Muhammad bin Nizhamuddin.

Al Manhuul f IIm Al Ushuul, karya Abu Hamid Al
Ghazali.

Al Waraqaat fi lim Al Ushuul, Imam Al Haramain karya
Abu Al Ma’ali Abdul Malik Al Juwaini, penerbit Al
Muniriyyah.

Svarh Al Waraqaat fi Al Ushul, karya dJalaluddin
Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, penerbit Al
Muniriyyah.

Hasviah Ash-Shaawi Al Svarh Jalaluddin Al Mahall
karya Ahmad bin Qasim Ash-Shaawi, penerbit Al
Muniriyyah.

Ushuul Figh, karya Ali bin Muhammad bin Al Husain Al
Bazdawi, penerbit Maktabah Ash-Shanayi’.

Nasyr Al Banuud Ala Muraqgi As-Su'uud, karya Sayyid
Abdullah bin Ibrahim Al Alawi Asy-Syingithi, diterbitkan
atas kerjasama penerbitan naskah turats oleh
pemerintah Maroko dan Uni Emirat Arab.

Jam'u Al Jawaami’, karya Tajuddin Abdul Wahhab bin
Ali As-Subki, penerbit Al Halabi.

Svarh Jalluddin Al Mahalli Ala Jam'i Al Jawami’,
penerbit Al Halabi.

Al Majm’ Syarah Al Muhadzdzab || 63



64

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

Hasyiah Al Bannaani ma'a Tagqriiraat Asy-Syarbiini Ala
Svarh Al Mahalli, penerbit Al Halabi.

Nibraas Al Uquul fi Tahqgiiq Al Qivaas min Al Ushuul,
karya Syaikh Isa Munawwin, penerbit At-Tadhamun Al
Ukhra.

Hushuul Al Ma’mul min Im Al Ushuul, karya Shadiq
Hasan Khan, penerbit Al Jawa'ib, Konstantinopel.
Irsyaad Al Fuhuul ila Tahqiiq Al Hag min lim Al Ushuul,
karya Muhammad bin Ali Asy-Syaukaani, penerbit
Shabiih.

Ushuul As-Sarkhasi Al Hanafi, penerbit Darul Kutub Al
Arabi.

Al Burhaan, Imam Al Haramain karya Abdul Malik Al
Juwaini, ditahqiq oleh Abdul Azhim Ad-Daib, Darul
Anshar, Kairo. '

Svarah At-Talwiih Ala At-Tauhdiih, karya Sa’duddin At-
Taftazani, penerbit Shabiih

Svarh Al Adhad Al lji Ii Mukhtashar Al Muntahaa,
karya Ibnu Al Hajib, penerbit Al Khaaniii.

Svarh Al Uzmairi Ala Al Mir'ah, karya Manla Ali
Khasru, Darut Thaba’ah Al Aamirah.

Al Kaafiah fi Al Jadal, Imam Al Haramain karya Abu Al
Ma’ali Al Juwaini.

Taisiir At-Tahriir fi Al Ushuul Al Jaami’ baina Ishthilahi
Al Hanafiyah wa Asy-Syaafiiyah, karya Ibnu Al
Hammam; juga dilampirkan kitab:

Svarh Amir Bad Syvaah Ala Taisiir At-Tahriir, penerbit
Mushthafa Al Babi Al Halabi.

Al Musawwadah fi Ushuul Al Figh Al Hanbali karya
tiga putra Ibnu Taimiyah: Majduddin Abdus Salam Abu
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435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

Al Barakat, Syihabuddin Abdul Halim, dan Taqiyuddin
Abu Al Abbas Ahmad, cetakan Makkah.

At-Tambhiid li Istikhraaj Al Masaa il Al Furuu'ivah min Al
Qawaa’id Al Ushuulipyah, karya Jamaluddin Al Isnawi,
penerbit Al Khaaniji.

Al Mu'tamad fi Ushuul Figh, karya Abu Al Hasan Al
Bashri, penerbit Lembaga llmu Pengetahuan Perancis,
Damaskus.

Al Manaar wa ma ‘ahu Syuruuh, karya Imam An-Nasafi,
penerbit Darus Sa’adah.

Minhaaj Al Ushuul, karya Qadhi Abdullah bin Umar Al
Baidhawi, penerbit Salafiyyah.

Nihayis Suul Syarh Minhaaj Al Ushuul, karya
Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al Asnawi, penerbit
As-Salafiyyah.

Sullam Al Wushuul ila Nihaayah As-Suul Syarh Minhaaj
Al Ushuul karya kakek kami, Imam Muhammad
Bukhait Al Muthi’i, penerbit As-Salafiyyah.

Takhriij Al Furuu’ Ala Al Ushuul, karya Abul Manaqib
Syihabuddin Az-Zanjani, ditahqiq oleh Dr. Ash-Shalihi,
penerbit Muassasah Ar-Risalah.

Al Ihkaam fi Tamvyiiz Al Fataawa min Al Ahkaam, karya
Imam Al Qurafi Al Maliki, ditahqiq oleh Syaikh Abdul
Fattah Abu Ghuddah, penerbit Halb.

Al Furuug fi Ushuul Al Figh Al Maliki, karya Abu Al
Abbas Ahmad bin Idris Abdurrahman Al Qurafi,
penerbit Al Halabi.

. Al Mahshuul i IImi Al Ushuul, karya Abu Abdullah

Fakhruddin Ar-Razi, penerbit Al Khanizi.
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445.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

Raf'u Al Hajib An Mukhtashar Ibnu Al Hajib, karya
Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki, penerbit Al Halabi.

. ltsbat Al Qivaas wa Hujiyyvah Al limas’, karya Abu

Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al Mundzir An-
Naisaburi.

Al Asybah wa An-Nazhaa'ir i Qawaa’id Al Figh Asy-
Svaafi’i, karya Jalal As-Suyuthi, penerbit Al Halabi.

Al Asybah wa An-Nazhaa'ir i Qawaa’id Al Figh Al
Hanafi karya lbnu Al Abbas Zainuddin bin Najim,
cetakan Kairo.

Qawa’id Al Ahkam fi Figh Asy-Syaafi’i, karya Izz bin
Abdus Salam, penerbit Al Istigamah.

Ta ‘sisun Nazhar, karya Abu Zaid Ad-Dabusi, penerbit
Al Imam.

Al Luma’ i Al Ushul, karya Abu Ishaq Ibrahim Asy-
Svirazi, penyusun A/ Muhadzdzab.

Ushul Figh, Syaikh Muhammad Al Khudhari Bik,
penerbit At-Tijariah.

Ilam Al Mawaqiin An Rabb Al Alamin, karya
Syamsuddin Az-Zar'i terkenal dengan nama Ibnul
Jauziyyah, penerbit Al Karustaniah.

Hasyiah Al Badkhasyi Ala Syuruuh Al Minhaaj,
penerbit Shabiih.

Raudhah An-Naazhir wa Jannah Al Munaazhir, karya
Ibnu Qudamah, penerbit Al Manar.

Al Muwaafagaat, Imam Asy-Syathibi, ditahgiq oleh
Syaikh Abdullah Darraz.

Al Fagih Al Mutafagqgih, Al Hafizh Abu Bakar Al
Khathib Al Baghdadi, diberi catatan dan validasi oleh
Isma’il Al Anshari, Suria.
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Ushuul Figh Al Iklhami, karya Syaikh Zakiyuddin
Sya’ban.

Referensi kitab-kitab Madzhab Asy-Syafi’i:

459.

460.

461.

462.

463.

464.
465.

Al Unm, Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat Ar-
Rabi’ bin Sulaiman Al Muradi.

Mukhtashar Al Umm, karya Imam Al Muzani, Abu
Ibrahim Isma'il bin Yahya.

Az-Zhaahir i Ghariib Alfaazh Asy-Syaafi’i, dilampirkan
oleh Al Muzani dalam Mukhtasharnya, vang disusun
oleh Imam Al Lughawi Abu Manshur Al Azhar, ditahqgiq
oleh Dr. Muhammad Jabr Al Ulfi, dan diteliti ulang oleh
Syaikh Muhammad Basyir Al Idlibi dan Dr. Abdus
Sattar Abu Ghuddah, penerbit Silsilah At-Turats Al
Islami, diterbitkan oleh Kementrian Wakaf Kuwait,
tahun 1399 H, cetakan Al Mathba’ah Al Ashriyyah,
Kuwait.

Al Haawi, karya Abu Al Hasan Al Mawardi, Master
para hakim, Syaikh ulama kalangan Iraq, manuskrip di
Darul Kutub dan Al Watsaiq Al Mishriyyah. Kami tidak
menemukan Kitab Wadii'ah kepada edisi ini. Secara
tidak sengaja aku menemukan dan membuat
softcopynya dan diterbitkan edisi berikutnya pada
halaman 82.

Al Bayaan, karya Qadhi Abu Al Khair Al Imrani,
manuskrip di Darul Kutub.

Syarh Ibhaam Al Wajiiz, manuskrip.

Al Wasiith, karya Abul Futuh As’ad Al Ajali Amir Syah
Ali At-Tahrir, manuskrip.
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466.

467.

468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.
475.

476.

4717.

478.

479.

480.

Asna Al Mathaalib Syarh Raudhah Ath-Thaalib,
manusKrip.

Haasyiah bnu Qaasim Al lbadi Ala Tuhfah Ibni Hajar
Ala Al Minhaaj, manuskrip, dicetak berikut Hawaasyi
At-Tuhfah dan Asy-Syarwani.

Irsyaad Al Muhtaaj fi Syarh Al Minhaaj, karya
Badruddin, Qadhi Syubhat Al Asadi.

Al Ibtihaaj bi Hawaasyi Al Minhaaj, karya Badruddin
Abu Al Baqa.

Khalaash Al Baari min Irsyaad Al Fataawa min
Masaalik Al Haawi.

Al Ptihaaj bi Syarh Al Minhaaj, karya Taqiyuddin As-
Subki.

Al Isyraaf, karya Abu Bakar bin Al Mundzir, manuskrip
tidak lengkap, di Darul Kutub. '

Al Bahr Al Muhiith Syarh Al Wasiith, karya Al Ghazali,
manusKrip.

Al Basiith, karya Al Ghazali, manuskrip.

Nihaayah Al Muhtaaj Syarh Al Minhaaj, karya Ar-
Ramli, penerbit Al Halabi.

Mughni Al Muhtaaj Svarh Al Minhaaj, Asy-Syibramalisi,
penerbit Al Halabi.

Hawaasyi Tuhfah Al Muhtaaj Ala Syarh Al Minhaaj,
karya Ibnu Hajar Al Baihaqi Al Makki (atau Al Haitami).
Haasyiah Al Baajuuri, Ali Tbnu Qasim, penerbit Al
Halabi.

Haasyiah Al Bujrami Ala Al Khathiib Al Musamma
Tuhfah Al Habiib Syarh Al Khathiib, 8 jilid, manuskrip.
At-Tarsyith wa At-Tashhiih, karya Taqgiyuddin As-Subki,
manuskrip.
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481.

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

Tahriir At-Tangiih, karya Abu Zakariyya Al Anshari,
manuskrip, naskah manuskrip, perpustakaan Ma’had
Dimyath Al Azhar.

Asy-Svaamil, karya Tonu Ash-Shabbaagh Al Imam Abu
Nashr, naskah manuskrip, perpustakaan Ma’had
Dimyath Al Azhar.

Svarh At-Tanbiih, karya Syaikh Abu Ishaq, penyusun A/
Muhadzdzab, karya Az-Zankaluni.

Min At-Tanbiih, karya Syaikh Abu Ishaq dan catatan
pinggimya, penjelasan kata-kata musykil dan asing,
karya Imam An-Nawawi, penerbit Al Halabi.
At-Titimmah, Al Mutawalli, 8 jilid, manuskrip di Darul
Kutub.

Tashhiih Al Minhaaj, karya As-Siraj Al Bulqini,
manuskrip.

At-Ta’agqubaat Ala Al Muhimmat, karya Tonu Imaad,
manuskrip.

Tuhfah An-Nabiih Syarh At-Tanbiih, karya fonu Imaad,
manuskrip.

Manzhuumah Al Ma’fuwwaat karyva Ibnu Imaad,
dicetak di Mesir.

Al Mathlab Al Aali Syarh Wajiiz Al Ghazaali, karya
Imam Ibnu Ar-Rif’ ah.

Al Fataawaa, karya Tagiyuddin As-Subki, penerbit
Hisamuddin Al Qudsi.

Svarh Masaa'il At-Talim, karya Syaikh Sa’id Ba’asyan,
penerbit Al Halabi.

Al Fataawa Al Hadiitsiyyah, karya fonu Hajar Al
Hatsami.

Fataawa Afifuddin Al Alawi.
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495.

496.

497.
498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.
505.

506.

lhya Uluum Ad-din, karya Abu Hamid Al Ghazali,
penerbit Al Halabi, ditahgiqg oleh Sulaiman Dunya.

Al Figh Ala Al Madzaahib Al Arba’ah, karya Syaikh
Abdurrahman Al Jaziri, penerbit At-Tijariah Al Kubra.
Al Haawi fi Al Fataawa, karya As-Suyuthi.

Bahr Al Madzhab, karya Imam Ar-Ruyani, manuskrip,
13 jilid, di Darul Kutub.

Al Ahkaam As-Sulthaaniyyah, karya Abu Hasan Al
Bashri Al Mawardi, penerbit Al Halabi.

Raudhah Ath-Thsalibin Mukhtashar Asy-Syarh Al
Kabiir, Al Musamma bi Fathi Aziz li Ar-Rafi’i Syarh Al
Wajiz li Al Ghazali, susunan Al Hafizh Muhyiddin An-
Nawawi, cetakan perpustakaan Islam Suria.

Tuhfah Al Habiib bi Syarh Nazhm Ghaayah wa At-
Tagqriib, penerbit Al Istigamah. '

Fath Al Aziiz Syarh Al Wajiiz, karya Imam Abdul Karim
Ar-Rafi’i, sebagiannya dicetak kepada bagian akhir A/
Majmu’, penerbit Al Masyayikh. Sebagian besar lainnya
masih berupa manuskrip di Darul Kutub dan Al
Watsaaiq.

Svarh Mukhtashar Al Muzani, karya Syaikh Thahir bin
Abdullah Ath-Thabari, naskah manuskrip di Darul
Kutub, 11 jilid.

At-Ta lig, karya Qadhi Husain, manuskrip.

Al Hujah fi Al Madzhab Al Qadliim, karya Asy-Syafi'i
diriwayatkan oleh Al Husain bin Ali bin Yazid Al
Karabisi Al Baghdadi, manuskrip di Al
Mutawakkuliyyah, Shana’a.

Al Ibaanah, karya Imam Abu Al Qasim Al Fauraani,
manuskrip di At-Taimuriyyah.
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507.

Al Umdah, karyva Imam Abu Al Qasim Al Fauraani, |
manuskirp di At-Taimuriyyah.

Referensi Madzhab Abu Hanifah dan Murid-

510.

511.

512.

513.

514.

515.
516.
517.
518.

muridnya
508.
509.

Al Bahr Ar-Raa ‘iq Syah Kanz Ad-Daqaa '1q.

Al Mabsuuth, karya Syamsul Aimmah, As-Sarkhasi,
penerbit Mesir, tahun 1323 H

Badaa ‘i Ash-Shanaa’i fi Tartiib Asy-Svaraai’, Imam
Ulauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al Kasani terkenal
dengan julukan “Raja para Ulama,” penerbit Al
Jamaliah milik Muhammad Al Khaaniji atas donasi dari
Muhammad As’ad Baasyaa Jaabiri Zaadah.

Radd Al Mukhtaar Ala Ad-Durr Al Mukhtaar, karya
Svaikh Muhammad bin Aabidiin terkenal dengan judul
Hasyiah Ibni Aabidin, Darut Thaba’ah Al Mishriyyah,
tahun 1271 H.

Al Jaami’ Ash-Shaghiir, karya Imam Muhammad bin Al
Hasan Asy-Syaibaani.

As-Sair Al Kabiir, karya Imam Muhammad bin Al
Hasan Asy-Syaibaani, diterbitkan di Mesir atas
dukungan dari Majelis llmu Pengetahuan India.

Al Jami’ Al Kabiir, karya Imam Muhammad bin Al
Hasan Asy-Syaibaani, diterbitkan di Mesir.

Multaga Al Abhar, 2 jilid versi cetak di Konstantinopel.
Ar-Radd Ala Sair Al Auza’i, dicetak di Kairo.

As-Siraaj Al Wahhaaj Ala Al Qaduri, manuskrip.
Asy-Syaamil Ala Madzhab Abi Hanifah, karya Abu Al
Qasim Al Baihagi Al Hanafi.
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519.
520.

521.
522.

523.

524.

525.
526.
527.
528.
529.
530.

Al Inaavah Ala Al Hidaayah.

Fath Al Qadiir, karya Al Kamal bin Al Hammam,
penerbit Dar Ath-Thaba’ah Al Mishriyyah, tahun 1271
H.

Fath Al Mu’iin Ala Al Kanz, karya Manla Ali Miskin.

Al Kharraaj, karya Abu Yusuf, penerbit Maktabah Al
Kulliyyat.

Al Mukhtashar, karya Abu Ja'far Ath-Thahawi,
diterbitkan atas dukungan dari Majelis Ilmu India.
Ahkaam Al Mawaarits, karya Syaikh Isawi Ahmad
Isawi.

Tangiih Al Fataawa Al Haamidiyyah.

Al Muntagaa Syarh Multagaa Al Abhar.

Majma’ Al Anhar Syarh Multagaa Al Abhar.

Durar Al Muntaga Syarh Majma’ Al Anhar.

Al Fatawa Al Angaruwiyyah.

Kitab Adab Al Qadhi, susunan Abu Bakar Ahmad bin
Umar, terkenal dengan judul A/ Khashshaf berikut
penjelasannya, karya Syaikh Imam Abu Bakar Ahmad
bin Ali Ar-Raazi Al Jashshash.

Referensi Madzhab Imam Malik dan ulama fikih
Asy-Syafi’i-nya

531.

532.

Al Mudawwanah, berdasarkan riwayat Samnun bin
Sa’id At-Tanukhi, berikut kitab:

Kitab Al Mugaddimaat Al Mumahadat li Bayaan Rasm
Al Mudawwanah min Al Ahkam Asy-Syar’iyah wa At-
Tahshiilaat Al Muhakkmaat li Ummabhat Al Musykilat
Imam Jbnu Rusydi, penerbit Al Amiriah.
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533. Svarh Al Khirasy Ala Mukhtashar Khalil, dilengkapi
dengan catatan pinggir:

534. Tabshirah Al Hukkaam, karya Ibnu Farhun, penerbit Al
Bahiah, Mesir, tahun 1302 H.

535. Haasyiah Asy-Syaikh Ali Al Adawi, cetakan Dar Shadir,
Beirut.

536. Al Ahkaam As-Sulthaaniyyah, karya Ath-Tharthusyi.

537. Bidaayah Al Mujtahid wa Nihaayah Al Mugtashid, karya
Imam Ibnu Rusydi Abu Al Walid Muhammad bin
Ahmad Al Qurthubi Al Andalusi, penerbit Al
Jamaliyyah, tahun 1329 H.

538. Agrab Al Masaalik li Madzhab Al Imam Malik, penerbit
karva Al Maktabah Ats-Tsagafiyyah, susunan Al
Allamah Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir.

539. Asy-Svarh Ash-Shaghiir Ala Aqgrab Al Masaalik,
penjelasan Matn Ad-Dardiir, penerbit Darul Ma’arif.

540. Haasyiah Al Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin
Muhammad Ash-Shaawi Ala Asy-Syarh Ash-Shaghiir,
penerbit Darul Ma’arif, ditahqiq oleh Almarhum Dr.
Mushthafa Washfi.

541. Hasyiah Ash-Shafati Ala Al Jawahir Az-Zakiyyah Syarh
Matn Al Asymaawiyyah, cetakan Kairo.

542. Svarh Al Imam Az-Zarqaani Ala Matn Al Aziyyah,
penerbit Al Halabi.

543. Kifaayah Ath-Thaalib Syarh Risaalah Abi Zaaid Al
Qirwaani, penerbit Al Halabi.

Referensi Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab ” 73




74

544.

545.

546.

547.

548.

549.

550.

Al Hivaazah wa At-Tagaadum fi Al Figh Al Islaami, Dr.
Muhammad Abdul Jawwad Muhammad.

Al Mughni Syarh Matn Al Kharqgi, karya Al Allamah
Muwaffiqudin bin Qudaamah Al Maqdisi, penerbit Al
Muniriyyah.

Al Fatawa Al Kubra, karya Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyyah, cetakan Riyadh, 24 jilid.

Kasyf Al Qinaa’ min Al Ignaa’, karya Syaikh Manshur,
cetakan Kairo.

Ath-Thuruq Al Hukmiyyah fi As-Siyaasah Asy-
Svar’iyyah, karya Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, penerbit
Al Madani, Kairo.

Majmu'ah Ar-Rasaa’il wa Al Masaa'il karya Ibnu
Taimiyyah, Tagiyuddin Abu Al Abbas Ahmad bin Abdul
Halim, penerbit Al Manar. '

As-Siyaasah Asy-Asy-Svar’iyyah fi Ishlaah Ar-Raa’i wa
Ar-Ra’jyyah, karya Ibnu Taimiyyah, diterbitkan oleh
beberapa penerbit di Kairo dan Beirut.

Referensi tentang Pemikiran, Dakwah, Figih,
Nasihat, dan Pendidikan

551.

552.

553.

554.

Kutub wa Rasa’il Asy-Syaikh Muhammad Al Ghazaali,
kompilasi tulisan para pemikir dan juru dakwa modemn.
Al Halaal wa Al Haraam, Dr. Yusuf Al Qaradhawi,
Darul I'tisham dan lainnya.

Nazharaat fi Al Halaal wa Al Haraam, komentar

terhadap pendapat seorang ulama.
Ahkaam Az-Zakaah, Dr. Yusuf Al Qaradhawi.
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555.

556.

557.

558.

559.

560.

561.

562.

563.

564.
565.

566.

567.

Hujiatullah Al Baalighah, Al Allamah Ahmad Waliyullah
Ad-Dahlawi, naskah terbitan India, sebagian berbahasa
Arab dan sebagian Urdu.

Rasaa’il Al Allamah Abdullah bin Zaid Al Mahmud,
Pimpinan Tertinggi Mahkamah Syariah dan Urusan
Keagamaan, Qatar.

Al Fagiih wa Al Mutafaqqih, karya Al Hafizh Abu Bakar
Al Khathib Al Baghdadi, ditashhih dan diberi catatan
oleh Syaikh Isma'il Al Anshari, cetakan Damaskus.
Ad-Da'wah Al Islamiyyvah wa Kaifa Intasyarat fi Al
Alam, diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Svarh Al Qawaanin Asy-Syar’iyyah, karya Syaikh
Muhammad Farj As-Sanhuri.

Svarh Qanuun Al Washiyyah, karya Syaikh Muhammad
Abu Zahrah.

Mubadharaat fi An-Nashraniyyah, karya Syaikh
Muhammad Abu Zahrah.

Muhadharsat Muqaaranah baina Asy-Syarii ah wa baina
Al Qawaaniin Al Wadh'iyyah, karya Musytasar Ahmad
Muwafi.

Mabaadi * Al Hukm fi Al Islam, karya Dr. Abdul Hamid
Mutawalli, cetakan Darul Ma’arif.

Mugaddimah Al Ulum, karya Abu Ya’'qub As-Sakkaaki.
Haqgaig Al Islam wa Abaathil Khushumihi, karya
Abbas Mahmud Al Aggad.

Ad-Din Al Khaalish, karya Imam Mahmud Khithab As-
Subki, penerbit As-Sa’adah.

Ad-Din Al Khaalish, karya Shadiq Hasan Khan,
penerbit Al Madani.
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568. Az-Zawaazir fi An-Nahy An Irtikaab Al Kabaa 'ir, karya
Ibnu Hajar Al Makki Al Haitami, penerbit Al Halabi.

569. A/ Kabaa'ir, karva Al Hafizh Adz-Dzahabi, As-
Salafiyyah.

570. Al Bid'ah wa Mauqif Al Islam Minha, karya Dr. Ghuzzat
Athiyyah.

571. I'eam As-Saajid bi Ahkaam Al Masaajid, karya Imam
Az-Zarkasyi, penerbit Muassasah Al Ahram.

572. As-Sunan Al Mubtadiaat, karya Syaikh Abdus Salam Al
Hawamidi.

Referensi Kedokteran yang kami gunakan guna
menetapkan sebagian kasus, seperti hukum apakah
ikatan nasab dapat ditetapkan dengan tes DNA?
Termasuk di dalamnya menetapkan status janin.

573. Al Mausu’'ah Ath-Thibiyyah, karya Dr. Ahmad Ammar
dan Dr. Muhammad Ahmad Sulaiman.

574. Ath-Thiib Asy-Syar’i, karya Dr. Muhammad Sulaiman,
penerbit Darul Kutub Al Arabi.

575. Ath-Thiib Asy-Syar’i, disertasi doktoral Yahya Syarif
dan Muhammad Abdul Aziz Saifun Nash, dan
Muhammad Adli Masyali.

Dan, masih banyak bukubuku lain vyang telah
diterjemahkan oleh para dokter, murid-murid kami.

Referensi Sastra, Kompilasi Syair (Diwan)
Jahiliah, Kompilasi Syair Mukhdharmin dan Masa
Islam
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576.

577.
578.

579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.

589.

590.

591.
592.

Al Aghani, karya Abu Al Faraj Al Ashfihaani, penerbit
Darul Kutub.

Kinayaat Al Adibbaa *, karya Al Jurjani, manuskrip.
Nihaayah Al Arb, karya An-Nawawi, penerbit Darul
Kutub.

Uyuun Al Akhbaar, karya Tonu Qutaibah, penerbit
Darul Kutub.

Shabhu Al A’sva fi Shinaah Al Insya’, karya Al
Qalqasyadi, penerbit Darul Kutub.

Al Aqd Al Fariid, karya Ibnu Abdu Rabbah, beberapa
penerbit.

Al Bayaan wa At-Tabyiin, karya Al Jahizh, ditahqiq
oleh Muhibuddin Al Khathib.

Al Burshaan wa Al Urjaan, karya Al Jahizh.

Al Mahaasin wa Al Adhdaad, karya Al Jahizh.

Al Bukhalaa °, karya Al Jahizh.

Svarh Diwan Al Hamaasah, karya Ibnu Tamam.

Wahy Ar-Risaalah, karya Ahmad Hasan Az-Ziyat,
penerbit Ar-Risalah.

Wahy Al Qalam, karya Mushthafa Shadiq Ar-Rafi’i,
penerbit Darul Ma’arif.

Al Faakhir, karya Imam Abu Thalib Al Mufadhdhal bin
Salamah bin Ashim, ditahqiq oleh Abdul Alim Ath-
Thahawi, dan diperiksa ulang oleh Muhammad Ali An-
Najjar.

Tsamar Al Qulub fi Al Mudhaf wa Al Mansub, karya
Ats-Tsa’alib, penerbit Al Madani.

Musaamarah Al Akhyaar, karya Muhyiddin bin Arabi.
Majma’ Al Amtsaal, Al Maidani.
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593.

594.

595.

596.

597.

598.

599.

600.

601.
602.

603.
604.
605.
606.
607.

608.

Adab Al Kaatib, karya Ibnu Qutaibah, penerbit [ .ondon,
tahun 1900 M.

Al Adhdaad fi Al Lughah, karya Ibnu Al Anbari,
penerbit Al Husainiah, tahun 1325 H.

Tahdziib Al Lisaan, karya Ibnu Makki Ash-Shaqli,
ditahqiq oleh Dr. Abdul Aziz Muthir, tahun 1966 H.
Tahdziib Al Lughah, karya Abu Manshur Al Azhari,
cetakan Kairo, tahun 1386 H.

Ishlaah Al Manthiq, karya Ya'qub bin As-Sakiit,
ditahqiq oleh Ahmad Syakir dan Abdus Salam Harun,
cetakan Kairo, tahun 1376 H.

Lisan Al Arab, karya Ibnu Manzhur Al Ifrigi, penerbit Al
Amiriah.

Tartiib Al Qaamuus, karya Syaikh Thahir Az-Zawi,
penerbit Al Halabi. '

Al Qaamuus Al Muhiith, karya Imam Al Fairuz Abadi,
penerbit At-Tijariyyah Al Kubra.

Figh Al Lughah, karya Ats-Tsa’alibi, cetakan Beirut.
Mukhtsar Ash-Shihaah, karya Ar-Razi, penerbit Al
Al Muhkam, karya Abu Al Hasan Ali bin Isma’il
terkenal dengan nama Ibnu Sayyidah.

Al Mishbaah Al Muniir Syarh Ghariib Asy-Syarh Al
Kabir, karya Al Fayumi, penerbit Al Amiriah.

Tahdziib Al Alfaazh, karya Ibnu As-Sakiit.

Laisa min Kalam Al Arab, karya Ibnu Khalawiyyah.

Al Jaasus Ala Al Qaamuus, karya Ahmad Faris Asy-
Svidyaq, penerbit Istanbul.

Mujam Maqgaayiis Al Lughah, karyva Abu Al Hasan
Ahmad bin Faris, ditahqiq oleh Abdus Salam Harun.
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610.
611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

620.

621.

622.

623.

624.

. Al Kbhashaaish, karva Ibnu Jinni, penerbit Al
Amiriyyah.

Al Kitaab, karya Sibawaih, penerbit Al Amiriah.
Khizaanah Al adab, karya Abdul Qadir Al Baghdadi,
penerbit Bulag, tahun 1299 H.

An-Nahw Al Waafi, karya Dr. Abbas Hasan, penerbit
Al Ma’arif.

Al Mukhashshish, karyva Abu Al Hasan Ali bin Isma'il,
terkenal dengan nama karya Ibnu Sayyidah, cetakan
Beirut.

Al Muzhir, karya Jalal As-Suyuthi, mengulas tentang
ilmu-ilmu bahasa dan ragamnya.

Al Alfaazh Al Kitaabiyyah, karya Al Hamdzani, cetakan
Beirut.

Al Lisan Al Arabi, terbitan berkala yang dipublikaskan
oleh Liga Arab, dicetak di Maroko.

Hayaah Al Hayawaan, karya Ad-Damiri.

Ajaa’ib Al Makhlugaat, karya Al Qazwaini.

Al Havawaan, karya Al Jahizh, ditahqiq oleh Abdus
Salam Harun, penerbit Mushthafa Al Babi Al Halabi,
tahun 1938 H.

Taaj Al Aruus Syarh Al Qaamuus, karya Muhammad
Murtadha Az-Zubaidi.

An-Nuguud wa Al Mashaarif, karya Dr. Abdul Aziz
Mara’i dan Isa Abduh.

Bunuuk bila Fawaa 'id, karya Dr. Isa Abduh, penerbit
Darul I'tisham.

Nazhariyyah Ar-Riba, karya Dr. Isa Abduh, Darul
I'tisham.

Al Igtishaad Al Islaami, karya Dr. Ath-Thahawi.
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625.

626.

627.

628.

629.
630.

631.
632.

633.

634.

635.

636.

637.
638.

Risaalah Dr. Nu'man Abdur Razzaq As-Samira’i
tentang pengakuan seseorang yang sakit parah.

Zahr Al Adab, karya Al Hishri, ditahqiq oleh Dr. Zaki
Mubarak.

Svadzaraat Adz-Dzahab, karya Ibnul Imad Al Hanbali,
penerbit Al Qudsi, tahun 1350 H.

Al Ahd Al Qadiim wa Al Ahd Al Jadiid, kitab suci Ahli
Kitab, Yahudi dan Nashrani.

Majallah Ar-Risalah, karya Ahmad Hasan Az-Zivat.
Shaid Al Khaathir, karya Ibnul Jauzi, ditahqiq oleh
Muhammad Al Ghazali.

Majalah Nurul Islam tsumma Al Azhar.

Kasyf Azh-Zhunuun An Asami Al Kutub wal Funuun,
karya Haijji Khalifah, cetakan tahun 1310 H, Istanbul.
Al Mahaasin wa Al Masaawi, karya Al Baihaqi,
diterbitkan oleh Dr. Ferderick Swaile, tahun 1902 M.
Muruuj Adz-Dzahab, karya Al Mas’udi, penerbit De
Mino Rood Gorteg.

Majalah A/ Manaar, karya Sayyid Rasyid Ridha,
penerbit Al Manar, Jalan Raya Al Insyaa, Kairo.

Naqd Al llm wa Al Ulamaa atau Talbiis Ibliis, karya Ibnu
Al Jauzi, cetakan tahun 1340 H.

Qaanuun Asy-Syarikaat, karya Dr. Ali Yunus.

Al Qaanuun At-Tijaari, karya Dr. Ali Yunus.

*hk

Demikian sebagian referensi yang kami gunakan dalam
memaparkan berbagai pemikiran atau menepis keraguan.

Aku ucapkan terima kasih yang tulus dan doa dengan
sungguh-sungguh kepada seluruh pihak yang turut membantu
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: proses penyusunan kitab ini. Terlebih, penyusun tidak akan
? pernah melupakan bantuan saudaraku yang sangat baik dan mulia,
L seorang vang sangat alim, Imam Sayyid Hamid bin Abu Bakar Al
| Muhdhar. Semoga Allah menyejukkan pandangan beliau dengan
keturunannya.

Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Syaikh
Mukhtar Ibrahim Al Hayij, pimpinan Lajnah As-Sunnah, Badan
Kajian Keislaman, yang telah memberikan perhatian terhadap
setiap huruf karya kami sehingga dapat dipertanggungjawabkan di
hadapan Mahkamah nanti.

Terima kasih penulis haturkan kepada sahabatku tercinta
Muhammad bin Abdullah Ba Ugail, semoga Allah melimpahkan
rahmat-Nya kepada beliau. Juga, kepada yang terhormat Kepala
Dirjen Pendidikan Tinggi, Syaikh Hasan Abdullah Ali Syaikh, di
Kerjaan Saudi Arabia, atas perhatian beliau terhadap kitab ini dan
menjadikannya sebagai referensi di beberapa universitas.

Ucapan terima kasih yang terhingga penyusun haturkan
kepada yang terhormat Imam, yang sangat alim, saudaraku yang
mulia, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang telah menerima kitab ini
dengan baik. Begitu juga, tidak lupa kami sampaikan terima kasih
kepada seluruh alim ulama di Malaysia, Indonesia, Ardan,
Universitas Damaskus, para ulama Al Azhar, dan seluruh profesor
di berbagai perguruan tinggi, vang telah merujuk kitab ini dalam
makalah dan buku-buku mereka.

Terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah
membantu kami. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih
kepada yang terhormat Dr. Muhammad Nashir, Perdana Menteri
Malaysia, yang mulia Sultan Kedah, Perdana Menteri Tartajano,
Hakim agung dan wakil raja wilayah Serdang, Profesor Hasan Al
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Adili, duta besar Malaysia untuk Mesir, yang telah menjalin
hubungan yang baik dengan kami.

Profesor Hasan pemah mengunjungi Khortum. Tepatnya,
kepada hari Jum’at, beliau mencari penulis di seluruh wilayah
Khortum, dan akhimya bertemu juga. Beliau meminta kepadaku
untuk mendoakan supaya ketakwaannya bertambah, diampuni
segala dosanya, dan mengembalikan agamaku, amanahku, dan
pungkasan amal perbuatanku kepada Allah.

Tidak lupa, semoga Allah memberi balasan yang setimpal
kepada Profesor Dr. Muhammad Ahmad Al Haj, Rektor
Universitas Islham Ummu Durman, Dr. Ahmad Tijani Umar, Dr.
Muhammad Utsman Shalih, mantan dekan Fakultas Studi Islam,
Prof. Dr. Yusuf Al Alim, Dekan Fakultas Humaniora, yang
menyarankan penulis kepada setiap acara untuk menamai kitab ini
Al Majmu’, dan Prof. Dr. Mubarak Idris, Dekan Fakultas Kajian
Islam, serta seluruh aktivitas akademika di Universitas Islam.
Semoga Allah membalas mereka yang telah bersikap positif
terhadap penulis, amal yang tidak seberapa, dan kemampuan aku
yang terbatas dalam menyusun kitab ini.

Semoga keselamatan dilimpahkan kepada para rasul.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Muhammad Najib Al Muthi’i

Ketua Prodi As-Sunnah dan Ulumul Hadits, Universitas
Islam Ummu Durman

Khartoum, Ash-Shafiah
Sabtu, 20 Muharram 1403 H, bertepatan dengan
6 November 1982 M
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Sanad Penulis Bersambung sampai

dengan Imam An-Nawawi

Aku meriwayatkan kitab ini secara ijazah dari Sayyid Hasan
Al Ahdal, dari Sayvid Ali, dari bapaknya, Sayyid Muhammad, dari
bapaknya, Sayyid Idrus, dari bapaknya, Sayyid Umar, dari
bapaknya Sayyid Idrus bin Abdurrahman bin Muhammad Al
Habsyi, secara dibaca kepada sebagian muridnya dan ijazah
kepada sebagian lainnya, dari Muhammad bin Ahmad Ugailah,
dari Syaikh Hasan Al Ajimi.

Pada rangkaian sanad lain, disebutkan, dari Ar-Rahmati,
dari Syaikh Abdul Ghani, mereka berdua dari An-Najm Al Ghazi,
dari bapaknya, Al Badr, dari Al Jalal As-Suyuthi, dari Syaikhul
Isam Imuddin Al Bulgini, dari Abu Ishaq Ibrahim, dari Syaikh
Ulauddin bin Al Aththar, dari penyusun yang sangat alim, Abu
Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi; semoga Allah
mengharumkan ruh beliau.[ |

*kk

Sanad Penulis sampai dengan Imam Al Bukhari
(Sanad Al Mu’ammirin)

Sayyid Syafir Hamid As-Sirri Al Hadhrami di Mina,
tepatnya di kediaman Almarhum Muhammad bin Iwadh bin Ladin
mengijazahkan kepadaku, dia berkata: Sayyid Muhammad Ali bin
Sayyid Muhammad bin Sayyid Idrus Al Habsyi mengijazahkan
kepadaku dari bapaknya.
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Pada jalur lain disebutkan, Sayyid Al Muammar Hasan
Fad’aq di rumahnya, Makkah, pada akhir bulan Dzulhijjah, tahun
1372 H mengijazahkan kepadaku dari Sayyid Al Allamah Idrus bin
Sayyid Umar bin Sayyid Idris Al Habsyi. Jalur ini berdasarkan
sanad A/ Muammirin. Sanad ini sangat luhur, bersumber dari
bapaknya, Almarhum Sayyid Umar, dan tiga orang gurunya, Imam
Muhaddits Al Atsari Al Muammir Syaikh Abdurrahman Al Kazburi,
Syaikh Imam Al Fadhil Al Hamma Al Faqih terkenal dengan nama
Asy-Syafi’i Junior, Sayyid dan paman dari kakekku, Syaikh Ali bin
Ahmad Al Kabari, dan Syaikh Al Mutamaqgin Imam Muhaddits
Syihab Ahmad Afandi Al Utsmani, terkena dengan nama Al
Munini.

Ketiga Syaikh ini menerima sanad pamungkas dari para
zahid dan ahli ibadah, Al Mala llyas Al Kaurani, dari musnid
Madinah; Al Mala Ibrahim Al Kaurani, dari Al Muammir Ash-Shufi,
Al Mala Abdullah bin As’aduddin Ad-Dahwari, dari Syaikh
Quthbuddin Muhammad bin Ahmad An-Nahruwali.

Antara aku dan An-Nahruwali terdapat 10 perantara. Aku
menerima jalur sanad yang paling tinggi, vaitu jalur yang aku
riwayatkan dari Syaikh kami Al Munawwar Ali bin Abdul Barr Al
Wana'i, dari Syaikh Qutbuddin An-Nahruwali. Antara aku dan An-
Nahruwali berdsarkan sanad ini terdapat tiga perantara.

An-Naharwali meriwayatkan dari bapaknya Al Muammir
Ahmad bin Muhammad An-Nahruwali, dari Al Hafizh Nuruddin
Abu Al Futuh Ahmad bin Abdullah Ath-Thawusi.

Sayyid Idrus menuturkan, antara aku dan Ath-Thawusi
berdasarkan sanad bapakku? terdapat 7 perantara, sedangkan

4 Yang mengemukakan pernyataan ini adalah Sayyid Idrus bin Umar Al Habsvi.
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berdasarkan sanad Al Wana'i terdapat 5 perantara. Idrus
menambahkan, aku memiliki sanad yang sama dengan sanad
Syaikh kami Al Wana'i. Yaitu, sanad dari Syaikh kami yang alim
Syaikh Shalih Al Fallani, dari Al Muammir Muhammad bin
Muhammad bin Sinah, Al Muammir Al Fallani dari Al Allamah
Ahmad bin Ali Asy-Syanawi Al Abbasi, dari Al Allamah Sayyid
Ghadhanfar An-Nagsyabandi, dari Al Allamah Tajuddin
Abdurrahman bin Ahmad Al Kazruni, dari Al Hafizh Ahmad Abul
Futuh Ath-Thawusi.

Abul Futuh meriwayatkan dari Syaikh Al Muammir Baba
Yusuf Al Harwi dari Muhammad bin Syadzbahakhat Al Farghani
yang mendengar langsung dari Syaikh Al Muammir Abu Lugman
Yahya bin Ammar Al Khatlani yang mendengar langsung
seluruhnya dari Imam Al Farbari yang mendengar seluruhnya dari
Imam Al Bukhari.

Sayyid Al Idrus bin Sayyid Umar mengatakan, berdasarkan
rangkaian sanad ini dapat diketahui antara aku dan Imam Al
Bukhari terdapat 14 perantara, sampai dengan Sayyidina
Rasulullah €.

Sayyid Al Idrus melanjutkan, mengacu pada rangkaian
sanad tersebut dapat diketahui antara aku dan Al Bukhari
berdasarkan sanad bapakku terdapat 12 perantara, sedangkan
berdasarkan tiga orang muammir di atas, sanadku bertemu dengan
Imam Al Bukhari dengan 14 perantara, sampai dengan Rasulullah
&. Segala puji dan anugerah hanya milik Allah. Menurutku, inilah
sanad paling tinggi yang ada di muka bumi.

Mengacu data di atas, antara aku dan Al Mushthafa &

terdapat 18 perantara. Sayyid Al Idrus menuturkan, para Imam
besar dan agung menerima sanad ini dan memperhitungkannya
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sebagai karunia Allah £ bagi mereka. Sayyid Dr. Muhammad Al
Alawi Al Maliki mengijazahkan kepadaku riwayat yang didengar
oleh bapaknya, Sayyid Alawi bin Abbas Al Maliki.

Alawi bin Abbas menuturkan, bapakku juga meriwayatkan
sanad yang tinggi —maksudnya Shahih Al Bukhari— dari Syarif
Muhammad Abdul Hay Al Kinani. Beliau menulis dalam bukunya,
Al Minnah:

Aku meriwayatkan Shahih Al Imam Abi Abdillah
Muhammad bin Isma’il Al Bukhari, dari bapakku, Syaikh Abu Al
Makarim Abdul Kabir Al Kinai secara langsung lebih dari satu kali.
Abu Makarim mengatakan, Syaikh Abdul Ghani bin Abu Sa’id Ad-
Dahwali di Madinah menceritakan sebagiannya kepadaku secara
langsung dan seluruhnya secara ijazah kepada bapakku, Syaikh
Abu Sa’di dan Muhaddits abad ini, Syaikh Muhammad Ishaq Ad-
Dahlawi Al Makki, riwayat mereka berdua bersumber dari
pimpinan para ulama Syaikh Abdul Aziz Ad-Dahlawi Al Makki,
dari bapaknya Muhaddits India Syaikh Ahmad Waliyullah Ad-
Dahlawi dari Abu Thahir Muhammad bin Torahim Al Kurani Al
Madani, dari bapaknya seorang alim dan musnid Hijaz Al Burhan
Ibrahim Al Kurani, dari Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al
Ghazi Al Amiri Ad-Dimasyqi, dari bapaknya Syaikh Badruddin,
dari Qadhi Zakariyya Al Anshari.

Qadhi Zakariyya mengatakan, Amirul Mukminin dalam
bidang hadits, Asy-Syihab Ahmad bin Hajar Al Asgalani
mengabarkan kepada kami dari As-Siraj Al Husain bin Mubarak
Az-Zubaidi dari Abul Waqt Abdul Awaal bin Isa As-Sajazi Al
Harawi, dari Abu Al Husain Ad-Dawudi, dari Muhammad bin
Ahmad As-Sarkhasi, dari Muhammad bin Yusuf Al Rafbari, dari
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Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il Al Bukhari. Semoga
Allah menyucikan hatinya dan mengharumkan makamnya.

Demikian ini sanad tertinggi yang bersambung sampai
dengan Ash-Shahih secara langsung, dan diterima dari mulut ke
mulut oleh para periwayat besar.

Aku rasa cukup mencantumkan sanad ini, tidak perlu
menyebutkan seluruh sanad Kutubus Sittah, Muwaththa ' Malik,
dan Musnad Ahmad. Tujuan pencantuman sanad tersebut sebagai
dokumentasi literatur ahli sanad dan validasi hubungan para
periwayat dalam mentransfer hadits dari mulut ke mulut sekaligus
membuktikan adanya pertemuan. Tiba saatnya untuk
menyampaikan maksud di atas.

%k ke
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Bab Jual Beli Murabahah

Asy-Svirazi @ mengatakan: Barangsiapa yang
membeli barang, dia boleh menjualnya kembali dengan
harga modal, yaitu dengan harga yang lebih rendah,
dan dengan harga yang lebih mahal darinya. Demikian
ini sesuai dengan sabda Rasulullah &, “Bila kedua jenis

barang itu berbeda, maka juallah semau kalian.”

Dia juga boleh menjual barang tersebut secara
murabahah. Yaitu, penjual memilah antara modal dan
kadar keuntungannya. Misalnya dengan pernyataan,
“Harganya 100 dirham. Aku jual dia padamu dengan
harga modal plus untungnya satu dirham untuk setiap
sepuluh dirham.” '

Praktik ini diperbolehkan berdasarkan riwayat
dari Ibnu Mas’ud #&.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa beliau
tidak mempermasalahkan praktik jual beli dengan harga
sepuluh, sebelas, atau dua belas. Jual beli ini dilakukan

dengan harga vang diketahui, oleh karena itu dia
diperbolehkan.

Misalnya penjual berkata, “Aku jual padamu
seharga 110 dirham.” Boleh juga menjual barang
tersebut dengan harga yang lebih rendah. Misalnya,
“Modalnya 100 dirham. Aku jual padamu seharga
modalnya, dikurangi satu dirham untuk setiap 10
dirham.” Jual beli seperti ini telah diketahui harganya,
oleh karenanya, praktik ini diperbolehkan. Misalnya,
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penjual berkata, “Aku jual padamu 100 dirham
dikurangi 10 dirham.”

Dia juga diperbolehkan menjual setengah barang
tersebut secara murabahah. Apabila bagian barang
tersebut tidak berbeda seperti makanan dan seorang
budak, harga ini dikenakan untuk setiap bagiannya, dan
pemilik boleh menjual bagian yang dikehendaki sesuai
dengan harganya.

Apabila bagian barang ini berbeda, seperti dua
helai kain atau dua orang budak, maka penjual
menentukan harga keduanya dan membagi dua harga
tersebut sesuai nilainya masing-masing, kemudian
menjual salah satunya sesuai harga yang telah
ditentukan. Sebab, harta tersebut telah dibagi pada dua
barang sesuai nilainya.

Oleh sebab itu, seandainya seseorang membeli
pedang dan sebidang tanah seharga 1000, dirham
maka harga tersebut dibagi pada dua objek ini sesuai
dengan nilainya masing-masing. Kemudian, orang yang
berhak atas syufiah (Syafi) membeli tanah tersebut
dengan harga telah ditentukan sesuai nilainya.

Penjelasan Redaksional:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, An-
Nasaa’i, dan Ibnu Majah, hadits tersebut bersumber dari hadits
Ubadah bin Ash-Shamit, dengan redaksi:
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“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam
dengan garam, secara sepadan, sama bobotnya, dan secara serah
terima. Apabila barang-barang ini berbeda jenis, maka juallah
sesuka kalian, jika dilakuan secara serah terima.”

Hadits yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud. Pada
bagian akhir hadits ini tertulis, 7Y 52013 sl 5 a5 o Gouls
137 s 4 \S “Kami diperintahkan untuk menjual jelai dengan
gandum, gandum dengan jelai, secara serah terima, semau kalian.”

Atsar Abdullah bin Mas’ud diriwayatkan oleh Tonu Hazm

dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Ibnu Mas’ud
merupakan orang keenam yang pertama kali masuk Islam.

Abdullah bin Mas'ud, merupakan seorang sahabat .
Nama aslinga Abu Abdurrahman bin Mas’'ud bin Ghafil, fonu
Habib bin Samh bin Far bin Makhzum bin Shahilah bin Kahil bin
Al Harits bin Tamim bin Sa’ad bin Hudzail bin Mudrikah bin llyas
bin Mudhar bin Nazzar Al Hudzali, sekutu Banu Zahrah Al Kufi.
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Ibnu Abdullah bin Mas’'ud adalah Ummu Abd binti Abdun
bin Sawa, berasal dari suku Hudzail. Ummu Abd telah memeluk
Islam dan turut berhijrah ke Madinah.

Ibnu Mas’'ud merupakan anak dari sahabat pltra dan
seorang sahabat perempuan. Abdullah termasuk pemeluk Islam
terdahulu, vaitu ketika Sa’id bin Zaid masuk Islam, dan sesaat
sebelum Umar bin Al Khaththab masuk Islam.

Sebuah riwayat dari Abdullah menyebutkan, “Engkau tahu
aku adalah orang keenam (yang pertama kali masuk Islam). Di
muka bumi ini tidak ada muslim selain kami.” Hadits riwayat Ath-
Thabrani dengan sanadnya.

Ibnu Mas’'ud merupakan salah satu sahabat yang ikut
berhijrah ke Habasyah, kemudian juga hijrah ke Madinah. Beliau
terlibat bersama Rasulullah & dalam perang Badar, Uhud,
Khandag, Baiatur Ridhwan, Yarmuk, dan pertempuran lainnya.
Ibnu Mas'udlah yang bertanding menghadapi Abu Jahal dalam
perang Badar. Rasulullah bersaksi bahwa Ibnu Mas’ud calon
penghuni surga.

Ibnu Mas’ud merupakan pelayan Nabi & yang selalu sigap
mempersiapkan sandal ketkka beliau hendak berpergian, dan
membawa sandal itu di lengannya ketika Nabi melepasnya.

Ionu Mas'ud sangat rajin membantu dan melayani Nabi .
Dalam Shahih Muslim disebutkan, Ibnu Mas'ud menuturkan,
“Rasulullah @ berkata padaku, Aku izinkan engkau untuk
menyingkap kelambu, dan mendengarkan rahasiaku, sebelum aku
" [bnu Mas'ud terkenal sebagai sahabat yang
mengetahui banyak rahasia dan juga yang menangani siwak dan
sandal Rasulullah. Beliau meriwayatkan 848 hadits dari Rasulullah
2.

melarangmu’.’
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Enam puluh empat di antaranya sama-sama diriwayatkan
oleh Al Bukhari dan Muslim. Sisanya, 21 hadits hanya
diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan 35 hadits hanya diriwayatkan
oleh Muslim.

Di antara para sahabat yang meriwayatkan hadits dari fbnu
Mas’ud adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, [bnu Az-Zubair, Abu Musa
Al Asy’ari, Anas, Jabir, Abu Sa’id, Imran bin Al Hushain, Amr bin
Harits, Abu Hurairah, dan sejumlah tabi’in besar yang tidak
terhitung jumlahnya.

Di penghujung umurmnya, fbnu Mas’ud tinggal di Kufah, dan
meninggal pada tahun 32 H. Pendapat lain menyebutkan, wafat
tahun 33 H. Menurut sumber lain, beliau kembali ke Madinah.

Para sejarawan sepakat, Ibnu Mas’ud meninggal dunia kepada usia
60-an tahun.

Menurut sejarawan yang berpendapat Ibnu Mas’ud wafat di
Madinah, beliau dimakamkan di Baqi’. Ada yang mengatakan,
jenazah Ibnu Mas’ud dishalatkan oleh Utsman. Ada yang berkata,
oleh Az-Zubair bin Al Awwam. Ada juga yang berpendapat, oleh
Ammar bin Yasir.

Abdullah bin Mas’ud adalah salah seorang pemuka sahabat
dan, ahli agama, sangat menguasai keilmuan Al Quran, fikih,
fatwa, berbudi mulia, serta menjadi panutan dalam bidang ilmu.

Dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim terdapat
hadits dari Abu Musa, beliau menuturkan, “Aku dan saudaraku
baru saja tiba dari Yaman. Kami tinggal beberapa lama di
Madinah. Kami mengira Ibnu Mas’ud dan ibunya termasuk ahli bait
Rasulullah &, karena kami lihat mereka sering sekali keluar-masuk
rumah beliau dan kerap bersamanya.”
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Dalam Shahih Al Bukhari bersumber dari Abdurrahman bin
Zaid, disebutkan, beliau berkata: Kami bertanya kepada Hudzaifah,
“Beritahu kami, orang yang paling dekat sikap, petunjuk, dan
hidayahnya kepada Rasulullah g&. Kami akan belajar padanya.”
Hudzaifah menjawab, “Kami tidak mengetahui orang yang paling
dekat sikap, petunjuk, dan hidayahnya dari Rasulullah selain Ibnu
Ummu Abd. Para pelajar dari kalangan sahabat Muhammad &£
mengetahui, Tonu Ummu Abd adalah orang yang paling dekat
wasilahnya kepada Allah.”

Disebutkan dalam Ash-Shahibain, bersumber dari Ibnu
Mas'ud, dia mengatakan, “Rasulullah € vang mengajariku
tasyahud. Telapak tangaku diletakkan di antara dua telapak
tangannya, seperti posisi ketika beliau mengajariku satu surah Al
Qur’an.”

Masih dalam Ash-Shahihain yang bersumber dari Ibnu
Mas'ud %, dia menuturkan, “Pada saat kami bersama Rasulullah
& di Mina, tiba-tiba rembulan terbelah dua. Satu potong berada di
balik bukit, dan satu potong lainnya di depannya. Rasulullah £
lalu berkata kepada kami, ‘Saksikanlah!””

Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain bersumber dari Ibnu
Mas'ud, beliau menuturkan: Rasulullah £ berkata, “Bacakanlah
Al Qur an untukku!” Tonu Mas’ud berkata dengan heran, “Wahai
Rasulullah %, aku membacakan Al Qur an kepadamu, padahal
dia diturunkan kepadamu?” Beliau bersabda, “Sungguh, aku
senang mendengarkannya dari orang lain.” Aku pun membacakan
surah An-Nisaa . Ketika sampai kepada ayat:
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“Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nantj), jika Kami
mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami
mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka.”
(Qs. An-Nisaa’ [4]): 41) “Cukup sampai sini!” kata beliau. Aku
menoleh ke arahnya, temyata beliau sedang berlinang air mata.

Dalam Ash-Shahihain yang bersumber dari Masruq, dia
berkata: Abdullah bin Mas’ud diceritakan pada Abdullah bin Amr
bin Al Ash. Dia berkata, “Aku selalu mencintainya. Aku pernah
mendengar Rasulullah g bersabda, “Pelajarilah Al Qur’an dari
empat orang: Abdullah, Salim maula Abu Hudzaifah, Muadz, dan
Ubay bin Ka'ab.” Pada riwayat lain, Ubay disebutkan lebih dulu
sebelum Mu'adz.

Diriwayatkan dalam Shahih Muslkm, dari Tonu Mas’ud, dia
berkata, “Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang patut disembah
selain Dia. Tidak ada satu surah pun dalam Al Qur "an, kecuali aku
tahu di mana dia diturunkan. Tidak ada satu ayat pun kecuali aku
tahu tentang apa dia diturunkan. Jika aku tahu ada orang lain yang
lebih alim tentang Kitabullah dariku dan bisa dijangkau kendaraan
unta, aku pasti menemuinya.”

Dalam riwayat selain Ash-Shahihain yang bersumber dari
Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah @&  bersabda,
“Berpegangteguhlah kepada janji Jbnu Ummi Abd.” Suatu ketika
Umar bin Al Khaththab mengirim Ibnu Mas’'ud ke Kufah, dan
mengirim surat untuk penduduk di sana. “Aku mengirim Ammar
kepada kalian sebagai pemimpin; Abdullah bin Mas’'ud sebagai
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guru dan menteri. Mereka berdua termasuk kalangan sahabat
Rasulullah € yang mulia, dan ahli Badar. Patuhilah mereka.

Sungguh, aku memprioritaskan Abdullah bin Mas’ud kepada kalian
atas diriku sendiri.”

Umar berkomentar tentang Ibnu Mas’ud, “Beliau ibarat
perisai yang dipenuhi ilmu. Setiap malam ketika seluruh mata telah
terpejam, beliau bangun untuk melaksanakan shalat malam. Lalu,
terdengar suara gema seperti gemuruh lebah hingga waktu subuh.”

Ketika Tbnu Mas’'ud meninggal dunia, Abu Ad-Darda’
berkata, “Sepeninggalku tidak ada orang sepertinya.”

Abu Thayyibah menuturkan: Saat Ibnu Mas’ud sakit keras
dan Utsman menjenguknya. Utsman berkata, “Apa yang engkau
rasakan?”. Dia menjawab, “Dosa-dosaku.” Utsman kembali
bertanya, “Apa yang engkau inginkan?” Dia menjawab, “Rahmat
Tuhaku,” Utsman kembali berkata, “Bagaimana kalau aku
panggilkan tabib? Dia menjawab, “Tabib justru menambahku
sakit.” Utsman kembali berkata, “Bagaimana bila aku memberimu
harta?” Dia menjawab, “Aku tidak membutuhkannya,” Utsman
berkata, “Pemberian itu untuk anak-anak perempuanmu. Apakah
engkau mengkhawatirkan putri-putriku menjadi fakir?” Dia
berkata, “Sungguh, aku telah menyuruh mereka untuk membaca
surah Al Waaqgi'ah setiap malam. Aku pemah mendengar
Rasulullah & bersabda, ‘Siapa saja yang membaca surah Al
Waaqgi'ah pada setiap malam, dia tidak akan pernah tertimpa
kefakiran selamanya’.”

Ibnu Mas’'ud memiliki tiga orang putra: Abdurrahman—
kunvah Tonu Mas'ud dinisbatkan kepada nama ini—, Utbah, dan
Abu Ubaidah. Nama asli Abu Ubaidah adalah Amir, namun
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menurut pendapat lain, namanya adalah kunyah tersebut (Abu
Ubaidah).

Para ulama sepakat, bahwa Abu Ubaidah tidak menerima
hadits dari bapaknya; Ibnu Mas’ud. Meski demikian, riwayat Abu
Ubaidah dari beliau cukup banyak, seluruhnya munqathi’.

Sementara itu, Abdurrahman, menurut Ali bin Al Madani
dan mayoritas ulama, menerima hadits dari ayahnya; Abdullah bin
Mas’ud.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Ketika Ibnu Mas’ud
meninggal dunia, Abdurrahman masih berumur 6 tahun.”

Yahya bin Ma’in menerangkan, Abdurrahman tidak pernah
mendengar hadits dari ayahnya. Wallahu a’’lam. Demikian
pernyataan An-Nawawi.

Kata A/ Murabahah merupakan bentuk mashdar (infinitif)
dari kata Raabaha, derivasi dari kata Ar Ribh, vang artinya
“tambahan”. Murabahah secara terminologi berarti jual beli barang
dengan harga yang telah ditambahkan nilai keuntungan, dengan
beberapa syarat yang dipaparkan dalam berbagai hukum dan
madzhab ulama.

Kata “dih” dalam bahasa Persia berarti “sepuluh,” yazadih,
“sebelas,” dan dawazadih “dua belas”. Maksudnya, Ibnu Mas’ud
berpendapat tidak masalah menjual kembali barang yang telah
dibeli dengan harga sepuluh, sebelas, atau dua belas.

Hukum: An-Nawawi & menyatakan dalam Ar-Raudhah,
bahwa praktik jual beli murabahah memiliki beberapa redaksi,
namun yang paling sering digunakan ada tiga redaksi.
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Pertama: “Aku jual dengan harga pembelian atau dengan
harga yang aku serahkan plus keuntungan sekian.”

Kedua: “Aku jual dengan harga yang telah dibebankan
padaku berikut keuntungan sekian.” Konsekuensi hukum unsur-
unsur yang berada di bawahnya dari dua redaksi di atas itu
berbeda-beda, begitu juga dalam kasus jual beli yang wajib
diinformasikan, sebagaimana akan kami jelaskan nanti, Insya
Allah.

Apabila penjual berkata, “Aku jual dengan harga
pembelianku.” Redaksi ini hanya memasukkan harga penjualannya
saja. Sedangkan jika pembeli mengatakan, “Dengan apa yang
telah dibebankan padaku.” Di samping mencakup harga
pembeliaan, itu juga mencakup biaya takaran, penunjuk jalan, kuli,
penjaga kebun, buruh panen, tukang jahit, juru wama kain,
ongkos pewarnaan, biaya khitan, pelapisan dinding tembok, dan
seluruh biaya yang mesti dikeluarkan agar barang punya nilai jual
tinggi. Yang termasuk kategori jual beli ini juga adalah, penyewaan
rumah yang berisi perabotan.

Sementara biaya yang dikeluarkan untuk melanggengkan
kepemilikan, bukan untuk meningkatkan nilai jual, seperti nafkah
budak, pembelian sandang, pakan termnak, menurut pendapat
shahih tidak dibebankan kepada harga penjualan.

Menurutku (Al Muthi’i): Pembebanan biaya tersebut
sebagai kompensasi dari manfaat yang diperoleh dari barang yang
dijual (produk), seperti memberi pelumas kendaraan,
meningkatkan kualitas perapian, dan sirkulasi udara. Akan tetapi,
biaya yang melebihi kelaziman seperti tarif dispensasi, komposisi
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nomor logam kendaraan, akad asuransi yang berdasarkan asas
kepatuhan, seluruh biaya ini dibebankan pada harga jual.

Abu Sa’ad Al Mutawalli dalam Af-Tatimmah mengatakan:
Pajak yang ditarik oleh pemerintah (bea cukai) termasuk dalam
kategori beban penjual.

Seandainya penjual memotong sendiri kain yang dijual,
menakar, atau memanggul sendiri, atau memoles rumah dengan
tanah liat, maka upah pekerjaan ini tidak masuk termasuk dalam
harga jual. Barang dagangan diperhitungkan sebagai tanggungan
penjual berdasarkan pengorbanan yang dia keluarkan. Demikian
juga halnya seandainya rumah tersebut miliknya, atau orang lain
melakukan pekerjaan itu secara suka rela, atau dengan cara
meminjamkan rumah. Apabila penjual ingin menambahi redaksi
akad tersebut, caranya dengan mengucapkan, “Aku beli, atau
waijib atasku sekian, atau aku mengerjakan sesuatu yang upahnya
sekian; aku telah jual dia padamu dengan harga tersebut berikut
keuntungannya sekian.”

Ketiga: “Aku jual barang ini seharga modalnya ditambah
keuntungan sekian.” Menurut pendapat yang shahih, redaksi ini
sama dengan ucapan “Dengan harga pembelian.”

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan: Redaksi ini sama
dengan redaksi “Dengan apa yang dibebankan padaku.” Ibnu Ash-
Shabbagh memilih pendapat ini.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Al Mawardi dalam
Al Hawi, jilid 6, naskah manuskrip, lembar 226 dan seterusnya:
“Jual beli murabahah, vaitu penjual mengatakan, Aku jual padamu
pakaian ini secara murabahah, dengan harga pembelian 100
dirham plus keuntungan satu dirham untuk setiap 10 dirham’. Jual
beli seperti ini diperbolehkan dan tidak makruh.
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin
Abbas &, bahwa mereka memakruhkan jual beli ini sekalipun
diperbolehkan.

Diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, beliau membatalkan
jual beli murabahah dan melarangnya, dengan alasan harga barang
yang diperjualbelikan tidak diketahui, dan informasi harga yang
disampaikan oleh penjual tidak bisa dijamin benar.

Dalil diperbolehkannya jual beli murabahah yaitu firman
Allah £,

'] /‘;‘\JE Wl d /,/!\ (&(‘J
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,”
(Qs. Al Bagarah [2]: 275).

Hal itu disebabkan karena harga dalam jual beli murabahah
dapat diketahui, seperti halnya kejelasan harga dalam jual beli
musawamah. Tidak ada bedanya antara ucapan “Aku jual baju ini
padamu seharga 110 dirham” dan “Aku jual padamu seharga 100
dirham ditambah keuntungan 1 dirham untuk setiap 10 dirham,,”

karena harganya sama-sama 110 dirham, sekalipun redaksinya
berbeda.

Al Mawardi melanjutkan: Alasan terkait harga yang
disampaikan penjual tidak bisa dijamin kebenarannya dan tidak
bisa diterima, karena menurut hukum asal pernyataan penjual itu
benar. Mengenai keterangan yang diriwayatkan dari Tonu Abbas,
bahwa beliau memakruhkan ucapan penjual “Sepuluh, sebelas (dih
dawazadih),” hal ini memiliki dua penafsiran:
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Penafsiran Pertama: Beliau memakruhkan pernyataan ini,
karena redaksi tersebut bukanlah bahasa Arab (ajam) yang keluar
dari dialek bahasa Arab.

Penafsiran Kedua: Hal tersebut makruh karena pernyataan
ini mengindikasikan bolehnya jual beli 10 dirham dengan 12
dirham.

Apabila telah diputuskan, bahwa akad murabahah itu
diperbolehkan, maka pembeli harus mengetahui harga barang
dalam akad tersebut setelah memastikan kebenarannya. Apabila
penjual tidak memberitahu harga barang tersebut, dan berkata,
“Aku jual barang itu padanya dengan harga pembelian dan
keuntungan satu dirham untuk setiap 10 dirham,” maka jual beli
ini tidak diperbolehkan.

Begitu pula jika pembeli berkata, “Aku jual padamu dengan
harga sesuai perhitunganku ditambah keuntungan satu dirham
untuk setiap 10 dirham.” Jual beli ini tidak diperbolehkan, karena
kedua belah pihak tidak menetapkan harga tertentu ketika akad;
dan dengan sesuatu yang menjadikan harga barang tersebut dapat
diketahui setelah akad. Hal itu bisa jadi kedua belah pihak
berbeda persepsi soal besaran harga vang disebutkan setelah akad
dan tidak merujuk pada faktor yang menafikan ketidaktahuan dan
mencegah perbedaan tersebut. Jadi, akad ini bathi/ (tidak sah),
karena harga barang itu tidak dapat diketahui.

Bila ditetapkan bahwa penjual harus menyebutkan harga di
saat akad, maka penjual tidak lepas dari tiga kondisi berikut:

Kondisi pertama: Menambahkan informasi harga, berikut
harga pembeliannya;
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Kondisi kedua: Menambahkan informasi harga penjualan
saja. Misalnya, dalam kasus ini, nilai harga tersebut adalah 100
dirham, maka penjual dapat mengemukakan hal ini dengan salah
satu dari tiga redaksi di atas.

Kondisi Ketiga: Penjual berkata, “Aku membelinya seharga
100 dirham” atau “modal barangku 100 dirham”; atau “aku telah
menanggung harga 100 dirham.” Penjual boleh menggunakan
salah satu dari tiga redaksi di atas.

Apabila penjual menginformasikan harga barang dan biaya
yang harus ditanggungnya seperti; ongkos pewamaan (kain),
pemotongan, pengadaan pakan ternak, atau biaya transportasi;
misalnya dia membeli barang itu seharga 100 dirham dan harus
menanggung biaya pewarnaan atau pemotongan sebesar 10
dirham, maka penjual boleh memberitahukan harganya dengan
salah satu dari tiga redaksi.

Misalnya, “Aku menanggung biaya 100 dirham dan 10
dirham”. Penjual tidak boleh menggunakan redaksi, “Aku
membelinya seharga 110 dirham.” Juga, tidak menggunakan
redaksi, “Aku menanggung biaya 110 dirham.” Atau, sebaliknya
dengan redaksi “Aku menanggung 100 dirham dan 10 dirham.”
Alasan pelarangan ini, karena modal yang digunakan untuk
membeli seluruh barang dagangan ini bukanlah harga yang
ditetapkan dalam akad jual beli tersebut.

Jika penjual ingin memberitahukan harga barang, berikut
apa vang telah dia lakukan terhadap barang tersebut, misalnya dia
membeli kain seharga 100 dirham dan memotongnya sendiri,
sehingga dia berhak atas upah sekitar 10 dirham, maka dalam
kasus ini dia tidak boleh menggunakan salah satu dari tiga redaksi
di atas. Dia tidak boleh mengatakan, “Aku membelinya seharga
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110 dirham,” Tidak boleh berkata, “Modal barangku ini 110
dirham.” Dan tidak boleh menggunakan kalimat, “Aku telah
menanggung biaya 110 dirham.”

Alasannya, perbuatan seseorang untuk dirinya tidak bisa
dihargai. Yang bisa dinilai harganya adalah pekerjaan orang lain.
Coba bandingkan, seandainya seorang pekerja dalam akad
mudharabah, memperkerjakan orang lain untuk mengangkut
barang, maka ongkosnya dibebankan kepada aset mudharabah.
Sedangkan, jika dia mengangkutnya sendiri, maka dia tidak boleh
menarik upah dari aset mudharabah tersebut.

Di saat penjual tidak boleh menggunakan ketiga redaksi di
atas, dia hanya punva satu redaksi akad yaitu, “Aku jual barang ini
padamu seharga 100 dirham, aku sendiri telah lakukan untuk
barang itu yang sebanding dengan upah 10 dirham; aku
mengambil keuntungan 1 dirham dari setiap 10 dirham.” Dengan
demikian, si penjual terbebas dari kebohongan dan tujuannya pun
tercapai. :

Dengan kata lain, jual beli murabahah hukumnya sah, baik
penjual itu menggunakan redaksi akad, “Aku jual padamu barang
ini seharga pembelian; 100 dirham misalnya, ditambah untung 10
dirham” maupun redaksi, “Aku jual barang ini padamu dengan
keuntungan yang diperoleh dari setiap 10 dirham harganya.”

Selanjutnya, apabila pembeli mengetahui harga barang dan
tambahan biaya yang dikeluarkan untuk barang tersebut, seperti
biaya transportasi dan berbagai akad asuransi keselamatan,
dimana setiap perusahaan ekspedisi barang selalu mengenakan
bea tersebut. —sehingga peraturan Islam menghalalkan praktik ini,
sebagaimana yang akan kami paparkan nanti insya Allah pada
pembahasan Perserikatan— Maka kasus ini termasuk dalam
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redaksi akad “Aku jual padamu harga barang ini berikut
keuntungannya sekian.”

Apabila penjual tidak menjelaskan harga pembelian, selain
biaya pekerjaan penjual saja, atau perkerjaan orang yang suka rela
melakukannya tanpa pamrih, maka dia tidak termasuk dalam jual
beli murabahah, kecuali penjual menjelaskan hal tersebut.

Demikian halnya harga barang, jika dia berbentuk barang
dagangan dan belum diketahui oleh pembeli, maka penjual harus
menjelaskannya, misalnya dengan redaksi, “Aku jual kain ini
padamu dengan harga pembelian. Dia termasuk barang anu
(demikian) yang nilai harganya sekian.”

Sedangkan jika pembeli mengetahui harga barang tersebut,
maka penjual tidak harus menjelaskannya, sekalipun jika dia
menjelaskan harga tersebut, dan akad itu tetap sah. Penjelasan ini
dilakukan untuk menghindari kebohongan vyang dilarang.
Sedangkan, jika harga tersebut berupa uang atau barang yang ada
padanannya, seperti barang yang dapat ditakar dan sebagainya,
maka penjual tidak harus menjelaskannya.

Cabang: Apabila seseorang membeli dua barang dalam
satu akad, kemudian dia hendak menjual salah satunya secara
murabahah, atau ada dua orang membeli satu barang lalu mereka
membagi rata, dan salah satunya ingin menjual bagiannya secara
murabahah senilai harga yang telah diserahkan kepada penjual,
maka dia boleh menjual bagiannya dengan harga tersebut.
Alasannya, harga dapat dibagikan pada barang vang dijual
menurut kadar nilainya. Contoh kasus, seandainya barang yang
dijual adalah sebidang tanah dan sebilah pedang, maka orang yang
berhak atas syufah boleh membeli tanah tersebut sesuai harganya.
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Madzhab para Ulama Tentang Jual Beli Secara
Murabahah

Pendapat Madzhab Azh-Zhabhiri.

Imam Abu Muhammad bin Hazm dalam A/ Mubhalla
menyatakan: Masalah: Tidak halal melakukan jual beli dengan
syarat, (misalnya) engkau memberiku keuntungan satu dirham
untuk setiap satu dinar; dan juga syarat aku membagi keuntungan
denganmu sekian dan sekian dirham. Jika akad seperti ini sampai
terjadi, maka selamanya batal.

Seandainya dua belah pihak melakukan jual beli tanpa
syarat di atas, namun penjual memberitahu, bahwa dia membeli
barang itu dengan harga sekian dan sekian; serta mendapatkan
keuntungan hanya sekian, maka jual beli ini sah.

Apabila terbukti ucapan penjual ini bohong, maka hal itu
tidak mempengaruhi sedikit pun jual beli tersebut. Penjual tidak
boleh menarik kembali barangnya kecuali jika barang tersebut
mengandung aib, atau kerugian yang sangat besar, seperti jual beli
lainnya.

Penjual yang berdusta dia berdosa akibat kebohongannya.
Dalil pernyataan ini adalah, bahwa jual beli dengan syarat engkau
memberiku keuntungan sekian, merupakan syarat yang tidak
terdapat dalam Kitabullah. Praktik seperti ini bathil (tidak sah); dan
akad dalam barang tersebut juga bathi/ (statusnya tidak sah). Di
samping itu, praktik tersebut termasuk jual beli dengan harga yang
tidak diketahui, karena kedua belah pihak menjalin akad dengan
syarat berbagi keuntungan satu dirham untuk setiap satu dinar.
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Bila dia membeli dinar di luar keuntungan, pembeliannya
dengan harga dinar tersebut, dimana keuntungannya itu berupa
dirham di luar keuntungan satu dirham lainnya. Praktik ini disebut
jual beli gharar (beresiko) yang dilarang oleh Nabi £. Juga,
dikategorikan jual beli dengan harga yang tidak diketahui
besarannya.

Jika jual beli ini terbebas dari syarat di atas, maka transaksi
tersebut sah, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah &,
dan kebohongan penjual itu termasuk tindakan maksiat dirinya
terhadap Allah &, dan hal tersebut tidak mempengaruhi akad jual
beli. Kebohongan ini sama halnya seperti perbuatan zina atau
minum khamer, jikka pembeli terbukti melakukannya; semuanya
sama.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki’, Sufyan
Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abdul A’la, dari Sa’id
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau memakruhkan jual beli
dih wa dawazadih. Artinga, “Aku memberikan keuntungan
kepadamu duabelas dari harga sepuluh.” Praktik ini disebut jual
beli murabahah.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ini
termasuk riba.”

Bersumber dari jalur periwayatan Waki’ dan Abdur Razzaq,
mereka menyatakan: Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada
kami dari Ammar Ad-Dahani, dari fonu Abu Ni’'am, dari Ibnu
Umar, beliau mengatakan, “Jual beli dih wa dawazadih termasuk
riba.”

Ikrimah berpendapat, jual beli tersebut haram. Al Hasan
memakruhkan praktik jual beli ini. Masruq berpendapat sama
dengan Al Hasan. Masruq menyatakan, bahwa semestinya penjual
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berkata, “Aku membelinya dengan harga sekian” atau “Aku
menjualnya dengan harga sekian.”

Kami meriwayatkan dari Ibnu Mas’'ud, bahwa beliau
memperbolehkan jual beli murabahah, jika penjual tidak
mengambil keuntungan dari nafkah yang dikeluarkan atas barang
vang dijual. Namun, Ibnu Al Musayyib dan Syuraih
memperbolehkan praktik ini.

Ibnu Sirin berkomentar, jual beli difh wadawazadih tidak
masalah, nafkah yang dikeluarkan untuk merawat pakaian itu
tentunya diperhitungkan.

Ulama yang memperbolehkan jual beli ini mengemukakan
uraian yang panjang dalam kasus orang yang membeli barang
secara kredit dan menjualnya secara tunai; dan kasus orang yang
membeli barang yang penjualannya laku keras, dan menjualnya di
saat kondisi pasar sedang lesu, serta pengeluaran yang dihitung
sebagai ongkos jahit, lipat, pewamaan, pemotongan hasil panen,
konsumsi para pekerja, dan insentif makelar.

Apabila penjual mengkalim telah melakukan kekeliruan, di
sini terdapat rincian kasus. Jika terungkap, dia telah berbohong,
maka seluruh pernyataannya fasid Akan tetapi, menurut kami,
siapa saja yang mengalami kelesuan usaha di suatu negara, yang
tidak membuahkan transaksi selain pengeluaran di atas,
hendaknya dia mengemukakan “Aku telah menanggung biaya
demikian.” Jadi, seluruh nafkah vyang dikeluarkannya itu
diperhitungkan.

Bisa juga dia mengatakan, “Aku membelinya dengan harga
sekian.” Sehingga seluruh nafkah untuk merawat barang tersebut
tidak diperhitungkan, kemudian dia berkata, “Tetapi, aku tidak
menjualnya dengan harga pembelianku. Engkau mengambilnya
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dariku dengan harga sekian dan sekian. Jika tidak, tinggalkan
saja.” dJual beli seperti ini sah, dan tidak dikategorikan sebagai
murabahah.

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Jarir —Ibnu
Abdul Hamid— dari Abu Sinan, dari Abdullah bin Al Harits, dia
menuturkan, “Seorang pria melewati sekelompok orang, di tengah
mereka terdapat Rasulullah €. Dia berbalik lalu berkata, “Wahai
Rasulullah, aku membelinya seharga sekian dan sekian, di bawah
harga standar.” Rasulullah @ berkata padanya, “Sedekahkanlah
kelebihannya.”

Mereka (Ulama Azh-Zhahiri) menyatakan, bahwa hadits
mursal itu sama seperti hadits musnad. Riwayat diatas termasuk
hadits mursal yang mereka sanggah dengan alasan, bahwa orang
tersebut tidak bermaksud menjual barang itu, dan dia tidak

mendapatkan keuntungan secuil pun. Demikian keterangan yang
kami kutip dari A/ Muhalla.

Pendapat Madzhab Hanafi.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa jual beli
murabahah adalah, jual beli dengan harga pembelian plus
keuntungan. Hukumnya sah bila memenuhi dua syarat:

Svarat pertama: Objek yang diperjual belikan berupa
barang dagangan. Oleh karena itu, tidak sah jual beli dua mata
uang secara murabahah.

Apabila seseorang membeli dua pound (junaif) emas
dengan perak, kemudian menjualnya seharga perak tersebut
ditambah beberapa qgirsy atau beberapa riyal, ini dikategorikan ke
dalam murabahah. Alasannya, karena mata uang pound tidak bisa

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 107



ditentukan dengan penetapan, sebab dua pound itu wujudnya tidak
dapat dimiliki lewat pembelian. Bisa saja dia membeli keduanya
kemudian memasukkannya ke kantong dan mengeluarkan pound
yang lain. Jadi, pound tidak dapat dimiliki melalui pembelian, dan
tidak dapat ditentukan dengan penetapan.

Lain halnya dengan barang dagangan, pembeli boleh
membebankan biaya produksi dan distribusi barang yang lazim
dikeluarkan dalam praktik pemiagaan kepada harga produk.
Dalam hal ini baik pengeluaran itu ditujukan untuk objek di dalam
barang tersebut, seperti; biaya pewarnaan kain, ongkos jahit,
bordir, biaya mengurai dan memintal woll dan kapas, pembuatan
saluran irigasi, penyiraman tanaman. Maupun objek di luar barang,
seperti; biaya transportasi, pemberian pakan hewan yang tidak
berlebihan, dan insentif untuk makelar.

Apakah penjual mesti disyaratkan untuk membebankan
seluruh biaya itu pada harga barang dan menjelaskannya? Dalam
kasus ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat rajih,
hal itu dikembalikan pada kebiasan yang berlaku dalam
perdagangan.

Syarat kedua: Alat tukar yang digunakan dalam jual beli
murabahah adalah mata uang standar, seperti pound, riyal, dolar,
dinar, dan lira. Demikian pula dengan barang yang ditakar,
ditimbang, dan satuan yang sama. Sementara satuan yang tidak
sama bukan alat tukar standar. Ketika seseorang membeli unta
seharga 10 pound, dia boleh menjualnya seharga itu berikut
keuntungannya dalam jumilah tertentu.

Begitu halnya jika seseorang membeli unta seharga 10
idrab gandum, dia boleh menjual unta tersebut seharga itu plus
keuntungan satu idrab gandum yang sejenis. Demikian halnya
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apabila seseorang membeli satu idrab gandum dengan sekaleng
minyak samin yang isinya 30 kati; dia boleh menjual gandum
tersebut dengan harga itu, ditambah sepotong samin yang
diperhitungkan oleh para pihak yang menjalin akad dan dapat
diperjualbelikan. Kelebihan ini disebut A/ Ayinah.

Apabila harga yang digunakan bukan mata uang standar,
melainkan harga taksiran, —maksudnya barang tersebut dijual
dengan perkiraan harga, tidak dengan cara ditakar atau sejenisnya,
seperti jual beli hewan ternak, pakaian, dan lahan— maka jual beli
murabahah dalam prakiik ini sah bila memenuhi dua syarat:

Svarat Pertama: Harga yang digunakan dalam pembelian
itu merupakan alat tukar yang digunakan untuk membeli barang
dagangan pertama kali.

Misalnya, Zaid membeli kain dari Amr dengan alat tukar
seekor kambing; kemudian Muhammad membeli kain tersebut dari
Zaid dengan kambing yang digunakan untuk membeli kain itu
setelah Muhammad memilikinya dari Amr.

Svarat Kedua: Besaran keuntungannya telah diketahui.
Misalnya, seperti permnyataan pembeli, “Aku beli kain ini darimu
dengan alat tukar seekor kambing yang telah aku beli plus
keuntungan 10 gurusy atau keuntungan setakar gandum.

Apabila besar keuntungan tersebut tidak diketahui, seperti,
“Aku beli kain ini darimu dengan seekor kambing tersebut
ditambah keuntungan 5 persen dari harga tersebut,” jual beli ini
tidak sah, karena dalam ilustrasi ini harga pakaian itu belum jelas.
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Pendapat Madzhab Maliki.

Ulama madzhab Maliki menyatakan, bahwa murabahah
adalah menjual barang dagangan dengan alat tukar vyang
digunakan untuk membelinya, vaitu dengan ditambah keuntungan
yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Praktik ini khilafid aula
(menyalahi amalan yang utama) karena dia membutuhkan banyak
keterangan yang terkadang menyulitkan bagi kalangan umum,
sehingga jual beli ini menjadi fasid.

Dalam jual beli murabahah, seorang penjual harus
menjelaskan secara detail barang dagangannya dan seluruh biaya
vang dikeluarkan untuknya itu, yang dibebankan kepada harga
jual. Tidak jarang praktik ini menggiring dua belah pihak dalam
sengketa.

Jual beli murabahah sama dengan jual beli isti'man
(memberi kepercayaan kepada pihak penjual). Praktiknya,
seseorang membeli barang dagangan dengan harga vang
dipercayakan sepenuhnya kepada pihak penjual. Misalnya,
pembeli berkata kepada penjual, “Juallah barang ini padaku
dengan harga yang biasa engkau tetapkan kepada orang lain,
karena aku tidak tahu harganya.”

Sama halnya dengan jual beli muzayadah (lelang), yaitu dua
calon pembeli atau lebih memberikan tawaran tertinggi terhadap
suatu barang sebelum harganya ditetapkan dan penjual sepakat
dengan penawaran salah satunya. Jika tidak demikian, praktik ini
hukumnya haram, karena terjadi penawaran atas penawaran pihak
lain.

Ulama madzhab Maliki menambahkan, bahwa jual beli
murabahah ada dua cara:
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Cara Pertama: Penjual menawarkan barang dagangan
dengan keuntungan sepuluh untuk setiap seratus, misalnya, lebih
besar, atau lebih kecil dari itu. Murabahah semacam ini memiliki
dua ilustrasi:

llustrasi pertama, penjual membeli barang dagangan
dengan harga tertentu dan tidak mengeluarkan biaya tambahan
sedikit pun. Praktik ini sudah jelas. Dalam ilustrasi ini, pembeli
menyerahkan harga yang telah ditambah keuntungan dengan
jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

llustrasi kedua, penjual mengeluarkan biaya tambahan di
luar harga pembelian. llustrasi ini memiliki tiga praktik:

Praktik Pertama: Biaya yang dikeluarkan penjual berupa
barang yang tetap dan berada dalam barang dagangan. Misalnya,
penjual membeli kain putih, lalu mewamainya, atau membeli bulu
dari rumah potong lalu memintalnya, atau membeli kain lalu
menjahit dan membordirnya. Pewarnaan, pintalan, dan bordiran
merupakan sifat yang ada pada kain.

Hukum biaya tersebut sama seperti harga. Jadi, biayanya
dibebankan pada harga dan perhitungan keuntungan mengacu
padanya. Hanya saja, penjual disyaratkan untuk menjelaskan biaya
tersebut, seperti penjelasan soal harga. Misalnya penjual
menerangkan, “Aku membeli kain ini seharga sekian, atau
mencetaknya sekian, atau mewarnainya sekian, atau menjahitnya
sekian.”

Apabila pekerjaan ini (menjahit, mewarnai, membordir kain)
dilakukan sendiri, maka penjual tidak boleh mengambil upah dan
keuntungan darinya.
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Praktik Kedua: Biaya yang dikeluarkan tidak berada pada
barang dagangan dan tidak dikhususkan untuknya, seperti upah
penjaga rumah dan ongkos kirim. Hukumnya, biaya ini tidak
dibebankan pada harga asli dan tidak digabungkan. pada
keuntungan.

Apabila seseorang meminjamkan rumah tertentu agar
penyewa merawatnya, dan sebenarnya dia tidak membutuhkan
rumah tersebut, maka upah perawatan ini dibebankan dalam
harga, dan tidak diperhitungkan dalam keuntungan. Sama dengan
upah makelar, ketika kebiasaan yang berlaku pembelian hanya
dapat dilakukan lewat pihak ketiga.

Praktik Ketiga: Biaya tersebut tidak ada dalam barang
dagangan, tetapi dia dikhususkan untuk barang tersebut. Pekerjaan
ini jika biasanya dilakukan sendiri oleh pedagang, seperti melepas
dan mengikat kain, namun terkadang hal ini juga diorderkan pada
pihak lain, maka biaya yang dikeluarkan untuk itu tidak
dibebankan pada harga jual dan juga tidak dimasukkan dalam
keuntungan.

Demikian pendapat kalangan muta’akhirin madzhab Maliki.
Sementara itu, pemyataan Imam Malik # sendiri dalam A/
Mudawwanah sebagai berkut:

“Malik berpendapat tentang gandum yang dibeli di suatu
daerah lalu diangkut ke daerah lain, ‘Menurut aku, biaya makelar,
nafkah, ongkos mengikat dan melepaskan barang, termasuk biaya
sewa gudang, tidak dibebankan pada harga barang. Sedangkan
biaya sewa alat transportasi dibebankan pada harga pokok, bukan
kepada keuntungan. Lain halnya jika penjual mengetahui seluruh
penawaran yang masuk terhadap barang tersebut. Apabila para
calon pembeli memasukkan biaya sewa itu dalam keuntungan atas
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sepengetahuan penjual, maka ini tidak masalah. Biaya
pemotongan dibebankan pada harga, sedangkan biaya penjahitan
dan pewarnaan dibebankan pada keuntungan dan juga dibebankan
kepada harga pokok.Sedangkan pekerjaan vang tidak bisa
ditangani sendiri oleh pedagang seperti biaya pakan hewan, dia
diperhitungkan dalam harga pokok, bukan dalam keuntungan.
Penjual juga disyaratkan untuk menjelaskan hal itu.”

Apabila penjual mensyaratkan pembeli untuk tidak
memberinya keuntungan atas biaya yang telah dikeluarkannya,
baik biaya untuk mengerjakan objek yang ada dalam barang
dagangan, seperti pewarnaan kain dan sebagainya, maupun bukan
objek yang ada pada barang dagangan dan tidak dikhususkan
baginya, seperti ongkos Kirim, atau yang dikhususkan baginya
tetapi biasanya penjual melakukannya sendiri atau sebaliknya,
maka pembeli wajib melaksanakan syarat tersebut, jika penjual
menyebutkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan.

Dari sini jelas bahwa, penyebutan harga dan biaya barang,
baik terkait objek yang ada di dalamnya maupun tidak, disyaratkan
dalam kondisi apa pun. Apabila penjual mengatakan, “Aku
menjual barang ini dengan keuntungan sepuluh dari sefiap seratus,
misalnya,” kemudian dia menyebutkan harga ditambah biaya yang
dikeluarkannya, tanpa menyebutkan jenis pekerjaan pada barang
vang dibebankan pada harga dengan ditambahkan kepada
keuntungan, pekerjaan pada barang yang dibebankan tanpa
dihitung keuntungan, dan pekerjaan di luar barang yang
dibebankan hanya pada harga pokoknya; maka akad dalam kasus
ini fasid, karena pembeli tidak mengetahui kondisi ini.

Yang termasuk dari dua model jual beli murabahah, adalah
seseorang menjual barang kepada pembeli dengan keuntungan
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tertentu yang beracuan pada jumlah harga. Misalnya, pembeli
berkata, “Aku jual barang ini padamu sesuai harganya ditambah
keuntungan sepuluh atau lima.” Pada praktik jual beli ini, penjual
juga disyaratkan untuk menyebutkan harga dan biaya vyang
dikeluarkan dalam mengelola barang itu, baik pekerjaan ini terkait
langsung seperti pewamnaan kain dan sebagainya maupun tidak
berkaitan seperti ongkos penjaga dan ongkos kirim. Ketentuan ini
berlaku pada biaya yang tidak disandarkan pada harga berikut
keuntungan; dibebabkan tanpa keuntungan, maupun tidak
dibebankan sama sekali.

Pada praktik ini, jual beli tersebut sah, tetapi harga berikut
biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk barang dagangan ini,
vaitu yang tidak berkaitan dengan harga seperti ongkos kirim,
dikenakan kepada pihak pembeli. Kecuali jika pembeli
mensyaratkan perhitungan biaya tersebut, maka jual beli ini sah.

Dalam kasus ini tidak ada bedanya antara alat tukar emas,
perak, dan sejenisnya ataupun alat tukar dengan taksiran harga.
Apabila seseorang membeli kain dengan seekor kambing,
seseorang sah menjualnya dengan kambing yang sama dalam
proses pembelian dari segi sifat ditambah keuntungan tertentu.
Akan tetapi, disyaratkan kambing yang akan dijadikan alat tukar ini
telah dimiliki oleh calon pembeli atau bukan miliknya namun telah
dijamin sehingga bisa didapatkan. Jika tidak demikian, jual beli
tersebut tidak sah.

Pendapat Madzhab Hanbali.

Ulama madzhab Hanbali berpendapat, bahwa apabila
keuntungan dan harga barang tersebut diketahui, maka jual beli
murabahah ini sah tanpa dihukumi makruh. Apabila penjual
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berkata, “Aku jual padamu rumah ini dengan harga pembelian,
vaitu 100 pound ditambah keuntungan 10 pound,” maka akad ini
sah.

Sedangkan jika penjual berkata, “Aku jual rumah ini dengan
syarat aku mengambil keuntungan satu pound dari setiap 10
pound harganya,” tanpa menyebutkan harganya, maka jual beli ini
sah namun makruh.

Penjual seharusnya menjelaskan harga barang dagangannya
dalam jumlah terhitung dan biaya yang dikeluarkan untuknya yang
juga dalam jumlah terhitung. Apabila seseorang membeli barang
dengan harga 10 dan mengeluarkan biaya untuknya sebesar 10,
maka dia wajib menjelaskannya sesuai ketentuan ini, dengan
redaksi “Aku membelinya seharga 10 dan mewarnainya, menakar,
menimbang, atau memberinya pakan sekian dan sekian.”

Ibnu Qudamah dalam A/ Mughni menyatakan:

“Murabahah adalah jual beli dengan acuan modal dan
keuntungan yang diketahui dua belah pihak. Penjual dan pembeli
disyaratkan tahu besaran modal, yang bisa diungkapkan dengan
redaksi, ‘Modalku atau aku mengeluarkan modal 100, misalnya.
Aku menjualnya dengan harga itu ditambah keuntungan 10’. Jual
beli seperti ini diperbolehkan. Tidak terdapat khilaf mengenai
keabsahan jual beli ini. Bahkan, kami tidak menemukan seorang
ulama pun yang memakruhkan.

Apabila penjual mengatakan, Aku jual padamu seharga
modal barang ini, vaitu 100, dan mengambil keuntungan satu
dirham dari setiap 10 dirham’ atau “Sepuluh dengan sebelas, atau
sepuluh dengan duabelas,” Imam Ahmad memakruhkannya.
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Kemakruhan praktik jual beli ini diriwayatkan dari Umar,
Ibnu Abbas, Masruq, Al Hasan, lkrimah, Sa’id bin Jubair, dan
Atha bin Yasar.

Ishaq mengatakan, jual beli murabahah dengan redaksi di
atas tidak diperbolehkan, karena harganya tidak diketahui dalam
akad. Kasus ini sama dengan jual beli barang dengan tambahan
biaya yang dikeluarkan oleh penjual.

Berbeda dengan Ishaq, Sa’id bin Al Musayyab, Ibnu Sirin,
Syuraih, An-Nakha'’i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi’i, ulama fikih rasionalis,
dan Ibnu Al Mundzir memberikan toleransi praktik jual beli
murabahah. Alasannya, baik modal maupun keuntungannya telah
diketahui. Hal ini sama dengan, seandainya penjual mengatakan,
“Ditambah keuntungan 10 dirham.”

Argumen pemakruhan sebagian ulama terhadap jual beli
murabahah adalah, sebab pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas
vang juga memakruhkannya, dan tidak ada sahabat lain yang
menyelisihi mereka. Sebab, murabahah mengandung unsur yang
tidak jelas dan menghindar hal ini tentu lebih utama.

Hukum murabahah adalah makruh tanzih, sementara jual
belinya tetap sah, sebagaimana keterangan yang telah kami
paparkan. Ketidaktahuan besaran modal bisa diminimalisir dengan
penghitungan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Misalnya,
seperti seseorang menjual setumpuk makanan dengan harga satu
dirham untuk setiap gafiz. Sedangkan biaya yang berada di luar
perhitungan tersebut, tentu tidak diketahui baik secara umum
maupun secara rinci.”
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Cabang: Orang yang membeli dua barang dalam satu
akad, kemudian hendak menjual salah satunya.

Kami telah mengulas sebelumnya. Ulama madzhab kami
menyatakan, dia tidak boleh menjual barang tersebut menurut
bagian harganya, karena harga dapat dibagi pada barang yang
dijual sesuai nilainya.

Ahmad berpendapat: Barang yang dibeli ini ada dua
macam:

Pertama: Jual beli ini terjadi pada barang yang dihargai
(mutagawwim) di mana harga tidak dapat dibagi kepada setiap
bagiannya, seperti pakaian, hewan ternak, pohon yang berbuah,
dan sebagainya. Sebagian barang seperti ini tidak boleh
diperjualbelikan  secara murabahah, sebelum  penjual
menginformasikan kondisi sebenamya.

Ahmad telah menetapkan masalah ini. Beliau menyatakan,
setiap barang yang dibeli secara kolektif kemudian dibagi, salah
satu anggota tidak boleh menjualnya secara murabahah, kecuali
dia berkata, “Kami membelinya secara kolektif kemudian
membaginya.” Pendapat serupa dikemukakan oleh Ats-Tsauri,
Ishaq, dan ulama fikih rasionalis.

Kedua: Barang yang diperjualbelikan memiliki padanan
(mutamatsi) di mana harganya bisa dibagikan secara parsial,
seperti gandum dan jelai yang serupa. Oleh karena itu, boleh
menjual sebagian barang ini secara murabahah sebanding dengan
harganya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan ulama
fikih rasionalis. Kami tidak menemukan perbedaan dalam
pendapat ini sebab harga perbagiannya diketahui secara pasti.
Oleh karena itu, boleh menjual satu gafiz tumpukan makanan.
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Apabila seseorang memesan dua buah pakaian dengan sifat
vang sama, lalu mengambil keduanya sesuai sifat tersebut, dan
hendak menjual salah satunya secara murabahah sesuai bagian
harganya.

Dari perspektif giyas, jual beli di atas diperbolehkan, karena
harga dapat dibagian pada dua pakaian tersebut secara sama rata,
tanpa mempertimbangkan harga.

Begitu juga halnya, jika dia mengalihkan pembelian pada
salah satu pakian ini, atau berhalangan menerimanya, maka dia
berhak mendapatkan separuh harga tanpa mempertimbangkan
harga barang yang dipesannya. Jadi, seolah-olah dia mengambil
barang itu satu per satu. Alasannya, harta ini dikenakan pada
kedua pakaian ini secara sama, karena kesamaan sifatnya dalam
tanggungan. Dua pakaian ini seperti dua takar makanan. Jika
salah satunya memiliki tambahan sifat, maka dia diperlakukan
seperti kasus yang terjadi setelah akad jual beli. Walkhu a’lam.

Asy-Syirazi & menyatakan: Pasal: Penjual hanya
boleh menginformasikan harga yang telah ditetapkan
dalam jual beli.

Apabila seseorang membeli dengan harga
tertentu kemudian penjual memangkas sebagiannya,
atau mengusulkan tambahan, di sini terdapat beberapa
tinjauan.

Jika hal tersebut dilakukan setelah penetapan
akad, maka tindakan penjual ini tidak bisa dikaitkan
dengan akad; bagian barang yang telah dipangkasnya
tidak dapat dikurangi dalam jual beli murabahah; dia
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juga tidak boleh menginformasikan penambahan atas
objek vang bertambah, karena jual beli tersebut telah
ditetapkan dengan harga pertama.

Pengurangan dan penambahan ini bersifat
sukarela (fabarru) vang tidak diimbali dengan
kompensasi, sehingga harganya tidak berubah.

Apabila pengurangan atau penambahan ini terjadi
pada masa khiyar, maka dia dikaitkan dengan akad dan
harga ditetapkan setelah adanya pengurangan dan
penambahan tersebut.

Abu Ali Ath-Thabari mengatakan: Jika kita
berpendapat, barang vyang diperjualbelikan tidak
berpindah dengan akad itu sendiri, maka tindakan
penjual tersebut tidak dikaitkan dengan jual beli, karena
barang tersebut telah dimiliki dengan harga pertama,
sehingga dia tidak berubah oleh hal lain setelah itu.

Pendapat madzhab adalah yang pertama, sebab
sekalipun barang telah berpindah, namun jual belinya
belum ditetapkan. Oleh karena itu, harga bisa saja
berubah akibat suatu hal yang berkaitan dengan akad.

Apabila seseorang membeli kain seharga 10
dirham, memotongnya dengan ongkos satu dirham,
menjahitnya dengan ongkos satu dirham, dan
membordimya dengan ongkos satu dirham, maka
penjual berkata, “Aku telah mengeluarkan biaya 13
dirham” atau “Aku telah menanggung biaya 13
dirham,” dan redaksi semisalnya. Penjual tidak boleh
mengatakan, “Aku membelinya seharga 13 dirham”
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atau mengucapkan “Harganya 13 dirham,” karena ini
dusta.

Jika penjual mengucapkan, “Modalku 13 dirham”
di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:
Pendapat Pertama: Penjual tidak boleh mengatakan
demikian, karena modal sama dengan harga, sementara
harga kain tersebut 10 dirham.

Pendapat Kedua: Penjual boleh menyampaikan
penawaran tersebut, karena modal adalah biaya yang
dikeluarkan untuk suatu barang, dan biaya pengadaan
kain tersebut adalah 13 dirham.

Apabila penjual melakukan sendiri pemotongan
dan bordir kain, dia menggunakan redaksi “Aku
membelinya 10 dirham, dan mengolahnya yang
sebanding dengan 3 dirham.” Penjual tidak boleh
mengatakan, “Aku membelinya 13 dirham,” karena
perbuatan yang dilakukan oleh penjual sendiri tidak
dikenai ongkos dan tidak dipatok sebagai harganya.

Jika seseorang membeli barang seharga 100
dirham dan menemukan aib di dalamnya dan terjadi aib
vang lain, lalu dia menarik kerugiannya vaitu 10
dirham, maka ucapkanlah, “Aku mengeluarkan biaya
90 dirham™ atau “Aku menanggung biaya 90 dirham.”
Penjual tidak boleh mengatakan, “Harganya 100
dirham,” karena menarik kerugian dalam kasus ini
berarti mengambil kembali sebagian harga. Jadi,
pembeli menguranginya dari harga 100 dirham. Penjual
tidak boleh mengatakan, “Aku membelinya seharga 90
dirham,” karena ini dusta.
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Apabila barang vang diperjualbelikan berupa
budak, lalu dia melakukan tindakan pidana (jinayah),
kemudian pembeli menebus denda jinayah tersebut,
maka denda tersebut tidak boleh dibebankan kepada
harga. Alasannya, bahwa tebusan dikeluarkan untuk
melanggengkan kepemilikan. Oleh karena itu, dia tidak
dibebankan pada harga, sama seperti biaya pakan
hewan ternak.

Sebaliknya, jika budak ini dilukai oleh pihak lain,
lalu pembeli menarik ganti ruginya, maka dalam kasus
ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Besaran kerugian ini tidak
mengurangi harga. Seperti halnya denda tindakan
jinayah tidak dibebankan kepada harga, maka kerugian
akibat tindakan jinayah juga tidak dapat diambil dari
harga.

Pendapat Kedua: Kerugian ini mengurangi harga,
karena dia merupakan kompensasi dari bagian yang
diperjualbelikan, sama seperti kerugian karena
kerusakan barang.

Apabila barang yang diperjualbelikan
menghasilkan manfaat dalam kepemilikan penjual,
seperti anak, susu, dan buah. Hal ini tidak
mempengaruhi harga, karena akad tidak
menyinggungnya.

Jika pembeli mengambil buah yang telah ada saat
akad, atau memerah susu yang telah ada saat akad, dia

mempengaruhi harga, karena akad menyinggungnya.
Kompensasi pengambilan tersebut adalah bagian dari
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harga. Maka, pembeli mesti  mengeluarkan
kompensasinya.

Apabila pembeli mengambil anak yang telah ada
saat berlangsungnya akad, di sini terdapat rincian
hukum. Apabila kita berpendapat, bahwa kandungan
(janin) mempunyai hukum tersendiri, maka dia sama
seperti air susu dan buah.

Lain halnya, jika kita berpendapat, bahwa
kandungan ini tidak memiliki hukum tersendiri, dia
sama sekali tidak mempengaruhi harga barang.

Apabila seseorang membeli barang dengan harga
vang ditempokan, dia tidak boleh menginformasikan
dengan harga yang mutlak, karena tenggang waktu
merupakan bagian dari unsur harga. Karena itu, jika dia
menjual barang itu secara murabahah tanpa
memberitahu tenggang waktunya kepada pembeli,
kemudian pembeli mengetahui hal itu, maka dia berhak
atas khiyar, sebab penjual telah melakukan kebohongan
terhadap salah satu unsur harga. Kasus ini sama
dengan orang yang membeli sesuatu yang ternyata
catat, dan dia tidak menyadari hal itu.

Apabila seseorang membeli sesuatu seharga 10
dirham dan menjualnya seharga 5 dirham, kemudian
membelinya kembali seharga 10 dirham, maka dia
menginformasikan harga 10 dirham itu (pada penjual).
Dia tidak boleh menggabungkan kerugian itu kepada
harga barang.

Selanjutnya jika seseorang membeli barang
seharga 10 dirham dan menjualnya 15 dirham,
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kemudian dia membeli kembali seharga 10 dirham, dia
juga menginformasikan harga 10 dirham tersebut,
maka keuntungan tersebut tidak mengurangi harga
barang. Sebab, harga merupakan besaran nilai untuk
membeli suatu barang dalam suatu akad, yang menjadi
milik pembeli. Dalam kasus ini harga tersebut 10
dirham.

Jika seseorang membeli budak seharga 10 dirham
kemudian bersepakat dengan budaknya itu, lalu
menjualnya dan kemudian membelinya kembali seharga
20 dirham, dengan tujuan memberitahukan harga
pembelian budak ini, maka tindakan ini dimakruhkan,
karena seandainya dia menyatakan hal itu secara jelas
dalam akad, akadnya rusak. Jika dia bermaksud
demikian, hukumnya makruh.

Apabila dia menginformasikan harta 20 dirham
ini dalam jual beli murabahah hukumnya boleh, karena
keabsahan penjualan dari budaknya seperti jual beli
budak dari pihak lain. Oleh karena itu, dia boleh
menginformasikan harga pembeliannya. dJika calon
pembeli mengetahui harga tersebut, dia tidak berhak
khiyar, karena pembelian seharga 20 dirham ini sah.

Penjelasan Redaksional:

Apabila penjual bermaksud memberitahukan harga barang,
di sini ada beberapa ketentuan. Jika barang tersebut dalam kondisi
baik, tidak mengalami perubahan, maka dia menginformasikan
harganya.
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dJika penjual mengurangi sebagian harga dari calon pembeli,
atau membelinya setelah penetapan akad, maka jual beli ini belum
sah. Penjual memberitahukan harga yang pertama, bukan harga di
luar itu. Sebab, praktik itu merupakan hibah dari satu pihak
kepada pihak lain dan bukan sebagai kompensasi.

Apabila pengurangan ini terjadi pada masa khivar maka dia
mempengaruhi akad, dan penjual haruslah menginformasikannya
dalam harga barang tersebut. Demikian ini jika harga barang
tersebut berubah lebih rendah dari harga yang ditetapkan.

Jika harga barang ini mahal, dia tidak harus
memberitahukannya, karena hal tersebut akan menambah harga
barang. Begitu juga jika harganya murah, penjual tidak harus
menginformasikan hal tersebut, karena dia telah berkata jujur
tanpa memberitahukan itu.

Sangat mungkin penjual harus menginformasikan kondisi
barang, sebab jika calon pembeli mengetahui barang sebenarmya,
mungkin saja dia tidak sepakat dengan harga tersebut. Jadi,
menyembunyikan kondisi barang termasuk bentuk gharar (jual beli
vang beresiko). Artinya, jika penjual tidak menginformasikan harga
barang dan tidak menjelaskan kondisinya, maka hal ini jelas tidak
diperbolehkan, sebab dengan demikian dia telah menggabungkan
tindakan bohong dan gharar.

An-Nawawi menyatakan: Sebaiknya jual beli murabahah
didasari sikap amanah. Oleh karena itu, penjual harus jujur dalam
menyampaikan barang dagangannya, jujur dengan biaya yang
dikeluarkan —jika menjualnya dengan redaksi tersebut-.

Seandainya seseorang membeli barang seharga 100
dirham, dan lepas dari kepemilikannya (lewat jual beli atau
peralihan kepemilikan lainnya), kemudian membelinya kembali
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seharga 50 dirham, modal barang ini adalah 50 dirham. Dia tidak
boleh mengakumulasi harga yang pertama.

Seandainya seseorang membeli barang seharga 100 dirham
dan menjualnya seharga 50 dirham, kemudian membelinya
kembali seharga 100 dirham, maka modal barang ini adalah 100
dirham. Penjual tidak boleh mengakumulasikan kerugian yang
pertama dengan pembelian kedua, lalu menginformasikan bahwa
harganya adalah 150 dirham.

Apabila dia membeli barang seharga 100 dirham dan
menjualnya dengan harga 150 dirham, kemudian membelinya
kembali dengan harga 100 dirham, maka terdapat rincian hukumn.
Jika dia menjualnya secara murabahah, dengan redaksi “modal”
atau kata “aku telah membelinya,” dimana dia menginformasikan
harga 100 dirham. Jika dia menjualnya dengan redaksi “Aku telah
menanggung,” di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafi’i:

Pendapat Pertama: memberitahukan harga 100 dirham.
Pendapat Kedua: Menginformasikan harga 50 dirham.

Cabang: Sebaiknya modal atau harga barang diketahui
oleh kedua belah pihak yang bertransaksi murabahah. Apabila
salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka menurut pendapat
yang paling shahih, akad tersebut tidak sah, hal itu sama seperti
hukum vyang berlaku dalam jual beli non-murabahah. Meski
demikian, seandainya harga barang diketahui saat di majelis akad,
maka akad ini tidak berbalik menjadi sah, menurut pendapat yang
shahih.
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Sementara itu, menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i
kedua (menginformasikan harga 50 dirham), bahwa jual beli
tersebut menjadi sah, karena harga kedua mengacu pada harga
pertama, dimana mengetahui hal ini cukup mudah. Kasus ini
seperti; orang yang berhak syufah (Svafi} yang menuntut syufah
sebelum mengetahui harga barang, karena mudah diketahui. Jadi,
mengenai syarat kejelasan harga barang di majelis akad, terdapat
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Jika mata uang yang digunakan adalah dirham yang tidak
diketahui timbangannya, maka mengenai boleh-tidaknya jual beli
secara murabahah, di sini terdapat khilaf yang telah disebutkan di
atas. Menurut pendapat yang paling shahih, jual beli ini bathil
(tidak sah). Penjelasan ini dikemukakan oleh An-Nawawi dalam Ar-
Raudhah.

Cabang: Pihak penjual makruh bersekongkol dengan
pemilik barang. Praktiknya, seseorang menjual barang dengan
harga pembelian, kemudian pihak lain membelinya dengan harga
yang lebih tinggi sebagai acuan informasi harga dalam murabahah.

Jdika praktik di atas dilakukan, Ibnu Ash-Shabbagh
berpendapat: Pembeli berhak atas khivar. Pendapat ini disanggah
ulama lainnya. An-Nawawi menyatakan: Di antara ulama yang
menyalahi pendapat Ibnu Ash-Shabbagh adalah, penyusun A/
Muhadzdzab; Asy-Syirazi dan ulama lainnya. Pendapat Ibnu Ash-
Shabbagh lebih kuat.

Cabang: Seandainya seseorang membeli barang, dimana
sebelum penetapan akad, kedua belah pihak melakukan
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penambahan atau pengurangan harga, menurut kami jual beli ini
sah. Harga adalah nilai barang yang ditetapkan dalam akad.

Apabila salah satu pihak mengurangi sebagian harga
barang setelah penetapkan akad, dan menjualnya dengan redaksi
“Aku beli,” maka dia tidak harus mengurangi bagian tersebut. Jika
dia menjualnya dengan redaksi, “Aku menanggung biaya,” dia
hanya menginformasikan sebagian harganya.

Sebaliknya, jika dia mengurangi seluruh harga, dia tidak
boleh menjual barang itu secara murabahah dengan redaksi di
atas. Seandainya dia mengurangi sebagian harga setelah
berlangsungnya murabahah, maka pengurangan tidak boleh
mempengaruhi pembeli, menurut pendapat yang shahih. Menurut
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya: Pengurangan harga
tersebut berpengaruh pada pembeli, seperti dalam kasus
perwakilan dan perserikatan. Demikian penjelasan An-Nawawi
dalam Ar-Raudhah.

Cabang: Apabila kamu telah memahami berbagai
masalah yang telah kami kemukakan pada bab ini. Masalah kitab
ini diilustrasikan dalam kasus orang yang membeli pakaian secara
murabahah dengan keuntungan satu dirham dari setiap 10 dirham,
dan memberitahukan bahwa harganya 100 dirham. Pembeli
mengambil pakaian itu seharga 110 dirham. Setelah itu, penjual
kembali dan menerangkan, bahwa telah terjadi kesalahan harga:
Dia telah membelinya seharga 90 dirham. Dalam kasus ini jual beli
tersebut sah, dan penjual telah menunjukkan sikap amanahnya.

Pembeli boleh mengambil pakaian tersebut seharga 90
dirham berikut bagian keuntungannya, harga totalnya 99 dirham.
Sisanya, setelah dikurangi kesalahan hitung tersebut berikut bagian
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keuntungannya, yaitu 11 dirham, dikembalikan kepada penjual.
Selanjutnya, menurut pendapat madzhab, pembeli berhak atas
khiyar.

Kemudian, Asy-Syirazi mengemukakan pendapat lain,
bahwa pembeli berhak Ahivar untuk men-fasakh akad atau
melanjutkan dengan harga yang masih tersisa. Yaitu bukti yang
menunjukan pembeli telah melakukan penyimpangan harga
sebagaimana akan kami kemukakan dalam penjelasan dan uraian
Al Muhadzdzab.

Selanjutnya apabila pembeli mengambil pakaian tersebut
seharga 90 dirham berikut bagian keuntungannya, maka menurut
madzhab Asy-Syafi’i, dia menggunakan akad pertama. Sebagian
ulama fikih Asy-Syafi'i menyatakan, justru dia mengambilnya
dengan akad yang baru. Pendapat ini keliru, karena seandainya dia
mengambil barang itu dengan akad yang baru, maka tentu akad
pertama batal, dan mesti membutuhkan pensyaratan kadar
keuntungannya seperti dibutuhkan kepada akad pertama.

Pelajaran: Al Mawardi dalam A/ Hawi membagi jual beli
dalam tiga kategori: Jual beli musawamah, jual beli murabahah
vang sedang diulas pada bab ini, dan jual beli mukhasarah.

Al Mawardi melanjutkan, ilustrasi jual beli mukhasarah
Vaitu, seorang penjual mengatakan, “Aku membeli pakaian ini
seharga 100 dirham. Aku menjualnya padamu secara mukhasarah,
dikurangi satu dirham per 10 dirham.” Praktk seperti ini
diperbolehkan seperti jual beli murabahah.

Cabang: Apabila seseorang membeli kain dan memotong,
membordir, atau menjahitnya, di sini terdapat beberapa hukum.
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Jika dia hendak menjualnya secara murabahah, informasikanlah
kondisi tersebut kepada calon pembeli, baik pekerjaan itu dilakuan
sendiri maupun diorderkan kepada pihak lain. Pendapat ini
mengacu pada permnyataan yang kami kemukakan tentang tujuan
menetapkan kepemilikan tanpa mengambil keuntungan. Rincian
kasus ini baru dipaparkan di muka.

Cabang: Apabila barang yang dijual mengalami
perubahan seperti berkurangnya bobot karena sakit, terluka, rusak
sebagian, atau dikurangi komisi, kerusakan, atau sebagiannya
diambil oleh pembeli, seperit bulu, susu yang ada, dan
sebagainnya; maka penjual harus menginformasikan kondisi
tersebut dari persepsinya. Dalam hal ini kami tidak menemukan
perbedaan pendapat.

Apabila penjual telah menarik kerugian dari aib atau
pelukaan tersebut, dia menginformasikan kondisi ini menurut
persepsinya. Lantas, apa yang mesti dia katakan? Di sini terdapat
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i.

Pendapat Pertama: Penjual tidak boleh mengatakan

“Modalku sekian” atau “Aku telah menanggung sekian,” karena
modal tidak lain adalah nilai harga.

Pendapat Kedua: Kerugian mengurangi harga barang, dan
penjual mengatakan “Aku telah menanggung sekian,” sebab dia
telah berkata jujur, maka hal tersebut serupa dengan penyampaian
informasi tentang kondisi sebenarnya.

Cabang: Pendapat para ulama terkait kasus jual beli
murabahah.
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Menurut kami, jika seseorang membeli sesuatu (kain,
misalnya) dan mengolahnya, seperti memotong, membordir, atau
menjahitnya, maka dia harus menginformasikan hal tersebut.
Demikian merupakan pendapat ini madzhab kami. Pendapat ini
juga merupakan pendapat zahir dari madzhab Ahmad.

Imam Ahmad menyatakan: Penjual menjelaskan barang
vang dibelinya dan biaya yang telah dia keluarkan, namun dia tidak
boleh mengatakan, “Aku mengeluarkan biaya sekian.” Pendapat
ini dikemukakan oleh Al Hasan, Ibnu Sirin, Sa’id bin Al Musayyib,
Thawus, An-Nakha'i, Al Auza’i, dan Abu Tsaur.

Ibnu Qudamah berpendapat: Sangat mungkin penjual boleh
mengakumulasikan segala biaya kepada harga barang, dan
mengatakan, “Aku mengeluarkan biaya sekian,” karena dia telah
berkata jujur. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-Sya’bi, Al
Hakam, dan Asy-Syafi’i.

Akan tetapi, setelah itu Ionu Qudamah berpendapat bahwa
tindakan ini termasuk gharar terhadap pembeli, karena mungkin
saja seandainya pembeli mengetahui sebagian biaya vang
dikeluarkan itu untuk pengelolaan barang, dia tidak menyukainya,
lantaran dia memang kurang suka hal itu. Tindakan ini sama
dengan mengurangi biaya dan asesoris untuk hewan peliharaan
dan mengurangi kualitas penjagaan barang.

Mengenai masalah yang berkaitan dengan kekurangan dan
aib barang, Abu Al Khiththab dari kalangan madzhab Hanbali
mengatakan: Kerugian akibat aib ini mengurangi harga barang,
seperti pendapat madzhab kami.

Pendapat zhahir dalam madzhab Ahmad menyatakan
bahwa, pemberitahuan kondisi barang menurut persepsi penjual
mengindikasikan adanya kejujuran, hal ini lebih menjelaskan
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penafian gharar dan kebohongan terhadap pembeli. Jadi, penjual
mesti melakukan hal itu. Demikian sama halnya dengan kasus
orang yang membeli dua barang dengan satu harga dan membagi
dua harga tersebut secara adil. Pengqiyasan kerugian akibat
tindakan suatu jinayah sama dengan harga sebagian barang yang
telah dijual. Juga, seperti nilai salah satu pakaian ketika salah
satunya rusak. Usaha dan ragam tambahan pada barang
merupakan tambahan yang tidak mengurangi objek yang dijual
dan bukan pula kompensasi darinya.

Sedangkan jika barang yang dijual terlibat tindakan pidana
lalu pembeli menebusnya, maka tebusan ini tidak boleh
dibebankan kepada harga dan tidak boleh menginformasikannya
dalam jual beli murabahah. Kami tidak mengetahui adanya khilaf
dalam kasus ini. Alasannya, kerugian tersebut tidak menambah
harga maupun objek yang dijual. Dia hanya akan menghilangkan
kekurangannya akibat tindakan pidana dan aib yang diakibatkan
oleh keterikatannya dengan sifat budak. Pembayaran kerugian
ini ibarat obat yang menyembuhkan penyakit vang diderita
pembeli.

Sementara itu pengobatan, segala biaya, sandang, dan
pengelolaan penjual terhadap barang dagangan dengan sendirinya
atau dikerjakan orang lain tanpa upah, penjual tidak boleh
menginformasikan hal itu dalam harga, menurut satu pendapat
ulama fikih Asy-Svafi'i. Jika dia memberitahukan kondisi
sebenarnya menurut perspektifnya, maka itu lebih baik.

Ulama madzhab Maliki menerangkan, bahwa perbuatan
vang dilakukan oleh penjual untuk barang dagangannya dapat
dibagi menjadi tiga.
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Pertamna, tindakan yang diperhitungkan dalam harga pokok
dan punya bagian dalam keuntungan.

Kedia, tindakan yang diperhitungkan dalam harga pokok
namun tidak punya bagian dalam keuntungan.

Ketiga, tindakan yang tidak diperhitungkan dalam harga
pokok dan tidak punya bagian dalam keuntungan.

Terkait tindakan yang diperhitungkan dalam modal dan
dijadiken sebagai bagian dari keuntungan adalah, tindakan yang
mempengaruhi objek barang dagangan seperti menjahit dan
mewamai kain. Sedangkan tindakan yang diperhitungkan dalam
modal, namun tidak termasuk bagian dari keuntungan adalah,
tindakan yang tidak mempengaruhi barang dagangan dan tidak
mungkin dilakukan sendiri oleh penjual, seperti mengangkut
barang dari satu negara ke negara lain dan penyewaan gudang.

Sementara itu, tindakan yang tidak diperhitungkan dalam
dua hal sekaligus adalah, segala aktivitas yang tidak mempengaruhi
barang dagangan yang bisa ditangani sendiri oleh pemilik barang,
seperti perantara dan mengemas barang dagangan.

Abu Hanifah berpendapat: Justru seluruh tindakan penjual
untuk barang dagangannya, seluruhnya itu dibebankan kepada
harga barang.

Abu Tsaur menyatakan: Murabahah hanya boleh dilakukan
dengan harga pembelian saja, kecuali jika pembeli ingin
menerangkan harganya secara rinci. Namun, jika hal ini terjadi,
maka menurut beliau, jual beli tersebut fasakh. Alasannya, karena
penjual telah berbohong, sebab dia berkata kepada pihak penjual,
“Harga barang ini sekian dan sekian” padahal nyatanya tidak
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demikian. Praktik ini, menurut Abu Tsaur, termasuk kategori
penipuan.

Cabang: Permnyataan Imam Al Kasani dalam Bada’i Ash-
Shanaai’ tentang madzhab Abu Hanifah.

Beliau menyatakan: Seandainya seseorang membeli kain
seharga 10 dirham dan membandrolnya dengan harga 12 dirham,
lalu menjuainya secara murabahah sesuai harga bandrol tanpa
penjelasan, maka praktik ini diperbolehkan jika bandrol ini dan
keuntungannya juga dapat diketahui, serta tidak mengandung
unsur khianat. Sebab penjual telah berkata jujur, tetapi dia tidak
boleh berkata, “Aku membelinya sekian,” karena dengan demikian
dia pembohong.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa apabila seorang
pembeli tidak mengetahui kebiasaan pedagang, dan menurutnya,
bandrol adalah harga itu sendiri, maka dia tidak boleh menjualnya
secara murabahah dalam kondisi demikian tanpa ada penjelasan.

Demikian halnya jika seseorang mewarisi harta benda lalu
membandrolnya, kemudian menjualnya secara murabahah sesuai
harga bandrol tersebut, praktik ini diperbolehkan seperti pendapat
yang telah kami kemukakan.

Jika seseorang membeli barang kemudian menjualnya
dengan keuntungan sekian, lalu dia membelinya kembali dan
hendak menjualnya secara murabahah, maka dia harus
mengurangi seluruh laba sebelumnya baru menjualnya secara
murabahah sesuai harga modal setelah dikurangi laba. Jika setelah
dikurangi laba tidak menyisakan harga, maka dia tidak boleh
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menjual barang itu secara murabahah. Demikian ini menurut Abu
Hanifah.

Sementara menurut Abu Yusuf dan Muhammad, pedagang
boleh menjual barang tersebut secara murabahah dengan acuan
harga terakhir, tanpa memberikan penjelasan dan tanpa
mempertimbangkan akad-akad sebelumnya, baik untung maupun
rugi.

Penjelasannya sebagai berikut: Jika seseorang membeli
pakaian seharga 10 dirham lalu menjualnya dengan harga 15
dirham, kemudian dia membelinya kembali dengan harga 10
dirham; maka menurut Abu Hanifah, dia menjual pakaian itu
secara murabahah dengan harga 5 dirham. Sedangkan menurut
Abu Yusuf dan Muhammad, orang ini menjualnya dengan harga

10 dirham.

Argumen pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa
akad yang dilakukan sebelum murabahah tidak diperhitungkan
karena dia telah berlalu dengan sendirinya dan hukumnya tidak
berlaku. Sedangkan hukum akad yang terakhir, vaitu bahwa
barang tersebut milik si pembeli, masih berlaku. Kondisi terakhirlah
vang menjadi acuan, karenanya barang itu dijual menurut harga
terakhir.

Menurut Abu Hanifah, pembelian yang terakhir seperti
faktor yang mewajibkan kepemilikan pakaian tersebut. Oleh
karena itu, dalam kasus ini beliau menetapkan laba yang diperoleh;
vaitu 5 dirham sebagai acuan jual beli murabahah. Alasannya,
mungkin saja transaksi ini batal akibat aib atau penyebab
pembatalan lainnya. Ketika seseorang membelinya, berarti dia

telah keluar dari kemungkinan tersebut, sehingga statusnya
semakin kuat.
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Penegasan status ini memuat syubhat penetapan tersebut.
Oleh karena itu, dia membeli pakaian tersebut berikut 5 dirham
keuntungannya dengan harga 10 dirham, ini menurut satu
pendapat ulama fikih Asy-Svafi’i. Di sini terdapat syubhat, yaitu dia
telah membeli dua barang kemudian menjual salah satunya secara
murabahah dengan harga keseluruhan. Praktik ini tidak
diperbolehkan tanpa penjelasan harga. Sebab, syubhat dalam bab
ini memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Bagamaimana menurutmu, jika seseorang membeli pakaian
seharga 10 dirham secara kredit, kemudian dia hendak menjuainya
kembali secara murabahah dengan harga 10 dirham secara tunai,
bukankah dia sebenamya tidak boleh menjualnya secara
murabahah tanpa penjelasan, untuk menghindari syubhat. Karena
alasan syubhat inilah, dia mesti membandingkan harga tersebut
dengan fransaksi sebelumnya. Oleh karena itu, dia wajib
menghindari hal tersebut dengan cara menjelaskan harga pakaian

mni.

Apabila orang ini menjual pakaian di atas harga 20 dirham
kemudian dia membelinya kembali dengan harga 10 dirham, jadi
seolah-olah dia membeli pakaian dan tambahan uang 10 dirham
dengan harga 10 dirham. Uang 10 dirham ini dibeli dengan 10
dirham vang lainnya. Pakaian tersebut sejatinya tidak mendapat
kompensasi dalam akad mua'wadhah, sehingga di dalamnya
memungkinkan terjadi riba. Karenanya, dia tidak boleh menjualnya
secara murabahah. Wallahu a’lam. Sebagaimana kami kutip dari
Al Badaai’.

Kami perlu menyampaikan pernyataan Al Mawardi berikut:

“Seandainya seseorang membeli pakaian seharga 100
dirham, lalu menemukan kerusakan di dalamnya dan menarik
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kerugiannya 10 dirham, dalam jual beli murabahah dia tidak boleh
memberitahukan harga 100 dirham. Dia harus menginformasikan
kepada pembeli, bahwa harga pakaian itu 90 dirham dengan salah
satu dari tiga redaksi (yang telah kami singgung pada awal bab).
Jadi, denda kerugian vaitu penarikan kembali sebagian harga
sebagai kompensasi dari bagian yang kurang dalam jual beli.

Apabila seseorang membeli budak seharga 100 dirham, lalu
budak ini terkena luka, dan dia menarik denda kerugian dari
pembeli sebesar 10 dirham, maka jumlah harga yang disampaikan
kepada pihak pembeli disini ada dua pendapat.

Pertama: Dia harus memberitahu, bahwa harga budak
tersebut 90 dirham, karena denda kerugian jinayah merupakan
kompensasi dari bagian barang, sehingga dia seperti denda
kerugian akibat kerusakan barang.

Kedua: Penjual boleh menginformasikan, bahwa harga
budak tersebut 100 dirham, karena denda kerugian vang diambil
akibat jinayah tidak berkaitan dengan akad. Denda tersebut akibat
sesuatu yang terjadi setelah akad dilaksanakan, jadi hal itu sama
dengan sebuah tindakan terhadap obyek jual beli.

Jika penjual menginformasikan menurut pendapat pertama,
bahwa harga budak tersebut 90 dirham, kemudian calon pembeli
mengetahui tindakan jinayah itu, dia tidak berhak khivar.
Sebaliknya, apabila penjual menginformasikan sesuai pendapat
kedua, bahwa harganya 100 dirham, kemudian calon pembeli
mengetahui bekas jinayah itu, maka dia berhak khivar.

Akan tetapi, seandainya seseorang membeli keledai lalu
memanfaatkannya, atau hewan ternak lalu memerah susunya, atau
kebun kurma lalu memetik buahnya, maka dia tidak harus
menginformasikan hal tersebut.
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Jika pembeli menginformasikan pemanfaat tersebut dalam
proses pembelian, maka dia perlu memastikan kadar jasa, buah,
hasil, dan susu yang telah digunakannya. Bahkan, dia mesti
menginformasikan seluruh harga. Ulama madzhab Asy-Syafi'i tidak
berbeda pendapat soal ini, karena pemanfaatan ini dilakukan
setelah akad dilaksanakan, sehingga dia tidak mempengaruhi
harga. Lain halnya dengan pemanfaatan air susu hewan dalam
akad fashriyyah, penjual harus mengurangi harga hewan ternak
tersebut sesuai kadar air susu yang telah dimanfaatkan, karena
dalam akad ini, air susu sangat mempengaruhi harga.

Pelajaran penting: Apabila seorang budak yang berutang
dan diizinkan oleh tuannya membeli sesuatu seharga 10 dirham,
lalu menjual kembali dari tuannya seharga 15 dirham, atau
sebaliknya, maka dia boleh mengambil keuntungan dari modal 10
dirham. Sebab, akad ini berlangsung antara dua belah pihak
(budak dan tuannya). Sekalipun akad ini sah, tetapi dia tidak lepas
dari syubhat ketiadaan objek yang dijual.

Budak tersebut milik tuannya; dan aset di tangannya
pastilah hak sang tuan. Jadi, seolah-olah dia membeli barang
untuk tuannya seharga 10 dirham, lalu mengemukakan redaksi ini,
bukan yang lain.

Redaksi kata, “Budak yang berutang” adalah lebih utama
dalam berbagi keuntungan sekalipun tidak ada utang, karena
adanya kepemilikan sang tuan terhadap sang budak adalah
berdasarkan jima’ Budak mukatab sama dengan budak yang
mendapat izin dari tuannya.

Seandainya pihak yang melakukan mudharabah dengan
porsi pembagian keuntungan setelah membeli sesuatu seharga 10
dirham dan menjualnya dari pemilik harta seharga 15 dirham,
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maka pemilik aset mendapatkan laba 12,5 dirham, dan membagi
keuntungan tanpa penjelasan.

Jika budak wanita yang dijual itu bermata juling atau telah
digauli —dan tidak perawan lagi— atau pakaian yang dijual telah
digerogoti tikus atau terbakar api, menurut Abu Hanifah: Penjual
tidak wajib menjelaskan kondisi tersebut. Maksudnya bahwa, dia
tidak harus mengatakan “Aku membeli budak itu dalam keadaan
sehat dengan harga sekian, lalu dia juling di tanganku” atau
“Pakaian itu digerogoti tikus, misalnya,” karena seluruh barang
vang menjadi kompensasi harga masih tersedia. Selain itu, bagian
vang hilang (budak yang hilang keperawanannya dan pakaian yang
rusak lantaran digigit tikus) merupakan sifat vyang tidak
berkompensasi harga, jika bagian tersebut rusak bukan karena
tindakan seseorang.

Keterangan di atas terkait dengan penjelasan harga
sebelum ditemukan kerusakan. Adapun kerusakan itu sendiri waijib
dijelaskan kepada calon pembeli, berdasarkan keterangan Al
Qur“an, As-Sunnah, dan ijma’. Hadits Al Ada bin Khalid yang
diriwayatkan oleh Jam’ah menyebutkan, Rasulullah £
menyuratiku, “Ini barang yang Muhammad Rasulullah € jual
kepada Al Ada bin Khalid, jual beli seorang muslim kepada muslim

lain, yang tidak mengandung permusuhan, tipuan, dan tidak
dimahalkan.”

Jadi, penjual wajib menjelaskan kondisi rusak yang ada
pada barang, tanpa perlu menerangkan, bahwa dia membelinya
dalam keadaan baik seharga sekian, kemudian terkena sesuatu
hingga rusak.
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Ketentuan di atas berlaku jika kerusakan tersebut sedikit.
Jika kerusakan ini besar dan dinilai parah oleh orang banyak,
maka barang tersebut tidak boleh dijual secara murabahah.

Sementara itu, jika budak wanita ini digauli dalam keadaan
perawan atau pakaian ini sobek ketika dilipat dan dibuka, maka
penjual wajib menjelaskan kondisi tersebut.

Apabila seseorang membeli barang secara kredit dan
melakukan jual beli murabahah tanpa penjelasan, pembeli berhak
atas khivar. Apabila pembeli merusak barang dagangan kemudian
mengetahuinya, maka dia wajib membayar seluruh harga.
Demikian pula akad perwakilan, yaitu penjual berkata, “Uruslah
apa vang aku beli darinya dengan harga sekian,” lalu pihak kedua
menanggapi, “Aku urus asetmu.” Akad seperti ini sah, asalkan
harganya telah diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu
pihak tidak mengetahui harga barang, maka akad tersebut tidak
sah.

Pelajaran penting: Apabila seseorang membeli dua buah
pakaian dalam satu akad dengan harga 5 dirham, dia tidak boleh
menjual salah satunya secara murabahah dengan harga 5 dirham
tanpa penjelasan. Sebab, seandainya hanya ada satu barang, dia
boleh menjual separuhnya secara murabahah, sesuai kesepakatan
ulama. Jika dia menjual dengan harga lebih dari 5 dirham, maka
hukumnya tidak boleh.

Tidak sah menjual barang yang bergerak sebelum diserah
terimakan. Dan, sah jual beli murabahah terhadap kebun. Berbeda

dengan pendapat Muhammad bin Al Hasan dari kalangan ulama
madzhab Abu Hanifah.

Barangsiapa membeli bahan makanan yang ditakar, dia
tidak boleh menjualnya kembali dan tidak boleh memakannya
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sebelum menakarnya. Penakaran yang dilakukan oleh penjual di
hadapan pembeli adalah setelah akad berlangsung dan pembeli
ada, tidak menakarnya saat pembeli tidak ada. Demikian halnya
barang vang ditimbang dan barang satuan, lain halnya dengan
barang yang diukur dengan satuan hasta, meter, dan yard.

Pada permyataan As-Subki 4 telah dijelaskan tentang tidak
wajibnya pengukuran di hadapan pembeli kepada jual beli kain
vang tersimpan dalam kemasan yang tertutup, sebab jika dilakukan
pengukuran malah akan merobek dan merusak kemasan.
Membuka kemasan sama dengan membeli, karena itu penjual
berhak melakukan akad murabahah dan perwakilan terhadap
barang-barang tersebut, jika jumlahnya bertambah, dan juga
terhadap sisanya jika barang itu dikurangi.

Asy-Syirazi & menyatakan: Pasal, Apabila
pembeli berkata, “Modalnya 100 dirham, dan aku
menjualnya padamu seharga modal dan keuntungan
satu dirham untuk setiap 10 dirham; atau dengan

keuntungan sepuluh-sebelas,” maka harga barang
tersebut 110 dirham.

Apabila penjual mengatakan, “Aku jual padamu
seharga modal dan dikurangi sepuluh-sebelas,” maka
harganya menjadi 91 dirham, setiap 11 dirham
dikurangi satu dirham. Maksud pernyataan ini, “Aku
jual padamu dengan harga 100 dirham dengan syarat
mengurangi satu dirham dari setiap 11 dirham.” Jadi,
harga 99 dirham dikurangi 9 dirham, karena 99 dirham
sama dengan sebelas dikali 9 dirham, dan menyisakan
satu dirham yang merupakan modal, lalu 11 bagian ini
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dikurangi satu. Sehingga, sisanya 91 dirham dikurangi
satu bagian dari 11 dirham.

Apabila penjual berkata, “Aku jual padamu
dengan mengurangi satu dirham dari setiap 10
dirham,” maka terkait harga barang ini, ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Harganya 91 dirham
dikurangi satu bagian dari 11 dirham. Ini merupakan
pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini &.

Pendapat Kedua: Harga barang ini 90 dirham. Ini
merupakan pendapat Syaikh Qadhi Abu Ath-Thayib
Ath-Thabari. Pendapat ini shahih, karena 100 sama
dengan 10 dikali 10 dirham. Artinya, jika setiap 10
dirham dikurangi satu dirham, maka sisanya 90 dirham.

Penjelasan Redaksional:

Penjelasan sebagian pasal ini telah disinggung pada uraian
dua pasal sebelumnya. Pemyataan “Keuntungan satu dirham
untuk setiap 10 dirham atau dengan keuntungan sepuluh-sebelas”
Praktik seperti ini diperbolehkan, tetapi Imam Ahmad
memakruhkannya. Kemakruhan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar,
Ibnu Abbas, Masrug, Al Hasan, lkrimah, Sa’id bin Jubair, dan
Atha bin Yasar. '

Ishaq menvatakan: Jual beli murabahah di atas tidak
diperbolehkan karena harga barang tidak diketahui saat akad. Hal
ini sama dengan kasus; seseorang yang membeli barang dengan
harga yang ditentukan dalam perhitungan.
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Ishag menambahkan, bahwa beberapa tokoh seperti Sa’id
bin Al Musayyib, Ibnu Sirin, Syuraih, An-Nakha’i, Ats-Tsauri, Asy-
Syafi’i, ulama fikih rasionalis, dan Ibnu Al Mundzir mentoleransi
praktk di atas. Karena modal telah diketahui, dia sama dengan
pernyatan penjual “Dan keuntungan 10 dirham.” ’

Alasan kemakruhan praktik ini, adalah dikarenakan Ibnu
Umar dan Ibnu Abbas juga memakruhkannya, dimana kami tidak
menemukan sahabat lain yang menyalahi pendapat ini. Selain itu,
jual beli semacam ini mengandung ketidaktahuan harga.
Menghindari kondisi ini tentu lebih baik. Jual beli tersebut
dihukumi makruh fanzih, dan akadnya sah.

Ketidaktahuan harga bisa dihindari dengan perhitungan.
Misalnya, seperti orang yang menjual setumpuk bahan makanan
dengan harga satu dirham per satu gafiz. Sementara harga yang
dihasilkan dari perhitungan tidak diketahui baik secara global
maupun parsial.

Apabila kasus ini telah ditetapkan, maka kami berpendapat,
ketika seseorang menjual barang dengan harga modalnya dan
keuntungan 10 dirham, kemudian diketahui dari pengakuannya,
bahwa modainya adalah 90 dirham, maka jual beli tersebut sah,
karena terdapat penambahan harga.

Penambahan harga tidak menghalangi keabsahan akad,
seperti kerusakan barang dagangan. Pembeli berhak menarik
kelebihan modal dari pihak penjual sebesar 10 dirham dan
menguranginya dari laba, yaitu satu dirham. Jadi, pembeli cukup
membayar 99 dirham. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi’i
dalam gqau/ jadid, yang didukung oleh Ats-Tsauri dan Ibnu Abu
Laila.

192 || 41 Majmu Syarah Al Muhadzdzab



Abu Hanifah berpendapat: Pembeli diberi pilihan untuk
mengambil seluruh harga atau meninggalkannya, ini jika
digiyaskan pada kasus barang yang rusak.

Asy-Svafii meriwayatkan pada salah satu dari dua
pendapatnya, bahwa jika seseorang menjual barang dengan harga
modal ditambah sejumlah laba, rincian hukumnya sebagai berikut;
Apabila kadar modalnya telah jelas, maka barang dibeli dengan
harga tersebut berikut tambahan harga yang disepakati oleh dua
belah pihak. Begitu halnya barang yang rusak, menurut ulama
madzhab Hanbali, artinja bahwa pembeli berhak mengambil
kerugian.

Selanjutnya, barang rusak hanya boleh diperjualbelikan
dengan harga yang tersebut dalam akad. Dalam kasus ini, pembeli
telah rela dengan harga modal dan laba yang telah ditetapkan.
Apakah pembeli berhak atas khivar? Menurut Asy-Syafii dalam
salah satu dari dua pendapatnya: Pembeli berhak khivar karena dia
tidak dijamin bebas dari penipuan harga. Di samping itu,
terkadang tujuan pembelian barang dengan harga tersebut, karena
pembeli berkedudukan sebagai sekutu, wakil, ataupun posisi
lainnya.

Keterangan vang ditetapkan dari Ahmad menyebutkan:
Bahwa pembeli diberi pilihan antara membeli barang tersebut
dengan harga modal dan bagian labanya atau meninggalkannya,
ini menurut satu pendapat. Ulama madzhab Hanbali menukil
pendapat ini.

Ibnu Qudamah menyatakan dalam A/ Mughni:

“Zhahir pemyataan Al Khiraqi menyebutkan, bahwa
pembeli tidak berhak atas khivar.” Menurutku (Al Muthi'),
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pendapat ini menyalahi pendapat Al Imam, sebagaimana dikutip
oleh ulama madzhab Hanbali.

Pendapat lain, menurut ulama fikih Asy-Syafi'i, pembeli
tidak berhak khivar, karena dia telah rela dengan harga 110
dirham. Ketika dia mendapatkan harga 99 dirham, tentu pihak
penjual telah menambah kebaikan padanya. Oleh karena itu, pihak
pembeli tidak berhak khiyar, sama seperti kasus orang vang
membeli sesuatu, bahwa dia mengandung Kkerusakan namun
ternyata tidak, atau budak yang buta huruf ternyata dia terampil,
bisa menulis, dan mewakilkan pembeli barang tertentu dengan
harga 100 dirham, lalu dia membelinya dengan harga 90 dirham.

Sementara pihak penjual; jelas tidak berhak khivar, kerena
dia telah menjual barang tersebut seharga modal dan bagian
labanya, dimana itu semua telah terpenuhi.

Apabila seseorang membeli barang dan ingin menjualnya
kembali, lalu si penjual mengurangi harga barang itu sebelum
penetapan akad, maka pembeli (ketika menjual kembali barang itu)
menginformasikan harga sebelum dipotong oleh penjual.

Ulama madzhab Asy-Syafi’i, Ulama madzhab Hanbali, dan
Abu Hanifah mengatakan: Pembeli berhak menginformasikan
harga pertama, bukan harga lain. Sebab, praktik ini termasuk
hibah dari salah satu pihak kepada pihak lain vang dilakukan tanpa
kompensasi.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa pengurangan harga ini
dikaitkan dalam akad, sedangkan menginformasikannya adalah
dalam jual beli murabahah. Jika pengurangan harga ini terjadi
pada saat khivar dan sebelum penetapan akad, ulama sepakat hal
itu wajib diberitahukan dalam jual beli murabahah.
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Mengenai perubahan harga karena berkurangnya barang,
misalnya barang berubah akibat rusaknya sebagian unsur,
melahirkan, terkena aib, atau penjual mengambil sebagiannya
seperti bulu, air susu, dan sebagainya, maka pembeli
menginformasikan kondisi tersebut menurut persepsinya. Jika
pembeli menarik kerugian akibat rusak atau tindakan jinayah, hal
itu juga diinformasikan menurut persepsinya.

Abu Al Khaththabi dari kalangan ulama Hanabilah
berpendapat: Kerugian akibat adanya rusak mengurangi harga
barang itu dan penjual harus memberitahukan sisa harganya,
sebab denda kerugian karena kerusakan barang itu merupakan
kompensasi dari manfaat yang hilang. Jadi, harga yang ditetapkan
adalah kompensasi manfaat yang tersisa.

Berkaitan dengan denda kerugian akibat kerusakan barang
atau tindakan jinayah, Asy-Syafii mengatakan: Penjual
mengurangi itu dari harga barang dan menyebutkan “Aku
menanggung biaya sekian,” sebab dia telah menyampaikan
informasi itu dengan jujur. Jadi, hal itu sama seperti penjual
memberitahukan keadaan barang menurut persepsinya.

Sedangkan jika barang yang dijual terlibat dalam tindakan
jinayah, lalu pembeli menebusnya, maka tebusan ini tidak dikaitkan
dengan harga dan tidak perlu menginformasikannya dalam jual beli
murabahah, sebab denda kerugian ini tidak menambahi nilai jual
barang tersebut. Kasus ini sama dengan obat yang menyembuh
penyakit yang menimpa objek dagangan di tangan pembeli,
sebenarnya dia menyembuhkan kekurangan barang obyek tersebut
akibat tindakan jinayah. Kerusakan terkait status budak sebagai
barang yang dijual sama dengan obat, seperti yang telah kami
terangkan di muka. )
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Sementara itu, perubahan barang dalam wujud
penambahan, seperti pertumbuhan dan perkembangan tubuh,
mempelajari  keterampilan, melahirkan, berbuah lebat, atau
melakukan usaha penyembuhan, di sini terdapat uraian hukum.
Jika penjual hendak melepas barang tersebut dalam transaksi
murabahah, maka informasikanlah harga barang itu tanpa
menyebut tambahannya, karena itulah kadar harga pembeliannya.

Apabila penjual mengambil pertumbuhan yang terpisah dari
obyek jual beli, seperti anak, buah yang dipetik, memperbantukan
budak perempuan, atau menggauli budak yang bukan perawan,
maka dia menginformasikan modalnya tanpa harus menjelaskan
kondisi tersebut, sebab pemanfaatan tersebut dikategorikan
sebagai pelayanan.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ahmad, bahwa
menurut beliau, pembeli wajib menjelaskan seluruh pemanfaatan
tersebut. Demikian ini pendapat Ishaq.

Ulama fikih rasionalis berpendapat tentang hasil panen
vang diambil oleh penjual, bahwa tidak masalah menjual barang
tersebut secara murabahah. Sementara anak dari budak wanita
dan buah dari pohon hanya boleh dijual secara murabahah setelah
dijelaskan statusnya, sebab penjelasan ini bagian dari konsekuensi
akad.

Menurut Ibnu Qudamah dari kalangan ulama Hanabilah:
Jikalau penjual jujur, tidak melakukan tindakan gharar, dia boleh
menjualnya tanpa menjelaskan pemanfaatan tersebut, hal tersebut
sama halnya jika barang itu bertambah. Di samping itu, anak dan
buah itu merupakan pertumbuhan yang terpisah (dari induk dan
pohon). Oleh karena itu, tidak dilarang bagi si pemilik untuk
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menjualnya secara murabahah tanpa menyebutkan pemanfaatan
itu, hal ini sama seperti hasil panen.

Untuk lebih jelasnya, bandingkan keterangan ini dengan
pendapat yang dikutip dari Al Mawardi kepada penjelasan akhir
pasal sebelumnya.

Asy-Svirazi & mengatakan: Pasal: Apabila
pembeli menginformasikan modal barang sebesar 100
dirham dan menjualnya dengan laba satu dirham dalam
setiap 10 dirham, kemudian berkata, “Aku salah” atau
menyampaikan bukti bahwa, termyata harga barang itu
90 dirham, maka jual beli ini sah.

Al Qadhi Abu Hamid meriwayatkan satu
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i lainnya, bahwa jual
beli tersebut batal, karena jelas harga barang itu adalah
90 dirham dan labanya 9 dirham. Demikian ini jika
harga tersebut tidak diketahui kepada saat akad
berlangsung. Oleh karena itu, akadnya batal.

Pendapat madzhab adalah pendapat yang kedua,
karena jual beli merupakan akad atas harga yang telah
diketahui. Sebagian harga itu dikurangi secara tipuan.
Pengurangan sebagian harga tidak merusak jual beli,
seperti pengurangan sebagian harga akibat penarikan
denda pada barang yang rusak.

Mengenai besaran harga yang ditarik oleh pihak
pembeli, di sini terdapat dua pendapat:

Pertama: Harga barang itu menjadi 110 dirham,
karena harga yang disebutkan dalam akad adalah 110
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dirham. Apabila terbukti penipuan ini dari pihak
penjual, maka harga barang ini tidak dikurangi sedikit
pun. Sama halnya dengan kasus orang yang menjual
sesuatu dengan harga tertentu, lalu dia menemukan aib
di dalamnya.

Kedua: Harga barang ini 99 dirham. Pendapat
tersebut  shahih, karena terdapat pengalihan
kepemilikan yang mempertimbangkan harga pertama.
Apabila penjual menginformasikan tambahan, dia wajib
mengurangi tambahan itu, sama seperti kasus syuf’ah
dan fauliyah. Hal ini berbeda dengan kerusakan barang,
karena di sana terdapat harga yang telah disebutkan
dalam akad. Sedang dalam kasus ini, harga barang
adalah modal ditambah kadar laba tertentu. Telah jelas
sebelumnya bahwa, modal barang tersebut adalah 90
dirham ditambah laba 9 dirham.

Apabila kita mengatakan, harga barang itu 110
dirham, maka pembeli berhak khivar untuk
mempertahankan barang tersebut dengan harga itu
atau men-fasakh jual beli, karena dia didesak untuk
mengambil barang itu dengan harga modal. Sementara
harga itu lebih tinggi daripada modalnya, oleh
karenanya, pembeli berhak atas khiyar.

Jika kita berpendapat, harganya 99 dirham,
apakah pembeli berhak atas khivar? Ulama madzhab
Asy-Syafi’i berbeda pendapat mengenai perkara ini. Di
antara mereka ada yang berpendapat, bahwa di sini ada
dua pendapat:
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Pertama: Pembeli berhak khiyar, sebab jika
penjual telah melakukan kesalahan kepada informasi
vang pertama, tidak menutup kemungkinan dia
melakukan hal yang sama kepada informasi berikutnya,
di samping harganya berbeda. Jika penjual telah
berkhianat pada informasi pertama, maka tidak ada
jaminan dia tidak akan berbohong pada informasi
kedua. Jadi, penjual tetap berhak khiyar.

Kedua: Ini merupakan pendapat yang shahih,
bahwa pembeli tidak berhak khiyar. Karena khiyar
diberlakukan untuk kasus pengurangan dan adanya
unsur merugikan, sementara di sini terdapat
penambahan dan pemanfaatan. Sebab, penjual awalnya
menyebutkan harga barang 110 dirham, dan dia
meralatnya menjadi 99 dirham. Oleh karena itu, tidak
ada khiyar dalam kasus ini.

Ada juga vang berpendapat, jika pengkhianatan
ini diperkukuh dengan pengakuan pihak penjual,
pembeli wajib membayar harga barang itu 99 dirham
dan tidak berhak atas khivar. Namun, jika
pengkhianatan ini ditetapkan dengan bukti, apakah
pembeli berhak atas khivar? Dalam menjawab
pertanyaan ini, ada dua pendapat.

Bila tindakan khianat dikukuhkan dengan
pengakuan pihak penjual, maka ini mengindikasikan
sifat amanahnya, sehingga tidak memunculkan dugaan
dia akan melakukan pengkhianatan yang lain. Lain
halnya, jika pengkhiantan penjual ini dikukuhkan
dengan bukti, maka ada dugaan bahwa dia akan
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melakukan pengkhianatan yang lainnya. Oleh karena
itu, pembeli berhak atas khiyar.

Ulama fikih Asy-Syafi’i menuturkan, bahwa dua
pendapat Asy-Syafi'i di atas berlaku jika barang
dagangannya masih ada, namun bila barangnya telah
rusak, maka pembeli wajib membelinya dengan harga
99 dirtham sesuai kesepakatan pendapat yang ada.
Sebab, kami memperbolehkan pembeli untuk men-
fasakh jal beli sekalipun barangnya telah rusak,
menarik sebuah kemudharatan dari pembeli dan
mengalihkannya kepada pihak penjual. Suatu
kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan bahaya
vang lain.

Oleh sebab itu, seandainya barang dagangan
vang ada pada pihak pembeli telah rusak, kemudian dia
mengetahui aib di dalamnya, dia tidak berhak fasakh.

Jika kita berpendapat, tidak ada khivar bagi
pembeli; atau berpendapat, pembeli berhak khiyar,

kemudian pembeli memilih untuk melanjutkan jual beli,
lantas apakah penjual berhak khiyar?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Penjual berhak atas khivar,
sebab dia hanya ridha kepada harga vyang disebutkan

dalam akad, yaitu 110 dirham. Namun dia tidak bisa
menerima kondisi barang itu.
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Pendapat Kedua: Penjual tidak berhak khivar,
karena dia ridha dengan harga modal berikut labanya,
dan itu telah terpenuhi.

Penjelasan Redaksional:

Seandainya penjual berkata, “Aku membeli barang seharga
100 dirham dan menjualnya secara murabahah,” kemudian
temyata dia membelinya seharga 90 dirham berdasarkan
pengakuan atau bukti, menurut pendapat shahih, jual beli ini sah.

Menurut pendapat ini, kebohongan penjual ada dua
macam: Pengkhianatan dan kekeliruan. Menanggapi dua jenis
kebohongan ini, memunculkan dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Pendapat vyang paling zahir,
memutuskan gugumya tambahan dan bagian labanya.

Pendapat Kedua: Tambahan dan bagian laba itu tidak
gugur.

Apabila kita berpendapat tambahan harga dan laba itu
gugur, maka mengenai penetapkan khivar bagi pembeli terdapat
dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Riwayat Pendapat Pertama: Riwayat yang paling shahibh,
terbagi menjadi dua pendapat Asy-Syafi'i: Pertama, pendapat yang
paling zhahir menyatakan bahwa pembeli tidak berhak Akhivar.
Kedua, pembeli berhak khivar.

Riwayat Pendapat Kedua: Jika penjual terbukti telah
berbohong, maka pembeli berhak atas khivar. Jika kebohongan ini
berdasarkan pengkuan penjual, maka pembeli tidak berhak Ahivar.
Alasannya, jika kebohongan ini diungkap dengan bukti, maka tidak
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ada jaminan pembeli tidak akan berkhianat lagi. Sedangkan
pengakuan (ikrar) memberikan isyarat akan sifat amanah.

Apabila kita berpendapat, pembeli tidak berhak khivar atau
berpendapat, bahwa pembeli mempertahankan barang setelah
pengurangan, lalu apakah penjual berhak khivar? Di sini terdapat
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut pendapat lain, ada
dua pendapat Asy-Syafi'i. Yang paling shahih adalah, bahwa
penjual tidak berhak khjvar. Pendapat lain menyebutkan, terdapat
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i dalam ilustrasi pengkhianatan
penjual di atas.

Dalam ilustrasi kekeliruan penjual, jelas pembeli berhak atas
khivar. Jika kita berpendapat, penambahan dan labanya tidak
gugur, maka pembeli berhak atas khivar, kecuali jika dia
mengetahui pembeli telah berbohong. Jika demikian, kasusnya
seperti orang yang membeli barang rusak padahal dia mengetahui
kondisi itu.

Apabila Ahivar telah diputuskan bagi pembeli, lalu dia
berkata kepada pembeli, “Jangan engkau menfasakh jual bel,
karena aku telah mengurangi kelebihan itu darimu.” Mengenai
pengguguran khijyar ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafi’i.

Seluruh ketentuan ini berlaku jika barang vang dijual itu
masih utuh. Sedangkan jika kasus ini terungkap setelah barang
tersebut rusak, Al Mawardi memutuskan gugumya tambahan
berikut labanya. Menurut pendapat yang paling shahih, dalam hal
ini terdapat dua pendapat.

An-Nawawi berpendapat, demikian ini pendapat yang
diputuskan oleh Al Mawardi, vang dikutip oleh penyusun A/
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Muhadzdzab, Asy-Syasyi, dari kalangan madzhab Asy-Syafi’i,
secara mutlak. Wallahu A’lam.

Jika kita berpendapat, tambahan dan laba tersebut gugur
maka pembeli tidak berhak khivar. Sementara penjual yang ketika
barang masih utuh tidak berhak khivar, demikian pula dalam
kondisi barang telah rusak. Jika tidak demikian, dalam kasus ini dia
berhak khivar.

Ketika kita berpendapat tidak terdapat pengguguran harga
dan laba, lalu apakah pembeli berhak men-fasakh jual beli? Di sini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i. Pendapat yang
paling shahih adalah, bahwa pembeli tidak berhak fasakh, ini sama
seperti kasus pembeli yang menemukan cacat pada barang setelah
rusak. Akan tetapi, dia menarik selisih harga dan bagian labanya,
seperti halnya hak mengambil kerugian barang yang rusak.

Seandainya seseorang membeli barang secara kredit tanpa
menjelaskan jatuh temponya, pembeli kedua tidak berhak atas
khivar, akan tetapi pembeli pertama boleh khivar. Demikian pula

dalam kasus ketika lupa akan sesuatu yang wajib disebutkan dalam
akad.

Al Ghazali menyatakan, apabila penjual tidak memberitahu
kerusakan barang kepada pembeli, maka mengenai hak
pengurangan sesuai selisih harga, terdapat dua pendapat jika
penjual berbohong. Aku tidak menemukan pendapat yang
mengkonternya. Jika terjadi khiaf, menurut pendapat yang
mewajibkan pengurangan harga; acuannya adalah harga standar
dan penyesuaian harga barang dengannya.
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Menurutku (Al Muthi’i): Pendapat vang dikenal dalam
madzhab menyatakan bahwa, tindakan penjual ini (vang tidak
menyebutkan aib) tidaklah mengurangi harga, dimana kerugian
vang bakal dialami pembeli dapat dihindari dengan pemberian
khivar. Wallahu A’Jam. Demikian keterangan An-Nawawi dalam
Ar-Raudhah, sebagaimana dikutip oleh Ar-Rafi’i.

Cabang: Apabila penjual berbohong dengan mengurangi
harga, lalu berkata, “Harga, modal, atau biaya yang aku keluarkan
untuk barang ini 100 dirham,” dan menjualnya secara murabahah,
kemudian berkata, “Aku keliru. Harga sebenarmya 110 dirham,” di
sini terdapat rincian hukum.

dika pembeli membenarkan pernyataan pembeli, dalam
kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pertama:
dJual beli tersebut sah, sama seperti kasus pembeli vang salah
menyebutkan harga yang terlalu mahal. Pendapat ini diputuskan
oleh Al Mawardi dan Al Ghazali dalam A/ Wajiz. Pendapat yang
paling shahih menurut Asy-Syafi’i dan Al Baghawi adalah, bahwa
jual beli tersebut tidak sah karena sulit dipraktikkan.

Menurutku (Al Muthi’i): Pendapat pertama lebih
shahih. Pendapat ini didukung oleh Al Mahamili, Al Jurjani,
penyusun A/ Muhadzdzab, Asy-Syasyi, dan ulama lainnya. Walahu
A'lbm.

Apabila kita mengacu pada pendapat pertama, vaitu
pendapat yang paling shahih bahwa tambahan tersebut tidak
ditetapkan, maka penjual berhak atas Ahivar. Kedua, tambahan
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tersebut ditetapkan berikut labanya, dan pembeli berhak atas
khivar.

Jika pembeli menilai penjual telah berbohong, di sini
terdapat dua kondisi:

Kondisi pertama: Penjual tidak perlu menjelaskan
kesalahannya, sehingga ucapannya tidak bisa diterima. Seandainya
dia mengemukakan saksi, kesaksiannya tidak bisa diterima.

Andaikan penjual menganggap pembeli mengetahui
kejujurannya dan memintanya untuk bersumpah, bahwa dia tidak
mengetahui itu, apakah penjual boleh melakukan hal ini? Di sini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i.

Pendapat vang paling shahih, menurutku (Al Muthi’i),
bahwa penjual boleh meminta pembeli untuk bersumpah.
Pendapat ini diputuskan oleh Al Mahamili dalam A/ Mugni dan
lainnya. Jika kita berpendapat, penjual meminta pembeli untuk
bersumpah tetapi dia menolaknya, mengenai penolakan sumpah
dari pihak penggugat terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Svalfi’i.

Menurutku (Al Muthi’i): Yang paling shahih, penolakan
tersebut tidak dapat diterima. Wallahu A lam.

Apabila kita berpendapat, bahwa pembeli diminta untuk
bersumpah jika dirinya tidak mengetahui kejujuran penjual. Jika
dia bersumpah, maka akad ini berlangsung sesuai dengan
sumpahnya. Jika pembeli menolak bersumpah, dan kami
mengembalikan sumpah, maka penjual bersumpah untuk
memastikan bahwa dirinya tidak berbohong. Jika penjual telah
bersumpah, maka pembeli berhak atas &hivar untuk meneruskan
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akad sesuai sumpahnya atau men-fasakh jual beli tersebut.
Demikian, mereka memutlakkan kasus ini.

Konsekuensi pernyataan kami, bahwa sumpah vang
dikembalikan berikut penolakan sumpah tergugat sama seperti
ikrar (pengakuan), artinya bahwa penggugat tersebut dikembalikan
kepada kondisi ketika penjual berkata jujur.

Kondisi kedua: Penjual menjelaskan alasan kesalahan
ucapannya vang bisa diterima. Misalnya, penjual mengatakan,
“Sebenamya yang membeli barang itu adalah wakilku. Aku
menginformasikan, harganya 100 dirham, ternyata bukan itu
harganya.” Atau, penjual berkata, “Aku menerima buku catatan
barang, temmyata dia mengandung tipuan” atau “Aku telah
mengecek katalogku. Aku salah lihat harga barang lain.” Jika
demikian, maka gugatannya untuk bersumpah dapat diterima.

Menurut satu pendapat, perbedaan ini dikembalikan pada
sumpah, jika kita berpendapat penjual tidak bersumpah atau
saksinga didengarkan. Jika tidak demikian, kesaksiannya
didengarkan, menurut pendapat yang paling shahih.

Apabila ketentuan di atas telah diputuskan, maka
konsekuensi hukumnya sebagai berikut. Jika penjual menduga
penjual telah keliru menyebutkan harga yang lebih rendah dari
harga pembelian, maka dia tidak berhak atas kelebihan harga yang
diklaimnya. Tetapi, jika pembeli membenarkan pernyataan
penjual, maka penjual berhak atas khivar untuk meneruskan akad
atau menfasakinya.

Jika pembeli tidak membenarkan pemyataan penjual, maka
rincian hukumnya sebagai berikut. Apabila penjual menjelaskan
alasan yang mungkin terjadi, —misalnya penjual berkata, “Aku
telah melihat daftar harga, ternyata harga barang ini lebih mahal
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dari vyang aku sebutkan,” dan alasan sejenisnya— maka
kesaksiannya dapat didengarkan, bila dia memiliki saksi.

Jika saksi ini membenarkan pemyataan penjual, maka dia
berhak atas khivar, dan kelebihan harga itu tidak ditetapkan
baginya.

Sebaliknya, jika penjual tidak mengemukakan alasan yang
masuk akal atas kesalahannya, maka kesaksiannya tidak dapat
diterima sama sekali.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kesaksian pembeli
dalam kondisi apa pun tidak dapat diterima, baik dia menjelaskan
alasan yang masuk akal maupun tidak masuk akal, karena bukti
tersebut kontradiktif dengan pemyataannya. Yang muktamad
adalah pendapat pertama.

Penjual berhak meminta pembeli untuk bersumpah, bahwa
dia tidak mengetahui harga tersebut melebihi harga vang
disebutkan oleh penjual ataupun tidak melebihinya.

Apabila pembeli mengakui, dia tidak mengetahui harga
tersebut, maka hukumnya sama jika dia membenarkan pemyataan
penjual. Sehingga pembeli berhak atas khivar, bukan tambahan

harga.

Selanjutnya, jika pembeli bersumpah bahwa, dia tidak
mengetahui harga barang yang akan berlangsung seperti sedia
kala. Artinya, kedua belah pihak tidak berhak atas khivar.

Apabila pembeli menolak untuk bersumpah, maka sumpah
itu dikembalikan kepada pihak penjual. Jika penjual bersumpah,
maka dia berhak atas khivar untuk mengambil harga sesuai harga
yang dikemukakan dalam sumpah pembeli atau untuk
mengembalikannya. :
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Cabang: Apabila kebohongan pembeli tampak jelas dalam
akad murabahah, seperti; pembeli menginformasikan bahwa dia
membeli barang itu seharga 100, lalu terbukti atau mengakui
bahwa dia membelinya kurang dari itu, maka pembeli berhak
untuk menggugurkan kelebihan harga pokok itu dan laba yang
sebanding dengannya.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli
-murabahah.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa jika
kebohongan penjual berhasil diungkap dengan bukti, pengakuan,
atau penolakan sumpah, maka pembeli berhak mengambil barang
dagangan berdasarkan harga pembelian atau mengembalikannya.
Pembeli juga berhak memotong harga yang telah diserahkannya
sesuai nilai kelebihannya karena kebohongan penjual dalam jual
beli secara fauliah saja.

Sementara itu dalam kasus jual beli murabahah, pembeli
hanya diberi hak Ahivar untuk menolak jual beli tersebut atau
mempertahankan seluruh harga. Sebagian ulama mengatakan,
pembeli juga berhak memotong kelebihan harga dalam jual beli
tersebut.

Apabila seseorang membeli pakaian seharga 10 dirham
plus laba 5 dirham dan ternyata harganya 8 dirham, bukan 10
dirham, maka pembeli berhak mengurangi 2 dirham dari harga
pokoknya berikut labanya. Apabila barang yang dijual rusak atau
pembeli menganggapnya rusak, atau terjadi kerusakan, dan barang
tersebut ada padanya sebelum dikembalikan, maka Ahivamya
gugur, dan dia wajib membayar seluruh harga.
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Ulama madzhab Maliki menyatakan: Bentuk ketidakjujuran
penjual dalam praktik murabahah bisa berbentuk penipuan,
kebohongan, ataupun pemalsuan. Penipuan, yang dimaksud di sini
adalah, penjual yang menanamkan anggapan, bahwa dalam suatu
barang terdapat corak yang disukai, sekalipun ketiadaan corak ini
tidak mengurangi nilai barang; atau sebaliknya, dimana penjual
mengelabuhi, bahwa barang tersebut baru diproduksi oleh
pengrajin, padahal itu barang lawas yang telah lama disimpan
kepada penjual. Atau, menipu calon pembeli bahwa barang ini
produksi pabrik anu, padahal bukan, dengan syarat kondisi barang
tidak mengurangi harga. Jika tidak demikian, barang tersebut
berarti telah terkena kerusakan yang dikenai hukum yang berlaku
dalam khiyar aib.

Sementara itu, hukum penipuan tersebut dalam murabahah
yaitu, pembeli dikenai khivar untuk mempertahankan barang
dagangan atau mengembalikannya kepada penjual.

Selanjutnya, Orang yang berbohong, vaitu penjual yang
menginformasikan produk tidak sesuai kenyataannya sehingga
barang bernilai lebih tinggi. Misalnya, penjual mengaku membeli
barang itu dengan harga 30 dirham, padahal dia membelinya
hanya 20 dirham.

Dalam kasus ini, pembeli berhak mengurangi harga yang
ditambahkan oleh pihak penjual berikut labanya. Pembeli berhak
atas barang tersebut dengan cara demikian. Jika pihak penjual
tidak menerima keputusan ini, maka pembeli diberi pilihan antara
mempertahankan barang tersebut atau mengembalikannya kepada
pihak penjual.

Apabila terjadi sesuatu atas barang dagangan seperti
berkembang biak, berkurang jumlahnya, atau telah dipasarkan,
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sehingga tidak dapat dikembalikan kepada penjual, dalam kasus ini
terdapat beberapa tinjauan.

Jika penjual melakukan penipuan, maka pembeli harus
menyerahkan nilai yang paling rendah dari harga barang tersebut
atau harga standar saat diserahkan. Pembeli tidak perlu
memperhitungkan labanya.

Apabila penjual berbohong, maka pembeli diberi khivar
antara mengambil barang tersebut dengan harga sebenarmya
ditambah labanya atau mengambilnya dengan harga standar saat
menerimanya. Lain halnya, jika harga barang ini telah di-mark up
dari harga fiktif berikut keuntungannya; dalam hal ini pembeli tidak
harus mengembalikan kelebihan tersebut, karena penjual telah rela
dengan harga fiktif tersebut. Jadi, kenaikan harga barang yang
tidak bisa diusahakan sebagai hak khusus, dia menambahkan
kefiktifan harga.

Sementara itu, pemalsu yaitu orang vang mengetahui
kerusakan pada barang dagangan namun dia
menyembunyikannya. Hukum pemalsu barang dalam akad
murabahah sama seperti pemalsuan barang pada akad jual beli
lainnya.

Pada pembahasan khivar telah dijelaskan, bahwa pembeli
berhak atas Ahiyar untuk mengembalikan barang —dan dia tidak
dikenai denda apa pun— atau mempertahankannya — dan tidak
dikenai denda apa pun-. Lain halnya, apabila dia menjual barang
secara murabahah, dan terbukti di dalamnya mengandung
penipuan, kebohongan, atau pemalsuan, maka kasus ini serupa
dengan kerusakan yang parah.

Apabila barang dagangan rusak sebelum diterima oleh
pembeli, akad tersebut belumlah terikat. Berbeda dengan jual beli
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lainnya, seperti muzabadah atau musawamah, karena jika terjadi
penipuan, kebohongan, dan sebagainya, dan barang rusak
sebelum diserahkan kepada pihak pembeli, maka tanggungannya
ada di tangan pembeli karena telah terjadi akad.

Para murid Ahmad bin Hanbal menyatakan, jika seseorang
menjual sesuatu secara fauliyah (system perwakilan) dan
murabahah kemudian terbukti dia telah berbohong soal harga,
maka pembeli berhak untuk menggugurkan kelebihan harga
barang vang di-mark up oleh penjual dalam fauliyah dan
murabahah dari harga pokok, dan mengurangi labanya dalam jual
beli murabahah, vaitu mengurangi tambahan harga berikut
penurunan nilainya. Jual beli tersebut berlaku kepada sisanya, dan
setelah itu pembeli tidak berhak atas khivar.

Apabila penjual berkata, “Sungguh, aku salah menyebut
harga, karena harga tersebut lebih mahal dari harga yang aku
sebutkan,” maka yang dimenangkan adalah pernyataan penjual
yang didukung sumpahnya. Misalnya, pembeli meminta pihak
penjual untuk bersumpah, lalu penjual bersumpah bahwa, saat jual
beli dia tidak mengetahui harga barang tersebut lebih mahal dari
harga yang disebutkannya.

Pasca penjual bersumpah, pembeli diberi khivar antara
mengembalikan barang atau menyerahkan tambahan harga yang
diklaim oleh penjual.

Apabila penjual menolak sumpah, maka dia hanya berhak
menerima pembayaran yang telah ditetapkan dalam akad.
Sebagian ulama ada yang me-rajifkan, bahwa pernyataan penjual
tentang tambahan harga tidak bisa diterima, kecuali berdasarkan

bukti, selama dia tidak dikenal sebagai orang yang jujur, menurut
pendapat yang diunggulkan.
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Cabang: Tanggapan Ibnu Rusydi dalam Bidayah Al
Mujtahid terhadap ulasan singkat di atas, para ulama berbeda
pendapat tentang orang yang membeli barang secara murabahah
sesuai harga yang disebutkannya, kemudian diketahui dengan
pengakuan atau bukti, bahwa harga tersebut lebih murah,
sementara barangnya masih ada.

Malik dan sekelompok ulama berpendapat: Pembeli berhak
atas khiyar antara mengambil barang itu dengan harga yang sah
atau membatalkan jual beli. Jika jual beli ini tidak ditetapkan oleh
pihak penjual, maka pembeli wajib mengambilnya dengan harga
vang sah; jika dia menetapkannya, maka jual beli ini tetap bagi
pihak pembeli.

Abu Hanifah dan Zhafr menyatakan: Justru pembeli berhak
khiyar secara mutlak, dan tidak harus mengambil barang tersebut

dengan harga; yang jika ditetapkan oleh pembeli, maka jual beli ini
ditetapkan.

Ats-Tsauri, fonu Abu Laila, Ahmad, dan sekelompok ulama
berpendapat: Jual beli tersebut tetap berlaku bagi dua belah pihak
setelah pengurangan harga.

Sementara itu, ada dua pendapat yang diriwayatkan dari
Asy-Syalfi’i.

Pendapat Pertama: Pembeli berhak 4hivar secara mutlak.

Pendapat Kedua: Jual beli ini tetap berlaku setelah
pengurangan harga.

Argumen ulama yang mewajibkan jual beli paska
pengurangan harga vyaitu, pihak pembeli diuntungkan dengan
modal yang digunakan untuk membeli barang, bukan aset di luar
itu.
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Perbedaan pendapat di atas meniscayakan adanya farjih
untuk mementukan pendapat yang zhahir, seperti kasus pembeli
yang mengambil barang dengan takaran yang maklum, lalu pihak
penjual mengeluarkan barang bukan dengan takaran tersebut,
maka penjual wajib memenuhi takaran tersebut.

Sementara itu, argumen ulama yang berpendapat bahwa
khivar berlaku mutlak, dianalogikan dengan kasus kebohongan
dalam kasus ini akibat adanya aib. Maksudku (Al Muthi’i), seperti
halnya kewajiban pemberlakuan khivar pada barang yang rusak,
khiyar juga diberlakukan pada kasus jual beli yang mengandung
kebohongan.

Asy-Syirazi # mengatakan: Pasal: Apabila penjual
memberitahukan bahwa harga barang 100 dan labanya
10, kemudian berkata, “Aku keliru. Harganya 110.”
Pernyataan ini tidak dapat diterima. Sebab, perkataan
penjual dikategorikan sebagai penarikan ikrar
(pengakuan) yang berkaitan dengan hak adami. Hal ini
tidak diperbolehkan, sama seperti pengakuan utang
kepada pihak lain.

Apabila pihak penjual berkata, “Bersumpahlah
pembeli padaku, bahwa dia tidak mengetahui harga
barang itu 110,” dalam kasus ini terdapat dua riwayat
pendapat:

Riwayat Pendapat Pertama: Jika pembeli berkata,
“Aku membelinya atas kemauanku,” pembeli tidak periu
bersumpah, karena pengakuannya telah mengkounter
sumpah tersebut. Jika pembeli menyatakan, “Aku
membelinya dengan takaranku. Aku kira dia
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membelinya seharga 100. Ternyata, dia membelinya
seharga 110,” pembeli dikenai sumpah, karena
pernyataan ini tidak bertolakbelakang dengan
pengakuannya.

Riwayat Pendapat Kedua: Kasus ini didasari oleh
dua pendapat tentang sumpah penggugat berikut
penolakannya. dJika kita berpendapat, bahwa sumpah
tersebut seperti bukti, pembeli diminta untuk
bersumpah. Sebab, jika dia menolak bersumpah, maka
kita mendapat suatu bukti. Akan tetapi bukti tersebut
tidak dapat diterima. Jika kita berpendapat, sumpah ini
seperti pengakuan, kita meminta pembeli untuk
bersumpah. Sebab, jika pembeli mau bersumpah,
berarti kita telah mendapatkan pengakuannya;
sementara pengakuan dapat diterima.

Penjelasan Redaksional:

Ilustrasi kasus dalam kitab ini bisa dilihat dalam kasus orang
vang menjual pakaian secara murabahah dengan laba satu dirham
untuk setiap 10 dirham. la menginformasikan, bahwa harga
pakaian itu 100 dirham. Penjual lalu mengambilnya dengan harga
110 dirham. Berselang waktu cukup lama penjual datang dan
memberitahu, bahwa dia salah informasi soal harga barang. Harga
sebenamya adalah 120 dirham. Dalam kasus ini, pembeli ada dua
kondisi: membenarkan atau menolak pernyataan penjual akan
kekeliruannya.

Apabila pembeli membenarkan pihak penjual, bahwa harga
barang tersebut 120 dirham; menurut satu pendapat, pihak
pembeli berhak atas khivar antara mengambil pakaian itu seharga
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harga tersebut berikut bagian labanya —jadi, totalnya 132 dirham—
atau men-fasakh jual beli ini.

Sebaliknya jika pembeli tidak membenarkan ucapan
penjual, maka yang dimenangkan adalah pendapat pembeli.

Apabia pemberitahuan yang pertama penjual menyebutkan
harga 100 dirham, kemudian menginformasikan bahwa dia
membelinya untuk dirinya sendiri, kesaksian tentang klaim harga
kedua bahwa harganya 120 dirham tidak dapat diterima, karena
dia telah membohongi dirinva dengan pemyataan pertama. Pihak
vang bersikukuh menolak kesaksian penjual, maka kesaksian
tersebut dilimpahkan padanya dan tidak menerima dari pihak
penjual.

Apabila penjual meminta pembeli untuk bersumpah, bahwa
harga barang tersebut 100 dirham, maka mengenai boleh-tidaknya
permintaan sumpah ini terdapat dua riwayat. maksudnya, dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i yang bersumber dari perbedaan
dua pendapat dalam sumpah penggugat setelah penolakan pihak
tergugat.

Apakah sumpah tersebut berlaku sebagaimana kesaksian?
Atau berlaku seperti pengakuan? di mana pihak pembeli wajib
dimintai sumpah. Sebab, seandainya penjual mengakui klaim
pembeli kepada informasi pertama bahwa harganya 100 dirham—
dia menginformasikan hal itu berdasarkan pembelian wakilnya atau
budaknya yang diizinkan untuk berniaga—kemudian dia datang lalu
menginformasikan bahwa wakilnya keliru dan budaknya berkata
salah, bahwa termyata harganya 120 dirham. Apakah kesaksian
terkait klaim tersebut diterima? Dalam hal ini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i.
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Pendapat Pertama: Kesaksiannya tidak dapat diterima,
sama seperti kasus orang yang mengaku telah membeli pakaian itu
untuk dirinya. Kebohongan penjual tidak mempengaruhi
pernyataan sebelumnya. Dengan demikian kewajiban sumpah
pembeli terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i.

Pendapat Kedua: Kesaksian atas klaim tersebut dapat
diterima yang digunakan sebagai putusan hukum bagi pembeli.
Pihak pembeli berhak atas A4jvar untuk mengambil pakaian ini
dengan harga yang didukung oleh kesaksian di atas, berikut
labanya; atau menfasakh jual beli tersebut.

Apabila pihak pembeli tidak memiliki bukti, dia berhak
meminta pembeli untuk bersumpah, menurut satu pendapat ulama
fikih Asy-Svafii. Jika pihak pembeli bersumpah, dia berhak
mengambil pakaian ini dengan harga pertama berikut labanya,
vaitu 110 dirham.

Sebaliknya, jika pembeli menolak sumpah, maka sumpah
diberikan kepada pihak penjual. Apabila penjual bersumpah,
dikatakan kepada pembeli “Anda berhak khiyar untuk mengambil
pakaian tersebut dengan harga kedua berikut labanya, vaitu 32
dirham; atau men/fasakh jual beli.”

Cabang: Asy-Syafi'i # menyatakan: Apabila seseorang
menjual barang secara murabahah, kemudian mengemukakan
bukti, bahwa harganya lebih tinggi dari harga vang telah
disebutkan; dan dia melakukan kesalahan dalam hal ini, maka
transaksi ini tetap berlaku dan kesaksian tersebut tidak dapat
diterima. Sebab, dia mendustakan pemyataan pertama.
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Malik mengatakan: Kesaksian ini dapat diterima, dan
pembeli dipaksa untuk membayar harga tersebut. Pendapat ini
kurang tepat, karena ini dikategorikan jual beli yang lain (bukan
murabahah).

Terkait masalah ini, Malik kembali berpendapat: Apabila
barang dagangan telah rusak, maka pembeli diberi khivar untuk
(mengembalikannya) dan membayar denda kerusakan barang
sesuai harga pada hari penerimaan barang, atau membelinya
dengan harga yang sah. Demikian ini masalah yang populer dalam
bab ini.

Pengetahuan tentang hukum jual beli di atas, dalam
madzhab Malik, mengacu pada pengetahuan tentang hukum tiga
masalah berikut konsekuensinya, vyaitu hukum pengembalian
barang karena mengandung kerusakan, hukum penipuan dalam
jual beli, dan hukum dalam kasus keberadaan aib. Sementara itu,
hukum tentang penipuan dalam jual beli telah disampaikan
sebelumnya.

Hukum pengembalian barang karena rusak berlaku dalam
jual beli mutlak. Sementara itu hukum pemalsuan dalam jual beli,
menurut Malik: Pihak penjual diberi pilihan secara mutlak. Penjual
tidak harus melanjutkan transaksi, sekalipun nilai kadar
pemalsuannya telah dikurangi. Hal ini sama dengan kasus
pembohongan. Demikian menurut bnu Al Qasim.

Namun, menurut Asyhab: Pemalsuan dalam jual beli dapat
dibagi dalam dua kategori: Pemalsuan yang dapat mempengaruhi
harga dan pemalsuan yang tidak mempengaruhi harga.

Menurut Asyhab, pemalsuan yang tidak mempengaruhi
harga, maka dia tidak dikenai hukum. Sedangkan, hukum
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pemalsuan yang mempengaruhi harga, itu sama dengan hukum
kebohongan dalam jual beli.

Sementara itu, kasus yang berdampak hukum baru, ada
empat: Kasus kebohongan dan pemalsuan jual beli, kebohongan
dan penipuan, pemalsuan dan penipuan terkait kerusakan barang,
terakhir kebohongan, pemalsuan, dan penipuan tentang kerusakan
barang. Menurut dasar madzhab Ibnu Al Qasim dalam kasus ini,
pembeli mengambil barang yang masih berlaku hukumnya, ini jika
barang yang rusak itu sebagai konsekuensi dari hukum salah satu
dari dua kasus, atau dengan sesuatu yang lebih rajih darinya.

Jika barang tidak rusak, maka salah satu pihak dijatuhi
hukuman, bisa dengan khivar —jika itu memungkinkan— atau
dengan mengompromikan —jika ini memungkinkan. Walahu
a’lam.

Berbagai Permasalahan Dalam Jual Beli Murabahah

Permasalahan pertama: Apabila seseorang membeli barang
dengan harga kredit, dan hendak menjualnya secara murabahah,
maka ketika menginformasikan pembelian, dia perlu menyebutkan
jatuh tempo harga. Jika penjual tidak menyebutkan tanggal jatuh
tempo pembayaran tersebut; Al Mawardi mengutip —dalam A/
Hawi, juz ke-6, edisi manuskrip, di Darul Kutub wal Al Watsaig,
no. 82 dan no. 228, yang kopiannya disimpan dalam dokumen
penulis— dari Sufyan Ats-Tsauri:

Jika barang tersebut masih utuh, maka pembeli berhak
khiyar. Namun, jika dia telah merusaknya, dia harus membayar
harga barang itu secara tunai.

168 |l 41 Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Diriwayatkan dari Ahmad dan Ishaq, pembeli boleh
menahan pembayaran dari pihak penjual sesuai tempo yang telah
ditetapkan dalam akad.

Al Mawardi kemudian menulis: Madzhab Asy-Syafi’i
memperbolehkan jual beli tersebut. Pembeli diberi pilihan antara
men-/fasakh jual beli atau meneruskannya dengan membayar harga
secara tunai, karena tempo dan biaya yang dikeluarkan oleh
pembeli tidak berkaitan dengan kurang atau lebih.

Permasalahan kedua: Pernyataan penjual dalam akad
murabahah, “Aku menjual padamu dengan harga sekian,”
permnyataan itu berkonsekuensi laba dari jenis harga pertama.
Tetapi, boleh-boleh saja menetapkan laba dari unsur yang tidak
sejenis dengan harga.

Andaikan penjual berkata, “Aku beli sekian dolar, dan aku
jual padamu dengan harga yang sama ditambah laba satu riyal
untuk setiap 10 dolar, maka labanya berasal dari mata uang
negara domisili. Lain halnya, jika kurs riyal naik sama seperti mata
uang negara domisili dan permintaan pasar sangat tinggi.
Sementara mata uang asli difungsikan sebagai pembayaran baik
termasuk mata uang negara domisili maupun valuta asing.

Permasalahan ketiga: Seandainya seseorang memberikan
hibah tanpa kompensasi, dia tidak boleh menjualnya secara
murabahah kecuali dengan menjelaskan harganya dan juga
menjualnya secara murabahah.

Andaikan seseorang memberikan hibah dengan syarat
imbalan,® dimana dia menyebutkan (nilainya) dan menjualnya

5 Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di negara kami untuk memberikan hibah
kepada sesama dalam berbagai perayaan, seperti pernikahan dan kelahiran. Hibah
tersebut dimaksudkan agar si pemberi hibah menerima balasan pada perayaan yang
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secara murabahah Apabila seseorang menyewakan rumah kepada
seorang budak, atau menikahi seorang budak, atau meng-khulu’
dari suaminya yang budak, atau mendamaikan orang vang berhak
menerima dyat darinya, maka dia tidak boleh menjual budak
tersebut secara murabahah dengan redaksi “pembelian,” namun
boleh menjualnya dengan redaksi “Aku menanggung biaya.”
Pemyataan ini masuk ke dalam kategori jiarah vaitu biaya standar
sewa rumah; mahar mitsil masuk dalam perikahan dan Ahulu’
sementara digaf dalam akad perdamaian.

Permasalahan keempat: Para ulama merumuskan konsep
murabahah secara umum dalam redaksi penjualan, “Aku jual
padamu barang yang aku beli berikut labanya sekian” dan “sesuai
biaya yang telah aku keluarkan.” Mereka tidak menyinggung
perbedaan dalam redaksi ini.

Apabila penjual berkata: “Aku berwasiat untuknya bagian
putraku,” mereka menyebutkan satu pendapat ulama fikih Asy-
Syatli’i, bahwa redaksi ini tidak sah. Hanya sah jika penjual berkata
“Dengan bagian yang sama dengan bagian putraku”. Sepertinya
para ulama hanya merujuk pada pendapat yang paling shahih.
Jika tidak demikian, dua redaksi di atas tentu tidak ada bedanya.

Menurutku (Al Muthi’i): Penjelasan ini kontradiksi
dengan konteks pemyataan mereka. Perbedaannya sangat jelas.

Sebab, pemahaman yang pertama kali muncul ketika mendengar
kalimat “dengan apa yang aku beli” adalah dengan harga yang

lain. Jadi, dilihat dari kebiasaan umum yang berlaku, hibah seperti ini seperti hutang
dalam tanggungan.
Bahkan, tidak jarang para penerima hibah seperti ini mewasiatkan hal tersebut

menjelang kematiannya pada para sanak keluarganya, agar dia terlepas dari
tanggungan. Prakiik demikian disebut hibah dengan tujuan mendapatkan imbalan.
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sama dengan harga pembelian. Pembuangan frase “dengan harga
yang sama” ini untuk mempersingkat redaksi. Dan, penjelasan
seperti ini tidak dapat diaplikasikan dalam redaksi wasiat.

Permasalahan kelima: Ada enam nama objek jual beli yang
digunakan secara umum.

Kata “bumi”. “Bumi” dalam praktik jual beli bisa diartikan
sebagai “sebidang tanah,” “lapangan,” dan “halaman”. Apabila
seseorang berkata, “Aku jual bumi ini,” sementara di sana terdapat
bangunan dan pepohonan, dalam kasus ini ada beberapa tinjauan.

Jika penjual mengatakan, “Selain pohon dan bangunan di
dalamnya,” maka pepohonan dan berbagai bangunan tersebut
tidak termasuk dalam akad jual beli. Sebaliknya, jika penjual
menyebutkan “Berikut apa yang ada di dalamnya” maka dia
masuk dalam jual beli. Begitu juga jika penjual mengucapkan,
“Aku jual dia berikut berbagai hak-haknya,” menurut pendapat
vang shahih.

Apabila penjual menyebutkan kata, “bumi” secara umum,
dan ditegaskan di sini bahwa dia memasukkan pepohonan dan
bangunan; sementara dalam kasus orang yang menggadaikan
bumi secara umum, beliau menegaskan semua itu masuk dalam
jual beli. Dalam kasus ini, Ulama fikih Asy-Syafi'i memiliki
beberapa riwayat pendapat:

Riwayat Pendapat Pertama: Yang paling shahih menurut
jumhur, kedua ketetapan di atas berlaku.

Riwayat Pendapat Kedua: Dalam kasus ini terdapat dua
pendapat. Dimana riwayat pendapat Ketiga: Memutuskan tidak
masuknya pepohonan dan bangunan dalam dua akad tersebut.
Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraij dan dipilih oleh Imam
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Asy-Syirazi dan Al Ghazali. An-Nawawi menyinggungnya dalam
Ar-Raudhah.

Permasalahan keenam: Pertanian ada dua macam:

dJenis pertanian yang pertama: Hasil pertanian yang
dipanen satu kali seperti gandum dan jelai. Pertanian seperti ini
tidak masuk dalam jual beli “bumi” yang disebutkan secara umum.
Menurut pendapat madzhab, boleh menjual bumi vang sedang
digarap, sama seperti menjual rumah yang berisi perabotan.

Menurut pendapat lain, dua pendapat ini tidak berlaku
dalam jual beli tidak tunai. Jika kita berpendapat sesuai dengan
pendapat madzhab, maka pembeli berhak khivar, apabila dia tidak
mengetahui kondisi barang. Misalnya, calon pembeli telah melihat
tanah yang dijual lebih dahulu. Jika tidak demikian, hukum ini
tidak berlaku. Apabila penjual telah melepas tanah ini, apakah
secara hukum tanah tersebut kembali ke tangan pembeli dan
masuk dalam tanggungannya?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafi’i: _

Pendapat Pertama: Tanah tersebut tidak bisa dikembalikan
ke tangan pembeli, karena tanah tersebut masih dalam

penanganan. Perkata ini serupa dengan rumah vang dipenuhi
perabotan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat ulama fikih Asy-
Svafi'i yang paling shahih: Benar adanya, bahwa barang tersebut
menjadi milk pembeli, karena penyerahan budak vang
diperjualbelikan juga bisa dilakukan. Hal ini berbeda dengan jual
beli rumah, sebab mengosongkan rumah dari perabotan seketika
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itu sangat memungkinkan. Perbedaan pendapat seputar masalah
ini telah disinggung di muka.

Cabang: Apabila lahan yang dijual terdapat tanaman ubi,
lobak, sayuran, atau bawang, dia tidak termasuk dalam penjualan
lahan tersebut, perkara ini sama seperti gandum. Perlu diketahui,
setiap tanaman yang tidak masuk dalam penjualan lahan yang
disebutkan secara umum, maka dia pun tidak masuk dalam jual
beli lahan.

Apabila penjual berkata, “berikut hak-hak lahan,” maka
penjual tidak diperintah untuk mencabut tanaman saat itu juga.
Justru, penjual boleh membiarkan tanaman ini sampai waktu
panen tiba. Begitu tiba masa panen, penjual diperintahkan untuk
mencabut tanaman itu dan mengosongkan lahannya.

Selain itu, penjual juga berkewajiban meratakan lahan dan
membersihkan dari segala jenis akar-akaran yang berpengaruh
negatif terhadap kualitas tanah, seperti akar pohon jagung.
Demikian ini sama dengan kasus jual beli rumah berisi perabotan
vang tidak dapat dikeluarkan lewat pintu. Dalam hal ini penjual
harus mengeluarkan perabotan dengan cara apapun, dan dia
menjamin ganti ruginya.

Jenis pertanian yang kedua: Tanaman yang buahnya
dipanen sekali dalam dua tahun atau lebih, seperti pohon kapas
hijazi, bunga narsis, violet, dimana yang nampak ketika lahan ini
dijual, buah pohon tersebut masih menjadi milik penjual.

Mengenai masuk tidaknya bibit tanaman dalam jual beli
lahan, terjadi perbedaan pendapat vang telah disebutkan
sebelumnya terkait jual beli lahan yang ditumbuhi pepohonan. Satu
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riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa
bunga narsis dan violet masuk dalam jenis pertama.

Sementara itu tanaman yang dapat dipanen berulang kali
seperti kubis, pohon kayu, tumbuhan andewi, na’na’, kapas, dan
pohon tharhun, maka jual beli lahan yang berisi tanaman ini
semua, hasil panennya tetap menjadi milik penjual.

Mengenai masuk tidaknya pohon tersebut dalam jual beli
terdapat perbedaan pendapat. Menurut Syaikh Abu Muhammad Al
Juwaini, bahwa dapat dipastikan pohonnya masuk dalam jual beli
lahan. Jika kita berpendapat demikian, maka penjual disyaratkan
untuk memotong seluruh bagian pohon yang tampak, karena dia
menambah objek yang dijual sehingga dia serupa dengan objek
vang lain; baik bagian yang tampak ini muncul kepada masa
pemotongan maupun bukan. .

Dalam At-Titimmah, Abu Sa’ad Al Mutawalli menyatakan:
Bahwa hanya pohon kayu yang wajib dipotong oleh pihak penjual,
kecuali jika bagian yang telah tampak dapat dimanfaatkan dan di
lahan tersebut masih terdapat pohon vang lain. Maka, pohon ini
sama dengan pohon kayu.

Permasalahan ketujuh: Sebagian perbankan syariah vang
aturan dan  regulasinyga mengharamkan praktik riba
memberlakukan kebijakan yang cenderung memaksa dan
merekayasa untuk memperlunak akad murabahah, hal tersebut
dilakukan guna memasukkan nasabah yang menginginkan jaminan
dari lembaga luar. Yaitu, nasabah yang ingin mendapatkan barang-
barang mewah seperti mobil dan lemari es atau kebutuhan
konsumtif lainnya.

Bank berkuasa untuk melunasi pembayaran atas nama
agen, begitu barang tersebut datang, pihak bank berwenang atas
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jaminan pada pembayaran yang telah diberikan kemudian
menjualnya kepada pihak pembeli atas namanya secara
murabahah. Secara zhahir, praktik muamalah ini sah, akan tetapi
makruh karena dia serupa dengan jual beli ayyinah. Menurut kami,
jual beli ayyinah hukumnya sah namun makruh, sekalipun menurut
madzhab lain jual beli ini batal.

Apabila bank hendak menerapkan praktik demikian, maka
pihak bank berkewajiban menentukan biaya proses perwakilan
barang seperti wakil agen dalam pengadaan barang atas namanya,
pemeriksaan  barang, pembersihan  barang,  kemudian
menyerahkannya ke pihak agen. Biaya tersebut dikeluarkan untuk
menutup ongkos admistrasi, komunikasi, retribusi, ekspedisi ke
berbagai daerah produksi, biaya sewa gudang, pembayaran harga
barang, dan pajak impor agar dapat dibersihkan dan diserahkan ke
pihak agen.

Agen berutang harga barang tersebut berikut seluruh biaya
vang telah dikeluarkan oleh bank. Selanjutnya, seluruh jasa bank
diperhitungkan dan dibebankan pada piutang agen. Biaya ini
disepakati oleh dua belah pihak dalam akad setelah beban
pekerjaan yang ditanggung oleh bank telah jelas. Hal ini dilakukan
untuk menghindari rekayasa dari pihak bank, seperti pengalihan
pihak yang mendatangkan barang atas namanya kepada pembeli
baru, yang membelinya dari orang yang mengambil barang
tersebut berdasarkan perhitungan bank.

Pihak yang terikat dengan akad ini adalah pihak pertama
berikut sumber akad tersebut, karena bank berwenang membayar
harga barang tersebut dan menanggung seluruh pengerjaannya
hingga sampai di tangan pembeli. Praktik ini serupa dengan
garadh yang mendatangkan manfaat. Penyebab yang mendorong

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 175



lembaga perbankan berbisnis dalam satu ilustrasi atau dua ilustrasi
seperti mudharabah dan giradh, ada dua macam.

Ketentuan ini membatasi bank dari akad-akad syariah lain
vang tersedia, di mana seluruh ilustrasi transaksi modern masuk
dalam akad-akad tersebut seperti perwakilan (wakalah), pengalihan
piutang (hiwalah), ji alah, akad mugawalah, dan akad melalui pihak
ketiga.

Praktik di atas merupakan muamalah baru dalam tata
aturan perbankan yang masih membutuhkan tinjauan vang luas
oleh para praktisi di bidang perbankan svariah, sehingga para
nasabah puas dengan kejelasan akad yang sedang dilakukan serta
guna menghindari pemaksaan ilustrasi transaksi yang bertujuan
untuk menyingkronkan praktik yang sebenamya tidak legal secara

2

svara’.

Ulama fikih Maliki menyatakan: Jual beli yang memiliki
banyak tujuan hukumnya dilarang, karena hal itu mengandung
praktik kotor. Al Hirasyi memaparkan pemnyataan ini,® bahwa
seluruh jual beli yang diperbolehkan secara zhahir, dapat dilarang
secara batin karena mengandung praktik kotor. Misalnya, dua
belah pihak yang melakukan jual beli yang diperbolehkan secara
zhahir, namun jual beli tersebut menghantarkan kepada larangan
secara batin. Praktik ini terjadi pada objek yang banyak dibutuhkan
oleh konsumen.

Penjelasan gramatikat Pada sebagian redaksi menggunakan
kata “sebagai tujuan,” dengan begitu subjeknya kata ganti yang
tersembunyi pada kata kerja Aafsura, yang merujuk pada kata
“praktik.” Kata “tujuan” merupakan keterangan subjek, artinya

6 Lihat A/ Khirasyi Ala Mukhtashar Al Khalil jilid V, him. 93.
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“praktik yang banyak dituju.” Bisa juga, kata “tujuan” menjadi
keterangan keadaan, artinya “praktik yang banyak berlaku karena
dia dibutuhkan,” seperti jual beli dan peminjaman jasa, atau seperti
tuduhan jual beli, peminjaman, dan tuduhan peminjaman jasa.
Kebutuhan konsumen terhadap praktik ini sangat besar, sehingga
tuduhan terhadapnya sama dengan penetapan.

Ibnu Hazm dalam A/ Muhalla, pada masalah 1505,
menulis: “Qawa 7d vaitu jual beli emas dengan emas, atau emas
dengan perak, juga jual beli perak dengan perak, dan jual beli
empat logam berharga dengan sejenisnya hukumnya boleh, baik
kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli setelah itu maupun
tidak terjadi jual beli. Demikian halnya akad musawamah, juga
diperbolehkan, baik kedua belah pihak melangsungkan jual beli
maupun tidak. Sebab, tidak ada dalil yang melarang transaksi ini.
Seluruh muamalah yang dilarang telah disebutkan namanya
dengan jelas.

Allah & berfirman,

PUPRSAIAN R C A W

“Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang
diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan
terpaksa.” (Qs. Al An’aam [6]: 119).

Seluruh praktik yang tidak dijelaskan keharamannya kepada
kita berarti halal berdasarkan nash Al Qur'an. Karena dalam
agama hanya ada hukum fardhu, halal, atau haram. Perkara
fardhu diperintahkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Perkara
haram diterangkan dengan jelas dalam Al Qur*an dan As-Sunnah.
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Begitu juga, perkara haram telah diterangkan dengan gamblang
dalam Al Quran dan As-Sunnah.

Perkara di luar dua hukum ini, yaitu yang bukan fardhu dan
bukan pula haram, bisa dipastikan dia termasuk halal, dimana
tidak ada hukum keempat di sini.

Pernyataan Ibnu Hazm di atas ditetapkan dalam seluruh
madzhab. Menurut ulama fikih Maliki dalam kitabnya A/
Mugaddimat Ala Al Mudawwanah, Imam Malik menulis, “Jual beli
vang diperbolehkan adalah transaksi yang tidak dicurigai oleh
svara’ dan tidak ada keterangan yang melarangnya, karena Allah
£ memperbolehkan jual beli kepada seluruh hamba-Nya. Bahkan,
Allah mengizinkan jual beli lebih dari satu ayat dalam Al Qur an.

¢ ., - 7%,
Di antaranya vyaitu ayat, \_‘;;J\' E;;.j E._;,H oD J “Als
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al Bagarah
[2): 275).

Kata “jual beli” berbentuk umum, sebab kata tunggal (isim
mufrad) ketika didahului oleh huruf Alif dan Laam, dia menjadi
kata umum. Ketika kata umum digunakan dalam sebuah kalimat,
maka dia diarahkan kepada pengertian umum, kecuali ada faktor
vang mengkhususkannya. Apabila ada bagian kata umum yang
dikhususkan, sebagian yang lain tetap dalam sifat umumnya. Jadi,

firman Allah, Eﬁf 5 3:‘3 “Allah menghalalkan jual beli”

mencakup seluruh jenis jual beli, kecuali yang dikhususkan oleh

dalil. Walhasil, praktik di luar itu tetap dalam hukum mubah.
Sementara itu, menurut ulama fikih Hanafi, penyusun A/

Hidayah menyatakan dalam bab Murabahah dan Tauliyyah,
“Murabahah adalah pengalihan barang yang telah dimiliki dengan
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akad pertama dan harga tertentu berikut tambahan laba.
Sedangkan fauliyyah adalah pemindahan barang yang dimiliki
dengan akad pertama tanpa adanya tambahan laba.

Penyusun A/ Hidayah menambahkan, dua jenis jual beli ini
(murabahah dan tauliyyah) diperbolehkan karena telah memenuhi
syarat. Konsumen juga sangat membutuhkan dua model transaksi
ini. Alasannya, orang yang tidak mengetahui praktik perdagangan
membutuhkan bimbingan orang yang telah lihai dalam berbisnis,
dia melakukan hal tersebut dengan senang hati, juga dengan
barang yang dibeli pihak pertama berikut tambahan labanya. Oleh
karena itu, praktik ini jelas diperbolehkan. Di samping itu, dua jual
beli ini didasari oleh sikap amanah.

Al Kalam bin Al Hammam menyatakan: Sudah sangat jelas,
bahwa jual beli ini tidak lagi membutuhkan dalil khusus yang
memperbolehkannya, setelah ditemukan dalil yang menetapkan
bolehnya jual beli secara mutlak dengan syarat-syarat yang telah
dimaklumi bersama. Inilah dalil bolehnya murabahah.

Akad Murabahah Dalam Bank Syariah
Fatwa Svaikh Badrul Mutawalli Abdul Basith

Ustadz Ahmad Buzaigh Al Yasin, ketua Majelis Administrasi

Baitut Tamwil Kuwait menyampaikan pertanyaan berikut kepada
Syaikh Badul Mutawalli:

“Kami mohon tuan berkenan mengeluarkan fatwa kepada
kami terkait praktik jual beli barang dan objek secara tunai atas
tanggungan pihak lain dan barang ini dijual kepada mereka secara
kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.
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Contoh kasus, seseorang ingin membeli suatu barang atau
aset tertentu, tetapi tidak sanggup membayarmya secara tunai, lalu
dia meminta kami untuk membeli barang itu untuknya. Kami
membeli barang itu secara tunai, kemudian menjualnya kepada
orang itu secara kredit ditambah laba tertentu yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Bagaimana hukum praktik di atas?”
Jawaban Syaikh Badrul Mutawalli:

Pemintaan yang keluar dari pihak yang mengajukan
pembelian dikategorikan sebagai janji. Ada beberapa tinjauan
dalam praktik ini, karena para ulama berbeda pendapat tentang
objek yang dijanjikan ini, apakah dia mengikat atau tidak.

Aku cenderung sependapat dengan Ibnu Syubramah &
vang mengatakan, bahwa seluruh janji yang mengikat tidak dapat
menghalalkan perkara haram dan juga tidak dapat mengharamkan
perkara halal. Jadi, pengajuan pembelian ini dikategorikan janji
mengikat yang mesti dipenuhi dan menjadi tanggungan utang.

Demikian isyarat yang dapat ditangkap dari bunyi zhahir
nash Al Qur*an dan hadits Nabi. Mengacu pada pendapat ini lebih
mudah bagi kita, dimana mengamalkannya dikategorikan sebagai
muamalah. Oleh karena itu, pengajuan syarat di atas tidaklah
dilarang. Hanya Allah yang memberikan pertolongan.

Fatwa ini dikeluarkan kepada bulan Jumadil Akhir tahun
1399 H.
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Fatwa Muktamar Ulama
tentang Bank Syariah di Dubai

Pada muktamar ini berkumpul 59 ulama dari berbagai
pelosok negeri Islam, dan membahas masalah berikut:

Nasabah mengajukan pembelian barang dengan ciri-ciri
tertentu dan harga yang mesti dibayar kepada bank, ditambah laba
yang telah disepakati oleh dua belah pihak.

Muktamar mengeluarkan rekomendasi:

“Nasabah menerima janii dari petugas bank untuk membeli
barang sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan, dan janji lain
dari bank untuk menyempurnakan jual beli ini setelah terjadi
pembelian barang sesuai syarat-syarat tersebut.

Janji seperti ini mengikat kedua belah pihak untuk
memenuhinya sesuai hukum madzhab Maliki. Sementara menurut
madzhab yang lain, janji tersebut mengikat kedua belah pihak
sebagai akad piutang. Transaksi yang mengikat sebagai piutang
juga dapat mengikat untuk dilunasi ketika kemaslahatan kedua
belah pihak telah terpenuhi. Juga, dapat melunasi dan
mengintervensinya.

Fatwa Muktamar Bank Syariah Kedua di Kuwait

Peserta muktamar berkumpul di kota Kuwait dari tanggal 6-
8 Jumadil Akhir tahun 1403 H. Ada 12 lembaga keuangan syariah
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yang bergabung dalam muktamar ini, juga dihadiri oleh ulama-
ulama besar.

Sejumlah masalah dibahas oleh para peserta muktamar.
Setelah para ulama mengkaji dan memutuskan, dikeluarkanlah
sejumlah rekomendasi. Terkait dengan tema ini (jual beli
murabahal) tercantum kepada rekomendasi poin kedelapan dan
kesembilan, yang berbunyi:

8. Muktamar memutuskan, transaksi dalam jual beli
murabahah kepada pihak vyang mengajukan permohonan
pembelian barang, setelah barang yang dibeli dimiliki dan dijaga,
kemudian menjualnya kepada pihak yang mengajukan pembelian,
dengan laba vang disebutkan dalam perjanjian terdahuly,
diperbolehkan secara syara’.

Ketentuan ini berlaku selama’ pihak bank syariah
bertanggung jawab atas kerusakan barang yang belum diserahkan.
Bank mengembalikan barang yang harus dikembalikan karena
kerusakan yang samar.

Praktik murabahah bila dikaitkan dengan janji dan
keberadaannya yang mengikat pihak pemohon atau bank, atau
keduanya, maka pengambilan barang dengan adanya keterikatan
ini merupakan praktik yang dapat diterima oleh syara’ Setiap
bank diberi opsi untuk menjalankan pendapatnya dalam kasus
keterikatan ini sesuai pendapat lembaga pengawas syari’ah.

7 Kata thaalama dalam redaksi ini berbentuk syarthiah yang semakna dengan kata
maa daamat. Penggunaan kata thaalama dalam pengertian ini kurang tepat. Kata
thalama sebenarmya digunakan sesuai bentuknya yang tersusun dari dua kata, yaitu
thala dan ma. Jadi, penggunaan thalama yang benar dalam kalimat seperti kalimat
thaalama nashahtuka (ketika aku menasihatimu), thaalama sa'itu ilaika (ketika aku
berjalan menghampirimu), thaalama asa'a fulan at-tasharruf (ketika fulan berbuat
curang dalam transaksi), dan sebagainya.
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9. Muktamar memutuskan, pengambilan laba dalam
berbagai praktik muraja’ah dan lainnya diperbolehkan, dengan
syarat pihak bank tidak berhak memutuskan besaran laba
sebelumnya, selain menurut kadar bahaya yang pasti terjadi karena
penolakan sumpah.

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz
12 Jumadail Akhir 1402 M

Pertanyaan: Apabila nasabah bank syariah mengajukan
pembelian barang yang nilainya seribu riyal Saudi, dan pihak bank
syariah menyetujuinya; atau nasabah menyebutkan ciri-ciri barang
tersebut kepada pihak bank dan membelinya secara murabahah
vang diangsur selama satu tahun, dengan laba sebesar 100 riyal
Saudi, sehingga harga totalnya 1.100 riyal Saudi. Praktik ini
dilakukan setelah bank membeli barang dimaksud dari pemiliknya
tanpa keterikatan nasabah untuk memenubhi janji tersebut atau janji

yang tertulis. Bagaimana hukum praktik ini menurut Anda? Terima
kasih.

Berikut tanggapan Syaikh Bin Baz:

Apabila praktik jual beli ini terjadi seperti pernyataan di
atas, maka muamalah tersebut tidak masalah, apabila barang yang
dibeli menjadi milik bank syariah dan kepemilikannya beralih ke
tangan pembeli, berdasarkan pesan umum dalil syariat. Semoga
Allah memberi pertolongan kepada kita semua pada praktik yang
diridhai-Nya.

Penulis cenderung pada pendapat terakhir. Pendapat ini
menutup kemungkinan terjadinya berbagai praktik syubhat yang
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bisa saja muncul pada fatwa-fatwa sebelumnya, terlebih fatwa
Syaikh Badrul Mutawalli yang merujuk pada pendapat Ibnu
Syubramah, dengan asumsi bahwa Ibnu Syubramah adalah
seorang sahabat, tanpa menyebut tahun kelahiran dan wafatnya.

Sebenarnya beliau termasuk thabagah kelima, yang wafat tahun
144 H.
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Bab Najasy

Asy-Syirazi @ menyatakan: “Pembahasan tentang
membeli barang vang sudah ditawar pihak lain,
penduduk kota membeli barang yang diperuntukkan
bagi penduduk pedalaman, mencegat rombongan
dagang, menaikan harga, dan menimbun barang
dagangan.

Najasy hukumnya haram. Najasy adalah menawar
dengan harga lebih tinggi untuk mengelabui calon
pembeli yang lain. Dalil keharamannya adalah hadits
yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, S\ a5 ¥ &
“Nabi & melarang najasy.” Najasy mengamiung unsur
tipuan dan rekayasa.

Apabila seseorang tertipu oleh bujukan orang
lain, lalu membeli barang yang dimaksud, jual beli
tersebut sah. Alasannya, larangan ini tidak ditujukan
pada akad jual beli tersebut, sehingga dia tidak
menghambat keabsahannya, seperti jual beli di saat
adzan shalat Jum’at berkumandang.

Jika pembeli mengetahui kondisi tersebut, maka
terdapat beberapa tinjauan. Apabila pembeli tidak
melakukan tindakan ekonomis terhadap barang
tersebut, maka pembeli tidak berhak khiyar, karena
penipuan dalam kasus ini tidak muncul dari pihak
penjual.
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Sebaliknya jika najasy ada kaitannya dengan
tindakan penjual, maka di sini terdapat dua pendapat
Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Pembeli berhak atas khiyar
untuk mempertahankan barang atau
mengembalikannya. Sebab, penjual telah melakukan
penipuan, sehingga pembeli berhak mengembalikan
barang tersebut, sama seperti kasus jika penjual
menyembunyikan kerusakan barang.

Pendapat Kedua: Pembeli tidak berhak atas
khiyar, karena dia teledor, tidak meneliti kondisi barang
dengan cermat dan tidak menerima informasi pihak
yang mengetahui harga barang.

Penjelasan Redaksional:

Hadits Ibnu Umar berkualitas muttafaq alaih. Bab ini
memuat beberapa bahasan berikut.

Najasy secara etimologi berarti menggiring dan memancing
hewan buruan dari sarangnya untuk diburu, seperti dalam kalimat
najasyta ash-shaid anjasyahu (kamu menggiring hewan buruan, dia
menggiringnya). Kata najasya mengikuti pola kata gashara
(najasya-yanjusyu).

Secara terminologi, najasy yaitu menjual barang dengan
harga tinggi. Penjual ini terjadi atas rekayasa pihak penjual dengan
pihak ketiga, sehingga keduanya sama-sama berdosa. Rekayasa
tersebut terjadi tanpa sepengetahuan pembeli. Pelaku najasy
mendapatkan keuntungan darinya, terlebih pihak penjual.
Misalnya, pihak ketiga membujuk calon pembeli bahwa dia
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membeli barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi untuk
mempengaruhi pihak lain.

ITbnu Baththal Ar-Rakabi dalam Svarh Gharib Al
Muhadzdzab menjelaskan, bahwa najasy adalah orang yang
menggiring hewan buruan; sementara najasy menawar barang
dengan harga tinggi agar pihak lain membelinya padahal itu
dilakukan tidak atas kemauannya. Dalam sebuah hadits

disebutkan, \,:bLS‘ N “Jangan kamu melakukan najasy.”

Ibnu Qutaibah menerangkan, najasy artinya tipuan dan
rekayasa.

Dalam A/ Qamus disebutkan, najasy berarti membujuk
calon pembeli ketika hendak melakukan transaksi dengan cara
memuji-muji barang yang dijual.

Asy-Svafii menuturkan, najasy vaitu pihak ketiga
menyerahkan sesuatu untuk membayar barang vang dijual —
padahal dia tidak bermaksud membelinya— agar ditiru oleh para
penawar, lalu mereka membayar dengan harga yang lebih tinggi
dari harga pihak ketiga, sekalipun tidak mendengar tawarannya.

Tbnu Qutaibah menambahkan, secara bahasa najasy berarti
tipuan dan rekayasa. Oleh karena itu, seorang pemburu juga
disebut najisy, karena dia berusaha memperdaya hewan buruan.

Ibnu Baththal menambahkan, para ulama sepakat, bahwa
pelaku najasy berdosa akibat tindakannya. Namun, mereka
berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang bermuatan najasy.

Ibnu Al Mundzir mengutip dari sejumlah ahli hadits tentang
kerusakan jual beli yang terjadi karena tindakan najasy. Ini
pendapat ahli zhahir.

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab " 187



Sebuah riwayat dari Malik —vaitu pendapat masyhur
menurut madzhab Hanbali— menyebutkan, jual beli tersebut rusak
jika najasy dilakukan atas persetujuan atau tindakan penjual.
Sementara pendapat masyhur menurut ulama Maliki dalam kasus

yang sama, pembeli berhak atas khivar. Demikian pendapat ulama
fikih Hanafi.

Mayoritas ulama sepakat dengan pengertian najasy seperti
tercantum dalam penjelasan di depan. Sementara itu [bnu Abdul
Barr, Ibnu Hazm, dan Ibnul Arabi memberi pengertian najasy
dengan tambahan harga yang melebihi harga standar. Sebagian
ulama muta’akhirin madzhab Asy-Svafi'i sepakat dengan mereka.
Pendapat ini berusaha membatasi nash hadits yang tidak
berkonsekuensi kepada batasan yang lain.

Ibnu Rusydi menyatakan, mengenai larangan Rasulullah &
terhadap najasy, para ulama sepakat soal itu. Sedangkan
pengertian najasy vaitu pihak ketiga menawar suatu barang
dengan harga tinggi tanpa bertujuan membelinya. Perbuatan
tersebut dilakukan untuk menguntungkan pihak penjual dan
merugikan pembeli.

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli yang terjadi
akibat najasy. Ulama fikih rasionalis berpendapat: Jual beli tersebut
rusak. Malik mengatakan: Jual beli akibat najasy sama dengan jual
beli barang rusak. Artinya, bahwa pembeli berhak atas khivar, dia
boleh mengembalikan barang atau mempertahankannya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menyatakan: Jika jual beli atas
dorongan najasy ini terjadi, maka pihak penjual berdosa, namun
jual belinya tetap diperbolehkan.

Ikhtilaf di atas terjadi karena perbedaan pandangan apakah
larangan ini mengakibatkan batalnya objek vang dilarang?
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Sekalipun larangan tersebut tidak terkait dengan objek itu sendiri,
melainkan oleh faktor di luar itu.

Ulama vang berpendapat, bahwa praktik ini mengakibatkan
kerusakan jual beli, mereka tidak memperbolehkan jual beli akibat
najasy. Sedangkan ulama vyang berpendapat najasy tidak
menyebabkan kerusakan jual beli, memperbolehkan jual beli
tersebut.

Menurut jumhur ulama, apabila larangan tersebut ditujukan
kepada suatu unsur dalam objek yang dilarang, dia dapat merusak
akad seperti larangan jual beli yang mengandung riba dan gharar.
Tetapi, jika larangan tersebut karena faktor di luar objek yang
dilarang, dia tidak merusak akad jual beli. Pendapat kedua serupa
dengan larangan Nabi terhadap jual beli air, berdasarkan sabda
Nabi @ dalam sebagian redaksinya yang menyatakan bahwa,
beliau melarang jual beli kelebihan air untuk menghambat
pertumbuhan rumput.

Abu Bakar Al Mundzir menuturkan: Telah diriwayatkan
dengan fsabit, bahwa Rasulullah g melarang jual beli air; dan
melarang jual beli kelebihan air untuk menghambat pertumbuhan
rumput. Beliau juga bersabda, “Tidak dilarang menjual air, sebab
dia sumur. Dan, tidak dilarang pula jual beli air.”

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan larangan
di atas. Sekelompok ulama menjelaskan, larangan ini berlaku
sesuai pesan umum pernyataan Nabi. Menurut mereka, jual beli air
tidak halal sama sekali, baik air yang berasal dari sumur, empang,
atau mata air di tanah vang dimiliki atau tidak dimiliki. Hanya saja,
jika tanah tersebut dimiliki oleh seseorang, maka dia berhak
memanfaatkan mata air itu sesuai kebutuhannya. Pendapat ini
didukung oleh Yahya bin Yahya. Beliau menyatakan, empat
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barang vang tidak dilarang untuk dimanfaatkan: air, api, kayu
bakar, dan rumput.

Sebagian ulama men-fakhshish beberapa hadits ini, karena
kontradiksi dengan beberapa dalil, yaitu bahwa seseorang tidak
boleh memanfaatkan harta milik orang lain tanpa kerelaannya.
Demikian ini seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah # dan
menjadi ijma’ ulama. ’

Para ulama yang men-fakhshish pesan hadits ini berbeda
pendapat tentang aspek fakhshishnya. Satu kaum menjelaskan,
makna hadits ini vaitu sumur tersebut dimiliki bersama oleh dua
orang: Orang pertama memanfaatkan pada hari ini dan orang
kedua pada hari yang lain. Salah seorang mengairi ladangnya
dengan air sumur itu kepada sebagian hari, sedang vang lain tidak
mengairi ladangnya. Maka, orang tersebut tidak boleh melarang
rekannya untuk memanfaatkan air tersebut pada waktu yang masih
tersisa di hari itu.

Sebagian ulama menerangkan, bahwa penafsiran hadits ini
terkait dengan orang vang berladang dengan air irigasi lalu
mengairi sumurnya, sementara tetangganya memiliki kelebihan air.
Dalam hal ini, tetangganya tidak boleh melarang dirinya untuk
memanfaatkan kelebihan air tersebut sampai sumurnya terisi air.

Kedua penafsiran di atas mirip. Letak kesamaan penafsiran
ini ada pada mengarahkan pesan mutlak pada dua hadits ini
kepada makna mugayyad. Lebih jelasnya, hadits pertama
melarang jual beli air secara mutlak, kemudian hadits kedua
melarang kelebihan air. Selanjutnya, pesan mutlak hadits ini
diarahkan kepada makna mugayyad. Mereka menyatakan, bahwa
kelebihan air lah yang dilarang dalam dua hadits ini.

190 " Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Sementara Imam Malik, menurut asli madzhab beliau,
menyebutkan selama sumber air berada di tanah yang dimiliki, dia
menjadi hak milik empunya tanah tersebut. Dia boleh menjual air
itu atau melarang orang mengambilnya, kecuali jika ada kaum
vang kehausan mendatanginya dan keselamatan jiwanya terancam.

Hadits ini juga diarahkan pada sumur-sumur yang ada di
padang pasir yang biasanya digali di tanah dan tidak bertuan,
maka pemiliknya —orang yang menggali sumur tersebut— lebih
berhak memanfaatkannya. Apabila hewan ternaknya telah minum,
maka kelebihan air ini diberikan kepada orang lain. Seolah-olah
Malik mengatakan, bahwa sumur tidak dapat dimiliki dengan
proses pengelolaan, seperti halnya tanah tak bertuan.

Termasuk dalam bab ini vaitu, pembahasan tentang

memisah ibu (budak perempuan) dan anaknya, berdasarkan sabda
Rasulullah &,

/O,
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“Siapa saja yang memisahkan ibu dan anaknya, pada Hari
Kiamat kelak, Allah pasti memisahkan dia dari orang-orang yang
dicintainya.”

Hadits ini merupakan riwayat Ahmad dalam Musnadnya;

At-Tirmidzi dalam Jami*nya; dan Al Hakim dalam A/ Mustadrak
vang bersumber dari Abu Ayyub Al Anshari .

Para ulama dalam kasus ini berbeda pendapat dalam dua
hal: tentang waktu bolehnya memisahkan dan hukum jual beli
tersebut ketika terjadi. Mengenai hukum jual beli tersebut, Malik
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berpendapat: Jual belinya fasakh. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah
berpendapat: Jual belinya tidak fasakh, namun pembeli dan
penjual berdosa. Penyebab perbedaan pendapat ini adalah
masalah; apakah larangan tersebut berkonsekuensi terhadap
rusaknya objek yang dilarang, jika diakibatkan oleh alasan
eksternal.

Mengenai waktu peralihan dari larangan kepada hukum
boleh, Malik menerangkan, bahwa batasan bolehnya menjual
budak dari ibunya vaitu ketika giginya telah tanggal. Asy-Syafi’i
berpendapat: Batasnya tujuh atau delapan tahun. Al Auza'i
menyatakan: Batasnya di atas sepuluh tahun, vaitu ketika dia
dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak tergantung lagi pada
ibunya.

Bahasan di atas dianalogkan dengan kasus jual beli yang
mengandung tipuan yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang,
apakah jual beli tersebut fasakh atau tidak? Menurut pendapat
masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i, bahwa jual beli dalam praktik
ini tidak fasakh. Abdul Wahhab berpendapat: Jika tipuan tersebut
melebihi sepertiga barang, maka dia wajib dikembalikan. Pendapat
ini diriwayatkan dari sebagian murid Imam Malik.

Khiyar yang diberikan oleh Rasulullah @& kepada pemilik
barang yang didatangkan dari luar negeri (impor), adalah saat dia
memperolehnya di luar kota, ini merupakan dalil dalam
mempertimbangkan tipuan dalam jual beli. Demikian pula
kebijakan beliau terhadap Mugidz bin Hibban yang memberinya
khivar selama tiga hari, berdasarkan informasi, bahwa Muqidz
telah melakukan penipuan dalam jual beli.

Sejumlah kalangan salaf generasi awal berpendapat:
Hukum anak (budak) dalam kasus ini sama dengan hukum ibunya
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(oudak perempuan). Satu kaum memberlakukan hal ini dalam
kasus jual beli budak yang bersaudara. Demikian keterangan yang
dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam Bidavah A/ Mujtahid dan
Nihayah Al Mugtashid.

Ibnul Arabi setelah memaparkan penjelasan Malik @&
bahwa najasy adalah “Membayar dengan harga lebih tinggi dari
harga barang tanpa bermaksud membeli, agar calon pembeli
terbujuk mengikutinya,” beliau menulis:

Pendapat vang kuat menurutku, apabila pelaku najasy
memberi tahu harga barang sebenamya dan melaporkan penipuan
vang dilakukan pemiliknya, dia mendapat pahala dan pembeli
tidak berhak khivar. Al Khirasyi berpendapat, di daerah Kutubiyin
Tunisia, terdapat seorang pria yang terkenal sangat shaleh dan
menguasai berbagai kitab. Dia mengungkap dua makna dari
redaksi yang disusun untuk merujuk pada satu makna, tanpa
bermaksud untuk membeli.

Praktik ini diperbolehkan menurut penafsiran Malik. fonul
Arabi memilih pendapat ini, dimana ini bukan menurut zhahir
penafsiran Al Maziri. Selanjutnya, praktik tersebut juga merujuk
pada orang yang tidak memberikan tambahan harga, sebab
larangan pendapat zhahir terhadap pendapat mayoritas ulama.
Bolehnya praktik di atas berdasarkan dalil pendapat Malik:

Anjuran praktik ini sejalan dengan pendapat Ibnul Arabi.
Tonu Abdus Salam menyanggah pendapat ini, yaitu bahwa hal ini
jika pelaku najasy tidak bermaksud membeli karena dia telah
merusak harta pembeli. Jika tidak demikian, maka dia tidak
dikategorikan sebagai najisy. '

Al Khirasyi menerangkan, /lam pada kata /[yughirra
menunjukkan arti “tujuan,” sedangkan pada kata a/ ma al
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berfungsi sebagai “alasan.” Larangan ini bertalian dengan pihak
penjual, jika dia mengetahui keberadaan najisy. Jika dia tidak
mengetahui najisy, maka larangan ini hanya bertalian dengan
pelaku najasy.

Selanjutnya, jika penjual mengetahui keberadaan najisy
namun tidak mengingkari dan tidak mencegahnya, maka pembeli
berhak mengembalikan barang yang dijual secara mutlak. Apabila
barangnya masih utuh, pembeli mengembalikan zatnya. Jika dia
telah rusak, pembeli mengembalikan harga barang tersebut sesuai
dengan harga yang berlaku kepada hari serah terima. Pembeli
boleh mengacu pada harga yang disebutkan oleh pelaku najasy.
Jadi, pemvataan, “Jika barang tersebut rusak, pembeli
mengembalikan harganya,” bukan berarti dia wajib melakukan itu,
melainkan jika dia menghendakinya.

Asy-Syirazi & menyatakan: Pasal: Membeli atas
pembelian orang lain hukumnya haram. Praktiknya,
seseorang menghampiri orang yang menjual sesuatu
pada masa khiyar, lalu berkata, “Batalkan jual beli itu.
Aku akan membelinya dengan harga yang lebih
menarik dari tawarannya, sekian.” atau penjual berkata

“Aku akan menjual barang yang sama padamu dengan
harga lebih murah.”

Demikian ini berdasarkan keterangan yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah # bahwa Nabi &

bersabda, 451 i J& 149 43 Y “Seseorang tidak boleh

menjual atas penjualan saudaranya.”
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Di samping itu, praktik ini mengandung unsur
kerusakan dan bujukan, sehingga dia tidak
diperbolehkan  melakukannya.  Apabila  pembeli
menerima barang dari si penjual; dan jual belinya
fasakh, dimana pihak lain membeli barang itu, maka
jual beli ini sah, sebagaimana alasan yang telah kami
kemukakan dalam kasus najasy.

Penjelasan Redaksional:

Hadits Abu Hurairah berkualitas muttafag alaih. Redaksi
hadits ini dari An-Nasa "i melalui jalur periwayatan Ibnu Umar yang
berbunyi,

JAJJ\C\ZL 25 L ngl.o(.{.b-\

“Jangalah seorang dari kalian menjual atas penjualan
saudaranya, sebelum dia membeli atau meninggalkannya.”

Dalam riwayat Ahmad yang bersumber dari Ibnu Umar
disebutkan dengan redaksi,
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“Janganlah seorang dari kalian menjual atas penjualan
saudaranya, dan jangan meminang atas pinangan saudaranya
kecuali jika dia mengizinkannya.”
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Beberapa hadits tentang larangan di atas disebutkan secara
berurutan oleh Abu Hurairah seperti yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari dan Muslim; dan juga diriwayatkan dari Ugbah bin Amir
yang dikemukakan oleh Muslim.

Redaksi, ‘ci Y,” kebanyakan redaksi yang ada menetapkan

huruf Ya. Jadi hurf “Laa” dalam frase ini berbentuk /a nafiah.
Sedangkan pengecualian dalam hadits di atas mungkin sebagai
pengecualian dari dua hukum tersebut; bisa juga diartikan dengan
pengkhususan terhadap praktik yang paling baik. Perbedaan
pendapat dalam kasus ini dan penjelasan pendapat yang rajih telah
terpenuhi dalam dalil ushul.

Mengenai pengkhususan praktik ini, diperkuat oleh riwayat
Al Bukhari sebagaimana telah kami kemukakan di depan.

Kalimat “Dan janganlah meminang...dan seterusnya,”

penjelasan tentang lamaran akan dipaparkan dalam pembahasan
nikah. Insya Allah.

Hukum: Menurut kami, menawar atas tawaran orang lain,
dan menijual atas penjualan orang lain hukumnya adalah haram, ini
berdasarkan kesepakatan para sahabat. Yang juga termasuk ke
dalam kategori “saudaranya” adalah seluruh kaum muslimin dan
ahli dzimah, melalui metode dominasi (faghallub).

Para ulama menyatakan: Seandainya seorang pria ahli kitab
meminang wanita ahli kitab, maka sesuai konsekuensi larangan ini,
seorang muslim tidak boleh meminang wanita tersebut. Abu
Hanifah memakruhkan praktik ini sebagai makruh tahrim
sekalipun pinangannya sah, Abu Hanifah juga mengeluarkannya
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dari hukum rusak berikut keterlibatannya dalam hukum larangan
syara’dan dosa.

Praktik ini berada di bawah status rusak, ditinjau dari
keabsahan dan tidak adanya status fasid. Sebab, larangan tersebut
meninjau makna yang bersebelahan dengan jual beli, dimana itu
tidak terkait langsung dengan inti jual beli, tidak pula dengan
syarat-syarat keabsahan jual beli. Praktik demikian tidak
berkonsekuensi terhadap rusaknya akad, melainkan hanya
berdampak pada hukumnya yang menjadi makruh, seperti
keterangan vang terdapat di dalam Ad-Durr Al Muhtaar. Masih
menurut keterangan vang sama, jual beli tersebut tidak
menyebabkan fasakhnya akad. Pihak pembeli berhak memiliki
barang yang dijual sebelum serah terima, dan dia wajib membayar
harga, bukan nilai barang tersebut.

Akan tetapi, dalam An-Nahr wa An-Nihaayah disebutkan
bahwa, fasakhnya jual beli tersebut jelas wajib bagi kedua belah
pihak, hal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari hal-hal yang
tidak diinginkan. Dimana pemberi komentar buku ini sependapat
dengan hal tersebut.®

Ada juga redaksi hadits, “Menawar atas tawaran pihak lain,
begitu pula membeli atas pembelian pihak lain,” riwayat tersebut
terdapat dalam Ash-Shahihain yang bersumber dari hadits Tbnu
Abbas, dimana disebutkan di dalamnya,

4
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8 Jbnu Abidin, jilid 4, him. 131-132.
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“Rasulullah € melarang mencegat rombongan dagang, dan
orang kota menjual dagangan kepada orang pedalaman.”

Sementara itu, dalam Shahih Al Bukhari, Sunan Abi Daud,

dan An-Nasa ‘i dari hadits Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah
& bersabda,
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“Jangan kalian mencegat rombongan dagang untuk
melakukan jual beli; jangan sebagian kalian menjual atas penjualan
sebagian yang lain; jangan kalian lakukan najasy; orang kota tidak
boleh menjual kepada orang pedalaman; dan jangan menjual
kambing musharrat. Siapa saja yang membelinya, dia berhak atas
dua pertimbangan vang terbaik setelah memerahnya. Jika dia
suka, dia boleh mempertahankannya; jika tidak suka, dia boleh
mengembalikannya berikut satu sha kurma.”

Ionu Abidin menjelaskan: Praktik menawar atas tawaran
pihak lain, vaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah
menyepakati satu harga dan telah setuju dengannya, lalu datang
pihak lain menyerahkan harga yang lebih tinggi atau harga yang
sama kepada pemilik barang.

Sedangkan ilustrasi membeli atas pembelian pihak lain
vaitu, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah menyepakati
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satu harga, lalu pihak lain berkata, “Aku akan menjual barang
vang sama dengan harga yang lebih murah dari itu.”

Kalimat “Dalam Ad-Durr Al Mukhtar,” bahkan menambah
penolakan calon pembeli. Tbnu Abidin menulis dalam Radd A/
Mukhtarr  “Karena menawar atas tawaran orang lain
mengakibatkan penolakan dan bahaya. Akibat ini semakin besar
jika dilakukan pada penawaran saudaranya. Dia menyatakan
padaku, seperti pertanyaannya tentang ghibah: “Menceritakan apa
yang dibenci oleh saudaramu,” karena telah jelas bahwa, meng-
ghibah ahli dzimmi juga dilarang.

Telah diriwayatkan bahwa, :\-;,1 o Vg 1538 :,;J\ &

“Nabi & pernah menjual cawan dan alas pelana kepada orang
yang membayar dengan harga lebih.”

Hadits ini diriwayatkan oleh para periwayat sunan yang
empat dalam sebuah hadits panjang yang tercantum dalam A/ Fath
Al Baari. Dalam A/ Mishbah disebutkan: Hils adalah alas yang
dipasang di atas punggung unta tepat di bawah pelana, bentuk
jamaknya ahlas, seperti kata himfahmal. Hils juga dapat diartikan
karpet yang dipasang di lantai rumah.

Asy-Syirazi @& menyatakan: Pasal: Haram
hukumnya mempengaruhi penawaran saudaranya.
Praktiknya vaitu: Seseorang menghampiri orang lain
yang sedang menawar dagangan dengan harga tertentu
lalu dia menawarnya dengan harga yang lebih tinggi
agar orang tersebut mau membelinya. Praktik lainnya
seperti: Seseorang membawa barang yang sama kepada
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seorang pembeli dengan harga yang lebih rendah atau
barang yang lebih bagus dengan harga yang sama.

Larangan praktik ini berdasarkan keterangan
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah &, bahwa Nabi &

bersabda, 4 pae & 3 Y3 st ahs S Chig Y
“Seseorang tidak boleh meminang atas pinangan
saudaranya; dan tidak boleh menawar atas penawaran
saudaranya.” Di samping itu, tindakan seperti ini juga
merusak dan praktik najasy. Jadi, hukumnya tidak halal.

Sementara jika seseorang mendatangi penjual lalu
meminta dagangan namun dia tidak menyanggupinya,
maka pihak lain boleh memintanya, karena dia tidak
termasuk ke dalam penawaran pihak lain.

Apabila pembeli meminta kepada pihak penijual,
lalu dia diam, tanpa menyebutkan penolakan atau
penerimaan, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat
Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Haram.

Pendapat Kedua: Tidak haram, seperti dua
pendapat dalam kasus melamar wanita yang telah
dilamar saudaranya.

Sedangkan orang yang menawarkan barang
dagangan dalam sebuah pelelangan, bagi orang yang
mau boleh menawar dan menambah harganya. Hal ini
berdasarkan keterangan dari Anas #, dari seorang pria
Anshar, bahwa dia dan keluarganya mengalami kondisi
yang amat sulit. Orang ini menemui Rasulullah €& dan
menuturkan kondisi tersebut kepada beliau. Nabi g
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menjawab, “Aku tidak punya apa pun. Pulanglah lalu
berikan padaku apa yang engkau miliki.”

Dia pun pulang lalu datang kembali dengan
membawa alas pelana dan wadah, lantas berkata,
“Wahai Rasulullah, ini ada permadani dan wadah.”
Nabi menawarkan, “Siapa yang akan membeli
permadani dan wadah ini?.” “Aku mau membelinya
dengan harga satu dirham,” pinta seseorang. “Siapa
yang berani membeli dengan harga lebih dari satu
ditham?” tawar beliau lagi. Orang-orang terdiam.
“Siapa yang berani membeli dengan harga lebih dari
satu dirham?” tawar beliau lagi. Seseorang berkata,
“Aku membelinya dengan harga dua dirham.” Nabi
bersabda, “Dua barang ini milikmu.” Rasulullah

kemudian bersabda, 3f @55k 83 ol BN Y hed Y e &
c“uf’ e i ‘é.’u b “Permintaan hanya dihalalkan bagi

tiga orang: penanggung dam yang sakit, orang yang
sangat miskin, atau penghutang yang parah.”

Jual beli secara lelang tidak ditujukan kepada satu
orang tertentu, hal ini tidak mengakibatkan najasy dan
kerusakan.

Penjelasan Redaksional:

Hadits Abu Hurairah & diriwayatkan oleh Muslim, dengan
redaksi:
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“Janganlah  seseorang meminang alas pinangan
saudaranya; jangan menawar atas tawaran saudaranya. Seorang
perempuan tidak boleh dinikahi untuk menikahi ‘amahnya
(saudara perempuan bapak), tidak pula karena untuk menikahi
khalahnya (saudara perempuan ibu). Seorang perempuan tidak
boleh mengajukan thalak atas saudari perempuannya untuk
mencukupi nampannyva dan agar dia menikahi (mantan suami
saudaranya). Sungquh, baginva apa vang telah ditetapkan oleh

Selanjutnya, mengenai hadits Anas, itu diriwayatkan oleh
Ahmad dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilainya hasan. Beliau
berkomentar, kami hanya mengetahui hadits tersebut dari riwayat
Al Akhdhar bin Ajlan dari Abu Bakar Al Hanafi. Abu Daud dan
An-Nasa i juga meriwayatkan hadits yang sama.

Ibnu Al Qaththan menilai i/at hadits ini karena latar
belakang Abu Bakar An-Hanafi yang tidak diketahui. A/ Hanafi di
sini adalah nisbat kepada Banu Hanifah, bukan penisbatan kepada
madzhab Hanafi. Beliau mengutip dari Al Bukhari, bahwa dia
menilai hadits ini tidak shahih.
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Menurut Abu Daud dan Ahmad, redaksi hadits tersebut
berbunyi:
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“Nabi g melelang wadah dan alas pelana kepada sebagian
sahabatnya. Seseorang berkata, “Aku beli keduanya dengan harga
satu ditham.” Kemudian, orang lain menawar, “Aku beli dengan
harga dua dirham.”

Dalam hadits ini mengindikasikan bahwa, meminta hanya
diperbolehkan bagi tiga orang.

Kata hils, alas tipis yang dipasang di bawah pelana unta.
Demikian dikemukakan oleh Al Jauhari. His juga berarti
permadani, seperti tercantum dalam hadits, “Jadilah seperti
permadani rumahmu sebelum datang padamu tangan yang
berbuat dosa atau kematian vang memutuskan.” Begitu pula
riwayat dalam An-Nihayah yang bersumber dari Ibnu Al Atsir,
“Siapa yang mau membayar dengan harga lebih?” Riwayat ini
mengindikasikan sifat jual beli yang dipraktikan oleh Nabi &.

Al Bukhari meriwayatkan dari Atha’, dia menyatakan, “Aku
mendapati orang-orang tidak mempermasalahkan jual beli barang
rampasan perang kepada orang yang membayar lebih.” Ibnu Abu
Syaibah memaushulkan riwayat ini dari Atha’ dan Mujahid.

Tonu Abi Syaibah dan Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari
Mujahid, dia berkata: “Tidak masalah menjual barang kepada
orang yang membayar dengan harga lebih tinggi.” Demikian cara
penjualan (secara lelang) seperlima harta rampasan perang.
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At-Tirmidzi berkomentar setelah mengemukakan hadits
Anas tersebut, “Mengamalkan praktik ini —yaitu menjual harta
rampasan perang dan warisan kepada orang yang menawar
dengan harga tertinggi— menurut sebagian ahli ilmu tidak masalah.

Ibnul Arabi mengatakan: Legalitas lelang rampasan perang
dan warisan secara khusus tidak memuat pesan apa pun, karena
ini tercakup dalam satu bahasan, sedang dia memiliki pengertian
vang musytarak.

Imam Asy-Syaukani menuturkan: Bisa jadi para ulama yang
menjadikan tambahan yang dikemukakan oleh Ibnu Khuzaimah,
Ibnul Jarud, dan Ad-Daruquthni sebagai batasan hadits Anas
tersebut. Akan tetapi, beliau tidak meriwayatkan bahwa wadah dan
alas pelana yang dijual kepada Nabi ¢ merupakan warisan atau
rampasan perang.

Jadi, praktik ini secara zhahir diperbolehkan secara mutlak,
karena alasan tersebut di atas (warisan atau ghanimah), atau
menganalogikan barang lain pada dua jenis barang tersebut.
Penyebutan dua barang ini seperti mengemukakan objek yang
mayoritas diperjualbelikan secara lelang. Di antara ulama yang
memperbolehkan lelang secara khusus untuk warisan dan
ghanimah adalah Al Auza’i dan Ishaq.

Asy-Syaukani @ kemudian menambahkan, diriwayatkan
dari An-Nakha’i, bahwa beliau memakruhkan jual beli secara lelang

(muzayadah). Beliau berhujjah dengan hadits Jabir yang tercantum
dalam Ash-Shahih, bahwa Rasulullah & menawarkan seorang

budak mudabbar, “Siapa vang akan membelinya dariku?” Na'im
bin Abdullah lalu membelinya seharga 800 dirham.

Al Isma’ili menyanggah pendapat An-Nakha'i, menurutnya
riwayat tentang penjualan budak mudabbar ini tidak dikategorikan
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sebagai lelang. Sebab, jual beli muzayadah (lelang) dipraktikkan jika
seseorang menawar dengan harga tertentu, kemudian orang lain
menawarnya dengan harga yang lebih tinggi. Benar, bisa saja An-
Nakha’i berargumen dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Al
Bazzar dari hadits Sufyan bin Wahab, dia menyatakan, “Aku
mendengar Nabi & melarang jual beli muzayadah.” Akunya,
dalam sanad hadits ini terdapat Ibnu Lahi’ah. Dia periwayat yang
dha’if

Redaksi, “Janganlah menawar.” llustrasinya, seseorang
telah mengambil sesuatu untuk dibeli, lalu pemilik barang berkata,
“Kembalikan, aku akan menjual barang yang lebih bagus darinya
dengan harga yang sama.” Atau calon pembeli berkata kepada
pemilik, “Dia meminta untuk mengembalikan barang itu, agar aku
membeli barang vang lebih banyak darimu.” Praktik ini dilarang
jika kedua belah pihak telah menyepakati harga barang dan sudah
saling cocok.

Apabila jual beli ini dilakukan secara lugas (fashrif), Tonu
Hajar menyatakan dalam Fath A/ Baari bahwa ulama sepakat
mengenai keharaman praktik ini. Jika dia dipraktikkan secara
zhahir, maka dalam madzhab terdapat dua pendapat:

bnu Hazm mengemukakan, redaksi hadits ini tidak
mengindikasikan pensyaratan rukun. Penafsiran demikian haruslah
disertai unsur penjelas mengenai keharaman penawaran tersebut,
mengingat penawaran objek yang dijual kepada pihak yang mau
membayar dengan harga lebih tidak diharamkan, sesuai
kesepakatan ulama. Tambah [onu Hazm.

Demikian juga yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam A/
Fath dari Tbnu Abdul Barr. Jadi, penawaran yang diharamkan itu
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adalah penawaran yang mengandung unsur tambahan yang tidak
wajar.

Sementara ilustrasi menjual atas penjualan orang lain dan
membeli atas pembelian orang lain vyaitu, seseorang berkata
kepada orang yang sedang membeli barang kepada masa khivar,
“Batalkan akadmu, aku menjualnya dengan harga vang lebih
murah.” Atau seseorang berkata kepada penjual, “Batalkan
akadmu, aku akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.”
Ibnu Hajar berpendapat dalam Fath A/ Baari, bahwa pendapat ini
telah disepakati oleh ulama.

Ulama madzhab kami (Asy-Syafi'i) mensyaratkan
keharaman praktik ini jlka pembeli mengalami kerugian yang
besar. Jika tidak demikian, maka praktik menjual atas penjualan
orang lain dan menawar atas tawaran orang lain hukumnya boleh,

berdasarkan hadits, &swa 2331 “Agama adalah nasihat.”

Pendapat di atas ditanggapi dengan: bahwa nasihat itu
tidak dibatasi dalam soal membeli atas pembelian orang lain dan
menawar atas tawaran orang lain, karena bisa saja calon pembeli
telah mengetahui harga barang tersebut sekian, sehingga dia dapat
menggabungkan dua kemaslahatan. Demikian keterangan dalam
Al Fath.

Asy-Syaukani menuturkan: Aku tahu hadits-hadits tentang
nasihat secara mutlak lebih umum dari hadits-hadits yang
memutuskan keharaman berbagai ragam jual beli. Karena itu, dalil
yang umum merujuk pada dalil yang khusus.

Para ulama berbeda pendapat soal keabsahan jual beli
tersebut. Jumhur ulama berpendapat jual beli ini sah namun
pelakunya berdosa. Kalangan ulama madzhab Hanbali dan Maliki
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berpendapat: Jual beli ini batal, dalam salah satu dari dua riwayat
mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Tbnu Hazm dalam A/
Muhalla dan Tbnu Taimiyyah dalam Fatawa Al Kubra. Perbedaan
tersebut merujuk pada kaidah yang ditetapkan dalam ushul, bahwa
larangan yang berkonsekuensi pada pembatalan akad adalah,
larangan terhadap sesuatu karena zatnya, juga karena sifat yang
lazim, bukan karena unsur eksternal.

Asy-Syirazi & mengemukakan: Pasal: Orang kota
tidak boleh berjualan kepada orang pedalaman.
Praktiknya, seseorang datang di suatu daerah dengan
membawa barang untuk diperdagangkan, sementara
penduduk di daerah tersebut membutuhkannya. Jika dia
menjual barang itu, kondisi mereka akan membaik;
sebaliknya jika tidak menjualnya, akan mengalami
kesulitan. Tidak berselang lama datanglah makelar lalu
berkata, “Jangan anda jual sebelum aku menjualnya
padamu sedikit demi sedikit. Aku akan menaikkan
harganya.”

Pelarangan praktik jual beli di atas berdasarkan

keterangan vang diriwayatkan oleh Ibnu Thawus dari
bapaknya, dari Ibnu Abbas &, dia berkata: Rasulullah

# bersabda, 34 o\ ad Y “Orang kota tidak boleh

menjual kepada orang pedalaman.” Aku berkata:
“Mengapa orang kota tidak boleh berjualan kepada

orang pedalaman?” Nabi bersabda, '3 Y Je ad !
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akan mengaruniai rezeki sebagian dari sebagian yang
lain.”

Jika si pedagang menyalahi aturan ini, dan dia
menjual barang tersebut kepada makelar, maka jual beli

ini sah, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan
dalam najasy.

Apabila daerah tersebut sangat luas, di mana
tanpa jual beli ini tidak akan mempersulit penduduknya,
di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Jual beli ini tidak
diperbolehkan berdasarkan hadits di depan.

Pendapat Kedua: Diperbolehkan karena larangan
ini dikeluarkan untuk menghindari kondisi yang tidak
diinginkan oleh penduduk setempat, sementara dalam
kasus ini tidak ada unsur bahaya.

Penjelasan Redaksional:
Hadits bonu Thawus bersumber dari bapaknya, dari bnu

Abbas &, bahwa Rasulullah @ ...dan seterusnya. Hadits ini
diriwayatkan oleh sekelompok ulama selain At-Tirmidzi.

Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan: Thawus
menuturkan: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang maksud
pernyataan “Orang kota kepada orang pedalaman”? Ibnu Abbas
menjawab, “Dia bukan makelar.”

Redaksi “Orang kota kepada orang pedalaman.” A/ Hadhir,
orang vang tinggal di kota, sedangkan A/ Badi, orang yang
bertempat tinggal di pedalaman.
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Dalam A/ Qamus disebutkan, kata hadhir, hadhirah, dan
hadharah merupakan lawan kata dari badiah (pedalaman). A/
Hadharah, tinggal di perkotaan. 7abadda, bermukim di
pedalaman. Orang yang tinggal di pedalaman bentuk nisbatnya
badaawi dan badawi. Kalimat bada algaum, artinya “mereka
keluar menuju pedalaman”.

Hadits Jabir diriwayatkan oleh sekelompok ulama selain Al
Bukhari. Dalam Musnad Ahmad dari jalur riwayat Atha’ bin As-
Sa’ib, dari Ukaim -atau Ibnu Abu Yazid-, dari bapaknya: Bapakku
menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah € bersabda,
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“Tinggalkan orang-orang, Allah akan mengaruniai rezeki
sebagian mereka dari sebagian vang lain. Jika seseorang meminta
nasihat maka hendaklah dia dinasihati.”

Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihagi dari hadits Jabir,
sama dengan riwayat ini.

Asy-Svafi'i dalam A/ Umm setelah mencantumkan dua
hadits (hadits Ibnu Umar dan hadits Jabir) mengemukakan:
Larangan orang kota menjual barang kepada orang pedalaman
tidak punya penjelasan khusus, selain alasan bahwa penduduk
pedalaman tidak mengenal kondisi pasar. Di samping itu
penduduk setempat tentu membutuhkan barang yang mereka
perdagangkan, dan menganggap berat dengan kondisi tersebut.
Jadi, penduduk kota lebih dekat berbelanja barang yang sudah
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tersedia di sana, tanpa perlu ke pasar. Karena itu, mereka
mendapat dispensasi untuk membeli barang tersebut.

Penduduk kota dilarang menjual barang kepada penduduk
pedalaman supaya tidak menyebabkan terputusnya rezeki yang
diharapkan oleh pembeli dari kalangan penduduk kota, mengingat
harga barang dalam negeri jauh lebih murah.

Singkat kata, siapa pun penduduk kota yang menjual
barang kepada orang-orang pedalaman, dia telah bermaksiat, jika
mengetahui hadits di atas. Sekalipun, jual beli yang dilakukan
mengikat kedua belah pihak tidak batal, berdasarkan indikasi
hadits tersebut. Sebab, seandainya jual beli ini batal, penjualan
yang dilakukan oleh penduduk kota kepada penduduk pedalaman
hanya berdampak kerugian bagi orang pedalaman, karena dia
harus menahan barang dagangannya.

Barang ini tidak boleh dibeli oleh pihak lain sebelum aset
tersebut dikuasai oleh dirinya atau oleh orang pedalaman lain yang
berwenang menjualnya. Akibatnya, barang tersebut sulit terjual.
Kondisi demikian pasti mengurangi rezeki calon konsumen yang
ingin membelinya dengan harga murah, karena dia sepi pembeli,
dalam kasus pertama: penolakan jual beli dan kelengahan oleh
pedalaman lainnya.

Artinya, dalam kasus ini tidak terdapat pesan vyang
mencegah sebagian orang memberikan keuntungan kepada yang
lain, sehingga praktik tersebut tidak diperbolehkan. Hanya saja,
seperti aku kemukakan, jual beli yang dilakukan oleh orang kota
kepada orang pedalaman diperbolehkan, tidak ditolak; dan orang
kota menjadi pihak yang dilarang. Wallahu a’lam.

Asy-Syaukani berpendapat: Beberapa hadits dalam pasal ini
mengindikasikan, bahwa orang kota tidak boleh menjual kepada
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orang pedalaman, tanpa membedakan suku pedalaman dekat atau
suku asing, baik kepada saat harga tinggi maupun tidak, baik
barang dagangan ini dibutuhkan oleh penduduk setempat maupun
tidak dibutuhkan, dan baik penjualan ini terjadi sekaligus maupun
secara bertahap.

Ulama madzhab Hanafi menyatakan: Larangan jual beli
tersebut hanya berlaku pada saat harga tinggi dan barang
dagangan dibutuhkan oleh penduduk kota.

Ulama madzhab Asy-Syafi’'i senada dengan ulama Hanbali,
bahwa jual beli yang dilarang vaitu jika seorang pedagang datang
ke suatu daerah dengan tujuan menjual komoditas sesuai harga
saat itu secara tunai, lalu penduduk setempat mencegatnya dan
menawarkan, “Biar aku vyang menjualnya untukmu secara
bertahap dengan harga yang lebih tinggi darinya.”

Al Hafizh Tonu Hajar dalam Fath Al Bari mengemukakan,
bahwa para ulama mengaitkan hukum larangan jual beli ini dengan
keberadaan orang pedalamaan dan golongan yang semakna
dengannya. Penyebutan “orang pedalaman” dalam hadits ini
menurut mereka, karena itu kondisi yang mayoritas terjadi.
Penduduk kota yang tidak mengetahui harga dalam hal ini dapat
dianalogikan dengan orang pedalaman.

Lain halnya dengan ulama fikih Maliki yang menjadikan
status “warga pedalaman” sebagai batasan. Diriwayatkan dari
Malik, dalam kasus ini, hanya orang yang memiliki keserupaan
dengan sifat-sifat orang pedalaman yang dapat dianalogikan
dengannya. Sementara penduduk desa yang mengetahui harga
barang dan mengenal pasar tidak tergolong ke dalam kalangan
pedalaman.
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jumhur, bahwa larangan
dalam hadits ini dimana berkonsekuensi pengharaman jika penjual
mengetahuinya, barang yang diperjualbelikan dibutuhkan oleh
orang banyak, dan orang pedalaman tidak menawarkannya
kepada orang kota.

Masih belum jelas apakah pengkhususan dalil umum seperti
dalam beberapa kasus ini termasuk takhshih hanya berdasarkan
istinbath atau bukan? Ibnu Dagiq Al Id memaparkan masalah ini
secara spesifik. Kesimpulan yang bisa ditarik dari paparan beliau
adalah, boleh mengkhususkan dalil umum hanya berbekal
istinbath, jika pesan suatu dalil jelas, bukan dalil yang masih samar.

Mengigat Asy-Syaukani & termasuk mujtahid yang sangat
jeli, beliau masih ragu untuk menerima kaidah yang dirumuskan
oleh jumhur ini. Beliau mengemukakan, merujuk pada redaksi
lebih utama. Akan tetapi, istinbath mana vang tidak akan

menenangkan orang yang khawatir terhadap pengkhususan secara
mutlak.

Asy-Syaukani melanjutkan, tetap merujuk pada zhahir nash
itu lebih tepat. Jadi, jual beli yang dilakukan orang kota kepada
orang pedalaman hukumnya haram secara umum, baik itu dengan
imbalan maupun tanpa imbalan.

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa larangan ini diarahkan
kepada jual beli dengan imbalan, bukan tanpa imbalan, karena dia
bagian dari bab tentang nasihat.

Diriwayatkan dari Atha®, Mujahid, dan Abu Hanifah
bahwa, jual beli yang dilakukan orang kota kepada orang
pedalaman diperbolehkan secara mutlak. Mereka berpedoman
pada beberapa hadits tentang nasihat.
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Pendapat yang sama diriwayatkan dari Al Hadi. Mereka
menyatakan, beberapa hadits dalam bab ini telah dinasakh.
Kalangan ini berdalih, bahwa praktik ini boleh dengan
menggivaskan kasus tersebut dengan perwakilan orang pedalaman
kepada orang kota. Perwakilan tersebut diperbolehkan.

Asy-Syaukani berulang kali menyanggah pendapat di atas
dengan pernyataan, rujukan mereka dengan hadits-hadits tentang
nasihat kurang tepat, karena hadits tersebut terlalu umum yang
masih dapat di-fakhshih dengan beberapa hadits lainnya.

Asy-Syaukani melanjutkan, apabila dikatakan, antara hadits
tentang nasihat dan hadits kepada bab ini punya pesan umum dan
pesan khusus dari satu perspektif, karena jual beli yang dilakukan
penduduk kota kepada penduduk pedalaman terkadang tidak atas
dasar nasihat. Oleh karena itu, di sini membutuhkan fazih secara

eksternal, seperti mekanisme farih antara dua dalil umum yang
kontradiksi.

Tanggapan pemnyataan di atas, bahwa yang dimaksud
dengan jual beli yang dilakukan penduduk kota kepada penduduk
pedalaman, yang kami kategorikan sebagai dalil yang lebih khusus
secara mutlak adalah, jual beli sesuai aturan syara* Transaksi
seorang muslim dengan muslim lain yang telah dijelaskan oleh
Rasulullah kepada umatnya. Transaksi tipuan dan rekayasa tidak
masuk dalam referensi jual beli secara syar’ ini. Seperti halnya jual
beli riba dan transaksi lain yang tidak halal secara syara’.

Jadi, praktik jual beli ini (orang kota kepada orang
pedalaman) dengan asumsi bukan jual beli secara syar, tidak lebih
umum dari satu perspektif, sehingga perlu mencari dalil yang me-
rajitkan antara dua dalil umum yang ada. Sebab, dia bukan jual
beli secara syara’
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Tanggapan atas klaim penasakhan hadits. Nasakh ini hanya
sah jika mujtahid mengetahui dalil yang menasikh muncul
belakangan. Ternyata, dalil tersebut tidak diriwayatkan. Asy-
Svaukani menolak dalil qgiyas, karena kehujahannya untuk
menyanggah dalil nash tidak benar.

Selanjutnya beliau memposisikan hukum penjualan ini
seperti hukum pembelian berdasarkan keterangan vang
diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam Shahifnya, dari Tonu Sirin,
dia menuturkan: Aku bertemu dengan Anas bin Malik. Aku
berkata, “Penduduk kota tidak boleh berjualan kepada penduduk
pedalaman.” Anas bertanya, “Apakah kalian melarang mereka
menjual atau membeli?”. Muhammad menjawab, “Ya! memang
benar.” Kalimat ini singkat namun berisi.

Asy-Svyafi'i & yang mengesahkan jual beli yang dilakukan
orang kota kepada orang pedalaman namun pelakunya berdosa;
berdasarkan dalil hadits itu sendiri, tanpa argumen qiyas atau
indikator lain. Beliau mengemukakan, siapa pun orang kota yang
berjualan kepada orang pedalaman dia telah bermaksiat, jika
mengetahui hadits ini. Jual beli tersebut mengikat dua belah pihak,
tidak batal, sesuai dalil hadits tersebut. Sebab, seandainya jual beli
ini batal, penjualan yang dilakukan oleh penduduk kota kepada
penduduk pedalaman hanya berdampak kerugian bagi orang
pedalaman, sebab orang pedalaman harus menahan barang
dagangan itu.

Demikian keterangan dalam A/ Umm, seperti yang telah
dikutip sebelumnya.

Ibnu Rusyd dalam Bidayah Al Mujtahid mengemukakan,
mengenai larangan Rasulullah terhadap jual beli yang dilakukan
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orang kota kepada orang pedalaman, para ulama berbeda
pendapat dalam mengartikannya.

Sejumlah ulama menyatakan, penduduk kota tidak boleh
menjual barang dagangan kepada penduduk pedalaman. Berbeda
halnya dengan orang kota yang membelikan barang untuk orang
pedalaman, sebagian ulama memperbolehkannya. Pendapat ini
didukung oleh Ibnu Habib. Sebagian ulama yang lain melarangnya.

Sebuah pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Habib
menyebutkan, penduduk desa tidak boleh berjualan kepada
masyarakat yang nomaden. Asy-Syafii dan Al Auza’i
mengemukakan pendapat yang serupa dengan Malik.

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi menyatakan: Tidak
masalah orang kota berdagang kepada orang pedalaman, asalkan
dia memberitahu harga barang sebenamya. Namun, Malik
memakruhkan praktik tersebut. Maksudnya, orang kota ini
menginformasikan harga yang sebenarnya kepada orang
pedalaman. Al Auza'i memperbolehkan jual beli ini.

Para ulama vang melarang praktik ini sepakat, tujuan
pelarangan tersebut vaitu meringankan penduduk kota bahwa
karena pengadaanv segala sesuatu bagi penduduk pedalaman jauh
lebih mudah dibanding penduduk kota. Harga barang bagi mereka
jauh lebih murah, bahkan sebagian besar gratis, tanpa harus
membayar. Seolah mereka berpendapat, orang kota makruh
menasihati orang pedalaman. Pernyataan ini kontradiksi dengan

sabda Rasulullah 2, ién,a:“ 2,1331 “Agama adalah nasihat.”

Berpedoman  kepada  hadits  tersebut, Abu  Hanifah
memperbolehkan jual beli ini.
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Sementara itu, hujah jumhur ulama adalah hadits Jabir
vang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Jabir menuturkan:

e, ).‘n

Rasulullah ) bersabda, 428 41 353 w1 1333 2 50l 33 ¥
X s “Orang kota tidak boleh berjualan kepada orang

pedalaman. Biarkan orang-orang vang Allah akan mengaruniai
rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain. ”

Tambahan redaksi ini hanya diriwayatkan oleh Abu Daud,
menurut penelitianku. Tepatnya tambahan keterangan tersebut
bagian dari bab penipuan terhadap orang pedalaman, karena
mereka menerima tawaran barang tanpa mengetahui harganya di
pasaran. Lain halnya jika tambahan ini shahih, maka
pengertiannya seperti hadits sebelumnya.

Bagaimana jika jual beli tersebut telah berlangsung? Para
ulama berbeda pendapat. Asy-Syafii menyatakan, apabila orang
kota terlanjur bertransaksi jual beli dengan orang pedalaman,
transaksi ini paripuma dan diperbolehkan. Demikian ini

berdasarkan sabda Rasulullah g, i b adass 4t G331 oo 1353
“Biarkan orang-orang yang sebagian mereka Allah karuniai rezeki
dari sebagian yang lain.”

Ulama madzhab Malik berselisih pendapat dalam menyikapi
kasus ini. Sebagian mereka ada yang berpendapat, bahwa jual

belinya batal. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan,
bahwa jual beli tersebut tidak batal.

Ibnu Hazm dalam A/ Muhalla berpendapat, selamanya jual
beli ini batal. Beliau mengemukakan pendapat ini kepada juz 8,
him. 452, masalah no. 1469: Penduduk kota, desa, atau pulau
tidak boleh berjualan kepada orang kampung, baik di pedalaman
atau menjual apa pun yang mengharuskan orang tersebut ke
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pasar. Dia juga tidak boleh membelikan sesuatu untuk orang
kampung, baik di kota maupun di pedalaman. Jika dia melakukan
transaksi ini, jual beli tersebut selamanya batal. Hukum jual beli ini
sama seperti jual beli karena dorongan amarah.

Masing-masing pihak tidak berhak Ahivar untuk
meneruskan transaksi, tetapi orang kampung dibiarkan untuk
berjualan untuk dirinya atau membeli untuk dirinya, atau orang
kampung lain membelikan dan menjualkan barang untuknya. Akan
tetapi baik penghuni kota, desa, maupun pulau mesti menasihati
orang kampung terkait praktik jual belinya, menunjukkan jalan ke
pasar, memberitahukan harga barang, dan membantunya untuk
menaikkan harga jika dia tidak ingin menjualnya dan menaikkan
harga barang yang telah dibeli.

Orang kampung diperbolehkan melakukan transaksi jual
beli untuk penghuni kota, desa dan pulau. Selanjutnya, penghuni
kota, desa, dan pulau diperbolehkan bertransaksi jual beli untuk
orang vang tinggal di sana.

Ibnu Hazm kemudian mencantumkan beberapa hadits dan
khabar vang telah kami sampaikan baru saja. Wallahu a’lam.

Ulama madzhab Maliki mengemukakan bahasan tersendiri
terkait masalah ini. Mereka menetapkan larangan berjualan bagi
orang vang tinggal di suatu tempat kepada penghuni kemah
(‘amud). Yang dimaksud amudi di sini vaitu kaum nomaden yang
tinggal di kemah-kemah. Makna dasar kata ‘amud adalah tiang-
tiang penopang atap tenda besar yang berada di tengah kemah.
Biasa disebut amud. Karena itu, orang-orang vang tinggal di
kemah dinamakan amudiyin.

Penjualan barang dagangan yang dilakukan oleh penduduk
yang bermukin di suatu daerah kepada para penghuni kemah, di
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mana barang ini diperoleh tanpa pembayaran (gratis) atau tanpa
pekerjaan yang berat, seperti kayu bakar, minyak samin, dan
sebagainya, baik dia mengetahui harga barang tersebut maupun
tidak, terdapat beberapa tinjauan.

Apabila barang ini diperoleh melalui pembayaran atau
usaha apa pun yang berat, maka jual beli tersebut diperbolehkan.
Larangan ini hanya berlaku kepada penjualan barang yang
diperoleh bukan untuk diperdagangkan. Jika pengadaan barang ini
untuk tujuan bisnis, maka pihak lain boleh membelikan barang itu
untuk penghuni kemah.

Larangan penjualan barang ini tidak hanya berlaku khusus
bagi penghuni kemah, ketika pembelian ini bertujuan untuk dijual
kembali kepada penduduk kota. Bahkan, dapat disamakan dengan
kasus ini, ketika penghuni kemah menjual kembali barang
dagangannya berikut seorang utusan kepada penduduk kota, agar
dia mau membelikan barang itu untuknya.

Pendapat di atas disinggung oleh Khalil dalam Mukhtashar
nya, dengan redaksi “seandainya penghuni kemah mengutus
seseorang untuk membeli barang tersebut.”

Al Khirasyi dalam Syarfrnya menjelaskan, jika transaksi ini
terjadi, maka hukumnya batal. Berbeda dengan Al Abhari yang
memperbolehkan jual beli dalam kondisi tersebut, karena dia
termasuk amanat yang sangat dibutuhkan.

Redaksi, wa lau bi irsalihi, artinya seandainya penghuni
kemah mengirim barang dagangan kepada penduduk kota. Objek
redaksi ini tidak disebutkan karena tidak dibutuhkan. Kata ganti
kepada kata &7 irsalihi merujuk pada “penghuni tenda.” Struktur ini
termasuk pola penyandaran infinitif kepada subjeknya.
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Mereka bertanya, apakah larangan ini hanya dikenakan
bagi orang pedalaman yang tidak biasa mempraktikkannya, atau
untuk penghuni desa vyang tidak pemah meninggalkan
keluarganya, atau untuk pihak yang menangani jual beli tersebut?

Menurut ulama fikih Maliki, ada dua pendapat tentang
pengkhususan jual beli ini bagi penduduk desa. Melihat redaksi di
atas, yang dimaksud “desa” bukanlah “kota.” Perhatikan hukum
barang vang dimiliki bersama oleh penduduk kota dan penghuni
pedalaman. Apakah dia boleh dibagi ketika hal itu mungkin
dilakukan, dimana masing-masing pihak punya hukum tersendiri;
ataukah orang kota mesti bersabar sampai orang pedalaman
menjual bagiannya?

Ulama madzhab Maliki berpendapat, apabila terjadi orang
kota berjualan kepada pihak yang dilarang membelinya, maka jual
beli ini batal, perkara ini jika barang yang dijual itu masih utuh.
Jika barang itu sudah rusak, maka mereka tidak dikenai denda.
Masing-masing pihak: Penduduk kota, pemilik barang, dan
pembeli harus dikenai sanksi, jika mengetahui aturan ini. Pihak
yang tidak mengetahui aturan ini tidak dijatuhi sanksi. Lantas
apakah sanksi ini berlaku mutlak —menurut pendapat zhahir—
atau menurut kebiasaan yang berlaku, di sini terdapat dua
pendapat Asy-Syafi’i. '

Penghuni kemah boleh membeli barang ketika orang
setempat singgah di kemahnya, juga diperbolehkan bagi penduduk
desa, menurut salah satu pendapat yang melarang pembelian
barang untuknya. Praktik ini diperbolehkan jika dia membeli
barang vang diperoleh tanpa biaya (gratis). Jika tidak demikian,
maka pembelian tersebut tidak diperbolehkan, karena larangan
pembeliannya akan dikemukakan nanti.

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 219



Asy-Syirazi #& mengemukakan: Pasal: Mencegat
rombongan dagang hukumnya haram. Praktiknya vaitu
seseorang mencegat kafilah dagang dan
menginformasikan bahwa barang dagangan vyang
mereka bawa tidak akan laku, untuk memperdayai
mereka.

Dasar keharamannya adalah hadits vyang
diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah &
melarang mencegat barang dagangan sebelum dia
sampai ke pasar. Di samping praktik ini mengandung
unsur penipuan dan gharar (beresiko), yang jelas tidak
halal.

Apabila larangan ini dilanggar dan si pencegat
membeli barang tersebut, jual beli ini sah, berdasarkan
alasan yang telah kami kemukakan dalam praktik
najasy.

Apabila kafilah dagang telah masuk ke suatu
negeri dan ternyata informasi tersebut palsu, mereka

berhak khiyar. Demikian ini sesuai dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah #, bahwa Rasulullah

$ 32 . % .a0e LYV T S N S FP
@ bersabda, sy Llad (i (652005 WS 208 (st 13805 Y
33t gt 3 “Jangan mencegat barang yang dikirim dari

luar (jalb). Siapa saja yang mencegatnya dan membeli
dari mereka, pemilik barang berhak khivar, begitu dia
sampai di pasar.”

Alasan pelarangan, pencegat biasanya melakukan
tipuan dan rekayasa (agar dapat membeli barang
dengan harga murah), sehingga penjual berhak khivar,
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sama seperti pembeli yang mengelabui penjual bahwa
barang dagangannya rusak.

Apabila terbukti si pencegat tidak menipu kafilah
dagang, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi’i:
Pendapat Pertama: Mereka berhak khivar,
berdasarkan hadits di atas. :

Pendapat Kedua: Mereka tidak berhak khiyar
karena pembeli tidak memperdayai dan tidak
menipunya. '

Jika seseorang pergi keluar dari daerahnya bukan
untuk mencegat barang, lalu dia melihat kafilah dagang,

apakah dia boleh membelinya? Dalam kasus ini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena dia tidak
bermaksud mencegatnya.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena larangan
mencegat kafilah dagang itu untuk tujuan membeli.
Tujuan ini terjadi pada kasus ini. Jika dia tidak
bermaksud mencegat, dia tidak boleh membelinya.

Penjelasan Redaksional:

Pasal tentang keharaman mencegat rombongan dagang.
Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
Mereka berdua juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur

Abdullah bin Mas’ud # dengan redaksi, 5.,.19 o ui"’ ,ﬁ‘ 3)-’») ué-'
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¢ ':f.‘ ‘5213 &% @3 “Rasulullah @ melarang mencegat barang
dagangan.”

Hadits sejenis diriwayatkan oleh sekelompok ulama selain
Al Bukhari dari Abu Hurairah #%. Redaksinya berbunyi, &-;H <
Corlad b dwd) Wil o (st g O odog gl o
Bt 3 33 131 QL:.’,JQ b AL “Nabi §8 melarang untuk mencegat
barang yang dikirim dari luar daerah. Apabila seseorang
mencegatnya lalu membelinya, pemilik barang dalam transaksi ini
berhak khivar, begitu dia tiba di pasar.”

Asy-Syafi’i telah menyampaikan hadits ini dalam A/ Umnm
berikut sanadnya. Menurut Tbnu Majah, hadits semisal juga

bersumber dari hadits Ibnu Umar, redaksinya berbunyi, i,;ll <&
C,-iétj' uﬁf of @1&3 5513 & oj‘:’ “Beliau & melarang mencegat
barang dari luar daerah.”

Tinjauan Redaksional: Kata bi kasaad, seperti kalimat
qatala kasaadan “tidak memberi nafkah karena kecilnya rasa
suka,” bentuk jsim fa’iknya kaasid dan kasiid.

Kata ini ditransitifkan dengan tambahan hamzah, seperti
kalimat aksadahu Allahu dan kalimat kasadat as-suuqu “pasar sepi
pengunjung.” Hiya kaasidun “Dia [pasar] sepi pengunjung,” tanpa
tambahan fa marbuthah (bentuk feminim) dalam Ash-Shihah.
Sementara dalam At-Tahdzib dengan tambahan fa marbuthah
(hiva kaasidah). Satu sumber menyebutkan makna dasar kasaad
adalah “kerusakan.”
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Redaksi ¢Jsd!, merupakan bentuk infinitif yang bermakna

isim maful (majluub), seperti dalam kalimat Jalaba Asy-Syai*
“membawa sesuatu dari satu daerah ke daerah lain untuk
diperdagangkan.”

Redaksi &t jamak dari kata raakib. Maksudnya, kafilah

dagang vang membawa produk dan barang pemiagaan.
Penggunaan kata Ar-Rukbaan di sini keluar dari makna yang galib
berlaku, yaitu orang yang sering membawa masuk bahan makanan
dari suatu daerah biasanya banyak dan berkendara. Makna ini
tidak sesuai dengan konteks bahasan. Bahkan, sekalipun pihak
yang membawa masuk barang adalah beberapa orang atau
seorang pejalan kaki. Baik orang vang berkendara maupun
berjalan kaki, hukumnya tidak berbeda.

Hukum: Beberapa hadits ini mengindikasikan bahwa
mencegat rombongan dagang hukumnya haram. Apakah larangan
ini berkonsekuensi terhadap kerusakan jual beli tersebut atau
tidak? Masalah ini masih diperdebatkan. Satu pendapat
menyatakan bahwa hal tersebut membatalkan jual belinya.
Pendapat lain menyatakan tidak membatalkan jual belinya; ini
pendapat yang zhahir.

Syaikh Majduddin Abu Al Barakaat Ibnu Taimiyyah
(kakeknya) dalam kitab A/ Muntaga mengomentari hadits Abu
Hurairah di atas, bahwa hadits ini mengindikasikan sahnya jual beli
tersebut.

Asy-Syaukani #3 berpendapat: Penyebab larangan praktik
ini adalah karena alasan eksternal. Kondisi tersebut tidak
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berkonsekuensi terhadap pembatalan transaksi, sebagaimana
ditetapkan dalam ushul.

Sebagian ulama fikih Maliki dan sebagian ulama madzhab

Hanbali menyatakan, bahwa kata fasad (rusak) bersinonim dengan
kata batal

Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa jual beli
tersebut tidak rusak, karena alasan yang telah dikemukakan di
depan.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam A/ Umm Aku telah
mendengar hadits ini —yaitu hadits Abu Hurairah, setelah beliau

mencantumkannya: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-
Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah &

z ° 3z P . ] “,o L < g, . % ,o ‘é,’ L
bersabda, $4& Of 4&3 Jeady daledt Cortiad A5 2 (adzd 13305 4
it 35\ “Uangan mencegat dagangan. Siapa saja yang mencegatnya,

maka pemilik barang berhak khivar setelah dia tiba di pasar.”—
kami menggunakan hadits ini, bila statusnya shahih.

Hadits ini memberi isyarat, bahwa jika seseorang mencegat
dagangan lalu membelinya, jual beli tersebut diperbolehkan. Hanya
saja, pemilik dagangan begitu tiba di pasar berhak khivar. Sebab,
pencegatan pedagang ketika dia membeli dari penduduk
pedalaman sebelum sampai di tempat para konsumen, merupakan
tindakan gharar dari pihak pembeli agar dia mendapatkan harga
murah.

Ketika pemilik barang sampai di pasar, dia berhak &hivar
untuk meneruskan jual beli itu atau membatalkannya. Sementara,
pencegat tidak berhak Ahivar, karena dia pihak yang melakukan
Gharar, bukan korban gharar.
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Al Allamah Ibnul Qayyim dalam kitabnya, Ath-Thurug Al
Hukmiyah fi As-Sivaasah Asy-Syariyah, menulis: Termasuk
tindakan mungkar yaitu mencegat barang dengan sebelum sampai
di pasar. Nabi # melarang tindakan tersebut, karena mengandung
gharar bagi pihak penjual. Penjual juga belum mengetahui harga
pasar, lalu pencegat membelinya di bawah harga tersebut.

Oleh sebab itu, Nabi @ menetapkan khivar bagi pedagang
begitu dia tiba di pasar. Tidak ada perbedaan ulama tentang
penetapan khiyar bagi penjual yang tertipu oleh ulah pencegat.
Sedangkan penetapan khiyar dalam kasus yang sama tanpa unsur
penipuan harga, berdasarkan keterangan dari Ahmad terdapat dua
riwayat pendapat:

Riwayat Pendapat Pertama: Penjual berhak Ahivar.
Demikian pendapat Asy-Syafi’i, berdasarkan bunyi zhahir hadits
tersebut.

Riwayat Pendapat Kedua: Penjual tidak berhak khivar,
ketika dia rugi. v

Oleh sebab itu, Akhivar diberikan kepada pembeli yang
memberikan kebebasan harga (mustarsi}, ketika dia tertipu dalam

jual beli. Dalam sebuah hadits disebutkan, Gy it ¢  Tipuan
orang vang memberikan kebebasan harga adalah riba.” Hadits ini

memiliki dua penafsiran:

Penafsiran Pertama: Orang yang tidak mengetahui harga
barang.

Penafsiran Kedua: Keterangan yang diriwayatkan dari
Ahmad, vaitu orang vang tidak meminta pengurangan harga,
justru membebaskan harga pada pihak penjual, dengan redaksi
“Berikan barang ini padaku.”
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Para pedagang di pasar tidak boleh menjual kepada orang
yang meminta pengurangan harga dengan harga yang berbeda
dengan barang yang dijual kepada orang yang membebaskan
harga. Praktik ini perlu diwaspadai oleh pengendali stabilitas harga
(waliyul hisbah). Tindakan seperti ini juga sama dengan mencegat
barang sebelum sampai pasar. Sebab, orang vang datang ke suatu
tempat tidak mengetahui harga barang di sana.

Ibnul Qayyim menyatakan: Temasuk dalam kasus ini juga
adalah, pencegatan di tengah jalan terhadap barang kiriman dari
daerah lain yang dilakukan oleh jemaah haji yang awam.
Sebelumnya mereka telah mengunjungi berbagai tempat, untuk
membeli makanan dan pakan, kemudian menjualnya kembali
sesuai kehendak mereka. Pengendali stabilitas harga mencegah
mereka dari tindakan tersebut sampai rombongan dagang masuk
pasar.

Pencegahan ini penting dilakukan demi kemaslahatan
kafilah dagang dan kebaikan pengimpor barang. Apabila jamaah
haji telah membeli sesuatu dari barang tersebut, mereka dilarang
menjualnya kembali dengan harga sangat miring. Oleh karena
itulah, Nabi @ melarang penduduk kota berjualan kepada orang
pedalaman. “Biarkan orang-orang. Allah mengaruniai sebagian
mereka rezeki dari sebagian yang lain.”

Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa arti sabda beliau
“Penduduk kota tidak boleh berjualan kepada orang pedalaman?”
Beliau menjawab, “Tidak boleh ada makelar.” Larangan tersebut
karena praktik ini merugikan pembeli. Ketika orang vang
bermukim diberi kewenangan oleh pendatang untuk menjual
produk yang dibutuhkan oleh orang banyak, sedang si pendatang
tidak mengetahui harganya, tentu perwakilan ini akan merugikan
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pihak pembeli, seperti halnya larangan mencegat barang dari luar
daerah, karena dapat merugikan pihak penjual.

Menurutku (Al Muthi’i): Pendapat jumhur ulama itu
berdasarkan bunyi zhahir hadits. Mereka menuturkan, bahwa
mencegat kafilah dagang tidaklah diperbolehkan. Namun, jumhur
ulama madzhab berbeda pendapat, apakah larangan ini
berimplikasi hukum haram atau hanya makruh saja?

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa
beliau memperbolehkan pencegatan kafilah dagang. Al Hafizh
Ibnu Hajar memberikan catatan, bahwa keterangan yang terdapat
dalam kitab-kitab ulama fikih Hanafi yang menyebutkan bahwa,
mencegat kafilah dagang dimakruhkan dalam dua kondisi:

Kondisi pertama: Pencegatan ini merugikan penduduk
setempat.

Kondisi kedua: Menimbulkan gejolak harga pasar.

Penggunaan kata Ar-Rukbaan pada sebagian riwayat
menyimpang dari mayoritas riwayat yang ada. Hukum pedagang
vang berjalan kaki dengan pedagang yang berkendaraan, sama;
tidak ada bedanya. Dalil kami adalah hadits Abu Hurairah tersebut.
Hadits ini berisi larangan mencegat barang yang masuk dari luar
daerah, tanpa ada perbedaan. Demikian juga hadits Jonu Mas'ud
tersebut, yang menyebutkan larangan mencegat dalam jual beli.

Kami telah menjelaskan pendapat Ibnul Qayyim tentang
khivar dalam kasus ini. Keterangan tersebut diperjelas oleh
pernyataan Ibnu Daqiq Al lid dalam Syvarh Umdah Al Ahkam,
bahwa mencegat kafilah dagang termasuk praktik jual beli yang
dilarang, karena merugikan berbagai pihak. Praktiknya adalah,
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yaitu seseorang mencegat kafilah yang membawa barang
dagangan, lalu membelinya sebelum mereka tiba di suatu daerah,
dan baru mengetahui harga barang tersebut. Dalam permasalahan
ini, ada tiga bahasan:

Pertama: Haram. Apabila pencegat mengetahui larangan
praktik ini dan dia sengaja melakukannya, maka hukumnya haram.
jika seseorang keluar dari suatu daerah karena pedagang tidak
sempat melayaninya, lalu dia melihat Kkafilah dagang
mendekatinya, lantas dia membeli dari mereka, mengenai dosa-
tidak perbuatan ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syalfi’i
menurut kalangan ulama fikih Asy-Syafi’i. Pendapat vang paling
diunggulkan menyatakan bahwa, praktik tersebut dosa.

Kedua: Sah atau batalnya jual beli tersebut. Menurut Asy-
Svafi’i, jual beli ini sah, sekalipun pelakunya berdosa. Menurut
ulama vang lain, praktik jual beli di atas batal. Dasarnya adalah,
bahwa larangan tersebut berimplikasi rusaknya objek yang
dilarang.

Sementara itu, landasan argumen Asy-Syafi’i adalah, bahwa
larangan ini tidak ditujukan kepada akad jual beli ini. Menurut Asy-
Syafi’i, pencegatan barang yang masuk dari luar, tidak menodai
rukun dan syarat jual beli. Dia hanya merugikan kafilah dagang,
tidak sampai mencederai jual beli itu sendiri.

Ketiga: Penetapan khivar, bila tidak ada unsur gharar bagi
kafilah dagang. Andaikan mereka mengetahui harga barang, maka

penjual dalam transaksi ini tidak berhak Ahivar Jika tidak
demikian, di sini terdapat rincian kasus.

Apabila pihak pencegat membelinya dari kafilah dengan
harga yang lebih murah, mereka berhak khivar. Keterangan vang
dikemukakan oleh sebagian penulis “Pencegat menginformasikan
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harga yang tidak tepat kepada kafilah,” bukan syarat penetapan
khivar.

Jika pencegat membeli dengan harga standar daerah
tersebut atau dengan harga yang lebih tinggi, mengenai penetapan
khivar bagi kafilah dagang, menurut ulama fikih Asy-Syafi’i
terdapat dua pendapat ulama: Sebagian mereka memperhatikan
aspek ketiadaan alasan pelarangan tersebut, yaitu gharar dan
kerugian. Jadi, mereka tidak berhak khivar.

Sebagian yang lain menitikberatkan pada redaksi hadits
yang menetapkan khiyar bagi kafilah dagang. Jadi, mereka
memahami bunyi tektual hadits, tanpa memperhatikan pesan yang
terkandung di dalamnya.

Apabila kita menetapkan khivar bagi kafilah tersebut,
apakah khiyar ini berlaku saat itu saja? Atau berlangsung sampai
tiga hari? Ulama fikih Asy-Syafi’i berbeda pendapat dalam masalah
ini. Menurut pendapat yang paling unggul, bahwa khivar tersebut
berlaku saat itu juga.

Sedangkan redaksi, “Sebagian kalian tidak boleh menjual
atas penjualan yang lain,” penafsiran pernyataan ini dalam
madzhab adalah, seseorang membeli sesuatu, lalu penjual yang lain
membujuknya untuk membatalkan jual beli tersebut, dan menjual
barang vang lebih bagus padanya dengan harga yang lebih murah.

Semakna dengan praktik jual beli di atas, yaitu membeli
atas pembelian pihak lain. Gambarannya adalah, seorang pembeli
membujuk seorang penjual agar membatalkan akad dengan pihak
lain dengan tujuan membelinya dengan harga lebih tinggi.

Dua model jual beli di atas hanya terilustrasikan dalam akad
jual beli kepada kondisi yang diperbolehkan dan sebelum terikat
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akad. Sebagian ahli fikih mengilustrasikan dan men-fakhsis
larangan ini dengan kondisi ketika tidak terjadi kerugian yang
parah. Jika pembeli mengalami kerugian vang besar, dia berhak
menyampaikan hal tersebut kepada pihak penjual, untuk
membatalkan jual beli dan menjualnya dengan harga yang lebih
murah. Semakna dengan praktik ini pula, vaitu; pihak penjual
mengalami kerugian lalu pihak ketiga membujuknya untuk
membatalkan jual beli, dan dia membelinya dengan harga yang
lebih tinggi.

Ibnu Abdil Barr menjelaskan, bahwa Malik dan ulama fikih
Malikiyah menafsirkan praktik menjual atas penjualan pihak lain
dengan “menawar atas penawaran pihak lain.” Praktiknya adalah,
calon pembeli memegang dagangan untuk dibeli, lalu penjual yang
lain berkata, “Biarkan dia, aku akan menjual barang vang lebih
bagus dan lebih murah darinya.” Atau, si calon pembeli berkata
kepada pemilik barang, “Mintalah dia untuk mengembalikan
barang itu, aku akan membelinya darimu dengan harga yang lebih
tinggi.”

Pengharaman praktik ini, menurut ulama fikih Asy-Syafi’i,
haruslah memenuhi dua syarat:

Syarat pertama: Adanya penetapan harga. Terkait barang
vang dijual kepada orang yang berani membayar dengan harga
tinggi (lelang), penawar kedua mengajukan harga yang lebih tinggi
dari penawar sebelumnya.

Syarat kedua: Ada keridhaan yang secara lugas
dikemukakan oleh para pihak yang menawar (peserta lelang).

Apabila ditemukan indikator keridhaan dari pemnyataan
vang tidak lugas, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi’i. Sementara diam tanpa mengeluarkan pernyataan ridha,
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maka itu bukanlah indikator kerelaan, menurut mayoritas ulama
fikih Asy-Svalfi'i.

Redaksi, “Apabila praktik ini telah ditetapkan.” Pernyataan
Rasulullah pada hadits di permulaan bab, ! 3:‘&’\:5' Y “Jangan kalian

melakukan najasy,” termasuk objek larangan karena unsur
merugikan, sebagaimana kami tetapkan di muka. Yaitu, menaikan
harga barang yang dijual untuk mengelabui calon pembeli, padahal
dia menyukai barang tersebut.

Sebagaimana telah aku sampaikan kepada permulaan bab
perihal perbedaan ulama seputar etimologi kata najasy. Satu
sumber menyebutkan, bahwa kata najasy berasal dari makna
“pengaruh,” sebab pelaku najasy mempengaruhi kecenderungan
orang yang mendengarnya untuk menaikkan penawaran. Seolah-
olah kata ini berasal dari frase, “Menggiring binatang liar dari satu
tempat ke tempat lain.”

Sumber lain menyebutkan, bahwa makna dasar kata najasy
memuji dan menyanjung sesuatu secara berlebihan. Tidak
diragukan lagi, bahwa perbuatan ini haram sebab mengandung
tipuan.

Sebagian ahli fikih mengemukakan, bahwa jual beli dalam
praktik ini batal. Sementara menurut madzhab Asy-Syafi’i, jual beli

tersebut sah namun pelakunya berdosa. Demikian pendapat
madzhab Hanafi. ‘

Redaksi Asy-Syafi'i berbunyi, “Siapa saja yang melakukan
najash, maka dia bermaksiat akibat tindakan itu, jilka mengetahui
larangannya. Sementara jual belinya tetap sah, tidak batal oleh
perbuatan maksiat pelaku najasy. ”
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Sementara itu, penetapkan khiyar bagi pihak pembeli yang
tertipu oleh tindakan najasy. Menurut Asy-Svafi'i &, dia tidak
berhak khivar, jika najasy ini tidak timbul akibat kesepakatan
dalam jual beli.

Cabang: Jual beli orang kota kepada orang pedalaman,
juga termasuk jual beli yang dilarang karena unsur darurat.
llustrasinya sebagai berikut:

Seorang badui (pedalaman) atau orang dusun membawa
barang dagangan ke suatu negeri untuk menjualnya dengan harga
hari itu, dan setelah itu kembali. Tiba-tiba seorang penduduk
daerah itu menghampirinya lalu berkata, “Simpan barang
daganganmu di tempatku. Aku akan menjualkannya secara
bertahap dengan tambahan harga.” Tindakan ini merugikan
penduduk daerah tersebut, dan haram jika si pelaku mengetahui
larangan ini.

Sebagian ahli fikih dari ulama fikih Asy-Syafi’i dalam kasus
ini mengemukakan, bahwa syarat pengharaman tersebut jika harga
barang yang masuk ke daerah itu telah jelas. Apabila harganya
belum jelas, karena jumlah barangnya yang beredar di daerah
tersebut sangat banyak, atau karena sedikitnya bahan makanan
vang masuk dari luar daerah, maka mengenai keharaman praktik
ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Salah satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i memperhatikan
pada bunyi zhahir lafal, sedang pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i
vang lainnya mengacu pada substansinya: yaitu tidak adanya unsur
kerugian, hilangnya keuntungan atau laba bagi masyarakat.
Substansi ini tidak ditemukan dalam praktik di atas.
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Ulama fikih Asy-Syafi’i juga mensyaratkan barang tersebut
merupakan jenis vang dibutuhkan oleh banyak orang, bukan
komoditas vang dibutuhkan segelintir orang. Apabila orang kota
membujuk orang pedalaman untuk melakukan praktik tersebut,
jilka orang pedalaman mengiyakan bujukannya, maka itu tidak
masalah.

Seandainya orang pedalaman ini meminta saran kepada
orang kota, apakah orang kota mesti menyarankan orang
pedalaman untuk menimbun barang dan menjualnya secara
bertahap? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i.

Perlu diketahui, kebanyakan hukum kasus ini berujung pada
pertimbangan substansi dan mengikuti lafal secara tekstual. Akan
tetapi, sebaiknya mencermati pula substansi dari sisi kejelasan dan
kesamarannya. Jika substansi praktik jual beli ini begitu jelas, maka
tidak masalah mengikuti dan digunakan untuk mengkhususkan
atau mengumumkan nash sesuai kaidah para pakar giyas.

Sebaliknya, jika substansi praktik ini samar dan hanya
sedikit jelas, maka mengamalkannya secara tekstual lebih utama.
Adapun syarat yang dikemukakan oleh ulama fikih Asy-Syafi’i,
bahwa penduduk daerah itu mengiyakan praktik tersebut,
pendapat ini tidaklah kuat, sebab lafal itu tidak mengindikasikan
hal tersebut, begitu juga substansinya tidak menjelaskan demikian.
Kerugian tersebut yang dijadikan alasan pelarangan jaul beli ini,
tidak bisa dibedakan dengan ada tidaknya permintaan penduduk
pedalaman secara jelas.

Sementara syarat bahan makanan yang diperjualbelikan
dibutuhkan oleh mayoritas orang, berada dalam di tengah-tengah,
yaitu antara jelas dan tidak jelas. Sebab, mungkin saja praktik ini
dilakukan sekadar untuk menjaga keuntungan para calon
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konsumen, sebagaimana diisyaratkan dalam alasan pelarangan jual

8”7

beli ini. Demikian ini tercantum dalam sabda Rasulullah &8, !3&3

BRI b efaii Pl :53,}. I “Biarkan orang-orang vang sebagian
mereka diberi rezeki oleh Allah dari sebagian vang lain. ” Hadits
riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan An-Nasa ‘i dari Jabir.

Demikian juga persyaratan barang yang masuk dari luar
daerah harus jelas harganya. Maksudnya adalah, tingkat
kejelasannya di tengah-tengah (harga standar), seperti kami
kemukakan dalam kemungkinan jual beli ini hanya untuk
menghilangkan keuntungan dan pendapatan penduduk suatu
daerah.

Sebagian syarat-syarat ini didukung oleh dalil syar’, seperti
syarat —yang kami sebutkan— mengetahui larangan jual beli.
Syarat ini sudah cukup jelas.

Sebagian syarat di atas merupakan hasil istinbath hukum
dari substansi praktik di atas. Jadi, dia telah menyimpang dari
kaidah ushul. Yaitu, ketika suatu substansi disarikan dari nash dan
dia merujuk padanya dengan hal yang khusus. Lantas apakah
penetapan syarat seperti di atas sah atau tidak? Masalah ini telah
jelas dengan mempertimbangkan beberapa syarat yang telah kami
kemukakan.

Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Dagiq
Al lid dalam Svarh Umdah Al Ahkaam.

234 ” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Ringkasan Madzhab Para Imam Besar Seputar
Kasus Mencegat Kafilah Dagang

Kami telah paparkan, menurut madzhab kami larangan
mencegat Kkafilah dagang tidak lain untuk melindungi hak
pedagang, agar tidak dirugikan oleh oknum pencegat, karena dia
tidak mengetahui harga di daerah itu.

Asy-Svafi’i @& menyatakan: Apabila sampai terjadi jual beli,
maka pemilik barang berhak atas khivar. Dia boleh meneruskan
jual beli ini atau membatalkannya.

Malik s berpendapat: Tujuan pelarangan praktik ini untuk
melindungi para pedagang di pasar, agar oknum pencegat tidak
seenaknya menurunkan harga barang tanpa pengetahuan
pedagang pasar.

Malik berpandangan, bahwa tidak seorang pun
diperbolehkan membeli barang dagangan dari kafilah sebelum
memasuki pasar. Larangan ini berlaku jika pencegatan dilakukan di
dekat pasar. Jika terjadi jauh dari pasar, maka pembelian ini tidak
masalah. '

Batas jarak dekat, menurut madzhab Malik, adalah sekitar 6
mil. Malik juga berpendapat, bahwa jika sampai terjadi jual beli
dalam kasus ini, maka jual beli ini diperbolehkan. Akan tetapi,
pihak pembeli dan pedagang pasar ini memiliki bersama barang
yang dibeli tersebut, yang semestinya barang ini diperjualbelikan di
pasar itu.

Al Khirasyi mengemukakan dalam Svarhuh Ala Mukhtashar
Khalil saat menanggapi permnyataan Khalil “Seperti mencegat
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barang dagangan atau pemiliknya, seperti mengambil barang di
suatu daerah dengan sifat tertentu.”

Maksudnya adalah, dilarang mencegat barang dagangan
vang dibawa ke suatu daerah bersama pemiliknya sebelum masuk
pasar atau sampai ke daerah tersebut —jika di sana tidak terdapat
pasar— atau mencegat pemilik barang setelah barang sampai di
pasar (atau daerah yang dituju) sedang pemiliknya belum tiba; atau
pemiliknya sudah tiba di pasar sementara barangnya belum masuk
pasar, seseorang lalu mencegat dan membelinya. Praktik ini sama
dengan larangan mengambil barang di suatu daerah dengan sifat
tertentu dari pemiliknya yang bermukim di daerah lain.

Masih diperselisihkan, apakah larangan pencegatan
tersebut sekadar menurut perintah syara® (faabbud atau
berdasarkan alasan yang logis. Berangkat dari statemen ini,
apakah hak ini menjadi milik penduduk daerah. Demikian
pendapat Malik; atau bagi pihak mengimpor barang, ini pendapat
Asy-Svafi’'i. Pendapat terakhir ini lebih utama, menurut Ibnu Al
Arabi.

Khall mengemukakan, “Jual beli ini tidak batal.”
Maksudnya, jual beli yang terjadi dari pencegatan kafilah dagang
statusnya tidaklah batal.

Ibnu Al Mawwaz menuturkan, bahwa pernyataan Malik
tentang pembelian yang dilakukan oknum pencegat masih
diperselihkan ulama. lIonu Al Qasim meriwayatkan dari beliau,
bahwa di pembelian ini dilarang. Jika dia kembali melakukan hal
yang sama, maka dia dikenai sanksi, namun barang yang telah
dibelinya tidak boleh disita.

Al Maziri berpendapat, bahwa yang demikian inilah, yang
merupakan pendapat yang masyhur.

236 || 41 Majmu’ Syarah 4l Muhadzdzab



lyadh meriwayatkan dari Malik dan mayoritas ulama fikih
Malik, bahwa barang yang dibeli dari tindakan pencegatan
ditawarkan kepada para pedagang di pasar. Jika di daerah tersebut
tidak terdapat pasar, maka barang sitaan ini ditawarkan kepada
penduduk di sana, sehingga dia dapat dimiliki bersama oleh siapa
pun yang mau membelinya. '

Al Khirasyi 4 mengemukakan?:

Perlu  diperhatikan, penyusun  (Asy-Syirazi) tidak
menyebutkan dalam kasus ini, bahwa oknum pencegat dikenai
sanksi. Memang, beliau memutuskan tindakan tersebut dilarang
dan jika pelaku mengulanginya, maka dia dikenai sanksi.
Konsekuensi dari pernyataan ini adalah, pembelian pertama kali
vang dilakukan oknum pencegat tidak dikenai sanksi, sekalipun dia
tahu perbuatan ini haram.

Statemen di atas menyalahi pemyataan Asy-Syirazi bahwa
Imam Asy-Svafi’i memberikan maaf kepada si pelaku karena itu
terkait dengan maksiat kepada Allah atau dengan hak adami.

Selanjutnya, keterangan di atas membutuhkan nash yang
menetapkan sanksi dalam kasus ini, karena engkau tahu si pelaku
dalam kondisi khusus. Jadi, pernyataan bahwa Asy-Syairazi tidak
perlu menyebutkan nash tersebut dengan keterangan sebelumnya,
kurang tepat.

Menurutku (Al Muthi’i): Sebelumnya telah
dikemukakan pendapat Malik &, bahwa pencegatan kafilah
dagang vang diharamkan dalam syariat adalah, jika itu dilakukan

9 Lihat Svarh AlKhirasyi Ala Mukhtashar Khalil jlid V, him. 84. Buku ini
merupakan kitab induk kalangan madzhab Maliki.
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dekat pasar. Batasan dekat ini menurut Malik, adalah jarak 6 mil.
Perlu kami perjelas, jarak 6 mil ini diperbolehkan untuk mencegat
kafilah dengan beberapa syarat:

1.

Tempat tinggal atau desa orang yang mencegat berada jauh
di luar daerah tempat pengimpor barang, sekitar 6 mil.

. Pelaku membutuhkan barang tersebut karena dorongan

vang kuat dalam dirinya.

3. Tujuan pencegatan barang ini untuk dijual kembali.

Larangan semakin keras bagi orang vyang berada kurang
dari 6 mil dari daerah pengimpor, sekalipun dia
membelinya karena dorongan yang kuat dari dirinya.

Pencegat yang membeli barang dari kafilah vang jaraknya
lebih dari 6 mil sampai dengan dua hari perjalanan, dia
boleh melakukan jual beli itu, tanpa perbedaan pendapat.
Pencegatan yang melebihi jarak ini tidak dikategorikan
tindakan yang dilarang, sekalipun untuk tujuan jual beli.

Keluar menuju perkebunan untuk membeli buah atau
produk lainnya yang mengakibatkan si pemilik kebun
merugi dengan pemilihan penjualan, tidak dikategorikan
pencegatan. Demikian pula membeli bahan makanan dan
lainnya di pantai (pelabuhan) vang masih berada di kapal
barang. Lain halnya jika tindakan ini menimbulkan bahaya
dan kerusakan, seperti penimbunan barang. Bahasan ini
akan dipaparkan secara panjang lebar oleh ulama fikih
Maliki. Allah lah yang patut dipuji atas segala nikmat-Nya.

- Selanjutnya, para ulama besar berbeda pendapat, apakah

oknum pencegat ini berhak atas khivar secara mutlak? Atau
dengan syarat jual beli yang dilakukannya rugi? Ulama madzhab
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Hanbali senada dengan pendapat pertama. Dimana itu merupakan
pendapat vang paling shahih menurut ulama fikih Asy-Syafi'i.
Demikian menurut. pendapat yang diunggulkan. Secara zhahir,
larangan tersebut disebabkan sifat yang datangnya dari penjual dan
juga mampu menghilangkan bahaya darinya, serta melindunginya
dari penipuan.

Ibnu Al Mundzir mengemukakan: Malik beralasan tentang
pelarangan tindakan ini, yaitu untuk menjaga kepentingan para
pedagang di pasar, bukan untuk melindungi pemilik barang. Para
ulama Kufah dan Al Auza'i sependapat dengan beliau. Hadits
tersebut menjadi Aujiah bagi Asy-Syafi’i, karena beliau menetapkan
khivar bagi penjual, bukan bagi penjual di pasar.

Malik dan ulama vang sependapat dengan beliau berhujjah
dengan keterangan yang terdapat dalam riwayat yang melarang
mencegat barang dagangan sebelum masuk pasar. Riwayat ini
bukan dalil bagi klaim mereka, karena mungkin saja dia ditujukan
untuk melindungi kepentingan penjual. Sebab, ketika kafilah telah
masuk pasar, mereka pasti mengetahui harga barang, sehingga dia
tidak akan tertipu.

Bisa juga dikatakan, alasan pelarangan pencegatan barang
yaitu untuk melindungi  kepentingan pedagang, dimana
kepentingan pedagang itu adanya di pasar.

Ibnu Rusyd dalam Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al
Mugtashid menyatakan:

Dalam memahami alasan pelarangan mencegat kafilah
dagang untuk melakukan transaksi jual beli, para ulama berbeda
pendapat.
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Malik berpendapat: Sasaran larangan tersebut adalah para
pedagang di pasar, agar oknum pencegat tidak menetapkan harga
semaunya dengan harga murah tanpa sepengetahuan para
pedagang. Beliau menegaskan, seorang pun tidak boleh membeli
barang dagangan dari kafilah sebelum tiba di pasar.

Demikian ini jika pencegatan dilakukan di dekat
pasar.Namun jika jauh dari pasar, maka itu tidak masalah. Batas
jarak dekat ini, menurut pendapat madzhab, yaitu sekitar 6 mil.

Apabila terjadi jual beli, maka itu diperbolehkan, tetapi
pembeli dan pedagang pasar memiliki bersama barang tersebut, di
mana semestinya transaksi itu berlangsung di pasar.

Asy-Syafi'i berpendapat: Tujuan pelarangan ini tidak lain
untuk melindungi penjual, agar dia tidak tertipu oleh oknum
pencegat, sebab penjual (kafilah dagang) tidak mengetahui harga di
daerah tersebut.

Asy-Syafi'i menambahkan, bahwa jika terjadi transaksi jual
beli antara pihak pencegat dan kafilah dagang, maka pemilik
barang berhak atas khivar dia boleh melanjutkan jual beli atau
membatalkannya.

Pendapat Asy-Syafi’i ini tercantum dalam hadits Abu

2o,
Hurairah yang shahif dari Rasulullah €. Beliau bersabda, 1325 Y
G0 S 13y ey Ariad odie o2hts WG 348 (st “angan
mencegat barang yang masuk ke suatu daerah (al-jalab). Siapa saja
yang mencegat sesuatu lalu membelinva maka pemilik barang

berhak khivar begitu sampai di pasar.” Hadits ini merupakan
riwayat Muslim dan yang lainnya.
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Menurutku (Al Muthi’l): Hadits di atas juga
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya, At-Tirmidzi, An-
Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah . Al Bukhari, Abu
Daud, dan An-Nasa ‘i meriwayatkan hadits berikut,
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“Jangan mencegat kafilah dagang untuk jual beli. Sebagian
kalian tidak boleh menjual atas penjualan sebagian vang lain.
Jangan melakukan najasy. Orang kota tidak boleh berjualan
kepada orang pedalaman. Jangan menyewakan kambing untuk
dimanfaatkan susunya. Siapa saja yang membelinva, dia berhak
alas dua pertimbangan terbaik setelah memerahnya. Jika suka, dia
mempertahankannya; jika tidak suka, dia mengembalikannya
berikut satu sha’ kurma kering. ”

Dalam Ash-Shahihain yang bersumber dari hadits Ibnu
Abbas secara marfu’ disebutkan, 3#6 A 45 sl S8 1346 Y

3\ “Jangan kamu mencegat kafilah dagang; dan orang kota tidek
boleh berjualan kepada orang pedalaman.”
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Perlu diketahui, tidak boleh mencegat kafilah dagang untuk
menjual barang, sama seperti larangan membeli dari mereka.
Alasannya, untuk melindungi hak pengimpor barang, para
pedagang pasar, atau seluruh pihak yang berkepentingan. Aturan
ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari

dengan redaksi, C:'Z Y3 “Jangan menjual”. Kalimat ini mencakup

“membeli” dan “menjual.” Secara zhahir larangan tersebut dalam
bab ini, tidak membedakan antara pencegat yang lebih dahulu
mengajukan pembelian, penjualan, atau sebaliknya.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafii mensyaratkan larangan
tersebut, jika pencegat menjadi pihak yang menuntut (pembelian
atau penjualan). Ulama fikih Asy-Syafi’i yang lainnya mensyaratkan
pencegat memang berniat melakukan transaksi dengan kafilah
dagang.

Ulama Asy-Syafi’i yang lainnya mengajukan syarat oknum
vang mencegat adalah pihak pengimpor yang menuntut
pembelian, penjualan, atau sebaliknya. Seandainya seseorang
keluar dari daerahnya untuk menyambut pihak pengimpor, atau
berlibur, atau untuk keperluan lain, kemudian bertemu dengan
kafilah dagang dan terjadi ]ual beli dengan mereka, transaksi ini
tidak dilarang.

Ulama yang mempertimbangkan substansi praktik di atas,
tidak membedakan kondisi pencegat. lmlah pendapat vang lebih
shahih, menurut Asy-Syafi’i.

Sementara itu, Imam Al Haramain mensyaratkan larangan
ini, jlka oknum pencegat memalsukan harga di daerah itu dan
membeli barang dari kafilah dengan harga vang lebjh rendah dari
harga standar.
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Al Mutawalli dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'il®
mensyaratkan, pencegat menginformasikan bahwa untuk masuk
pasar (atau suatu daerah) kafilah dagang harus membayar retribusi
vang tidak kecil. Sementara itu, Asy-Syirazi &% mensyaratkan
pencegat menginformasikan bahwa barang yang mereka bawa
tidak marketable.

Asy-Syaukani menyangsikan seluruh syarat ini. Menurut
beliau, syarat-syarat tersebut tidak dilandasi dalil nash. Statemen
Asy-Syaukani dan pernyataan vang senada dengannya
memunculkan asumsi, bahwa para mujtahid madzhab
menyimpulkan suatu pendapat berdasarkan hawa nafsu mereka.
Pernyataan ini jelas keliru. Seorang yang meneliti redaksi larangan
mesti berusaha menafsirkannya, jika dia untuk melindungi penjual
atau para pedagang pasar dan bentuk interaksi apa pun. Redaksi
larangan lebih membutuhkan penjelasan. Selain itu, secara zhahir
larangan juga memunculkan beragam masalah, baik yang singkat
maupun vang panjang. Demikian zhahir pernyataan ulama fikih
Asy-Syafi'i. ’

Berkenaan dengan batas minimal lokasi pencegatan,
sebagian ulama fikih Maliki menyebutkan; satu mil. Sebagian yang
lainnya; dua farsakh. Ulama yang lain berpendapat; dua hari
perjalanan. Ada juga vang berpendapat; perjalanan vyang
memperbolehkan shalat qashar. Pendapat terakhir didukung oleh
Ats-Tsauri.

Sementara awal pencegatan, menurut satu pendapat adalah
di bagian luar pasar, sekalipun masih berada di dalam wilayah
suatu daerah. Pendapat yang lain menyebutkan, berada di luar

10 Kata “Ashab” atau “Ashab kami” yang disebutkan di tengah kalimat yang
dimaksud adalah para imam dari kalangan ahli fikih madzhab tertentu.
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batas daerah. Demikian pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i kami.
Pendapat pertama didukung oleh Ahmad, Ishaq, Al Laits, dan
Malikiah.

Pernyataan Asy-Syairazi 4, “Karena ini mengandung
penipuan dan gharar.” Tadlis (penipuan) vaitu penjual
menyembunyikan atau merahasiakan kerusakan barang kepada
pihak pembeli. Satu sumber menyebutkan, kata dalasa dalsan
mengikuti pola dharaba-vadhribu, namun bentuk mudhaaf
dallasa-yudallisu lebih populer digunakan.

Al Azhari mengungkapkan: Aku mendengar orang badui
Arab berkata, Laisa [ fi al amri walsun wa la dalasun “Dalam
urusan ini aku tidak berkhianat dan tidak bohong.” Kata dulsah
juga bermakna “tipuan.” Ibnu Faaris menerangkan, bahwa kata ini
berasal dari kata Ad-Dals, artinya “kezhaliman.” -

Sementara fadlis menurut para muhadits terbagi menjadi
lima macam:

1. 7adlis dalam sanad, vaitu perawi yang meriwayatkan
dari berbagai generasi vyang belum pernah
menyampaikan hadits kepadanya dengan menggunakan
redaksi yang mengisyaratkan adanya hubungan sanad,
seperti kata An, Anna, dan Qaala.

Ketika seorang periwayat menyatakan sesuatu
dari fulan, maka jika dia meriwayatkannya dari
seseorang VYang tidak segenerasi atau sezaman
dengannya, dan terbukti dia belum pernah bertemu
dengannya, maka kita pastikan riwayat tersebut terputus
(munqgathi).
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Sebaliknya, jika periwayat segenerasi dengan
sumber berita, —dan kita tidak tahu apakah dia pernah
bertemu dengannya atau tidak, atau kita tahu dia
pernah bertemu dengannya, tetapi si periwayat seorang
mudallis— maka kami menangguhkan riwayatnya dan
tidak memutuskan ke-muttashitannya, kecuali periwayat
tersebut memastikan adanya pertemuan dan
penyampaian hadits.

2. Tadlis terhadap guru. Periwayat menyebutkan gurunya
atau guru dari gurunya dengan nama, Aunyah, atau
julukan yang tidak populer dan tidak terkenal. Tindakan
ini merupakan penyamaran identitas yang men-dha ¢
kannya. Praktik fadlis seperti ini oleh para muhadits
diperjelas dalam berbagai kasus, karena ada praktik
tadlis yang haram, dan ada juga yang makruh.11

3. Tadlis At-Taswiywah: Yaitu periwayat menggugurkan
selain gurunya karena dia dha’if atau anak kecil,
sehingga rangkaian sanad hadits tersebut #sigah dari
periwayat sigah.

4. Tadlis Al Athaf Misalnya periwayat menggunakan
redaksi “fulan dan fulan menceritakan kepada kami,”
padahal dia tidak mendengarkan hadits dari fulan kedua.
Artinya, dia tidak mendengarkan hadits dari periwayat
setelah kata sambung.

5. Tadlis As-Sukuut Yaitu periwayat mengatakan,
“menceritakan kepada kami atau aku mendengar,”
kemudian dia diam lalu berkata, “Dan Hisyam bin
Urwah atau Al A’'masy,” agar menimbulkan asumsi

11 { that buku kami, 7absith Uluum Al Hadits wa Adaab Ar-Riwayaat, bagian dari
buku berseri Rayah As-Sunnah.
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bahwa dia mendengar hadits dari dua orang ini, padahal
tidak demikian.

Selanjutnya, gharar secara bahasa berarti “memperdayai,”
seperti kalimat gharrathu ad-dunya “Dia telah benar-benar
terpedaya oleh dunia.” Fa hiva ghuruur (Dia memperdayai),
seperti kata Rasuul, bentuk isim failuntuk makna hiperbola.

Gharar dalam terminologi ahli fikih adalah, setiap jual beli
yang dapat merugikan pihak pembeli. Dalilnya adalah hadits Abu
Hurairah yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama selain Al
Bukhari: Rasulullah € melarang jual beli hashat dan jual beli
gharar. Didukung oleh hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh
Ahmad. Dalam riwayat hadits ini terdapat Yazid bin Abu Ziyad,
dari Al Musayyab bin Rafi’.

Al Baihagi berkomentar: Ada keterputusan antara Al
Musayyab dan Abdullah. Pendapat yang shahih adalah, bahwa
hadits di atas di-maugufkan kepada Ali bin Mas’ud, sebagaimana
keterangan Ad-Daruquthni dalam A/ /Za/ Al Khathib, dan Ibnul
Jauzi. Redaksinya berbunyi, “Jangan membeli ikan vang masih ada
dalam air, karena ini gharar.”

Abu Bakar bin Abu Ashim meriwayatkan sebuah hadits
marfu’ dari Imran bin Hushain. Hadits ini berisi larangan menjual
ikan yang masih dalam air. Hadits ini memperkuat hadits
sebelumnya.

Pada permulaan pembahasan jual beli, dalam Syarh A/
Muhadzdzab, telah dipaparkan penjelasan dan rincian tentang jual
beli hashat. Praktiknya, seorang penjual berkata kepada calon
pembeli, “Aku jual pakaian yang terkena lemparan batu kecil ini.”
Dia lantas melemparkan batu kecil. Atau, dalam jual beli tanah
(lahan), luas tanah yang dijual sejauh lemparan batu.
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Larangan tentang gharar ditetapkan dalam banyak hadits.
Di antaranya hadits dari Abu Hurairah dan Ibnu Mas’ud. Hadits
berikutnya bersumber dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh
Ahmad dan Ibnu Hibban. Selanjutnya ada juga riwayat dari Ibnu
Abbas vang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada juga hadits dari
Sahal bin Sa’ad, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.

Yang termasuk ke dalam kategori jual beli gharar, vaitu:
Menjual ikan yang masih ada dalam kolam, menjual burung yang
sedang terbang di angkasa, menjual barang yang tidak ada di
tempat, menjual barang yang tidak diketahui, menjual barang yang
ghaib, dan menjual budak yang melarikan diri, juga seluruh jenis
transaksi gharar dalam berbagai bentuknya.

An-Nawawi mengemukakan, bahwa larangan jual beli
gharar didasari sejumlah dalil syara’, yang di bawahnya mencakup
berbagai masalah yang sangat beragam.

Ada dua transaksi gharar yang diperbolehkan.

Pertama: Barang yang termasuk ke dalam objek yang dijual
karena mengikutinya, di mana seandainya jika dia dijual secara
terpisah, maka jual beli tersebut tidak sah.

Kedua: Barang yang mendapatkan toleransi dijual secara
gharar, bisa jadi karena barang tersebut kurang berharga atau sulit
dibedakan.

Di antara transaksi yang juga termasuk ke dalam dua objek
di atas adalah, menjual perabotan rumah dan menjual susu yang
masih berada dalam kantong susu hewan termak, menjual janin
vang masih berada dalam perut hewan, dan menjual kapas yang
dimasukkan dalam jubah.
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Yang juga termasuk ke dalam katagori jual beli gharar
adalah menjual calon janin yang bakal berada dalam janin yang
sedang dikandung hewan ternak. Rasulullah @ melarang praktik
tersebut, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan
oleh Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi bersumber dari hadits Ibnu
Umar.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
vang memiliki redaksi jauh lebih detail, diantaranya disebutkan, csé';

E-I-?J‘ J= c.-'o &* “Beliau melarang jual beli calon janin yang bakal

dikandung oleh janin.” Hablul habalah, vaitu seekor unta
melahirkan janin dalam perutnya kemudian kelak janin ini bunting.

- Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu riwayat yang
lebih detail dari riwayat Abu Daud tersebut. Redaksinya berbunyi,
3134‘ J—‘ uj! QJ};‘" ?);‘i :’J“"-:-?. 3:-!‘9‘54‘ ﬂ-hi é\fj “Dahulu orang-
orang Jahiliyyah membeli janin yang bakal dikandung oleh janin
dengan harga daging unta.” Hablu/ habalah, vaitu seekor unta
melahirkan janin dalam perutnya kemudian kelak janin ini bunting.
Rasulullah kemudian melarang mereka melakukan praktik ini.

Beberapa hadits di atas berkonsekuensi batalnya jual beli
tersebut, karena hal tersebut mengindikasikan adanya larangan,
sebagaimana telah ditetapkan dalam ushul.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengemukakan:

Di antara kaidah yang dikategorikan oleh sejumlah ulama
dalam gharar yang dilarang vaitu berbagai jenis jarah dan
perserikatan, seperti musagah, muzara'ah, dan sebagainya.
Sejumlah ulama berpendapat, bahwa musagah dan muzara’ah
hukumnya haram dan batal, berdasarkan alasan bahwa praktik
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tersebut bagian dari jarah, karena dia termasuk pekerjaan yang
berkompensasi. Jiarah pasti berkaitan dengan upah yang diketahui
oleh para pihak penyewa, dia sama seperti harga. Dua bab ini
akan dipaparkan secara terpisah dalam kitab ini. /nsya Allah.

Asy-Syairazi @& menyatakan: Pasal: Sultan tidak
halal menetapkan harga. Demikian ini berdasarkan
hadits yang diriwayatkan dari Anas #, dia menuturkan:

gla:&s‘j;amdwwy,ww
Je JB Gae b Jps b Jus (e

andlis @ 5 danlis u@ws 3h A Of (L

o aallis 20 35 s d A0 OT 358 &5

“Pada masa Rasulullah ¢ terjadi kenaikan harga
barang. Masyarakat pun mengeluh, ‘Wahai Rasulullah,
tentukan harga untuk kami.’ Beliau menjawab,
‘Sungguh, Allah lah yang Maha Menahan, Maha
Melapangkan, Maha Pemberi Rezeki, dan Maha
Menetapkan Harga. Sungquh, aku berharap berjumpa
dengan Allah; dan tidak ada seorang pun yang
menagihku, akibat tindakan zhalim terhadap jiwa
maupun harta benda.’”
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Penjelasan Redaksional:

Dalil keharaman penentuan harga oleh pemerintah adalah
hadits Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-
Tirmidzi men-shahihkan hadits ini.

Tinjauan Redaksional: 7as’ir, menentukan harga
tertentu yang menjadi batas maksimal harga suatu komoditas.
Misalnya, seperti kalimat As arfuhu bi Alf “Aku menetapkan harga
seribu padanya.” Kata syi’rjuga digunakan untuk menunjukkan arti
kenaikan harga barang. Tidak dinamakan syir jika penurunan
harganya terlalu tajam. Bentuk jamaknya asar, seperti kata Aim/-
ahmal.

Hukum: Al Allamah [bnul Qayyim & dalam kitab Ath-
Thuruq Al Hukmiyyah menyatakan:

Penentuan harga (fas’) ada yang dikategorikan tindakan
zhalim dan diharamkan. Ada juga yang tergolong perbuatan adil
dan diperbolehkan. Apabila penentuan harga ini berdampak pada
tindakan zhalim terhadap masyarakat dan memaksa mereka tanpa
alasan yang benar untuk membeli dengan harga vyang tidak
disepakatinya; atau mencegah mereka dari perbuatan yang
diperbolehkan Allah, maka hukumnya haram.

Sebaliknya, jika penentuan harga ini melahirkan keadilan
antara masyarakat, seperti memaksa rakvat menjalankan
kewajiban mereka untuk membayar dengan harga standar, dan
mencegah mereka dari tindakan yang haram, seperti memungut
kelebihan dari kompensasi standar, praktik ini diperbolehkan,
bahkan wajib.
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Jenis penentuan harga yang pertama seperti riwayat Anas
vang dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Apabila masyarakat menjual
barang dagangan mereka dengan cara tertentu tanpa unsur
kezhaliman, sementara harga telah naik —karena jumlah barang
yang sedikit atau terlalu banyaknya permintaan— maka kondisi ini
dikembalikan kepada Allah. Maka, menekan masyarakat untuk
menjual sesuai harga barang, dikategorikan pemaksaan tanpa
alasan yang benar.

Sementara itu, jenis penentuan harga yang kedua misalnya
para pemilik barang menolak untuk menjualnya, sementara
masyarakat sangat membutuhkannya, kecuali dengan tambahan
harga dari harga standar. Dalam kasus ini, mereka wajib menjual
dagangannya dengan harta standar. Penentuan harga tidak ada
gunanya kecuali untuk mengharuskan pedagang menjual dengan
harga standar. Penetapkan harga di sini adalah penekanan dengan
cara vyang adil, yang telah diwajibkan oleh Allah.

Tbnul Qayyim # melanjutkan:

Oleh sebab itu, seorang pedagang berkewajiban untuk
menjual bahan makanan atau jenis komoditas lainnya hanya
kepada masyarakat vang dikenalnya. Komoditas ini hanya dijual
kepada mereka. Selanjutnya, pedagang menjual barangnya kepada
mereka dengan kompensasi yang dikehendakinya. Seandainya
komoditas ini dijual kepada pihak lain, maka dia dicekal dan
dikenai hukuman. Tindakan seperti ini bisa disebut sebagai
kezhaliman dan kerusakan di bumi. Kezhaliman memberangus
keberkahan. Penentuan harga wajib diberlakuan kepada para
pedagang tersebut, dan hanya boleh menjual dengan harga
standar, dimana masyarakat hanya boleh membeli dengan harga
standar. Para ulama sepakat mengenai masalah ini.
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Dalam kondisi demikian, pihak lain dilarang menjual atau
membeli barang tersebut. Seandainya pihak lain diperbolehkan
untuk menjual atau membeli sesukanya, ini termasuk
penganiayaan terhadap umat manusia, menzhalimi para penjual,
yang ingin menjual barang tersebut, juga menzhalimi para pembeli.

Penentuan harga dalam kasus ini hukumnya wajib, tanpa
perdebatan ulama. Hakikat fas’r adalah mewajibkan para pelaku
pasar (penjual dan pembeli) untuk berlaku adil dan melarang
mereka dari perbuatan zhalim. Aturan ini sama dengan
ketidakbolehan memaksa pedagang untuk menjual barang tanpa
alasan yang benar. Tetapi, penjual boleh atau bahkan waijib
dipaksa untuk menjual asetnya dengan alasan yang benar, seperti
menjual aset untuk melunasi utang wajib dan memberi nafkah
wajib.

Contoh lainnya seperti menjual bahan makanan atau
pakaian kepada orang yang sangat terdesak; seperti para
penggarap lahan dan tukang bangunan milik orang lain, maka
pemilik lahan berhak mengambil bagian sesuai dengan harga
standar; seperti mengambil bagian syufah, sebab pihak yang
berhak syufah (syafi) berwenang memiliki bagian yang dijual
sesuai harganya dengan cara paksa. Begitu halnya penghilangan
status budak dalam pemerdekaan, karena proses ini mengeluarkan
satu bagian dari milik sekutu yang lain secara paksa, dan budak
yang dimerdekakan wajib menyerahkan kompensasi secara paksa.

Setiap orang vang dikenai kewajiban untuk memenuhi
bahan makanan, pakaian, hamba sahaya, dan kendaraan —untuk
menunaikan haji, membayar kafarat, atau memberikan nafkah—
ketika dia menemukan barang tersebut dengan harga standar,
maka dia wajib membelinya. Bahkan, dipaksa untuk melakukan
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itu. Dia tidak berhak menolak agar memperoleh barang itu secara
gratis atau di bawah harga standar.

Selanjutnya, Ibnul Qayyim memaparkan pasal yang lain.
Beliau menuturkan: Berpijak kepada statemen di atas, lebih dari
satu ulama seperti Abu Hanifah dan ulama madzhabnya melarang
juru bagi (gassaam), —vaitu petugas pembagi ladang dan aset
lainnya dengan pemberian imbalan—, terlibat memiliki suatu aset
(yang sedang dibagi). Sebab, jika juru bagi turut memiliki aset
tersebut1? sementara masyarakat membutuhkannya, mereka akan
menaikkan upah.

Menurutku (Al Muthi’i): Oleh karena itu, lembaga
pengendali harga (waliyu/ hisbah) sebaiknya melarang amil yang
bertugas memandikan dan merawat jenazah, untuk ikut campur
dalam kebijakan tugas ini, seperti menaikan insentif. Begitu halnya
keterlibatan setiap satuan tugas vang jasanya dibutuhkan oleh
masyarakat, dalam memiliki aset tertentu; seperti para saksi,
makelar, dan lain sebagainya. Di samping keterlibatan saksi dalam
kepemilikan itu mampu membatalkan tugas yang lainnya, ini
dikarenakan pekerjaan setiap orang berbeda satu sama lain dan
tidak mungkin terlibat bersama-sama. Mengingat, pencatatan,
kewenangan, dan tugas mereka berbeda, vang tidak dapat
mewujudkan kepemilikan bersama (serikat) dan saling membantu.
Bagaimana mungkin seorang yang berserikat berhak atas insentif
teman serikatnya?

Demikian ini berbeda dengan perserikatan seluruh pekerja,
karena seorang anggota serikat mungkin mengerjakan sebagian

12 Maksudnya, baik secara kelembagaan maupun personal.
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tugasnya, dan anggota yang lain juga mengerjakan sebagiannya.
Oleh karena itulah, jika pekerjaan dan profesinya berbeda, maka
serikat menurut salah satu dari dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafii tidak sah, karena anggotanva sulit untuk bersekutu dalam
satu pekerjaan.

Ulama yang memperbolehkan serikat dengan latar belakang
pekerjaan yang berbeda, melihat pada aspek, bahwa kedua belah
pihak berkongsi kepada suatu hal yang dapat menyempurnakan
pekerjaan masing-masing, seperti perlindungan dan perhatian
ketika salah satu pihak keluar untuk suatu keperluan. Jadi,
persekutuan atas suatu hal yang menyempurnakan pekerjaan
masing-masing anggotanya bisa saja terjadi, sekalipun tidak
menyangkut profesi tertentu.

Sementara itu, perserikatan perantara perdagangan
(makelar) ada hal lain di dalamnya. Kita telah mengetahui, bahwa
perantara perdagangan merupakan wakil pemilik barang untuk
menjualkan barang. Jika dia berserikat dengan pihak lain dalam
penjualan tersebut, maka berarti dia mewakilkan tugas yang telah
dimandatkan kepadanya. Jika kita berpendapat, bahwa seorang
wakil tidak boleh mewakilkan, maka perserikatan di atas tidak sah.
Sebaliknya, jika kita berpendapat, bahwa wakil boleh mewakilkan
lagi, maka perkongsian ini sah.

Jadi, lembaga pengendali harga wajib mengetahui dan
menjaga dengan baik halhal ini serta melindungi kepentingan
masyarakat. Pembahasan ini sudah menyimpang terlalu jauh.
Intinya adalah, para juru bagi dan petugas publik lainnya dilarang
berserikat, karena hal ini memungkinkan ada kesepahaman antara
mereka untuk menuntut kenaikan upah. Oleh karena itu, larangan
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para pedagang vang bersepakat untuk menjual barang dengan
harga tertentu, jauh lebih kuat dan lebih keras.

Sebaliknya, lembaga pengendali harga juga melarang
konsumen dan perserikatan atas aset yang sedang dibeli pihak
lain, sebab tindakan ini sejatinya menzhalimi pedagang. Begitu
halnya, ketika beberapa orang yang membeli atau menjual sejenis
barang, bersekongkol untuk mengurangi barang yang dibelinya,
lalu mereka membelinya di bawah harga standar dan menjual
barang tersebut di atas harga standar, kemudian membagi rata
kelebihannya. lkrar mereka untuk melakukan tindakan tersebut

merupakan tolong-menolong dalam kezhaliman dan permusuhan,
dimana Allah & telah berfirman,

/9)’ s RS I D g
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (Qs.
Al Maaidah [5): 2).

\(‘,“

Ibnul Qayyim melanjutkan, jelas perbuatan ini termasuk
dosa dan permusuhan yang lebih besar dibanding mencegat
barang dagangan, jual beli yang dilakukan orang kota kepada
orang pedalaman, dan lebih besar dari dosa najasy.

Ibnul Qayyim selanjutnya mengemukakan satu pasal
tentang penentuan besaran upah. Masalah ini dilatarbelakangi oleh
fakta, bahwa masyarakat membutuhkan keterampilan orang-orang
tertentu, seperti petani, penjahit, tukang bangunan, dan lain
sebagainya. Jika tidak ada ketentuan penentuan upah yang adil,
para profesional ini wajib mendapatkan upah standar sesuai
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keahlian mereka, karena kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari
jasa mereka.

Maksudnya, apabila keterampilan di atas hanya dikuasai
oleh satu orang, maka pekerjaan tersebut menjadi fardhu ain
baginya. Sebaliknya, apabila masyarakat membutuhkan petani,
penjahit, atau tukang bangunan dalam jumlah banyak, maka
pekerjaan ini menjadi profesi mereka. Pemerintah berwenang
menugaskan orang-orang ini untuk menjalankan profesinya
dengan kompensasi yang standar. Artinya, mereka tidak boleh
menuntut tambahan insentif kepada masyarakat melebihi
kompensasi yang telah diterima.

Masyarakat tidak diperkenankan berlaku zhalim terhadap
para profesional, dengan memberi imbalan kurang dari
kompensasi yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya, ketika
tentara yang dipersiapkan untuk berperang membutuhkan tenaga
untuk mengolah lahannya, orang yang bekerja sebagai petani
harus menjalankana tugas tersebut. Tentara pun wajib tidak
berlaku zhalim kepada para petani, seperti kewajiban petani untuk
menggarap tanahnya.

Andaikan tentara dan pemerintah serta para petani
berpedoman pada aturan yang telah digariskan oleh Allah,
Rasulullah, keterangan As-Sunnah, dan Amalivah Khulafaur
Rasyidin, maka hidup mereka pasti berlimpah rezeki dan Allah
membukakan keberkahan dari langit dan bumi untuk mereka.

Banyak orang mendapatkan  penghasilan vang
berlipatganda, seperti para konglomerat, dengan cara vang zhalim
dan jahat. Kejahilan dan kezhalimannya terus mendorong mereka
untuk berlaku aniaya dan dosa, sehingga mereka terhalang dari
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keberkahan dan keluasan rezeki. Mereka bakal merasakan siksa
akhirat sekaligus tercabutnya keberkahan di dunia.

Aturan vyang dilegalkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta
diamalkan oleh para sahabat, dipraktikkan oleh orang vyang
mendapat pertolongan Allah, seperti praktik muzaraah yang adil.
Dalam muzara'ah ini terdapat dua pihak: Penebas dan petani.
Mereka mendapatkan bagian yang adil dan merata. Tidak ada
pihak vang lebih diuntungkan dalam tata aturan ini. Allah tidak
melarang ketimpangan vyang merusak stabilitas kawasan,
mengacaukan perilaku masyarakat, menimbulkan kemarau,
menghilangkan keberkahan, dan menggiring sebagian besar
tentara dan pemerintah pada barang haram. Ketika jasad tumbuh
dari barang haram, maka dia berhak dilemparkan ke dalam
neraka.

Apabila kita renungkan pernyataan Al Fagih Al Hanbali,
kita dapati beliau menetapkan satu konsep yang sekarang disebut
“Amar Taklif” vyang dikeluarkan oleh seorang hakim kepada
sebagian pekerja profesional, seperti insinyur dan dokter. Amar ini
berisi penugasan mereka secara wajib untuk bekerja dalam bidang-
bidang yang krusial atau mewajibkan para pemilik percetakan
untuk menerbitkan buku-buku pelajaran yang dibagikan kepada
perserta didik ketika mereka memasuki bangku sekolah.

Demikian paparan Al Faqgih Ibnul Qayyim tentang kondisi
berbagai wilayah di Syiria dan Mesir pada masa pemerintahan
Mamalik. Saat itu, pemerintah memperkerjakan para petani di
ladang-ladang, sedang para penebas atau pemilik hak tebas kurang
menghargai jerih payah mereka. Jasa petani dihargai lebih murah
dari kerja kerasnya. Penguasa Mamalik dan kroninya memakan
hasil dari peluh para petani. Sampai akhirnya, Allah mengithami
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Tonul Qayyim untuk memecut punggung para penguasa ini dengan
cemeti syari'at, seperti mereka telah memecut punggung para
petani dengan pecut sikap diktator. Selamat untuk Ibnul Qayyim.

Selanjutnya Ibnul Qayyim memaparkan masalah musaqgah,
muzara ah, dan jialah yang tidak kita temukan di pasar, tempat
beliau tinggal. Beliau menyatakan,

Masalah ini aku kemukakan sebagai suplemen. Secara
singkat dapat disimpulkan, bahwa ketika masyarakat
membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan khusus,
seperti petani dan sebagainya, maka mereka wajib memberikan
upah standar. Praktik seperti ini termasuk penentuan harga yang
wajib, yaitu penentuan harga pada bidang pekerjaan.

Sementara penentuan harga pada harta benda, maka
rincian  aturannya  sebagai  berikut. Ketika masyarakat
membutuhkan senjata dan peralatan untuk berjihad, para
pemiliknya wajib menjual dengan harga standar. Mereka tidak
boleh menahan barang tersebut, kecuali sesuai dengan harga yang
dikehendaki. Allah # telah mewajibkan jihad dengan jiwa dan
harta benda, lantas mengapa para pemilik senjata diwajibkan
melepas peralatan ini sesuai harganya?

Siapa yang mewajibkan orang vyang lemah fisik
mengeluarkan hartanya untuk biaya mewakilkan haji kepada pihak
lain, namun tidak mewajibkan orang vang mampu secara materil
guna menafkahkan hartanya demi kepentingan jihad, maka
pendapatnya jelas-jelas kontradiktif. Demikian ini satu dari dua
riwayat yang bersumber dari Ahmad. Pendapat ini benar adanya.

Al Fagih Al Allamah Ibnul Qayyim melanjutkan:
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Pasal: Penentuan harga tidak pernah terjadi pada saat Nabi
g di Madinah, karena masyarakat kepada masa itu belum ada
yang mengolah masakan dan membuat roti dengan sistem sewa.
Juga, belum ada orang yang menjual masakan mafang dan rofi.
Mereka biasa membeli biji-bijian (gandum, jelai, dan sebagainya),
kemudian memasak dan membuat roti di rumah masing-masing.

Setiap kafilah yang membawa komoditas kebutuhan pokok
datang, penduduk Madinah tidak mencegat mereka di tengah
perjalanan, justru mereka membelinya dari para pemasok barang.

Oleh karena itulah lahir hadits, o3s &l § $3ip CJudl

“Pemasok barang dikaruniai rezeki, sedangkan penimbun barang
dilaknat.”

Saat itu di Madinah juga belum terdapat tukang tenun.
Berbagai jenis sandang didatangkan langsung dari Syam, Yaman,
dan daerah sekitarnya. Mereka membeli langsung dari para
pedagang dan mengenakannya.

Ibnul Qayyim selanjutnya berkata: Pasal: Penentuan harga.
Para ulama berbeda pandangan tentang penentuan harga dalam
dua masalah:

Masalah pertama tentang penentuan harga: Apabila di
tengah masyarakat berlaku harga umum, lalu sebagian mereka
menjual barang dengan harga yang lebih mahal dari itu, maka
tindakan tersebut dilarang menurut Malik. Lantas apakah pihak
vang menurunkan harga juga dilarang? Di sini terdapat dua
pendapat:

Malik & berargumen dengan hadits yang beliau riwayatkan
dalam A/ Muwaththa’ dari Yunus bin Yusuf, dari Sa’id bin Al
Musayyab, bahwa Umar bin Al Khaththab bertemu dengan Hathib
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bin Abu Balta’ah, yang sedang berjualan anggur kering di pasar.
Umar menegurnya, “Silakan pilih, menaikkan harga atau kamu
hengkang dari pasar kami.”

Malik berpendapat: Andaikan seseorang hendak merusak
harga pasar, lalu menurunkan harga barang, anda pasti melihat
orang-orang menegurnya, “Silakan pilih, gunakan harga standar
atau engkau naikkan harga.” Adapun jika seseorang berkata
kepada seluruh pedagang, “Jangan berjualan kecuali dengan harga
sekian,” maka pernyataan ini tidaklah benar.

Demikian pula hadits Umar bin Abdul Aziz terkait
penduduk Al Abullah. Ketika itu beliau mengurangi harga
dagangan mereka untuk mencegah turun ke laut, lalu menulis,
“Bebaskan antara mereka dan harga barang itu. Sesungguhnya,
harga ada di tangan Allah.”

Ibnu Rusyd dalam A/ Bayvan menjelaskan: Terkait para
pemasok, para ulama sepakat bahwa barang yang mereka pasok
dari luar tidak bebas dihargai. Hanya saja bagi oknum vyang
mencegat mereka lalu menjual dengan harga yang lebih tinggi dari
harga umum, maka dikatakan kepadanya, “Silakan pilih; menjual
dengan harga umum atau kamu hengkang dari pasar!”

Demikian ini seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin
Al Khaththab kepada Hathib bin Abu Balta’ah. Ketika itu Umar
bertemu degan Hathib yang sedang berjualan anggur kering di
pasar, lalu menegurnya, “Silakan pilih, engkau menaikkan harga
atau hengkang dari pasar kami.” Sebab, Hathib menjual anggur
kering dengan harga lebih murah satu dirham dari harga patokan
para pedagang di pasar tersebut.

Sementara itu, para pemilik toko dan pasar yang berbelanja
kepada para pemasok dan agen lainnya secara grosir, dimana dia
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menjual kembali barang itu secara eceran, seperti daging, lauk-
pauk, dan buah-buahan, maka menurut satu pendapat, mereka itu
seperti pemasok barang. Artinya, bahwa tidak boleh menghargai
produk vang dijual sesukanya. Namun, bagi para pedagang yang
berbelanja kepada mereka dan keluar dari wilayah itu, dikatakan,
“Anda boleh pilih untuk menjual barang ini dengan harga umum
atau Anda angkat kaki dari pasar.” Ini pendapat Malik dalam
riwayat tersebut.

Menurutku (Al» Muthi’i): Aturan tersebut saat ini serupa
dengan kebijakan administratif.

Di antara kalangan salaf yang meriwayatkan keterangan ini
adalah Abdullah bin Umar, Al Qasim bin Muhammad, dan Salim
bin Abdullah. Pendapat lain menyebutkan, bahwa para pemilik
toko dan pasar dalam masalah ini berbeda dengan para pemasok.
Mereka tidak boleh meninggalkan jual beli secara bebas ketika
mematok harga yang tinggi, dan tidak boleh mengambil laba
sesukanya.

Para pemilk pasar vyang berwenang mewujudkan
kemaslahatan pedagang haruslah mengenal barang yang dibelinya,
lalu menetapkan laba yang pantas. Mereka dilarang menetapkan
laba lebih dari itu, dan dianjurkan untuk selalu menginspeksi
pasar.13 Para pemilik dilarang mengambil keuntungan yang lebih

13 Statemen Ibnu Rusyd ini sangat tepat dalam mengilustrasikan kebijakan
inspektorat departemen logistik terkait keputusannya tentang pasar gelap,
penggudangan, proteksi, dan penimbunan komoditas tertentu untuk menaikkan harga.
Kondisi ini telah menjadi fenomena umum. Mereka menganggapnya sebagai
peradaban modemn. Sebenarnya mereka belum mencapai tujuan Islam dalam
merumuskan program-program yang memuat nilai keadilan dan kasih sayang.
Bayangkan, andai saja dalam mencari penghidupan ini masyarakat meneladani para
salaf, pasti tidak akan ada ketamakan golongan antara para pedagang.
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dari laba yang telah ditetapkan. Siapa saja vang menyalahi aturan
ini, maka dia dikenai sanksi dan dikeluarkan dari pasar. Demikian
ini pendapat Malik menurut riwayat Asyhab, pendapat ini pula
vang menjadi pegangan Ibnu Habib. Ibnu Al Musayyab, Yahya bin
Sa’id, Al Laits, dan Rabi’ah juga berpendapat senada dengan
pernyataan ini.

Menurut seorang ulama, pemilik pasar tidak boleh berkata
kepada para pedagang, “Jangan menijual selain ini dan itu. Kalian
untung atau rugi tanpa melihat apa yang mereka beli.” Pemilik
pasar juga tidak boleh berkata kepada mereka berkenaan dengan
barang yang telah dibelinya, “Jangan menjualnya kecuali dengan
harga sekian, sesuai harga standar atau lebih rendah.”

Apabila laba para pedagang telah ditetapkan menurut kadar
barang yang dibelinya, maka pemilik pasar tidak boleh
membiarkan mereka membeli secara berlebihan, sekalipun para
pedagang ini tidak mengambil laba melebihi kadar vang telah
ditentukan. Sebab, para pedagang terkadang tanpa berpikir
panjang untuk berbelanja ketika tahu laba yang diperoleh telah
melebihi target.

Asy-Syafii menyanggah pendapat di atas, seperti
keterangan yang diriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Daud bin
Shalih At-Tammar, dari Al Qasim bin Muhammad #,, dari Umar
bin Khaththab: Suatu hari Umar bertemu dengan Hathib bin Abu
Balta'ah di pasar Al Mushalla. Di depan Hathib teronggok dua
karung berisi anggur kering. Umar menanyakan harganya. “Dua
mud per satu dirham,” jawab Hathib.

Umar menegurnya, “Baru saja masuk kafilah dagang dari
Thaif, membawa anggur kering. Mereka keberatan dengan
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hargamu. Silahkan pilih, engkau naikkan harga atau angkut anggur
keringmu ke rumah, lalu engkau jual semaumu.”

Umar pun pulang. Beliau mengintropeksi diri (atas
pemnyataannya kepada Hathib), kemudian menemui Hathib di
rumahnya. “Apa yang aku katakan padamu tadi bukan
kemauanku, bukan pula keputusanku. Aku hanya ingin itu menjadi
kebaikan bagi penduduk negeri ini. Berdaganglah sesukamu di
mana pun kamu mau.”

Asy-Syafi’i menyatakan, hadits ini membutuhkan penjelasan
lebih lanjut, namun tidak kontradiksi dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Malik. Hanya saja, beliau meriwayatkan
sebagian hadits; atau ada periwayat lain yang meriwayatkan dari
beliau. Sementara di sini, hadits tersebut dicantumkan dari awal
hingga akhir. Oleh karena itu, menurutku, setiap orang memiliki
wewenang vang penuh atas asetnya. Tidak seorang pun boleh
mengambilnya atau sebagiannya tanpa keridhaan sang pemilik,
kecuali dalam beberapa kondisi yang mengharuskan mereka untuk
itu. Keterangan ini bukan bagian dari pembahasan di atas.

Mengacu kepada pendapat Malik, Abu Al Walid Al Bajili
mengemukakan, bahwa harga yang menjadi acuan dalam kasus
perbedaan harga adalah, harga yang diberlakukan oleh mayoritas
masyarakat. Apabila ada satu orang atau sekelompok kecil
menurunkan harga secara sepihak, maka mereka diperintahkan
untuk mengacu pada harga standar atau tidak melakukan jual beli
sama sekali. Sebab, yang menjadi acuan adalah kondisi mayoritas
masyarakat. Itulah yang menjadi dasar penetapan harga barang.

Lantas apakah pedagang yang menaikkan harga barang
secara sepihak —beberapa dirham, misalnya— dikenai aturan yang
sama dengan pedagang yang menurunkan harga?
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Ionu Al Qashshar dari ulama fikih Maliki menuturkan:
Ulama madzhab kami berbeda pandangan ‘dalam memahami
pernyataan Malik “Namun para pedagangnya vang menurunkan
harga.”

Para ulama Baghdad berpendapat, bahwa maksudnya
adalah orang yang menjual barang seharga 5 dirham, sedang
masyarakat menjualnya seharga 8 dirham.

Sejumlah ulama Bashrah menjelaskan, maksudnya adalah,
seseorang menjual barang seharga 8 dirham, sementara para
pedagang menjualnya seharga 5 dirham, sehingga dia merusak
harga pasar, bahkan tidak jarang menimbulkan kekacauan dan
permusuhan.

Ibnu Al Qashshar menambahkan, bahwa menurutku, dua
praktik ini sama-sama dilarang. Sebab, orang yang menjual barang
seharga 8 dirham sementara masyarakat menjualnya seharga 5
dirham merusak harga pasar, dan seringkali menyebabkan
kekacauan dan permusuhan. Jadi, tindakan ini menghambat
kesejahteraan bersama. Abu Al Walid Al Baji berpendapat, tidak
ada pendapat para ulama, hukum ini berlaku bagi seluruh pelaku
pasar.

Berkenaan dengan pemasok barang, dalam kitab
Muhammad bin Ibnu Al Hasan disebutkan, bahwa pemasok tidak
dilarang menjual barang di pasar dengan harga yang lebih rendah
dari harga masyarakat setempat.

Ibnu Habib menambahkan, vaitu selain gandum dan jelai
vang harus sesuai dengan harga setempat. Jika tidak demikian,
maka para pemasok ini harus menaikkan harga. Lain halnya
dengan pemasok gandum dan jelai, mereka boleh menjual dengan
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harga berapa pun, hanya saja mereka dikenai hukum sebagai
pedagang pasar.

Jika sebagian pemasok ini menurunkan harga, maka
kebijakan ini dibiarkan begitu saja. Namun, jika sebagian besar
mereka menurunkan harga, bagi pihak yang tidak menurunkan
harga itu diberi pilihan untuk menjual dengan harga yang sama
atau menaikkan harga tersebut.

Ibnu Habib mengemukakan, bahwa ketentuan ini berlaku
pada komoditas yang ditakar dan ditimbang, baik itu merupakan
bahan makanan maupun bukan. Berbeda dengan komoditas yang
tidak ditakar dan tidak ditimbang, sebab harganya tidak mungkin
diseragamkan, karena jenisnya juga berbeda.

Abul Walid menyatakan, bahwa aturan ini jika komoditas
vang ditakar dan yang ditimbang ini sama kualitasnya. Jika
kualitasnya berbeda, maka pemilik komoditas yang bagus tidak
diperintahkan untuk menjualnya dengan harga rendah.

Masalah kedua tentang penenttian harga: Kasus penentuan
harga yang diperdebatkan oleh para ulama. Yaitu, pemegang
kebijakan tidak memberikan batasan harga barang kepada para
pelaku pasar, berupa harga yang tidak boleh dilanggar, selama
menjalankan aturan wajib. Praktik ini dilarang oleh jumhur ulama,
bahkan Malik sendiri berpendapat demikian dalam pendapat yang
masyhur.

Pendapat larangan ini juga dikutip dari fbnu Umar, Salim,
dan Al Qasim bin Muhammad. Asyhab meriwayatkan dari Malik
perihal pelaku pasar yang menetapkan harga pada para jagal
daging domba sekian dan daging unta sekian. Jika tidak demlkxan
mereka harus keluar dari pasar.
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Malik mengemukakan, apabila harga telah ditentukan
sesuai transaksi pembelian yang terjadi, maka ini tidak masalah.
Akan tetapi, aku khawatir mereka akan tetap berada di pasar.

Para pendukung pendapat ini berargumen, bahwa larangan
menaikkan harga dan tidak memaksa para pedagang untuk
menjual dagangannya, tidak lain adalah demi kemaslahatan
masyarakat luas. Mereka hanya dilarang menjual dengan harga
yang ditentukan oleh pemerintah atas pertimbangan kemaslahatan
bagi penjual dan pembeli.

Sementara itu, jumhur ulama berhujjah dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya vang bersumber dari

hadits Al Ala bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah
#%, dia berkata,
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“Seorang lelaki menemui Rasulullah @&, lalu berkata,
‘Wahai Rasulullah, tentukan harga bagi kami’. Beliau menjawab,
Berdoalah kepada Allah’. Orang itu kembali menemui beliau, lalu
berkata, ‘Wahai Rasulullah, tentukan harga untuk kami’ Beliau
menjawab, Allah lah yang akan menaikkan dan menurunkan.
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Sungguh, aku hanya mengharapkan pertemuan dengan Allah, dan
tidak ada seorang pun vang terzhalimi’. Sebab, memaksa
masyarakat untuk itu termasuk tindakan zhalim.

Mengenai praktik penentuan harga menurut ulama yang
memperbolehkan, Ibnu Habib menuturkan, bahwa sebaiknya
pemerintah mengumpulkan seluruh pelaku pasar dan mendatangi
pihak yang lain, untuk membuktikan kejujuran mereka. Sekaligus
menanyakan bagaimana praktik jual-beli yang dilakukan?
Memposisikan para pedagang sebagaimana mestinja dan
memperlakukan masyarakat umum secara benar, sehingga mereka
semua ridha. Mereka tidak dipaksa untuk menjalankan penetapan
harga tersebut, akan tetapi secara suka rela. Dewasa ini kebijakan
pemerintah ini serupa dengan keputusan Kamar Dagang (Kadin).

Abu Al Walid Al Bajili menyatakan, inspeksi pasar oleh
pemerintah dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan para
penjual dan pembeli. Biaya inspeksi ini diambil dari sebagian laba
yang diperoleh, tanpa membebani mereka.

Apabila pemerintah menentukan harga tanpa kerelaan para
pelaku pasar dan menimbulkan kerugian, maka kebijakan ini justru
malah akan merusak harga, langkanya bahan makanan pokok,
dan merusak harta benda.

Ibnu Taimiyyah (A/ Hafid!® menyatakan: Demikian
masalah yang diperdebatkan para ulama. Apabila para pedagang
menolak untuk menjual komoditas yang wajib dijual, maka di sini
mereka diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban, dan

14 Yang dimaksud A/-Hafid adalah Syaikhul Islam. Nama beliau Ahmad, yang
mempunyai julukan Taqgiyuddin. Kunyah beliau adalah Abu Al-Abbas bin Abdul Halim
bin Abdus Salam. Abdus Salam ini tidak lain adalah Ibnu At-Taimiyyah AlJad.
Kunyahnya Abu Al-Barakat, dan julukannya Majd Ad-Din.
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dihukum jika meninggalkannya. Begitu halnya orang yang waijib
menjual dengan harga standar lalu menolaknya.

Ibnul Qayim menyatakan: Siapa yang melarang penentuan
harga secara mutlak dengan argumen sabda Nabi 8, » dn 3!
ol (8 w5l oy AT O Y s et Sl 52z
Ju ¥3 e & ':léjhég “Sesungguhnya Allah lah Yang Maha
Menentukan Harga, Yang Maha Menggenggam, dan Maha
Melapangkan. Sungguh, aku berharap berjumpa dengan Allah,
dan tidak seorang pun dari kalian menuntutku akibat kezhaliman

terhadap jiwa ataupun harta benda.” Menurut satu pendapat,
premis tertentu ini diberlakukan padanya, bukan lafal yang umum.

Hadits ini bukan berarti kita dilarang menjual komoditas
yang dibutuhkan oleh banyak orang. Kita maklumi bersama, orang
cenderung menjual barang yang langka dengan harga sedikit
tinggi. Ketika pemilik barang ini melepasnya—sebagaimana
kebiasaan yang berlaku, tetapi orang menaikkan harganya—dalam
kondisi ini mereka tidak dikenai penentuan harga.

Disebutkan dalam Ash-Shahihain bahwa Nabi £ melarang

untuk menaikkan harga melebihi harga standar dalam
memerdekakan bagian budak vang dimiliki bersama. Beliau
bersabda,

‘Siapa yang memerdekakan budak milik bersama— dan dia
memiliki harta yang cukup untuk membavar harga budak
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tersebut— dia dibargai dengan nilai yang adll, tanpa kerugian dan
tanpa aniaya.”

Dia lalu memberikan bagian para sekutunya dan
memerdekakan budak tersebut. Maka pemilik tidak mungkin

menawarkan budak yang telah dimerdekakan kepada orang yang
dikehendaki.

Sebab, ketika sekutu yang memerdekakan itu berhak
memiliki bagian budak yang belum dimerdekakan untuk
menyempurnakan status merdeka bagi si budak, maka nilai
kompensasinya diperkirakan. Caranya adalah, seluruh bagian
budak dinilai dengan perhitungan yang adil, dan bagian nilai ini
diberikan kepada sekutunya. Demikian ini karena hak sekutu ada
pada sebagian nilai, bukan pada nilai setengah, menurut jumhur.

Jadi, hadits di atas dalil bahwa barang yang tidak mungkin
dibagi secara materil, dia di jual dan nilainya dibagi, ketika salah
seorang sekutu menuntut itu. Pemilik barang dipaksa untuk
menjualnya. Sebagian ulama fikih Maliki meriwayatkan pendapat
tersebut secara jima’ Praktik tersebut menjadi dalil bolehnya
membeli sesuatu dari pemiliknya secara paksa sesuai dengan
harganya, untuk kemaslahatan yang lebih besar, seperti dalam
kasus syufah. Juga, sebagai dalil kewajiban menyempurnakan
pemerdekaan budak dengan cara bertahap selama itu
memungkinkan.

Maksudnya, di saat Svari’ mewajibkan seseorang untuk
mengeluarkan sesuatu dari pemiliknya, maka dia dapat
memilikinga dengan kompensasi standar untuk maslahat
penyempurnaan pemerdekaan budak. Pemilik tidak bisa menuntut
harga yang lebih tinggi dari nilai barang. Lantas, bagaimana jika
kebutuhan masyarakat untuk memilki barang tersebut lebih besar,
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sementara mereka tidak mampu membelinya? Seperti kebutuhan
orang yang terdesak terhadap makanan, minuman, sandang, dan
sebagainya.

Perintah Nabi g untuk menilai seluruh barang sesuai harga
standar inilah hakikat penetapan harga (fas’i). Demikian pula
kewenangan sekutu untuk mengambil alih bagian vang di-syufah
kan (masyfu’ fih) dari tangan pembeli dengan harga pembelian,
tanpa adanya tambahan harga, demi kemaslahatan
penyempurnaan satu bagian tersebut. Lantas bagaimana dengan
objek yang lebih besar dari itu?

Apabila beliau memperbolehkan sekutu untuk mengambil
alih barang milik bersama dengan harga yang ditetapkan dalam
akad, bukan harga vang diinginkan oleh pembeli, untuk
kemaslahatan tersebut, lalu bagaimana jika pemilik terdesak untuk
memanfaatkan miliknya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan
peralatan perang?

Demikian pula ketika jama’ah haji sangat membutuhkan
alat transportasi dan sarana lainnya vang dimiliki masyarakat,
maka pemerintah dapat memaksa mereka untuk menjualnya
dengan harga standar, bukan menurut harga vang mereka
inginkan. Hadits tentang pemerdekaan di atas merupakan dalil
seluruh kasus ini.

Ibnul Qayim mengakhiri pembahasan kita tentang
penetapan harga dengan satu pasal berikut.

Ketika kebutuhan suatu kaum terhadap tempat tinggal
sangat mendesak, sementara mereka tidak menemukan rumah lain
selain rumah milik seseorang, atau menginap di tempat
penginapan milik seseorang, atau meminjamkan pakaian untuk
menghangatkan diri, meminjam gilingan untuk membuat tepung,
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timba untuk mengambil air, meminjam panci, kampak, dan lain
sebagainya untuk kebutuhan yang mendesak, maka pemiliknya
wajib meminjamkannya tanpa paksaan. Tetapi, apakah pemilik
boleh mengambil imbalan dari peminjaman tersebut?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Kedua
pendapat ini merupakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang
bersumber dari ulama fikih Ahmad. Ulama yang memperbolehkan
pemilik barang untuk mengambil upah, haram baginya mengambil
imbalan yang lebih tinggi dari upah standar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memaparkan, bahwa yang
shahih adalah, sang pemilik meminjamkan barang tersebut secara
gratis, tanpa memungut imbalan, sebagaimana disarankan Al
Quran dan As-Sunnah. Allah £ berfirman,

po »n ,//

SAL AT e oa a.m@\,\u.n 3o
(O ’”«3}1133@\-»‘33“630-\“

“Maka celakalah orang vang shalat, (aitu) orang-orang
Yvang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat ria, dan enggan
(memberikan) bantuan. (Qs. Al Maa’uun [107]: 4-7).

Para sahabat seperti Ibnu Mas’'ud dan Ibnu Abbas
menjelaskan, ayat ini berbicara tentang peminjaman panci, timba,
kampak, dan peralatan lainnya.

Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain yang bersumber dari
Nabi g8, disebutkan kata “kuda.” Beliau bersabda,
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Dia (kuda) pahala bagi satu orang, penutup bagi satu
orang, dan dosa bagi yang lain. Sedangkan yang menjadi pahala
bagi pemiliknya yaitu kuda yang dipersiapkan untuk berjihad di
Jalan Allah. Yang menjadi penutup bagi pemiliknya vaitu kuda
yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menghindari
keburukan, serta tidak melupakan hak Allah dari leher maupun
punggungnya. ”

Di dalam Ash-Shahihain )uga dlsebutkan bahwa Nabi £
bersabda,

s Srbls s By Lyl 35

“Di antara hak unta yaitu meminjamkan timbanya dan
mengawinkan pejantannya.”

Disebutkan pula di dalam Ash-Shahihain, bahwa Nabi &
bersabda,

\\ \

I

“Seorang tetangga jangan sekali-kali melarang tetangganya
menancapkan kayu di dinding rumahnya.”
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Ibnu Taimiyyah melanjutkan, sebagaimana dikutip
muridnya, semoga Allah menjaga kehidupan dan ilmu beliau.

Seandainya seseorang perlu mengalirkan saluran aimya
melewati tanah orang lain tanpa membahayakan si pemilik tanah,
apakah dia boleh memaksakan hal tersebut? Di sini terdapat dua
riwayat yang bersumber dari Ahmad. Keharusan memenuhi
kebutuhan orang ini merupakan pendapat Umar bin Al Khaththab
dan para sahabat lainnya.

Sejumlah sahabat dan tabiin menyatakan, bahwa zakat
tempat penginapan vaitu meminjamkannya. Jika pemilik tidak
meminjamkannya, maka dia harus mengeluarkan zakat. Demikian
ini salah satu pendapat ulama fikih Asy-Syafii dalam madzhab
Ahmad.

Menurutku (Al Muthi’i): Pendapat terakhir ini rajih,
karena tempat penginapan tidak lepas dari zakat atau
peminjaman. Berbagai manfaat yang wajib diserahkan ada dua
macam. Salah satunya adalah hak harta, sebagaimana telah kami
terangkan, seperti kuda, unta, dan tempat penginapan.
Berikutnya, barang yang wajib diberikan karena kebutuhan banyak
orang.

Di samping itu, memberikan manfaat badan hukumnya
wajib ketika dibutuhkan, seperti mengajar dan menyampaikan
fatwa, memberikan kesaksian, mengadili pihak yang bersengketa,
jihad, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan
manfaat fisik lainnya.

Begitu pula orang yang mampu menyelamatkan orang lain
dari bahaya, dia wajib menolongnya. Jika tidak memberikan

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 273



pertolongan, padahal mampu, maka dia berdosa dan dikenai
denda. Kondisi ini tidak menghalangi kewajiban memberikan
manfaat harta benda kepada orang yang membutuhkan. Allah &
berfirman,

-

z
LA Ayt P s 7 A < - . -
SR W A0 (e 5K S &6 s

‘Janganlah  penulis menolak untuk  menuliskannya
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanva, maka hendaklah
dia menuliskan. ” (Qs. Al Bagarah [2): 228).

Allah & juga berfirman,

~r P

1523 05 5T U5

“Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.”
(Qs. Al Baqarah [2]: 228).

(3

Sikap para ahli fikih tentang pemberian komisi dalam
kesaksian terpecah dalam empat pendapat ulama, yaitu empat
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam madzhab Ahmad:

Pendapat Pertama: Pemberian komisi ini tidak
diperbolehkan secara mutlak.

Pendapat Kedua: Diperlukan ketika dibutuhkan.

Pendapat Ketiga: Tidak diperbolehkan kecuali disebutkan
secara khusus.

Pendapat Keempat: Diperbolehkan.

Apabila saksi telah mengambil komisi saat menanggung
kesaksian, maka dia tidak boleh menerimanya ketika
menyampaikan kesaksian.
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Maksudnya adalah, bahwa harga yang ditetapkan oleh Nabi
& dalam kasus transmisi pemerdekaan yang bertujuan untuk
menyempumakan kemerdekaan. Dia termasuk hak Allah #&.
Segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dikategorikan sebagai
kebutuhan umum. Hak di dalamnya milik Allah, yang mencakup
berbagai hak dan had. Hak di sini seperti hak masjid, harta %i,
wakaf bagi kalangan yang membutuhkan, aset sedekah, dan
manfaat umum. Sementara contoh hukuman Aad adalah, Aad
pemberontak, Aad pencurian, zina, dan Aad minuman keras.

Kebutuhan kaum muslim terhadap makanan, pakaian, dan
sebagainya merupakan kemaslahatan umum. Tidak ada hak satu
orang pun di sini. Penetapan harga komoditas ini dengan harga
standar bagi para pedagang yang wajib menjualnya lebih utama
daripada penentuan harga untuk menyempurnakan kemerdekaan.
Tetapi, penyempurnaan kemerdekaan itu wajib bagi sekutu yang
memerdekakan.

Seandainya tuan tidak menentukan harga budak
(bagiannya) karena unsur darurat dan ada permintaan dari sekutu
vang lain, maka dia boleh menuntut sesukanya. Pada umumnya
orang membeli makanan dan pakaian untuk diri sendiri dan orang
lain.

Apabila orang tersebut memiliki barang yang dibutuhkan
masyarakat dan menjualnya dengan harga semaunya, tentu
kerugian yang dialami mereka jauh lebih besar. Oleh karena itu,
para ahli fikih menegaskan, bahwa ketika seseorang terdesak
untuk mengkonsumsi makanan orang lain, maka si pemilik wajib
menyerahkannya dengan harga standar.

Imam vyang paling tidak setuju dengan kewajiban
kompensasi dan penetapannya adalah Asy-Syafi'i. Meskipun
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demikian, beliau mewajibkan pemilik bahan makanan untuk
menyerahkannya kepada orang vyang terdesak (sangat
membutuhkan) dengan harga standar.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang boleh
tidaknya penentuan harga bahan makanan, ketika masyarakat
membutuhkan. Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi’i.

Ulama madzhab Abu Hanifah menyatakan, bahwa
sebaiknya pemerintah tidak menentukan harga komoditas kecuali
yang berhubungan dengan hak yang membahayakan masyarakat.
Apabila kondisi darurat itu sampai dilaporkan pada proses
pengadilan, maka penimbun diperintahkan untuk menjual bahan
makanan yang melebihi kebutuhan diri dan keluarganya, menurut
harga yang berlaku saat itu. Hakim melarang penimbunan. Jika
pelaku enggan menjual barang tersebut, maka dia ditahan dan
dikenai hukuman (fa’zir) sesuai putusan. Hal ini perlu dilakukan
untuk mencegah tindakan serupa dan memulihkan krisis pangan.

Ulama madzhab Abu Hanifah melanjutkan, bahwa apabila
para pemilik komoditas ini bersikap berlebihan dan menjual
dengan harga vang sangat tinggi, sementara hakim tidak bisa
melindungi hak-hak kaum muslimin selain dengan penentuan
harga, dalam kondisi seperti ini hakim menentukan harga atas
pertimbangan para pakar dan ahli di bidangnya. Pendapat ini jelas
merujuk pada argumen Abu Hanifah. Menurut beliau, orang
merdeka tidak dicekal.

Orang yang membeli barang yang telah ditentukan
harganya oleh imam, maka jual beli tersebut sah, karena dia tidak
dipaksa untuk membelinya.
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Pertanyaannya, apakah hakim diperkenankan untuk
menjual bahan makanan milik penimbun tanpa keridhaannya?
Para ulama berbeda pendapat, sama seperti kasus menjual aset
penghutang.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa para ulama sepakat
dalam kasus ini. Sebab menurut pandangan Abu Hanifah,
pencekalan transaksi itu berfungsi untuk menghindari bahaya
laten; sedangkan penetapan harga ketika terjadi inflasi pada masa
Nabi 4, dan masyarakat menuntut penentuan harga, namun
beliau menolak.

Tidak disebutkan dalam riwayat tersebut pemilik bahan
makanan yang menolak menjualnya. Justru, sebagian besar orang
vang menjual bahan makanan ketika itu tidak lain para pemasok
barang. Mereka menjual barang begitu sampai pasar.

Akan tetapi, Nabi g melarang orang kota berjualan
kepada orang pedalaman. Maksudnya adalah, menjadi makelar

penduduk pedalaman. Beliau bersabda, gaa} & @5 S 1383

JR%3 *w “Biarkan orang-orang. Sebagian mereka dikaruniai rezeki
oleh Allah dari sebagian yang lain. ”

Jadi, orang kota yang mengetahui harga dilarang
mewakilkan pembelian barang kepada orang pedalaman. Sebab,
ketika dia mewakilkan pembelian kepada orang pedalaman —
padahal dia mengetahui kebutuhan konsumen— pasti dia
menaikkan harga, oleh karena itu dia dilarang mewakilkannya.
Larangan ini berlaku walaupun jenis perwakilan tersebut mubah,
sebab hal tersebut menimbulkan lonjakan harga di tengah
masvyarakat.

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab " 277



Rasulullah melarang konsumen mencegat barang vang
masuk ke suatu daerah, karenanya begitu pedagang sampai pasar
mereka berhak khivar. Oleh sebab itu, sebagian besar ahli fikih
melarang praktik tersebut karena merugikan pihak penjual.

Apabila penjual belum mengetahui harga barang, lalu dia
dicegat oleh konsumen sebelum sampai di pasar. Mereka membeli
barang dengan harga yang lebih murah dari harga standar. Artinya
bahwa, secara tidak langsung pembeli telah mengelabui penjual.
Oleh karena itu, Nabi g menetapkan khivar bagi penjual.

Terkait masalah ini, ada dua riwayat pendapat dari Ahmad,
seperti telah disinggung di depan.

Pendapat Pertama: Ahivar ditetapkan bagi penjual secara
mutlak, baik dia tertipu maupun tidak. Demikian bunyi zhahir
madzhab Asy-Syafi'i. '

Pendapat Kedua: Khiyar ditetapkan bagi penjual jika
terbukti dia tertipu. Ini bunyi zhahir madzhab Hanbali. Sejumlah
ulama berpendapat, bahwa praktik ini dilarang justru karena
merugikan pembeli (yang lain). Ketika seseorang mencegat
pedagang lalu membeli barang darinya, kemudian menjualnya lagi.

Singkat kata, Nabi # melarang jual beli barang halal
sebelum penjual mengetahui harga pasar, yaitu harga standar yang
berlaku, dan pembeli mengetahui kondisi barang dagangan
tersebut.

Penyusun A/ Qjvas Al Fasid mengemukakan, bahwa
pembeli berhak membeli di mana pun dia berada. Dia telah
membeli dari pihak penjual, sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya. Jadi, pembeli boleh mewakilkan pembelian barang
kepada orang kota maupun bukan orang kota. Akan tetapi, Syari’

278 || 4l Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



tetap melindungi kemaslahatan umum. Ketika pemasok tidak
mengetahui harga barang, berarti dia tidak tahu-menahu harga
standar yang berlaku di daerah tersebut, sehingga pembeh telah

mengelabuinya. /

Ahmad dan Malik m;ngaﬁélogikan seluruh kasus di atas
dengan makelar, karena, dia sama dengan pemasok yang tidak
mengetahui harga. Jelaslah pedagang dilarang menjual kepada
konsumen seperti ini kecuali dengan harga yang diketahui, vaitu
harga standar, sekalipun mereka tidak membutuhkan pembelian
tersebut. Tetapi, karena mereka tidak mengetahui nilai barang atau
tidak meminta penurunan harga, maka jual beli tetap
mempertimbangan sikap suka sama suka, saling ridha. Sikap suka
sama suka membutuhkan pengetahuan (harga dan barang). Siapa
vang tidak menyadari dirinya telah dikelabui, maka berarti dia
ridha. Ketika diketahui dia telah ridha, maka jual beli tersebut tidak
masalah.

Dalam As-Sunan disebutkan, bahwa ada seseorang
memiliki pohon di lahan orang lain. Pemilik lahan merasa
terganggu dengan kehadiran pemilikk pohon. Akhimya, dia
mengadukan hal itu kepada Nabi g&. Beliau menyarankan pemilik
lahan untuk menerima pengganti atau merelakannya. Namun, dia
tidak menjalankan saran ini. Nabi pun mengizinkan pemilik lahan
untuk menebang pohon tersebut. Pemilik pohon berkata,
“Sungguh, engkau telah dianiaya.”

Penyusun A/ Qivas Al Fasid berpendapat: Pemilik pohon
tidak wajib menjual pohon tersebut dan tidak perlu merelakannya.
Bahkan, pemilik lahan pun tidak boleh menebangnya, karena ini
termasuk pengelolaan milik orang lain tanpa izin sang pemilik dan
pemaksaan pemberlakuan kompensasi.

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 279



Svari’ mewajibkan pemilik pohon yang tidak bersedia
merelekannya untuk menjual pohon tersebut, karena tindakan ini
mengandung kemaslahatan bagi pemilik lahan, yaitu terbebas dari
gangguan keluar-masuknya pemilik pohon, dan kemaslahatan
pemilik pohon karena mendapatkan ganti. Sekalipun melalui
proses ini, pemilik pohon mengalami sedikit kerugian, tapi
keberadaan pohon orang lain di kebunnya mengakibatkan
kerugian lebih besar baginya.

Syari’ yang Maha Bijaksana menghilangkan bahaya yang
paling besar dengan menjalankan bahaya yang paling ringan.
Demikian ini bagian dari konsep fikih, qgiyas, dan maslahat,
sekalipun salah satu pihak enggan melaksanakannya. Artinya, ini
merupakan dalil kewajiban menjual barang ketika pembeli
membutuhkan. Kewajiban ini untuk memenuhi kebutuhan satu
orang, bagaimana dengan kebutuhan makanan masyarakat luas
dan kebutuhan lainnya?

Hukum menyewakan berbagai manfaat ketika orang-orang
membutuhkan —seperti manfaat rumah, penggilingan tepung,
pembuat roti, dan sebagainya— sama seperti hukum penyewaan
barang. Berikutnya kami paparkan kutipan singkat dari pernyataan
Tbnul Qayim dan gurunya.

Ibnul Qayim menyimpulkan, bahwa kesejahteraan ekonomi
masyarakat jika hanya tercapai dengan penentuan harga,
pemerintah mesti menentukan harga yang adil, yang tidak
merugikan dan tidak menzhalimi. Ketika kebutuhan mereka telah
terpenuhi dan kesejahteraannya tercapai tanpa penentuan harga,
pemerintah tidak perlu mengambil kebijakan fas’r. Hanya Allah
yang memberi pertolongan.
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Asy-Syaukani dalam An-Nai/, Bab Larangan Menentukan
Harga, dia menulis: Berdasarkan hadits tersebut dan makna yang
terkandung di dalamnya penentuan harga hukumnya haram. la
perbuatan zhalim. Alasannya, karena masyarakat memiliki
kekuasaan penuh untuk mengelola harta bendanya, sedangkan
penentuan harga justru mencekal aktivitas ekonomi mereka.
Seorang Imam (pemerintah) bertugas menjaga kemaslahatan kaum
muslimin. Kebijakan pemerintah untuk menjaga kepentingan
konsumen dengan menetapkan harga murah tidak lebih utama
dari kebijakan stabilitasi harga demi memenuhi kepentingan
pedagang.

Ketika pemegang kebijakan berhadapan dengan dua
kondisi ini, dia wajib mempersilakan dua golongan tersebut untuk
berijtihad bagi diri mereka sendiri, sehingga keharusan pemilik
barang menjual dengan harga yang tidak disukainya dapat
dihindari. Demikian ini berdasarkan firman Allah &,

» - o =, - V- <. %
('i*: w2l e °JL—‘.';\{),<ao\ )

“Kecuali dalam perdagangan vang berlaku atas dasar suka
sama suka di antara kamu, ” (Qs. An-Nisaa* [4]: 29).

Dimana pendapat ini didukung oleh jumhur ulama.

Malik meriwayatkan bahwa pemerintah boleh menentukan
harga, namun beberapa hadits kepada bab di atas mengkonter
pendapat ini. Selanjumya Malik menjelaskan argumen
pendapatnya tentang larangan penentuan harga. Menurut ulama
madzhab Asy-Syafi'i, ketika terjadi gejolak harga, pemerintah
boleh menentukan harga barang. Pendapat ini, dalam pandangan
Malik, tidak dapat diterima.
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Keterangan kami tentang fas’ir merupakan pendapat final
vang menjadikan kebijakan penentuan harga selalu berkaitan
dengan kemaslahatan. Pemerintah bertugas menjaga kepentingan
dua belah pihak, mewujudkan keadilan di antara mereka, dan tidak
memprioritaskan salah satunya.

Sebagian besar masyarakat berstatus sebagai penjual dan
pembeli. Seorang pedagang buah butuh membeli pakaian, daging
dan peralatan sekolah untuk anak-anaknya. Pengrajin perak
membeli dari pedagang buah. Tukang makanan dan pekerja di
kantor pemerintahan mendapatkan penghasilan dengan besaran
tertentu.

Ketika pedagang mengambil laba terlalu tinggi, dia
mempersulit penghidupan para pekerja. Oleh karena itu,
pemerintah harus menentukan harga dan memberikan kebebasan
kepada pedagang untuk mengambil laba yang wajar; dan
menggairahkan dunia perdagangan dengan memberikan subsidi
dan memasok beragam barang untuk memenuhi kebutuhan hidup
masvarakat. Wallahu a’lam

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Haram
menimbun bahan makanan pokok. Jhtikar adalah,
membeli barang pada waktu harga tinggi dan
menahannya agar harganya bertambah tinggi.

Di antara ulama madzhab kami ada vyang
berpendapat, bahwa penimbunan hukumnya makruh,
tidak haram, dan pelakunya tidak dikenakan sanksi.
Demikian ini berdasarkan riwayat Umar %, dia berkata:

Rasulullah @ bersabda, Ol S&dlly 335y I
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“Pemasok dikarunia rezeki, sedangkan penimbun
dilaknat.”

Ma’amar Al Udzri mengatakan: Rasulullah &
bersabda, b V) &g Y “Tidaklah seseorang itu

menimbun kecuali dia adalah orang yang keliru. ” Hadits
ini mengindikasikan, bahwa penimbunan itu haram.

Sementara jika seseorang membeli barang di saat
harga murah, atau memperoleh bahan makanan dari
ladangnya, lalu menyimpannya untuk dijual ketika harga
tinggi, maka perbuatan ini tidak haram, sebab dia sama
dengan pemasok barang.

Umar @ meriwayatkan, bahwa Nabi & bersabda,
bila Sy 53y IGd “Pemasok  diberi rezeki
sedangkan penimbun dilaknat.”

Abu Az-Zinad meriwayatkan, dia berkata: Aku
bertanya kepada Sa’id bin Al Musayyab, “Aku
menerima kabar, kamu pernah berkata bahwa
Rasulullah & bersabda, ‘Tidak menimbun di Madinah

selain orang yang salah.’ Padahal, engkau menimbun?’

Sa’id menjawab, ‘Bukan ini yang dimaksud oleh
Rasulullah. Penimbunan yang dimaksud beliau adalah,
seseorang membawa barang dagangan ketika harga
tinggi, lalu menimbunnya supaya harganya lebih tinggi.
Sedangkan orang yang membawa sesuatu dari ladang
lalu dibeli, kemudian disimpan; ketika orang
membutuhkan dan dia mengeluarkannya, maka
tindakan tersebut adalah kebaikan.’
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Menimbun selain bahan makanan pokok
diperbolehkan, berdasarkan riwayat Abu Umamah .

Dia berkata, (SLSLM Kasg o ;L.«, Le gl.; n 33:..3 <
“Rasulullah & melarang penimbunan makanan.” Hadits
ini mengindikasikan penimbunan selain bahan makanan
diperbolehkan. Di samping itu, tidak ada unsur bahaya

dalam menimbun selain bahan makanan pokok, Oleh
karena itu, dia tidak dilarang.

Penjelasan Redaksional:

Hadits Umar & diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan
redaksi,

ks alog o A o b g 28
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“Aku mendengar Rasulullah # bersabda, ‘Siapa yang
menimbun bahan makanan kaum muslimin, Allah pasti
memukulnya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan.”

Dalam sanad hadits ini terdapat Al Haitsam bin Rafi’.

Abu Daud berkomentar: Al Haitsam pernah meriwayatkan
hadits mungkar. Al Hafizh Adz-Dzahabi menyatakan, bahwa hadits
ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam rangkaian sanadnya
terdapat Abu Yahya Al Makki, seorang periwayat yang tidak
dikenal.
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Hadits ini didukung oleh beberapa hadits yang lebih kuat
dan lebih shahih, seperti hadits Sa’id bin Al Musayyab dari Ma’mar
bin Abdullah Al Adawi bahwa Nabi g bersabda,

BEAN AN

“Tidaklah seseorang itu menimbun kecuali dia adalah orang
vang keliru.” Hadits riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-
Tirmidzi, dan lain-lain.

Sedangkan hadits Ma’qil bin Yasar, dia berkata Rasulullah
& bersabda,

},9/ 40 }o /o2 ) o/:. . Az P
ad Geleldl JROT B 125 3 (35 35
4 < .48, 9F ) . & Lz 1
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ek ay

‘Siapa yang mencampuri harga barang kaum muslimin
agar lebih mahal, maka Allah berhak mendudukan dia di atas
tulang api kepada Hari Kiamat. ”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani
dalam Mu jam Al Kabir dan Mujam Al Ausath.

Dalam sanad hadits ini terdapat Zaid bin Murrah Abu Al
Mughli. Dalam Majma’ Az-Zawa'id disebutkan: Aku tidak

menemukan biografi Zaid bin Murrah. Namun, periwayat lainnya
shahih.

An-Nawawi dalam 7ahdzib Al Asma wa Al Lughat
menerangkan: Pernyataan Asy-Syirazi dalam A/ Muhadzdzab pada
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akhir bab Najasy tentang keharaman menimbun disebutkan:
Ma'mar Al Udzri meriwayatkan, dia berkata:Rasulullah g

bersabda, {b\* ‘Y‘ 5 Y “Tidaklah seseorang itu menimbun

kecuali dia adaleh orang vang keliru.” Demikian redaksi vyang
tercantum dalam dalil penyusun, begitu pula redaksi dalam
beberapa naskah kitab ini.

Penulisan “Ma’mar Al Udzri” tidak benar dan menyimpang.
Yang benar adalah “Al Adawi” yang dinisbatkan kepada Adiy bin
Lu'ay.

An-Nawawi # mengemukakan biografi Ma’'mar: Ma’mar Al
Adawi merupakan seorang sahabat, seperti yang tercantum dalam
Al Muhadzdzab Bab Zina pada bagian akhir Bab Najasy. Nama
lengkapnya adalah, Ma’'mar bin Abdullah bin Nadhlah bin Abdul
Uza bin Hurtsan bin Auf bin Abid bin Awij bin Adi bin Ka'ab bin
Lu'ay bin Ghlib Al Quraisyi Al Adawi. Nasabnya bertemu dengan
Rasulullah g% pada Ka’ab.

Sumber lain menyebutkan, Ma’'mar bin Abu Ma’mar
termasuk penduduk Madinah dan generasi pertama yang memeluk
Islam. Beliau bergabung dengan rombongan kedua yang berhijrah
ke Habasyah. Kemudian, Ma’mar bersama para penumpang dua
bahtera (ashabus safinatair) tiba di Madinah pada saat peristiwa
Khaibar. Ma’mar dikarunia umur panjang.

Dalam satu sumber disebutkan, bahwa Ma’mar bin Abu
Ma’mar lah yang mencukur rambut Rasulullah dalam peristiwa haji
wada’. Ini satu penghormatan sangat besar yang belum pernah
didapatkan oleh sahabat yang lain.

An-Nawawi melanjutkan, Ma'mar bin Al Adawi
meriwayatkan tujuh hadits yang bersumber dari Nabi €. Muslim
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meriwayatkan haditsnya tersebut di dalam AsA-Shahih miliknya.
Salah satunya adalah hadits yang disebutkan dalam A/ Muhadzdzab
berbunyi, {b\> “ﬂ\ 54 Y “Tidaklah seseorang menimbun kecuali

dia adalah orang yang keliru”. Hadits ini diriwayatkan oleh Sa’id
bin Al Musayyab dan Busr bin Sa’id.

Dalam A/ Muhadzdzab Bab Najasy tercantum nama
“Ma’'mar Al Udzri,” penulisan ini keliru dan menyimpang.
Penulisan yang benar yaitu “Al Adawi,” yang dinisbatkan kepada
kakeknya, Adiy.

Hadits Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah &
bersabda,

1~ - 1° -, 2 s Z ; ~ - -
Lfl":\“s/gf‘*?-‘) xi:gg’,'/"o‘(f‘
[-]
F bl oa fadedll
‘Siapa yang menimbun dengan tujuan menaikkan harga

bagi kaum muslimin, maka dia adalah orang vang keliru.” (HR.
Ahmad dan Al Hakim).

———n\

] e, s 0 5. o0&
Al Hakin menambahkan, & 433 4a &3y M5 “Dan

tanggungan Allah terlepas darinya.” Dalam sanad hadits ini
terdapat Abu Masy’ar, seorang periwayat yang dha’if Sebagian
ulama menilainya fsigah.

Hadits Tbnu Umar yang berkualitas marfu’, berbunyi LJ).&J!
bials 3,‘-:543‘3 335 “Pemasok dikaruniai rezek sedang

penimbun dilaknat. ” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al
Hakim, Ishaq bin Rahawaih, Ad-Darimi, Abu Ya'la, dan Al Ugaili
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dalam Adh-Dhu’afa. Al Hafizh Ibnu Hajar men-dhaifkan sanad
hadits ini.
Masih ada hadits lain dari Ibonu Umar yang diriwayatkan

oleh Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abu Syaibah, Al Bazzar, dan Abu
Ya’la dengan redaksi,

& g o 38 LT Gl sl ) o
i&\ (73

‘Siapa vang menimbun makanan selama 40 malam,
sungguh dia telah terlepas dari Allah dan Allah terlepas darinya. ”

Al Hakim menambahkan, ajé- 3}" i 'c---*’i Lo J-"i ‘-Jjj
.:&l iﬁe ‘..é..n c;:gi 35 “Penduduk mana pun vang di daerahnya

terdapat orang yang kelaparan, sungguh jaminan Allah telah
terlepas dari mereka.”

Dalam sanad hadits ini terdapat Ashbagh bin Zaid dan
Katsir bin Murrah. Periwayat pertama masih diperselisihkan

kualitasnya oleh ulama; sedangkan periwayat kedua, menurut Ibnu
Hazm: Dia tidak dikenal.

Kritikus hadits lain berpendapat, bahwa Katsir bin Murrah
dikenal. Ibnu Sa’ad menilainya #sigah. Sejumlah periwayat juga ada
vang meriwayatkan hadits dari beliau. Bahkan, An-Nasa'i
berhujjah dengan riwayat Katsir. Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan:
Ibnul Jauzi mencurigai hadits Katsir, sehingga mencantumkan
hadits ini di dalam A/ Maudhu'at. Tbnu Abu Hatim meriwayatkan
dari bapaknya, bahwa Katsir merupakan periwayat yang mungkar.
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Hukum: Seluruh hadits ini jelas memperkuat hujjah untuk
menetapkan larangan menimbun. Seandainya dapat dipastikan
tidak adanya penetapkan hukum di dalamnya, dan seluruh hadits
di atas dapat digunakan, maka bagaimana bisa demikian padahal
hadits Ma’mar tercantum dalam Shahih Muslim.

Penegasan bahwa, penimbun sebagai orang yang keliru
sudah cukup untuk merumuskan hukum tidak boleh. Sebab,
“orang vang keliru” artinya adalah pelaku dosa dan maksiat.
Redaksi, Khaathi® merupakan bentuk isim fa’il dari kata
Khathi ‘a-yakhtha "u seperti kata Alima-ya’lamu-, yang memiliki
arti; orang yang melakukan perbuatan dosa. Demikian keterangan
Abu Ubaidah.

Abu Ubaid menerangkan, aku mendengar Al Azhari
berkata, “Khathi'a, artinya berbuat salah secara sengaja;
sedangkan Akhtha "a berbuat salah secara tidak sengaja.

Ulama fikih  Asy-Syafii mengemukakan, bahwa
penimbunan vang diharamkan hanyalah menimbun bahan
makanan secara khusus, bukan yang lain, bukan pula menimbun
makanan sebatas kebutuhan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh
kalangan Zaidiah. ’

Asy-Syaukani berpendapat, secara zhahir hadits-hadits ini
mengharamkan penimbunan tanpa membedakan antara bahan
makanan manusia, pakan ternak, atau bahan makanan lainnya.
Penegasan kata “makanan” kepada sebagian riwayat tidak tepat
dijadikan pembatas beberapa riwayat yang umum. '

Asumsi tersebut dapat dipatahkan karena aturan yang
berlaku dalam kaidah ushul berbunyi, “Dalil mutlak ditafsirkan
sesuai dalil mugayvad: dan dalil umum dijelaskan dengan dalil yang
khusus”. Hanya saja, Asy-Syaukani berhasil keluar dari dilema ini

Al Majmu’ Syarah Al Muhadsdzab || 289



dengan pernyataan, “Kasus ini bagian dari bab penegasan
terhadap individu tertentu yang disinggung secara mutlak.
Demikian ini karena penafian hukum dari selain bahan makanan
tidak lain dari konteks penjulukan. Menurut jumhur, konsep ini
tidak digunakan. Kondisi demikian juga tidak layak untuk
membatasi kaidah yang telah ditetapkan dalam ushul.

Para ulama membedakan antara penimbunan (ihtikaar) dan
penyimpanan (iddikhaan). Penimbunan vaitu menyimpan dan
menahan barang dagangan dari konsumen sehingga penimbun
leluasa menaikkan harga, karena sedikitnya penawaran atau
kelangkaan barang. Akibatnya, konsumen dengan suka rela
mempersilakan penimbun menaikan harga sesukanya. Para ulama
sepakat mengharamkan praktik ini dalam kondisi darurat; dan
memakruhkannya dalam kondisi normal.

Komoditas lain bisa saja dianalogikan dengan bahan
makanan pokok, yang jika ditimbun mengakibatkan kerusakan dan
bahaya bagi umat manusia. Misalnya, seperti menimbun pakaian
pada musim dingin padahal orang-orang sangat membutuhkan;
menahan sarana transportasi tentara untuk dikerahkan ke medan
jihad, karena tindakan dapat melemahkan kekuatan kaum
muslimin, dan memberi kesempatan musuh untuk mengungguli
dan mengalahkan pasukan muslim.

Sedangkan  penyimpanan  (iddikha)  sebagaimana
dikemukakan oleh Ibnu Ruslan dalam Syarh As-Sunan, tidak ada
perbedaan ulama bahwa bahan makanan pokok, minyak, madu,
dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh manusia boleh
disimpan. penyimpanan bahan-bahan tersebut tidak masalah.

Mengutip dari para Imam madzhab Asy-Syafi'iyah, Asy-
Syaukani menuturkan, bahwa yang diharamkan adalah menimbun
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bahan makanan pokok secara khusus, bukan komoditas lain, dan
bukan pula menimbun bahan makanan secukupnya. Statemen
tersebut bersumber dari keterangan, bahwa Nabi € pemah

memberi setiap istrinya 100 wasagq hasil perkebunan Khaibar.

Ibnu Ruslan dalam Svarh As-Sunan menyatakan, Rasulullah
g pernah menimbun bahan makanan pokok seperti kurma kering
dan sebagainya untuk kebutuhan satu tahun keluarga beliau.

Abu Daud mengatakan, ditanyakan kepada Sa’id bin Al
Musayyab, “Sungguh, engkau telah menimbun.” “Ma’mar juga

menimbun,” jawab Sa’id. Keterangan yang sama tercantum dalam
Shahih Muslim.

Ibnu Abdul Barr dan ulama lainnya menyatakan, mereka
berdua —Ibnu Al Musayyab dan Ma’mar— hanya menimbun
minyak. Mereka menafsirkan menimbun bahan makanan pokok ini
ketika membutuhkan. Asy-Svafi’i, Abu Hanifah, dan Imam lainnya
memaparkan penjelasan yang sama.

Asy-Syaukani menjelaskan: Pertimbangan kebutuhan dan
tujuan menaikkan harga di kalangan muslimin dalam larangan
penimbunan terungkap dalam hadits Ma’qil: » ‘?’3 & I3 e

‘.4.13 aad ¢ A 2\5-33 “Siapa yang mencampuri harga kaum
muslimin untuk menaﬂrkan harga.” Dan sabda beliau dalam hadits
Abu Hurairah, Geek Al ui'ﬁ @ ,_Ja-}, of :\g;g “Dija ingin menaikkan
harga pada kaum muslimin.”

Abu Daud mengatakan: Aku bertanya kepada Ahmad bin
Hanbal, “Apa itu hakrah?” Beliau menjawab, “Sesuatu yang

menentukan kehidupan manusia.” Maksudnya; hidup dan
kekuatan manusia. Al Atsram berkata, “Aku mendengar Abu
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Abdullah —maksudnya Ahmad bin Hanbal— ditanya tentang
barang yang ditimbun?” Beliau menjawab, “Jika dia bahan
makanan pokok manusia, maka menimbunnya makruh.”
Demikian ini pernyataan Umar.

Al Auza’i menjelaskan: Penimbun adalah orang yang sering
mengontrol pasar —maksudnya menyiapkan dirinya untuk bolak-
balik pasar— dengan tujuan membeli bahan makanan yang
dibutuhkan banyak orang untuk ditimbun.

As-Subki merumuskan, kesimpulan yang bisa ditarik dari
aturan tersebut adalah, bahwa jika orang lain terhambat untuk
membeli kebutuhannya sehingga mengalami kesulitan hidup, maka
menimbun barang tersebut hukumnya haram. Apabila harga
sedang murah dan jumlah barang yang dibeli tidak dibutuhkan
orang banyak, maka larangan membeli dan menyimpannya sampai
waktu dibutuhkan, tidaklah masalah.

Al Qadhi Husain dan Ar-Ruyani berpendapat: Mungkin saja
tindakan penimbunan ini baik karena bermanfaat bagi orang
banyak. Bahkan, Al Mahamili dalam A/ Mugni’ memutuskan
tindakan tersebut dianjurkan.

Lain halnya dengan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.
Menurut mereka, yang lebih utama adalah menjual kelebihan

barang dan menyimpan sekadamya saja untuk mencukupi
kebutuhan.

Senada dengan pendapat di atas, As-Subki menyatakan:
Menahan barang dalam kondisi masyarakat belum membutuhkan
dengan tujuan menjualnya kepada mereka kepada saat
membutuhkan. Tindakan ini sebaiknya tidak dimakruhkan, bahkan
dianjurkan.
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Asy-Syaukani menyimpulkan: Walhasil jika alasan larangan
penimbunan karena membahayakan kaum muslimin, maka hanya
penimbunan yang membahayakan mereka sajalah yang
diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara bahan
makanan pokok maupun lainnya, karena mereka sangat
membutuhkan semua itu.

Dalam A/ /hva, Al Ghazali memaparkan: Penimbunan
selain bahan makanan pokok atau makanan pendukungnya
tidaklah sampai mengakibatkan larangan, walaupun dia berupa
makanan dan pendukung makanan pokok seperti daging.
Sementara buah-buahan dan bahan makanan alternatif sebagai
pengganti makanan pokok dalam kondisi tertentu, jika tidak
memungkinkan untuk mengkonsumsi makanan ini secara
kontinyu, maka di sini ada beberapa tinjauan.

Di antara ulama, ada yang mengharamkan penimbunan
minyak samin, madu, minyak wijan, mentega, minyak, dan bahan
makanan sejenisnya.

Apabila penimbunan madu, minyak samin, minyak wijan,
dan sejenisnya dilakukan kepada masa paceklik, tentu berbahaya.
Jadi, sebaiknya diputuskan haram. Jika tidak berbahaya, minimal
penimbunan bahan makanan pokok dihukumi makruh. Demikian
komentar As-Subki.

Ketika masyarakat membutuhkan pakaian dan sebagainya
karena cuaca sangat dingin atau untuk menutup aurat, makruh
bagi orang yang memiliki barang tersebut untuk menahannya.
Jelas Al Qadhi Husain.

As-Subki kembali menjelaskan, jika yang dimaksud (oleh Al
Qadhi Husain) makruh tahrim ini sudah jelas. Namun, jika maksud
beliau adalah makruh tanzih, maka ini kurang tepat.
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Abu Daud meriwayatkan dari Qatadah, bahwa dia berkata:
Tidak ada penimbunan dalam kurma kering. Abu Daud juga
meriwayatkan dari Sufyan, bahwa dia pernah ditanya tentang
menimbun ranting kering. Sufyan menjawab, mereka (para
sahabat) tidak menyukai penimbunan. A/ Qatt ranting kering.

Ath-Thayibi menyatakan: Batasan 40 hari memberi isyarat
pada hadits tentang menyimpan bahan makanan selama 40 hari.
Kata “hari” di sini tidak dimaksudkan sebagai batasan waktu. Asy-
Syaukani memperjelas: Aku tidak menemukan ulama vyang
berpendapat untuk mengamalkan bilangan ini.

Kami tutup pasal ini dengan pernyataan Imam An-Nawawi
vang dikemukakan dalam Syarh Shahih Muslim, terkait hadits
Ma’abin bin Abdullah yang marfu’, “Siapa vang menimbun dia
pelaku dosa.” An-Nawawi menjelaskan, kata ALKhathi’ menurut
ahli bahasa berarti pelaku maksiat atau pelaku dosa.

Hadits ini secara lugas mengharamkan penimbunan bahan
makanan pokok secara khusus. Praktiknya, seseorang membeli
bahan makanan di saat harga tinggi untuk diperdagangkan,
namum dia tidak menjualnya saat itu, melainkan ditimbun dulu
agar harganya semakin tinggi. Sementara jika memperoleh bahan
makanan ini dari ladangnya atau membelinya pada waktu murah
dan menyimpannya, atau menjualnya di saat harga tinggi, karena
membutuhkannya sebagai bahan makanan, atau membelinya
untuk dijual kembali saat itu juga, maka tindakan tersebut tidak
dinamakan penimbunan, dan tidak haram.

Selain bahan makanan pokok, . tidak - dilarang

menimbunnya dalam kondisi apa pun. Demikian ini penjelasan
lebih lanjut madzhab kami.
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Ulama menyatakan, hikmah dibalk  keharaman
penimbunan adalah menghindari bahaya dari masyarakat luas.
Sama halnya dengan ijma ulama dalam kasus, seandainya
seseorang memiliki bahan makanan, sementara masyarakat
terdesak dan tidak menemukan orang lain, maka dia dipaksa untuk
menjualnya demi menjauhkan mereka dari bahaya.

Keterangan An-Nawawi dalam Shahih Muslm vyang
bersumber dari Sa’id bin Al Musayyab dan Ma’'mar selaku
periwayat hadits ini, bahwa mereka pernah menimbun. Ibnu Abdul
Barr dan ulama lain menanggapi, mereka berdua hanya menimbun
minyak. Sedangkan Sa’'id dan Ma’'mar menafsirkan hadits ini
dengan menimbun bahan makanan pokok di saat dibutuhkan
banyak orang dan harganya mahal. Hal ini senada dengan
penjelasan Asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan ulama lainnya. Pendapat
ini shahih. Wallahu a’lam.
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Bab Sengketa Dua Belah Pihak yang Bertransaksi
dan Kerusakan Barang Dagangan

Asy-Syirazi @ menyatakan: Ketika penjual dan
pembeli bersengketa soal harga, tanpa ada bukti,
mereka bersumpah. Demikian ini sesuai dengan hadits

riwayat Ibnu Abbas &, bahwa Rasulullah @& bersabda, j
5 izl W6 sley W01 5 506 B3V Lgpely vl s O
Lle ..593-331 e :,-,-«-,-.3\ “‘Seandainya gugatan seluruh
manusia dipenuhi, pasti manusia menggugat jiwa dan

harta benda yang Ilain. Akan tetapi, sumpah bagi
tergugat.”

Sumpah diberikan kepada yang tergugat. Dalam
hal ini penjual adalah pihak tergugat yang telah menjual
barang seharga seribu (misalnya), pembeli juga tergugat
bahwa dia telah membeli barang seharga dua ribu. Oleh
karena itu masing-masing pihak wajib bersumpah,
karena mereka sama-sama menjadi pihak tergugat,
tanpa ada bukti. Mereka saling bersumpah, sama
seperti kasus seandainya seseorang menggugat telah
bertransaksi dengan dinar, sementara pihak lain
menggugat transaksi telah dilakukan dengan dirham.

Pasal: Asy-Syafi'i #& menyatakan dalam Bab Jual Beli.
Sumpah diberikan lebih dahulu kepada penjual. Dalam Bab Mas
Kawin, beliau menjelaskan: Ketika suami-istri bersengketa, maka
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sumpah diberikan lebih dulu kepada pihak suami. Suami sama
seperti pembeli.

Dalam Bab Gugatan dan Pembuktian, Asy-Syafi’i
menerangkan: Jika sumpah diberikan pertama kali kepada penjual,
maka pembeli berhak khivar, namun sebaliknya, jika kesempatan
sumpah diberikan pertama kali kepada pembeli, maka penjual
berhak khivar. Pernyataan ini mengindikasikan, bahwa Asy-Syafi’i
memberikan opsi antara mendahulukan pihak penjual atau
mendahulukan pembeli.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat,
bahwa dalam kasus ini terdapat tiga pendapat:

Pendapat Pertama: Sumpah diberikan pertama kali kepada
pembeli, karena pihaknya lebih kuat, di samping barang yang
dibeli juga telah menjadi miliknya. Jadi, dia lebih utama
didahulukan.

Pendapat Kedua: Sumpah diberikan lebih dahulu kepada
siapa saja, karena tidak ada kelebihan satu pihak dari yang lain
dalam gugatan. Jadi, kedua belah pihak ini selevel. Sama seperti
seandainya kedua belah pihak menggugat sesuatu yang berada
dalam kewenangan mereka.

Pendapat Ketiga: Dia mengawali dengan pihak pembeli.
Pendapat ini shahih, berdasarkan keterangan vang diriwayatkan
oleh Ibnu Mas’ud &, bahwa Nabi @ bersabda,

fd 6 U B30 ez Glesy
- pesaly
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“Ketika penjual dan pembeli bersengketa maka vang
dimenangkan adalah pernyataan penjual. Pembeli berhak khiyar.”

Beliau mengawali dengan hukum penjual kemudian
memberikan hak Ahivar kepada pembeli. Di samping itu, pihak
penjual lebih kuat daripada pembeli; karena jika kedua belah pihak
bersumpah maka barang dikembalikan kepada penjual. Jadi,
pemberian hak prioritas kepada penjual jauh lebih utama.

Diatara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat:
Kasus ini adalah menurut pendapat yang pertama, yaitu prioritas
hukum diberikan kepada penjual. Lain halnya dengan suami dalam
kasus maskawin karena pihaknya lebih kuat dari pihak istri.
Alasannya, kemaluan istri (budh) setelah proses sumpah menjadi
milik suami, jadi dia mendapat prioritas lebih dahulu.

Pernyataan Asy-Syirazi tentang gugatan dan bukti itu bukan
pendapat madzhab. Beliau sekadar meriwayatkan apa yang
dilakukan oleh hakim berdasarkan ijtihadnya, karena dia
merupakan objek ijthad. Beliau menyatakan: jika hakim
menyumpah penjual berdasarkan ijtthadnya, maka pembeli diberi
hak khivar. Sebaliknya, jika dia menyumpah pembeli, maka
penjual diberi hak khivar.

Penjelasan Redaksional:

Hadits Ibnu Abbas & diriwayatkan oleh Muslim dalam
Shahihnya, dengan redaksi,
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G S0 (25 gyl ghasl 2 & 4
S B D 50 il 6 sl 0

O/l -
“Seandainya gugatan setiap orang dikabulkan, mereka pasti
mengqugat jiwa dan harta setiap orang. Tetapi, sumpah ada pada
pihak tergugat.”

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi @ memutuskan
sumpah bagi yang tergugat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al
Bukhari dan Muslim dalam Kitab Shahih mereka secara marfu’
dari riwayat Tonu Abbas. Para penyusun As-Sunan dan lainnya
juga meriwayatkan hadits tersebut. Imam An-Nawawi &
mengemukakan dalam Svarh Muslim:

Al Qadhi lyvadh #& menuturkan: Al Ushaili mengatakan,
Riwavat ini tidak marfu’, melainkan merupakan pernyataan Ibnu

Abbas. Demikian pula riwayat yang dikemukakan oleh Ayyub dan
Nafi’ Al Jumahi dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ionu Abbas .

Al Qadhi menyatakan, Al Bukhari dan Muslim
meriwayatkan hadits ini yang bersumber dari hadits Ibnu Juraij
secara marfu’. Demikian pernyataan Al Qadhi.

An-Nawawi mengemukakan:

Menurutku (Al Muthi’i): Abu Daud dan At-Tirmidzi
meriwayatkan dengan sanad mereka dari Nafi' bin Umar Al
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Jumahi dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas, secara marfu’
Menurut At-Tirmidzi: Hadits ini hasan shahib.

Dalam riwayat Al Baihaqgi dan lainnya dengan sanad yang
hasan atau shahih terdapat tambahan dari Ibnu Abbas, bahwa
Nabi #& bersabda,

o3 3Ly £35 23V SAIRL D i

“Andaisaja seluruh dakwaan manusia dituruti satu kaum
pasti menuntut darah dan harta benda kaum yang lain. Te etapi,
bukti ada pada pihak penuntut, sedangkan sumpah bagi pihak
Yvang mengingkari.”

Menurutku (Al Muthi’i): Penjelasan seluruh jalur riwayat

ini insya Allah akan dijelaskan secara tuntas kepada pembahasan
Al Qasamah.

Sementara hadits Ibnu Mas’'ud & diriwayatkan oleh
Ahmad, Abu Daud, An-Nasa i dan Ibnu Majah dengan redaksi,

36 & i o5 ouzd Gl

£

FL= R A PSRN AT

300 || 41 Majmu’ Syarah 41 Muhadzdzab



“Apabila dua pihak (penjual dan pembel)) bersengketa
tanpa ada bukti maka yang dimenangkan adalah pernyataan
pemilik barang dagangan, atau mereka saling menyanggah.”

Ibnu Majah menambahkan, 4u&s ‘;-jé éj‘j “Jual beli
tersebut berlaku sebagaimana mestinya. ” Demikian halnya Ahmad
dalam riwayat, (& ws f\i:\-’;Jij “Dan barang itu sebagaimana
adanya.”

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Wail, dari Abdullah,
dia menyatakan, a5 Jsd Jade dugaa Ay oz il 13y
“Apabila dua belah pihak bersengketa dan jual beli tersebut rusak,
maka yang dimenangkan adalah pernyataan penjual.”

Ibnu Taimiyyah Al Jadd mengemukakan, bahwa hadits ini
di-marfu“kan kepada Nabi € vyang bersumber dari Ahmad dan
An-Nasa'i dari Abu Ubaidah, beliau menuturkan, “Dua orang
yang sedang berjual-beli suatu barang menghampiri beliau lalu
salah satu dari mereka berkata, Aku mengambilnya seharga
sekian.” Satunya lagi berkata, Aku menjualnya dengan harga
sekian.””

Abu Ubaidah menuturkan, aku pernah menemui Abdullah
untuk menanyakan kasus seperti ini. Beliau menjawab, aku pernah
mengunjungi Nabi g untuk menanyakan masalah ini. Beliau
memerintahkan penjual untuk bersumpah, kemudian pembeli
diberi pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Hadits Tonu Mas’ud ini diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi’i
dari jalur riwayat Sa’id bin Salim, dari Tbnu Juraij, dari Isma’il bin
Umayah bin Abdul Malik bin Umair, dari Abu Ubaidah, dari
bapaknya, Abdullah bin Mas'ud. Para kritikus hadits
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mempermasalahkan status Isma’il bin Umayah dan Ibnu duraij.

Mereka juga mempertanyakan validitas informasi vang didengar
oleh Abu Ubaidah dari bapaknya.

Al Mawardi menyatakan dalam A/ Hawi, juz 1, hlm. 238,
nomor 82, manuskrip Darul Wasa'iq. Asy-Svafii @&
mengemukakan, Sufyan mengabarkan kepada kami dari
Muhammad bin Ajlan bin Aun bin Abdullah dari Abdullah bin
Mas’ud, bahwa Rasulullah ¢ bersabda,

el o 055 J5806 cowzd Gz 13

‘Ketika dua belah pihak (penjual dan pembel)) bersengketa,
maka yang dimenangkan adalah pernyataan penjual, sedang
pembeli berhak atas khiyar. ”

Hadits ini diriwayatkan dari jalur Abu Ubaidah oleh Ahmad,
An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni. Al Hakim dan Ibnu As-Sakan
men-shahifrkan hadits ini.

Asy-Syafi'i juga meriwayatkan dari jalur Sufyan bin Ajlan
dari Aun bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud. Sanad hadits
ini mungathi’, karena Aun belum pernah bertemu Ibnu Mas’ud.

Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits di atas dari jalur Al
Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari Abdullah
bin Mas’ud. Riwayat Muhammad bin Abu Laila tidak bisa dijadikan
hujjah. Sementara Abdurrahman tidak pernah menerima hadits
dari bapaknya. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits
tersebut juga dari jalur periwayatan Aun bin Abdullah dari Ibnu
Mas’ud. Sanad ini mungathi’
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Al Allamah Ibnul Qayyim menyatakan: Hadits populer yang
dikemukakan oleh para ahli fikih, yang berbunyi, cgelﬁi ,_J.'G peia

. ﬁf K 613- :};3;3‘3 “Bukti bagi pihak penggugat, sedangkan
sumpah bagi pihak vang mengingkari,” memang diriwayatkan.
Akan tetapi, sanadnya tidak sampai derajat shahih dan masyhur,
seperti hadits yang lainnya. Hadits tersebut juga tidak diriwayatkan
oleh para penyusun kitab As-Sunan yang populer.

Tidak ada satu ulama pun yang memberlakukannya secara
umum, selain golongan ahli fikih Kufah, seperti Abu Hanifah dan
lainnya. Mereka selalu meriwayatkan, bahwa sumpah ada di pihak
yvang mengingkari (tergugat). Bahkan, dalam kasus gasamah
sekalipun, kalangan ini menyumpah tergugat, dan tidak
memutuskan hukum berdasarkan saksi dan sumpah; tidak
mengembalikan sumpah kepada penggugat jika pihak tergugat
menolaknya; dan berargumen dengan pesan umum hadits ini.

Selanjuinya Ibnul Qayim memaparkan beberapa putusan
hukum Rasulullah # yang relevan dengan pesan hadits ini dalam
berbagai kasus muamalah; dan, tidak memberlakukannya dalam
kasus jinayvah.

Sanad riwayat yang paling shahih dalam bab ini, menurut
Al Baihaqi adalah, riwayat Abu Umais dari Abdurrahman bin Qais
bin Muhammad bin Al Asy’ats bin Qais dari bapaknya, dari
kakeknya.

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Al
Qasim bin Abdurrahman. Al Hafizh Tonu Hajar menuturkan,
bahwa seluruh periwayat hadits ini #sigah. Hanya saja, para
kritikus mempermasalahkan Abdurrahman, apakah benar dia
menerima hadits dari bapaknya.
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Hadits tentang pengembalian barang juga diriwayatkan oleh
Malik secara langsung. Begitu pula At-Tirmidzi dan Ibnu Majah
dengan sanad yang mungathi’. Ath-Thabrani meriwayatkan hadits

tersebut dengan redaksi, ‘355 @J‘ ,;9 HES ~|3; O\aed! “Ketika dua

belah pihak berselisih dalam jual beli mereka berdua saling
mengembalikan.”

Al Hafizh Ibnu Hajar mengomentari, bahwa para periwayat
hadits ini fsigah. Akan tetapi, ulama mempermasalahkan
Abdurrahman bin Shalih. Maksudnya adalah, riwayatnya dari
Fudhail bin Iyadh dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari
bnu Mas’ud. “Aku tidak menduga beliau hapal hadits tersebut,”
kata Ibnu Hajar.

Asy-Syafi'i menegaskan, bahwa seluruh jalur riwayat hadits
ini dari Ibnu Mas’ud, tidak ada satu pun yang maushul.

An-Nasa'i, Al Baihaqgi, dan Al Hakim meriwayatkannya
dari jalur Abdurrahman bin Qais dengan sanad yang diriwayatkan
darinya oleh Abu Daud, sebagaimana keterangan di depan.

Al Hekim men-shahihkan hadits tersebut melalui jalur
riwayat di atas. Al Baihaqi menilainya Aasan. Abdullah bin Ahmad
meriwayatkannya dalam Ziyadaat Al Musnad, dari jalur riwayat Al

Qasim bin Abdurrahman, dari kakeknya, dengan redaksi, Calis |3;
s aasY i Y5 Ao Galzdy oWl “Ketika dua belah
pihak (penjual dan pembelj) berselisih, dan barang dagangan masih

ada, dan masing-masing pihak tidak memilik bukti maka mereka
bersumpah.”

Ath-Thabrani dan Ad-Darimi meriwayatkan hadits yang
sama dari jalur ini.
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Hanya Muhammad bin Abu Laila meriwayatkan redaksi
berikut, f\.../.é ii.iidtj “Dan barangnya masih ada”. Dia merupakan

periwayat yang dha if, karena hapalannya kurang baik.

Al Khaththaabi mengatakan: Redaksi ini, i.gé f\i..\.’.Jlj “Dan

barangnya masih ada” tidak bisa dibuktikan validitasnya dari jalur
periwavatan, sekalipun mungkin saja penyebutan redaksi ini
merupakan bagian dari dominasi riwayat yang ada. Sebab,
perselisihan kebanyakan terjadi ketika barang dagangan masih

ada, seperti yang Allah £ firmankan, ‘.’.‘4_—_—= ) ,ﬁé- & (Orang
vang) dalam pemeliharaanmu” (Qs. An-Nisaa® [4]: 23). Meski
demikian, mayoritas ahli fikih tidak membedakan antara barang
dagangan yang masih bagus maupun yang sudah rusak.

Menurut analisis Ibnu Abdil Barr, hadits ini mungathi’, akan
tetapi pesan dasarnya masyhur menurut sekelompok ulama yang
menerimanya dan banyak masalah furu’vang dibangun darinya.

Ibnul Hazm menilai hadits ini mengandung ilat karena
mungqathi’. Pendapat ini didukung oleh Abdul Haq. Senada dengan
Ibnul Hazm, Ibnul Qaththan menilai iilat hadits ini adalah dari
aspek ketidakjelasan informasi seputar Abdurrahman, bapak, dan
kakeknya.

Terhadap hadits ini, menurut Al Khaththabi, para ahli fikih
memutuskan untuk menerimanya. Ini mengindikasikan bahwa
hadits tersebut memiliki dasar, sekalilpun sanadnya bermasalah.

Seperti keputusan mereka untuk menerima hadits <13 Ces Y

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris,” sanad hadits ini sedikit
bermasalah.
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Tinjauan Redaksional: Redaksi, janbatahu, berarti
“pihaknya”. Kata A/ Budh’ jamaknya abdhaa’, seperti qufl yang
jamaknya Agfaal, digunakan untuk merujuk makna “kemaluan”
dan “hubungan badan.”

Satu sumber menyebutkan, A/ Budh’ merupakan bentuk
mashdar seperti kata Asy-Sukr dan A/ Kufr. Misalnya kalimat,
Abdha'at Al Marah Ibdha'an “seorang wanita menikah” dan
Tastamiru  An-Nisaa' fi Abdha’ihin  “Para  wanita
mengonsultasikan kemaluan mereka.” Dalam sumber lain
disebutkan kalimat, Malaka Budh aha “Berhak menggaulinya.”

Redaksi Bidhaa’ dari segi pola dan makna, sama dengan
kata Jimaa’ Redaksi Bidhaa’ merupakan bentuk derivat dari kata
Baadh 'ahaa Mubaadha ‘ah.

Hukum: Para Imam empat sepakat, apabila terjadi
sengketa antara dua pihak yang bertansaksi soal harga, tanpa ada
bukti, mereka berdua saling bersumpah. Maksudnya, masing-
masing pihak menyanggah gugatan pihak lain dan mempertegas
gugatnya dengan sumpah, dan saling membatalkan. Demikian
ketentuan vyang aku temukan dalam sejumlah masalah
kesepahaman para pihak kepada pasal ini.

Sedangkan masalah yang diperselisihkan, di antaranya
terdapat pendapat Imam Asy-Syafi’i, bahwa hakim mendahulukan
sumpah penjual. Keterangan ini seperti pernyataan yang
diungkapkan oleh Asy-Syirazi dengan kalimat, “Dan karena
pihaknya (penjual) lebih kuat.”

Sementara itu, Abu Hanifah dan sebagian ulama fikih Asy-
Svafii menyatakan, bahwa hakim memprioritaskan sumpah
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penjual. Jelas, sengketa dua belah pihak menjadikan setiap pihak
menginginkan bagian yang lebih sempurna, yaitu keputusan hakim
yang menguntungkan dirinya, bukan pihak lain.

Contoh masalah di atas seperti, ketika dua belah pihak
bersengketa dan barang dagangan masih ada; penjual berkata,
“Aku jual padamu seharga 20 dirham,” pembeli berkata, “Bukan,
tapi 10 dirham”; dan masing-masing pihak memiliki bukti, maka
keputusan perkara ini berdasarkan bukti tersebut.

Apabila kedua belah pihak tidak memiliki bukti, mereka
saling bersumpah. Imam Al Zanjani dalam Takhrij Al Furu’ Ala Al
Ushul menulis: Masalah “objek yang dialihkan dari giyas, boleh
digivaskan dengan objek yang semakna dengannya, menurut Asy-
Svafii”. Dari kaidah ini muncul beberapa kasus cabang
permasalahan berikut:

Apabila dua belah pihak bersengketa, sementara barang
dagangannya telah rusak di tangan pembeli, atau keluar dari
kepemilikannya, atau berada dalam kondisi yang tidak mungkin
dikembalikan akibat rusak, maka menurut Asy-Syafi’i &, mereka
saling bersumpah dan saling mengembalikan harga. Sebab,
masing-masing pihak mengklaim suatu akad yang diklaim oleh
pihak lain. Oleh karena itu, setiap pihak bersumpah untuk
menyanggah klaim penggugat, seperti dalam kasus barang
dagangan yang masih ada. Pendapat ini didukung oleh Asy-Syafi'i,
Abu Hanifah, Malik dalam satu riwayatnya, dan Syuraih.

Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Malik
disebutkan, yvang dimenangkan adalah pernyataan penjual berikut
sumpahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan Zafar.
Sebab, penjual mengklaim 10 dirham lebih tinggi yang ditolak oleh
pembeli. Yang dimenangkan adalah pernyataan pihak yang ingkar.
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Asy-Sya’bi berpendapat, vyang dimenangkan adalah
pernyataan penjual atau mereka saling mengembalikan harga.

Ulama madzhab Maliki berpendapat vyang disebutkan
dalam A/ Mudawannah: Apabila dua belah pihak bersengketa soal
sifat barang, maka yang dimenangkan adalah pernyataan penjual
berikut sumpahnya, ini jika telah terjalin akad. Maksudnya adalah,
dia telah menerima pembayaran secara tunai. Sedang jika
pembayaran tidak dilakukan secara tunai, maka yang dimenangkan
adalah pernyataan pembeli dengan sumpahnya.

Al Khirasyi mengatakan: Rasulullah memprioritaskan
sumpah pada pihak penjual. Dalam hal ini tidak ada bedanya
antara barang vang dijual tersebut masih utuh atau sudah rusak;
baik ditemukan unsur syubhat dari keduanya atau dari salah
satunya maupun tidak ditemukan. Akan tetapi, pembeli
mengembalikan barang jika masih ada, dan penjual
mengembalikan pembayaran sekalipun terlambat.

Ibonu Qudamah dalam A/ Mughni menulis: Bisa jadi maksud
dua pendapat ini adalah sama; bahwa yang dimenangkan adalah
pernyataan penjual dengan sumpahnya. Apabila penjual
bersumpah, lalu pembeli ridha dengan hal tersebut, maka dia
mengambil barang tersebut.

Jika pembeli abai dengan sumpah penjual, dia bersumpah
lagi dan jual beli antara mereka batal. Sebab, dalam redaksi hadits

Ibnu Mas'ud disebutkan, bahwa Nabi @ bersabda, il \3;
Wi waasl L Yy Al Ll 9\5;\'33\ “Apabila dua belah

pihak bersengketa dan barangnva masih ada serta mereka tidak
memiliki bukti, mereka saling bersumpah.” Sebab, masing-masing

pihak berperan sebagai penggugat sekaligus tergugat.
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Penjual mengklaim akad senilai 20 dirham yang dibantah
oleh pihak pembeli. Sebaliknya, pembeli mengklaim akad sebesar
10 dirham yang dibantah oleh pembeli. Jadi, akad sebesar 10
dirham bukanlah akad senilai 20 dirham. Oleh karena itu, kedua
belah pihak disyariatkan untuk bersumpah.

Ar-Ramli memaparkan dalam Nihavah Al Muhtaj Syarh Al
Minhaj ketika mengulas perselisihan tentang besaran harga atau
sifat barang vang dibeli. Pendapat yang paling shahih adalah
membenarkan pihak penjual. Atau, perselisihan tentang waktu
jatuh tempo; misalnya pembeli menetapkan, sedangkan pembeli
menafikannya; atau sengketa seputar waktu jatuh tempo seperti
sebulan atau dua bulan; atau sengketa ukuran barang yang dijual
seperti satu mud dari tumpukan ini, misalnya dengan harga
sedirham. Penjual menyangkal, “Melainkan dua mud.” Kedua
pihak tidak mempunyai bukti yang dijadikan rujukan.

Kasus di atas mencakup masalah seandainya masing-
masing pihak mengajukan bukti dan keduanya bertolak belakang
karena bersifat umum, atau salah satunya saja yang umum, atau
karena keduanya memiliki tanggal, kedua dibubuhi tanggal yang
sama, maka mereka saling bersumpah. Demikian ini berdasarkan

hadits Muslim, ﬁf oy ,_J& f;@lﬁ‘j “Sumpah diberikan kepada
penggugat” Kedua belah pihak ini berstatus sebagai penggugat
sekaligus tergugat.

Sedangkan argumen para ulama yang berpendapat tidak
adanya sumpah, seperti Ibnu Al Muqri®, dalam sebagian naskah
Ar-Raudhah, yang memungkinkan fasakh kepada waktunya, dapat
disanggah. Sebab, sumpah tidak direkomendasikan untuk
membatalkan akad, justru diharapkan dengan perintah sumpah
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tersebut, pihak yang berbohong akan menolaknya, sehingga akad
ditetapkan dengan sumpah pihak yang benar.

Apabila dua belah pihak bersengketa tentang keabsahan
suatu akad, atau apakah transaksi tersebut jual beli atau hibah,
mereka tidak perlu sumpah, sebagaimana akan dipaparkan oleh
Asy-Syirazi.

Apabila salah satu pihak memiliki bukti, maka dialah pihak
vang dimenangkan.

Jika terdapat dua bukti yang ditandai dengan dua tanggal
vang berbeda, maka diputuskan dengan bukti yang bertanggal
lebih awal.

Seandainya kedua belah pihak bersengketa soal harga atau
barang dagangan vang sebagian telah diserahkan berikut
pembatalan atau kerusakan yang membatalkan akad, mereka tidak
saling bersumpah. Cukup, penggugat kekurangan vyang
bersumpah, karena dia pihak yang berutang.

Oleh sebab itu, sebagian ulama menambahkan satu kaidah.
Yaitu tetapnya akad sampai waktu pencabutan hak, sebagai
pengecualian pernyataan Asy-Syirazi.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf seperti tercantum
dalam Fath Al Qadir (6/190) dan Kasyf Al Haqgaiq
(2/110), kedua belah pihak ini tidak saling bersumpah. Sebab, dia
termasuk saling bersumpah atas serah terima yang telah
disepakati. Sama seperti kasus penjual mengklaim harga lebih dari
seribu sedang penjual membantahnya; pembeli mengklaim
kewajiban menyerahkan barang ketika telah membayar harga
seribu tersebut, sedang penjual membantahnya, maka kedua belah
pihak saling bersumpah.
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Sedangkan apabila sumpah tersebut terjadi setelah terjadi
serah terima, sumpah ini bertentangan dengan giyas, sehingga dia
tidak bisa dianalogikan dengan kerusakan barang dagangan.

Asy-Syirazi mengemukakan batasan perselisihan dua belah
pihak berkenaan objek yang dijual sekaligus harganya, seperti
gugatan penjual “aku telah jual mobil ini padamu seharga 100
dinar,” pembeli berkata, “tetapi berikut biaya pengirimannya
menjadi 200 dinar.,” Mereka jelas tidak saling bersumpah, karena
tidak mengutarakan barang yang sama. Sekalipun dua belah pihak
sepakat dengan jual beli yang shahih dan berselisih mengenai
caranya. Jadi, masing-masing pihak bersumpah untuk menafikan
gugatan pihak lain.

Asy-Syafii menyatakan dalam Mukhtashar Al Muzani
setelah mengemukakan hadits Ibnu Mas’'ud dari jalur riwayat
Sufyan dan Malik, yang diriwayatkan oleh Malik secara langsung.
Yaitu, dengan redaksi “Aku terima hadits ini dari Ibnu
Mas’ud...dst.”

Asy-Syafi'i menulis, Rasulullah € memutuskan, bahwa
kesaksian diberikan pada penggugat, sedangkan sumpah bagi yang
tergugat.” Ketika dua belah pihak berjual beli hamba sahaya, lalu
penjual berkata, “Seharga seribu” dan pembeli mengatakan,
“Harganya lima ratus.” Jadi, penjual menggugat kelebihan harga.
Penggugat telah membeli kelebihan barang dengan harga yang
lebih murah, kedua belah pihak lalu bersumpah.

Jika keduanya bersumpah secara bersamaan, maka
dikatakan kepada pembeli “Anda berhak khivar untuk
mengambilnya seharga seribu atau membatalkannya. Anda tidak
wajib membayar apa yang tidak ditetapkan.” Siapa saja yang
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menolak bersumpah dan pihak lain yang bersumpah, dia
diputuskan menang.

Asy-Svafi’i #& mengemukakan, ketika Nabi g memutuskan
perkara, kedua belah pihak membenarkan terjadinya jual beli
namun bersengketa soal harga barang yang dapat membatalkan
transaksi; kami menemukan barang yang tidak ada di majelis akad
itu jelas membatalkan akad, maka pembeli wajib
mengembalikannya, jika barang itu masih bagus atau
pembayarannya terlambat, baik nilanya lebih kecil maupun lebih
besar dari harga barang.

Menurut Al Muzani, dua belah pihak ini sama dengan orang
vang belum melangsungkan jual beli. Jadi, pembeli mengambil
budaknya bila masih utuh atau meminta harganya jika telah rusak.
Al Muzani menambahkan, Muhammad bin Al Hasan me-rajifrkan
pendapat kami, dan menyalahi dua murid Malk —yaitu Abu
Hanifah dan Abu Yusuf. “Aku hanya tahu pendapat yang mereka
kemukakan bertentangan dengan giyas dan Sunnah,” jelas
Muhammad bin Al Hasan.

Maksudnya adalah, ketika kedua belah pihak kontradiksi
soal barang tersebut, padahal dia telah rusak, oleh karena itu
hukumnya tidak membatalkan akad, baik dia masih bagus maupun
rusak sama saja.

Seandainya dua belah pihak tidak bersengketa, lanjut Al
Muzani, dan salah satu dari mereka berkata, “Aku tidak akan
menyerahkan barang sebelum menerima seluruh pembayaran,”
maka pendapat yang paling disetujui oleh Asy-Syafi'i dari sekian
banyak pendapat kasus ini adalah, pembeli diperintahkan untuk
menyerahkan barang; dan penjual dipaksa untuk membayar saat
itu juga.
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Jika pembeli tidak berada di tempat, dan dia memiliki aset,
maka pembeli dimintai saksi untuk menangguhkan hartanya; dan
penjual dimintai saksi untuk menangguhkan barang. Jika penjual
menyerahkan barang, maka dia terlepas dari status penangguhan.

Sebaliknya jika pembeli tidak memiliki aset, maka dia
dikategorikan bangkrut. Oleh karena itu, penjual berhak atas
barangnya. Tidak boleh dibiarkan orang-orang mencegahnya,
sementara dia mampu mengambil barang itu dari mereka.

Pelajaran Penting: Al Qadhi Husain menyampaikan
satu kasus kepada Hassan bin Sa'id Al Mani'i sebagai bahan
diskusi para ahli fikih Marwa begitu dia tidak di sana. Kasus
tersebut yaitu seseorang mengghasab gandum pada saat harganya
tinggi, dan ketika harga murah, sang pemilik gandum ini
menagihnya. Apakah pemilik menagihnya sesuai harga standar
atau nilai gandum tersebut? Ulama yang berpendapat, pemilik
menagihnya sesuai harga standar saja, telah keliru. Sedang orang
vang berpendapat, dia menagih sesuai nilai gandum tersebut, juga

keliru. Alasannya, masalah ini punya rincian hukum sebagai
berikut:

Apabila gandum ini telah rusak di tangan penggasab
sebelum dijadikan tepung, misalnya terbakar sampai hangus,
pemilik wajib menagih sesuai harga standar.

Apabila pengghasab telah mengolah gandum tersebut
menjadi tepung, adonan, roti dan memakannya, maka pemilik
wajib menagih sesuai nilai gandum tersebut, karena gandum,
adonan, dan roti termasuk komoditas yang bernilai. Pendapat ini
dikutip oleh Abu Sa'ad Al Harawi dalam A/ /syraf dan Ar-Rafi’i
dalam Asy-Syarh Al Kabir fil Wajiz.
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Al Qadhi Husain bin Muhammad Al Marwazi dan Hassan
bin Sa’id Al Mani’i adalah satu dari sekian ulama yang belajar fikih
kepada Al Qadhi Husain.

Asy-Syirazi & mengemukakan: Pasal: Masing-
masing pihak dari penjual dan pembeli waijib
menggabungkan redaksi penafian dan penetapan dalam
sumpah, karena salah satu menggugat akad sedang
vang lain menyanggahnya. Jadi, keduanya wajib
bersumpah.

Dalam sumpah, wajib mendahulukan penafian
atas penetapan. Abu Sa’'id Al Ishthakhri
mengungkapkan, penetapan didahulukan atas penafian,
sebagaimana kita mendahulukan penetapan atas
penafian dalam sumpah /i’an.

Pendapat madzhab adalah pendapat vyang
pertama. Sebab, hukum asal dalam sumpah adalah
mendahulukan penafian. Yaitu, sumpah pihak tergugat.
Jadi, dalam kasus ini juga wajib mendahulukan
penafian, berbeda halnya dengan /i’an, sebab tidak ada
dalil untuk mendahulukan penafian.

Apakah penggabungan penafian dan penetapan
ini berlaku dalam satu sumpah atau bukan? Di sini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syalfi’i:

Pendapat Pertama: Penafian dan penetapan
digabungkan dalam satu sumpah. Keterangan ini
disebutkan dalam A/ Umm, sebab hal demikian lebih
memungkinkan untuk memutuskan perkara. Oleh sebab
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itu, dalam kasus ini pembeli bersumpah bahwa dia tidak
menjual dengan harga seribu, tetapi menjualnya
seharga dua ribu. Sementara pembeli bersumpah tidak
membelinya seharga dua ribu, dan membelinya seharga
seribu. Apabila pembeli menolak sumpah, maka
kebenaran diputuskan pada pihak penjual. Jika dia
bersumpah, maka terjadi saling sumpah.

Pendapat Kedua: Pihak vyang berperkara
memisahkan penafian dengan satu sumpah dan
penetapan dengan sumpah yang lainnya, karena kasus
ini termasuk gugatan sekaligus pengingkaran suatu
akad. Jadi, dia membutuhkan dua sumpah.

Selain itu, ketika kita menggabungkan keduanya
(penafian dan penetapan) dengan satu sumpah, kami
menyumpah penjual untuk menetapkan sebelum
penolakan pembeli dari sumpah untuk menafikan.
Praktik demikian tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, penjual bersumpah, bahwa dia
tidak menjual seharga seribu; kemudian pembeli
bersumpah bahwa dia tidak membelinya seharga dua
ribu. Jika pembeli menolak bersumpah, maka penjual
bersumpah bahwa dia tidak menjual seharga dua ribu,
dan kemenangan diputuskan bagi pihak penjual.

Apabila pembeli bersumpah, maka penjual pun
bersumpah bahwa dia menjual dengan harga dua ribu,
kemudian pembeli bersumpah, bahwa dia membeli
seharga seribu; jika dia menolak sumpah, maka
kemenangan diputuskan bagi pihak penjual. Jika
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pembeli bersumpah, kedua belah pihak saling
bersumpah.

Penjelasan Redaksional:

Pasal ini menjelaskan petunjuk teknis sumpah dan substansi
sumpah, karena sikap setiap pihak yang bertransaksi tidak lepas
dari dua kondisi: Penetapan atau penafian. Oleh sebab itulah,
sumpah pihak berperkara memuat beberapa rukun gugatan seperti
penetapan dan penafian.

Misalnya, pihak yang pertama bersumpah menyatakan,
“Aku tidak menjualnya seharga sepuluh dirham. Sebenamya, aku
menjualnya dua puluh dirham.” Jika mau, pembeli dapat
mengambil barang tersebut berdasarkan pernyataan penjual. Jika
tidak demikian, maka pembeli bersumpah, “Aku tidak membelinya
seharga dua puluh dirham. Sebenamya aku membelinya seharga
sepuluh dirham.” Peryataan di atas dikemukakan oleh Asy-Syafi’i
dalam A/ Umm.

Abu Hanifah menuturkan: Yang pertama kali bersumpah
adalah pembeli, karena dia merupakan pihak yang mengingkari.
Sumpah di pihak pembeli jauh lebih kuat. Di samping itu, kasus ini
diputuskan dengan penolakan sumpah tergugat. Faktor yang lebih
mendekatkan pada pemutusan perkara tentu lebih utama.

Kami didukung sabda Nabi ¢, ’cﬂ‘ Jé u 3}3\3 “Maka,
vang dimenangkan pernyataan yang dikemukakan penjual. ” Dalam
redaksi lain berbunyi, éj\;“ Jé “(vang dimenangkan) apa yang
dlkaiékan penjual.” Hadits riwayat‘ Ahmad. Artinya bahwa, bila
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mau, penjual dapat mengambilnya; dan bila mau, maka dia
bersumpah.

Alasan lainnya, bahwa penjual merupakan pihak terkuat,
karena ketika dua belah pihak bersengketa, maka barang
dagangan dikembalikan kepada penjual. Jadi, dia lebih kuat seperti
pemilik kuasa. Kami telah jelaskan, bahwa setiap orang dari kedua
belah pihak mengingkari dari satu aspek. Oleh karena itu, mereka
berada dalam derajat yang sama dari aspek tersebut.

Ketika penjual mangkir bersumpah dia seperti mangkimya
pembeli, maka pihak lain diminta bersumpah dan diputuskan dia
yang benar. Jadi, dua pihak ini punya kedudukan yang sama.

Apabila penjual bersumpah, lalu pembeli mangkir
bersumpah, dia diputuskan kalah. Jika penjual mangkir untuk
bersumpah, maka pembeli pun bersumpah dan diputuskan
menang.

Jika kedua belah pihak bersumpah, maka jual beli tersebut
tidak batal, karena akad ini sah. Saling bersumpah tidak
membatalkan akad, sama seperti kasus seandainya masing-masing
pihak mendatangkan bukti yang menguatkan dakwaannya. Tetapi,
jika salah satu pihak rela- dengan permnyataan pihak lain, akad
tersebut tetap berlaku bagi mereka. Sebaliknya, jika mereka tidak
rela, masing-masing pihak berhak Ahivar. Sedangkan menurut
madzhab kasus ini punya rincian hukum tersendiri.

Apakah sumpah tersebut dianjurkan atau tidak dlan)urkan
bagi penjual, atau bagi pembeli? Di sini terdapat empat pendapat
Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Pendapat yang.paling shahih, bahwa
sumpah pertama kali diberikan kepada penjual, karena pihaknya
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lebih kuat, sebab barang dagangan yang menjadi objek jual beli itu
dikembalikan kepadanya akibat pembatalan sebagai imbas
sumpah.

Di samping itu, kepemilikan penjual terhadap harga telah
sempurna dengan akad tersebut. Sedangkan kepemilikan pembeli
terhadap barang dagangan belum sempurna kecuali dengan
adanya serah terima; dan dia hanya terpenuhi dalam sebuah akad.

llustrasi kasus ini adalah, barang yang dijual telah jelas
namun pembayaran dilakukan dalam tanggungan (utang). Oleh
karena itu, pembeli dipersilakan untuk bersumpah pertama kali
dalam kebalikan kasus ini, sebab pembeli di sini lebih kuat.

Hakim kemudian menginformasikan untuk mengawali
sumpah kepada pihak manapun (pembeli atau penjual). ljtihad ini
dikemukakan dalam kasus ketika dua belah pihak telah ditentukan
atau berada dalam tanggungan.

Suami dalam kasus maskawin sama seperti penjual, dimana
sumpah diprioritaskan baginya, mengingat pihak suami lebih kuat
karena masih punya hak bersenang-senang dengan istrinya. Selain
itu, pengaruh sumpah begitu jelas dalam maskawin, kecuali pada
hukum yang berkaitan dengan kemaluan. Dalam hal ini, suami
adalah pihak yang menyerahkannya, jadi dia seperti penjual.

Perbedaan pendapat mengenai anjuran ini disebabkan
tercapainya tujuan dengan segala penafsiran yang ada.

Pendapat Kedua: Sumpah diberikan lebih dahulu kepada
pembeli, karena kekuatan sang pembeli ada bersama barang
dagangan. Demikian ini pendapat Abu Hanifah dan satu pendapat

ulama fikih Asy-Syafi’i, dengan pertimbangan bahwa pemilik
barang dalam kondisi ini adalah, pihak pembeli yang didasarkan
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pada dalil hadits. Jadi, yang dimenangkan adalah pemyataan
pemilik barang.

Pendapat Ketiga: Baik penjual maupun pembeli memiliki
hak yang sama, karena mereka berkedudukan sebagai penggugat
sekaligus tergugat. Tidak ada farih dalam kasus ini. Sebab itulah,
Al Hakim memberikan opsi kepada siapa pun yang mau memulai
sumpah.

Pendapat Keempat: Diadakan undian. Siapa yang menang
undian, maka dia berhak memulai sumpah. Undian merupakan
solusi untuk menyelesaikan persengketaan dalam kondisi saling
mengingkari.

Al Ghazali dalam A/ Wajiz mengungkapkan, bahwa teknis
sumpah dalam sengketa jual beli dimulai dari pihak penjual.
Sementara dalam sengketa akad pesanan dimulai dari pihak
penerima pesanan (muslam ilaih); dan dalam akad Aitabah dimulai
oleh tuannya, karena pihak penerima pesanan dan tuan (pemilik
budak) selevel dengan penjual.

Sedangkan dalam sengketa maskawin, maka pihak
suamilah yang pertama kali bersumpah, karena derajatnya setara
dengan penjual maskawin. Dampak sumpah ini tampak pada
status suami, bukan pada kemaluan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dalam sengketa jual
beli, pembelilah yang pertama kali bersumpah karena dia yang
mengeluarkan pembayaran.

Ada yang mengatakan, baik penjual maupun pembeli
mempunyai hak yang sama untuk bersumpah, karena itu mereka
diundi untuk mementukan siapa yang lebih dahulu bersumpah,
atau berdasarkan keputusan hakim.
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Berkaitan dengan teknis bersumpah terdapat beberapa
pendapat:

Pendapat Pertama: Pihak yang bersumpah mengumpulkan
antara pernyataan penafian dan penetapan dalam satu sumpah
secara mutlak. Redaksi yang disepakati seluruh ulama berbunyi,
“Demi Allah, aku tidak menjual dengan harga sekian. Aku
menjualnya seharga sekian.” Sumpah pihak pembeli berbunyi,
“Demi Allah, aku tidak membeli seharga sekian. Sungguh, aku
membelinya seharga sekian.”

Bisa juga menggunakan kata “sebenarnya” sebagai ganti
kata “sungguh”. Sebagian ulama tidak setuju dengan penggantian
kata ini, karena memuat ketidakjelasan pensyaratan Aashr
(batasan).

Menurut pendapat Syamsuddin Ar-Ramli —dijuluki Asy-
Syafii Kecil— tidak cukup sekadar mengatakan, “Aku tidak
menjual selain seharga sekian.” Alasannya, karena sumpah tidak
sekadar menyebutkan makna yang bertalian secara tidak langsung.
Redaksi sumpah haruslah lugas dan jelas, karena sumpah
menyimpan nilai ibadah. Keterangan ini sejalan dengan pendapat
kedua, vaitu:

Pendapat Kedua: Pihak yang bersumpah mengawali
sumpah dengan penafian kemudian diikuti penetapan dalam satu
sumpah.

Pendapat Ketiga: Mengawali dengan penetapan kemudian
diikuti penafian dalam satu sumpah, sebab gugatan akad dan
pengingkaran akad membutuhkan dua sumpah.

Pendapat Keempat: Diawali dengan penafian dengan satu
sumpah kemudian dengan redaksi penetapan pada sumpah yang
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lainnya. Menurut pendapat Ar-Ramli dalam Nihavah Al Muhtaj,
cara seperti ini dianjurkan.

Pendapat kelima: Mengawali dengan redaksi penetapan
dengan satu sumpah kemudian dengan penafian dalam sumpah
vang lain.

Pendapat keenam: Diawali dengan redaksi mana pun
sesukanya dalam satu sumpah dan redaksi lainnya dalam sumpah
vang lain.

Pendapat yang benar adalah, seorang gadhi —jika kedua
belah pihak yang bersengketa atau salah satunya melaporkan
kasusnya kepada qadhi— mengawalinya dengan sumpah pihak
penjual. Penjual cukup mengucapkan, “Demi Allah, aku tidak
menjual dengan harga sekian. Sungguh, aku menjualnya dengan
harga sekian. Wallahu a’lam.

Perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini
mencakup masalah barang yang dijual dan harga. Sebab, frase
“Ketika dua belah pihak bersengketa” terdapat pembuangan frase
lain yang dalam kasus ini mengisyaratkan makna umum,
sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama Ma’ani.

Jadi, secara umum perbedaan ini mencakup pada
permasalahan barang yang diperjual belikan, harga barang, dan
segala hal yang merujuk pada keduanya, juga tentang syarat-syarat
yang mesti dipenuhi. Penyebutan secara lugas tentang sengketa
soal harga pada sebagian riwayat —seperti tercantum dalam
beberapa hadits bab ini— tidak menafikan pesan umum tersebut.

Keterangan dalam hadits Ibnu Mas’'ud yang diriwayatkan
oleh Ahmad, “Pernyataan dimenangkan oleh keterangan pemilik
barang.” Pemilik barang di sini adalah penjual, seperti keterangan
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vang disebutkan secara lugas dalam seluruh riwayat. Jadi, tidak
beralasan sebagian orang vang berpendapat bahwa ‘pemilik
barang’ dalam kondisi ini adalah pembeli.

Sengketa antara dua belah pihak dalam jual beli dalam
berbagai kasus transaksi hanya dapat diselesaikan dengan sumpah
pihak penjual. Jika pembeli juga bersumpah, maka terjadi saling
sumpah. Jika demikian adanya, mereka berdua tidak bisa lepas
dari sengketa ini, kecuali dengan membatalkan transaksi.

Akar perbedaan antara ahli fikih dalam kasus ini berawal
dalam penafsiran sabda Rasulullah g, Sed! 3 g&fw‘ 513 2

Lle 6’6:\-3-“ ‘;3 “Bukti bagi penggugat, dan sumpah bagi
tergqugat, ” karena hadits ini mengindikasikan makna yang umum.
Yaitu, sumpah diberikan kepada pihak tergugat dan bukti bagi

penggugat, tanpa membedakan antara apakah salah satunya
penjual dan yang lain pembeli, ataupun tidak.

Hadits Ibnu Mas’ud mengindikasikan bahwa, pernyataan
vang dimenangkan adalah pernyataan penjual yang didukung
sumpahnya. Bukti diberikan kepada pihak penjual dengan tanpa
membedakan antara apakah penjual sebagai penggugat atau
tergugat.

Dua hadits di atas memiliki pesan umum dan khusus dari
perspektif masing-masing. Keduanya kontradiktif dengan
mempertimbangkan materi kesamaannya. Apabila penjual
bertindak sebagai penggugat, maka sebaiknya pen-farif-an kasus
ini merujuk pada berbagai faktor eksternal.

. Hadits, )& ,.sf-:\.‘J‘ ,_,13 u,g-:-“ :’! “Sesungguhnya sumpah di
pihak tergugat” diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Hadits ini
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juga terdapat dalam Shahih Al Bukhari pada Bab Gadai, Bab
Sumpah bagi Tergugat, dan Tafsir Surah Ali Imran.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, i’-:-'-“

5._',13 Gaim ,}3 &,,;“ 3 ‘591«3.1 ch “Bukti bagi penggugat dan
sumpah bagi pihak tergugat.” Al Isma’ili meriwayatkannya dengan
redaksi, ‘akan tetapi bukti bagi penuntut dan sumpah bagi
tertuntut.”.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dengan redaksi,

%z L

Jigal Jisy 25y shiedy 0 Ly 3
SE Gedly 2 I 12D £ST5 ihslang o8

Z-0%
, o‘ e
-

o
“Seandainya seluruh dakwaan manusia dipenuhi, tentu
orang-orang mengqgugat harta benda dan darah suatu kaum.
Tetapi, bukti bagi penggugat, dan sumpah bagi pihak yang
mengingkari.”
Seluruh hadits ini terdapat dalam hadits Ibnu Abbas. Siapa
saja yang bertekad men-farjih antara beberapa hadits ini, tidaklah
terlalu sulit.

Dalam Ash-Shahihain, Musnad Ahmad, dan Sunan Ibni
Majah dari Tbnu Abbas secara marfu’disebutkan,
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“Seandainya seluruh dakwaan manusia dipenuhi, orang-
orang pasti menggugat darah dan harta benda seseorang. Tetapi,
sumpah bagi pihak tergugat.”

Keterangan lebih panjang akan dipaparkan dalam Bab
Mugasamabh, Insya Allah, yang tercantum kepada juz 19.

Asy-Syirazi & menyatakan: Pasal: Apabila dua
belah pihak saling bersumpah, maka jual beli tersebut
pasti batal, karena tidak mungkin melanjutkan akad
dengan adanya sumpah. Apakah akad ini batal karena
sumpah tersebut atau bukan? Di sini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Akad tersebut batal karena
saling sumpah tersebut, seperti batalnya pernikahan
dalam sumpah /i'an akibat sumpah. Sebab, dengan
adanya sumpah, harga barang menjadi tidak diketahui,
padahal jual beli tidak akan terjalin jika besaran
kompensasinya tidak diketahui. Oleh karena itu, akad
tersebut wajib fasakh.

Pendapat Kedua: Akad jual beli ini tidak batal
dengan adanya pembatalan setelah bersumpah.
Keterangan ini telah di-nash, karena akad tersebut
secara batin hukumnya sah, sebab dia terjadi dengan
harga yang diketahui dua belah pihak. Karena itu, akad
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tidak batal akibat mereka bersumpah, dimana bukti
lebih kuat ketimbang sumpah.

Selanjutnya, andaikan masing-masing pihak
mempunyai bukti atas gugatannya, maka jual belinya
tidak batal. Ketidakbatalan jual beli ini dengan sumpah
tentu lebih kuat lagi. Terkait pendapat yang
membatalkan jual beli dalam kasus ini, ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Hakim yang membatalkan jual
beli tersebut, karena dia pihak yang berijtihad dalam
masalah ini, sehingga membutuhkan hakim, sama
seperti pembatalan nikah sebab aib.

Pendapat Kedua: Jual beli ini batal oleh dua belah
pihak, karena pembatalan ini terjadi menyusul tindakan
vang zhalim. Jadi, sah-sah saja bila bersumber dari dua
belah pihak, seperti pengembalian barang yang rusak.

Penjelasan Redaksional:

Kalimat “Apabila dua belah pihak saling bersumpah, jual
beli wajib batal,” hal ini sesuai dengan alasan yang telah kami
sampaikan, sebab dia merusak sikap saling merelakan vyang

tercantum dalam firman Allah #: (’:‘{.; u,e_‘;: o “Yang berlaku
suka sama suka di antara kalian” (Qs. An-Nisaa" [4]: 29).

Alasan lain, karena sengketa antara dua belah pihak dalam
masalah akad tertentu tidak ada solusi lain selain sumpah pihak
penjual. Ketika penjual bersumpah kemudian pembeli juga
bersumpah, mereka tidak akan lepas dari saling membatalkan
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untuk keluar dari lingkaran sengketa. Akan tetapi, apakah akad ini
batal karena sumpah tersebut atau karena faktor lain? Di sini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i.

Pendapat Pertama: Transaksi ini batal karena sumpah
tersebut. Sumpah merupakan titikk tolak pertikaian yang
menyebabkan fasakh, seperti fasakhnya pernikahan dalam /an
akibat tindakan sumpah. Lian termasuk akad yang men-fasakh
pernikahan dengan sumpah, sehingga fasakh tersebut terjadi
secara lahir dan batin, mengingat dia fasakh sebagai akibat dari
tindakan zhalim. '

Selain itu, besaran harga paska sumpah menjadi tidak jelas
antara gugatan masing-masing pihak yang bersengketa, hal ini
memunculkan ketidaktahuan yang berdampak pada cacat akad
vang dapat membatalkannya. Sebab, besaran harga saat itu
menjadi unsur yang menyebabkan ketidaktahuan, bukan yang tidak
diketahui, mengingat dia diketahui oleh mereka secara batin.
Tetapi, pengetahuan ini dihilangkan oleh sikap pembodohan
akibat sengketa yang ada, khususnya seputar besaran harga.
Demikian juga sengketa dua pihak tentang kadar barang
dagangan, sebagaimana akan dijelaskan nanti. /nsya Allah.

Sebab, harga merupakan alat tukar barang yang dijual, oleh
karena itu akad tidak akan terjadi jika harga tidak diketahui.

Pendapat Kedua: Akad jual beli ini tidak batal hanya karena
sumpah, tetapi dia dibatalkan secara sengaja setelah proses
sumpah. Keterangan inilah yang telah di-nash dalam madzhab dan
ini merupakan pendapat pertama ulama fikih Asy-Syafi’i.

Al Muzani dalam A/ Mukhtashar, pada Bab Sengketa
Penjual dan Pembeli, dia menuliskan: Pendapat yang rasional
ketika kedua belah pihak kontradiksi soal harga barang, sementara
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barang masih ada, dia juga saling kontradiksi ketika barang telah
rusak. Sebab, hukum menyebutkan rusaknya akad, baik barangnya
masih ada maupun sudah rusak.

Menurut hemat kami, akad tidak akan batal oleh sumpah
saja, karena setiap pihak yang bersengketa bersumpah untuk
menetapkan kepemilikan. Jadi, tidak mungkin dia mengharuskan
pembatalan milik, karena keduanya kontradiksi. Oleh sebab itu,
seandainya kedua belah pihak yang bertransaksi men-fasakh jual
beli, siapa saja yang men-fasakh, maka sah-sah saja pertimbangan
untuk men-fasakh aib yang telah ada pada dua belah pihak, bukan
yang lain. |

Pendapat Kedua: Pembatalan akad hanya berlaku
berdasarkan keputusan hakim, seperti fasakh pernikahan karena
suami impoten dan aib suami-istri lainnya, karena perkara tersebut
merupakan bagian dari ijtihad. Berdasarkan aturan ini, seandainya
dua belah pihak men-fasakh akad, dia tidak akan berlaku sebelum
hakim mem-fasakhnya setelah mereka saling bersumpah di
hadapan hakim, dan pemberian pilihan kepada masing-masing
pihak untuk menerima pernyataan pihak lain. Jika salah satunya
menerima, maka jual beli tersebut sah.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam A/ Umm terkait dengan
sengketa dua belah pihak yang bertransaksi:

“Apabila dua orang laki-laki bersengketa tentang seorang
budak, dan mereka berpisah setelah jual beli, kemudian saling
bersumpah: Penjual berkata, “Aku jual padamu dengan syarat aku
berhak khivar tiga hari.” Pihak pembeli berkata, “Engkau
menjualnya padaku, tanpa mensyaratkan khivar.” Keduanya saling
bersumpah; apakah pembeli berhak khAivar untuk menfasakh jual
beli, ataukah penjual berhak &hiyar.
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Kasus di atas serupa dengan sengketa para pihak soal
harga. Wallahu a’lam. Kami membatalkan jual beli akibat sengketa
dua belah pihak soal harga, dan membatalkannya akibat gugatan
bahwa dia berhak atas khivar; bahwa dia tidak boleh menetapkan
jual beli selain dengan khivar. Demikian halnya seandainya pembeli
menggugat Ahiyar, solusi hukumnya juga sama.”

Maksud pernyataan Asy-Syafi’i “Kami membatalkan jual
beli akibat sengketa dua belah pihak soal harga.” Pembatalan di
sini adalah pembatalan secara zhahir Sedangkan pembatalan
secara batin tidak terjadi, karena bisa saja mereka suka sama suka
tanpa ada akad yang baru, sehingga akad ini berjalan sebagaimana
mestinya. Permyataan ini relevan dengan statemen Asy-Syirazi
“Karena akad secara batin hukumnya sah.”

Kalimat “Karena bukti lebih kuat daripada sumpah,” sebab
bukti lebih diprioritaskan daripada sumpah. Dengan adanya bukti
tidak perlu lagi sumpah, karena bukti tersebut merupakan sarana
legalitas pada dokumen tertulis dan surat resmi vaitu dengan

stempel, tanda tangan penjual atau pembeli, atau tanda tangan
kedua belah pihak, bukan dengan sumpah.

Akad antara dua belah pihak terlaksana dengan kaidah-
kaidah umum yang ditetapkan secara syari seperti sikap suka
sama suka antara para pihak yang akan melangsungkan akad.
Singkat kata, sikap suka sama suka (saling meridhai) harus
terdapat dalam tiga hal: akad itu sendiri, praktik jual beli, dan
harga.

Demi keabsahan transaksi wajib mengarahkan dua
kehendak ini pada penjualan dan pembelian. Sementara jika dua
kehendak ini tidak bertemu pada satu pengertian ini. Misalnya,
salah satu pihak ingin melaksanakan jual beli, sedangkan pihak lain
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menghendaki akad yang lain, maka baik akad jual beli maupun
akad vang lain ini tidak sah. Apabila kedua belah pihak sama-sama
ingin menjalin akad yang lain, di luar jual beli, maka hukum-hukum
akad ini berlaku, sekalipun mereka menyebutnya “jual beli.”

Dengan demikian, kesepakatan dua keinginan terhadap
sesuatu yang dijual adalah inti dari jual beli. Dia merupakan akad
vang sah dari segi zhahir dan batin. Apabila dua belah pihak
bersengketa, mereka telah mencederai bagian zhahir akad, bukan
batinnya, karena mereka menghendaki akad tersebut.

Lain halnya, jika dalam transaksi tersebut terdapat bukti,
kemudian dua belah pihak bersengketa dan melaporkan perkara
itu kepada hakim. Hakim melakukan interpretasi hukum sesuai
maksud kedua belah pihak yang bertransaksi. Jika hal ini sulit
direalisasikan karena tidak memenuhi identitas khusus untuk
menjalankan konsekuensi pembuktian vyang diprioritaskan.
Misalnya, bukti tersebut kuat tapi dipalsukan, kesaksian palsu, atau
indikator yang kurang kuat, karena dia telah terpenuhi oleh unsur-
unsur dasar akad; dan hakim mustahil memberikan karakter syar’
untuk mengesahkan akad. Maka dalam kondisi ini hakim
memutuskan untuk membatalkan akad.

Lantas apakah hakim memutuskan pembatalan akad
dengan segera? Atau kapan saja?

Menurut pendapat shahih, jika hakim mengkhawatirkan
rusaknya objek yang dijual atau hilangnya kemaslahatan yang
berkaitan dengan laku tidaknya pembeli, maka putusan hakim
berlaku dengan segera. Jika putusan tersebut dijatuhkan tidak
segera, maka akan mengakibatkan hilangnya keuntungan yang
telah kami sebutkan berikut harapan salah satu pihak atau kedua
belah pihak yang bersengketa mengajukan bukti atau penguat,
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hakim boleh mengeluarkan putusan hukum dalam batasan waktu
tertentu, dengan menunda pengungkapan kasus ini sampai saat

vang tepat dan sesuai dengan berbagai kondisi dan terhindar dari
bahaya.

Sudah jelas bahwa kompensasi barang dagangan tidak
disyaratkan tunai, sambil merujuk pada hukum-hukum ribawi yang
telah dijelaskan oleh Asy-Syirazi dan dua komentatornya: An-
Nawawi dan As-Subki 4.

Tonu Rifah me-rajifrkan, bahwa pembatalan akad yang
diputuskan hakim tidak bersifat segera. Menurut beliau,
penganalogian kasus ini dengan kerusakan barang dan terjadinya
sengketa, bukanlah suatu masalah. Kedua kondisi ini (segera dan
tidak segera) terkadang dibedakan. Penundaan putusan ini tidak
memberi isyarat adanya keridhaan (suka sama suka), sebab adanya
perbedaan tentang ada tidaknya konsekuensi yang kontradiktif,
seperti keridhaan dua belah pihak untuk membatalkan akad
dengan redaksi “pembatalan.”

Bantahan Al Asnawi terhadap analogi aturan yang telah
ditetapkan dalam pembatalan akad (iga/ah) vang dikutip dan
ditetapkan oleh Al Muzani dan Al Buwaithi, bahwa seandainya
kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berkata —sekalipun di
hadapan pihak lain setelah menjalin jual beli— “Aku
membatalkannya,” transaksi ini tidak batal, dan bukan pembatalan
akad, sebab pembatalan tersebut hanya terjadi jika dibarengi jjab
gabul, sesuai syarat-syarat yang biasa belaku. Hal ini dapat
disanggah, bahwa Sikap mempersilakan masing-masing pihak
paska sumpah merupakan bagian dari fasakh.

Walhasil, qiyas tersebut shahih; dan setiap pihak berhak
untuk memulai sumpah. Pendapat ini dikemukakan secara tegas

330 || 4l Majmu’ Syarah Al Muhadsdzab



oleh Ar-Rafi'i sesuai keterangan nanti. Ar-Ramli dalam An-
Nihayah—berjuluk sebagai Asy-Syafi’i Junior—memaparkan:

Apabila dua belah pihak bersumpah, menurut pendapat
vang shahih, akad tersebut tidak batal dengan sumpah itu, karena
bukti lebih kuat daripada sumpah. Berdasarkan khabar kedua,
pemberian hak khivar kepada para pihak setelah sumpah
merupakan indikasi yang jelas tidak adanya fasakh.

Seandainya masing-masing pihak mengajukan bukti, maka
akad tersebut tidak batal, apalagi dengan sumpah. Bahkan, jika
mereka menolak permusuhan, maka sengketa ini diabaikan dan
akadnya tidak batal. Jika mereka meridhai pernyataan salah satu
pihak, maka akad ini ditetapkan. Sebaiknya hakim menganjurkan
kedua belah pihak untuk sebisa mungkin melakukan mediasi.

Seandainya salah satu pihak rela menyerahkan tuntutan
pihak lain, maka pihak lain dipaksa untuk melakukan hal yang
sama. Sebaliknya, jika dua belah pihak tidak menyepakati apa pun
dan melanjutkan perkara maka keduanya atau salah satunya
membatalkan akad, sebab ini termasuk tindakan pembatalan akibat
terjadi kezhaliman. Kasus ini serupa dengan pembatalan akad
akibat kerusakan barang. Bisa juga hakim yang membatalkannya
untuk memutuskan sengketa.

Selanjutnya pembatalan hakim dan pihak yang terkait
dengan terlaksananya pembatalan tersebut; baik secara zhahir
maupun batin, ini sama seperti igalah; sedangkan pembatalan
pihak lain hanya terlaksana secara zhahir saja.

Ibnu Ar-Rifah me-rajifirkan pendapat yang menyebutkan
tidak ada kewajiban menjalankan putusan hakim dengan segera.
Beliau tidak mempermasalahkan analogi kasus ini dengan
kerusakan barang. Menurut Ibnu Ar-Rif'ah, pengakhiran eksekusi
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putusan tidaklah mengisyaratkan keridhaan, karena perbedaan
tentang ada tidaknya konsekuensi.

Ibnu Ar-Rifah melanjutkan, bahwa akad tersebut hanya
bisa dibatalkan oleh hakim, karena hakim seorang mujtahid dalam
kasus ini, sama seperti pembatalan akad akibat jual beli unnah.
Sepertinya dalam akad 4itabah, mereka membatasi pembatalan
akad hanya dengan putusan hakim demi kehati-hatian, ini akibat
pemerdekaan yang digariskan syari’, juga terlalu jauh dari
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang paling kuat, karena masih
adanya status kepemilikan. Bahkan, konsekuensi alasan mereka
adalah memperbolehkan kepemilikan setelah fasakh, ketika objek
vang dijual masih menjadi milik pembeli, dan masih utuh.

Sumpah memiliki beberapa fungsi:

Fungsi pertama: Mengingatkan tergugat terhadap akibat
buruk sumpah palsu, sehingga memotivasinya untuk mengakui
fakta sebenamya.

Fungsi kedua: Memutuskan hukum tergugat dengan
penolakan sumpah, sebagaimana keterangan vang telah kami
paparkan dalam kasus tergugat yang menolak bersumpah.

Fungsi ketiga: Memutuskan sengketa dan tuntutan saat itu
juga, dan membebaskan para pihak yang bersengketa dari gugatan
vang lain. Akan tetapi, sumpah tidak memutuskan kebenaran, dan
tidak membebaskan tanggungan (hutang) baik batin maupun
zhahir.

Seandainya penggugat menyampaikan saksi setelah
tergugat bersumpah, keterangan saksi didengarkan dan hukum
diputuskan berdasarkan kesaksian itu. Demikian halnya jika
sumpah dikembalikan pada pihak penggugat, lalu dia
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menolaknya,l® kemudian penggugat mengajukan saksi, kesaksian
ini diterima dan hukum pun diputuskan.

Fungsi keempat: Menetapkan hak dengan sumpah ketika
sumpah dikembalikan kepada pihak penggugat atau mengajukan
seorang saksi.

Fungsi kelima: Menyegerakan hukuman bagi pembohong
yang mengingkari kebenaran. Sumpah yang terdesak dapat
menyelamatkan diri. Dengan sumpah tersebut orang vyang
terzhalimi akan tersembuhkan sebagai kompensasi dari
penganiayaan yang diterima akibat pengabaian hak.

Fungsi keenam: Sumpah menyingkap berbagai indikator
sikap tentang kebohongan penggugat. Menurut madzhab Malik,
sumpah tidak perlu memperhatikan gugatan pendakwa, dan dia
tidak perlu bersumpah. Demikian ini pendapat yang dipilih oleh Al
Ishthakhri dari ulama fikih Asy-Syafi’i. Pendapat ini senada dengan
madzhab Ahmad.

Kasus ini sama dengan orang rendahan menggugat
pengangkatan dirinya sebagai buruh oleh pemerintah atau pejabat,
kadar pakan hewan ternaknya, menyapu pintu rumahnya, dan
sebagainya.

Diriwayatkan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dimana
pada suatu hari beliau duduk di samping wakil sultan Dimasqa.1®

15 Nakala ‘an asy-syai’, menolaknya karena khawatir atau takut. Legalisasi sumpah
dalam kasus ini tidak terlepas dari hikmah, yaitu memberikan kesempatan pada para
pihak yang bersengketa untuk merenungkan kembali langkah hukum yang telah
diambil, jika ia berada di pihak yang tidak benar.

16 Dimasqa, wilayah yang sekarang terbentang dari Mesir, Syam, Hijaz, dan
Yaman vang diperintah oleh seorang sultan. Pusat pemerintahkan Dimasqa di Al-
Qal'ah, Mesir. Sultan ini dibantu oleh para wakil. Ada wakil sultan atas Dimasqa, wakil
untuk daerah Halb, wakil daerah Hija, dan wakil daerah Yaman. Sistem pemerintahan
ini berlangsung pada masa Mamluk Ayyubiyyah, keturunan Qalawun.
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Seorang tamu yang hadir mengklaim pernah menitipkan sesuatu
kepada Ibnu Taimiyyah.

Wakil sultan mempersilahkan penggugat duduk bersama
Ibnu Taimiyyah dan menyumpahnya. Sang wakil bertanya kepada
hakim madzhab Maliki yang hadir di sana, “Apakah Anda
memperbolehkan gugatan ini, dan menerimanya?” “Tidak!”
jawabnya. Ibnu Taimiyah bertanya, “Bagaimana menurut madzhab
Anda dalam memutuskan perkara seperti ini?” “Menghukum
pendakwa,” jawabnya. “Putuskanlah sesuai madzhab Anda,” pinta
Ibnu Taimiyyah. Akhirnya, penggugat dipersilakan berdiri dan
meninggalkan tempat itu.

Cabang: Apabila gugatan berikut bukti-bukti telah
diungkapkan, akad hanya dapat dibatalkan dengan keluarnya
putusan hukum batal dari hakim. Dalam kasus ini, tidak batalnya
akad oleh sumpah tentu lebih utama. Kalimat “tentang pembatalan
akad ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Svafi'i, ” menurut
ulama madzhab Hanbali terdapat dua riwayat pendapat:

Riwayat Pendapat Pertama: Ini merupakan riwayat
pendapat yang paling shahih menurut Asy-Svafii dan ulama
madzhabnya, bahwa pihak yang berwenang membatalkan adalah
hakim, sebab dalam hal ini hakim bertindak sebagai muijtahid.
Artinya, karena perkara sengketa merupakan objek ijtihad
sehingga membutuhkan orang vang bersedia menyerahkan segala
kemampuannya, berwawasan keilmuan yang luas, dan mampu
meredakan benih-benih persengketaan. Karena itu, urusan
pembatalan akad membutuhkan seorang hakim, seperti fasakh
nikah akibat aib juga membutuhkan putusan hakim.
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lbnu Qudamah dalam A/ Mughni menerangkan, ada
kemungkinan pembatalan akad diberikan kepada hakim. Demikian
zhahir madzhab Asy-Syalfi’i, karena akad tersebut shahih dan salah
satu pihak telah berbuat zhalim. Hakim membatalkan suatu akad
karena tidak mungkin melanjutkan kasus hukum. Ini serupa
dengan kasus wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali- dan
tidak diketahui siapa yang lebih dahulu.

Riwayat Pendapat Kedua: Madzhab atau riwayat yang
paling shahih menurut Ahmad, dua belah pihak lah yang
membatalkan akad, karena akad ini terjadi secara sah, seperti
pengembalian barang vang rusak atau setiap tindakan hukum
lainnya karena terjadi kezhaliman. Pendapat ini mengacu dan
merujuk pada zhahir hadits “afau keduanya saling membatalkan
jual beli.” Secara zhahir hadits ini mengindikasikan kebebasan para
pihak untuk membatalkan akad.

Pendapat di atas juga merujuk pada kisah jual beli hamba
sahaya; Imarah antara Ibnu Mas’'ud dan Al Asy’ats bin Qais.
Abdullah bin Mas’ud berkata, “Aku menjualnya padamu seharga
20 ribu.” Al Asy’ats menjawab, “Aku membelinya darimu seharga
10 ribu.” Abduliah mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah &€&

bersabda, J3 s $96 sy A Wgisi oy oS Gl 1y

s B 06w oz sf (@i 038 Apabila dua bekah pihak
bersengketa tanpa ada bukti, dan barang masih untuh seperti sedlia
kala, maka vang dimenangkan pernvataan penjual, atau mereka
saling mengembalikan jual beli.”’ Dia berkata, “Aku mengembalikan
jual beli.” Hadits diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari Hasyim

dari Ibnu Abu Laila, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Ibnu
Mas’ud.
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Dalam Sunan Abi Daud, An-Nasa'i, dan Al Hakim dalam
Al Mustadrak, bersumber dari Ibnu Mas'ud secara marfu’

disebutkan, 2t &5 Jeds U 3 42 i oy o Gl i3y
O jf ‘Apabila dua belah pihak bersengketa tanpa bukti, yang
dimenangkan apa yang diucapkan pemilik barang, atau keduanya
saling membatalkan. ”

Diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Ibnu Mas’ud, dengan
redaksi, , J3W iy 26 ALaiNg (A G ey ORI Calls 13y
a5 9 a0z if (o 033 “Apabits dua belah pihak
bertransaksi, tanpa ada saksi, dan barang vang djjual masih utuh,

maka yang dimenangkan adalah pernyataan penjual atau mereka
membatalkan jual beli.”

Berdasarkan keterangan di atas, pembatalan akad tidak
tergantung kepada putusan hakim, kecuali jika salah satu pihak
melaporkan perkaranya kepada hakim.

Hadits Abdul Mali bin Ubaidah, disebutkan, Rasulullah g
bersabda, « sl (5,284l HE 35 o Gy owazal Gals 13y
85 315 &5 35l 93 &y “Apabils dua belah pihak bersengketa,
penjual bersumpah, kemudian pembeli berhak khivar: kalau mau
dia boleh mengambil barang dan kalau mau meninggalkannya. ”

Menurut ulama Hanbali, akad ini batal tanpa harus
diputuskan oleh Hakim, karena beliau telah memberikan Ahivar
kepada pihak pembeli. Jadi, hal ini serupa dengan pembeli yang
berhak atas khivar syarat atau khivar pengembalian barang karena
rusak. Di samping itu, kasus ini tidak sama dengan akad nikah
karena setiap suami istri bebas mengemukakan thalak.
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Pemahaman dua hadits ini dapat diaplikasikan kepada
kasus-kasus berikut:

Pertama: Objek sengketa antara Ibnu Mas’'ud dan Al
Asy’ats vyaitu seorang budak Imarah. Sementara Imarah milik
Abdullah bin Mas'ud. Jadi, beliau berkedudukan seperti hakim
vang menetapkan putusan; dan menegaskan barang bagi
pemiliknya, karena kedua belah pihak tidak membutuhkan hakim.

Orang vyang berkarakter, memiliki kedudukan sebagai
hakim terpercaya yang menafsirkan dalil yang umum. Hadits ini
tidak berarti kedua belah pihak yang bertransaksi bebas
membatalkan akad ketika saling bersumpah. Dia juga bukan nash
vang gath’i dalam pemahaman ini.

Kedua: Hadits Abdul Malik bin Ubaidah juga tidak
mengindikasikan hal tersebut. Maksudnya adalah, bukan dalil
mengenai kebebasan dua belah pihak untuk membatalkan akad,
tanpa perlu merujuk hakim. Hadits di atas, baik dari segi lafal
maupun makna (manthug dan mafhum), mengindikasikan
pengertian hukum yang sebaliknya. Kata istah/afa menunjukan arti
adanya permintaan sumpah, yang diindikasikan dari penambahan
huruf sin dan fa. Permintaan sumpah ini pasti datang dari selain
pihak yang bersengketa. Selain hakim tidak bisa meminta penjual
untuk bersumpah. Wallahu a’lam.

Masalah: Asy-Svafi'i dalam Bab Mukatab menyatakan,
apabila suami-istri bersengketa mengenai maskawin dan saling

bersumpah, maka kesempatan bersumpah pertama kali diberikan
kepada suami.
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Menurutku (Al Muthi’i): Pernyataan ini kontradiktif
dengan kaidah “Sumpah pertama bagi pihak penjual,” karena
suami menempati posisi pembeli.

Asy-Syafi’ menyatakan dalam pembahasan Dakwaan,
Bukti, dan Etika Hakim: Jika penjual diberi kesempatan pertama
untuk bersumpah, pembeli berhak atas khivar. Sebaliknya, jika
pembeli berkesempatan bersumpah pertama kali, maka penjual
berhak khiyar.

Menurutku (Al Muthi’i): Pernyataan ini menunjukkan
bahwa hakim boleh mendahulukan pihak mana pun untuk
bersumpah pertama kali. Bisa jadi beberapa pendapat Asy-Syafi’i
dalam A/ Umm, mendorong ulama fikih Asy-Svyafi’i untuk

merumuskan kasus ini dalam tiga pendapat yang sudah banyak
diketahui:

Pendapat Pertama: Hakim mendahulukan sumpah untuk
penjual karena dia pihak yang lebih kuat.

Pendapat Kedua: Sumpah diberikan pada pembeli karena
dia pihak lebih kuat. Dia serupa dengan suami.

Pendapat Ketiga: Pendapat yang paling shahih menurut
ulama fikih Asy-Syafi’i, bahwa hakim memprioritaskan sumpah
bagi penjual sebelum pembeli.

Perbedaan pendapat ini dapat ditanggapi sebagai berikut,
bahwa bunyi tekstual nash dalam jual beli memberikan sumpah
pertama kali pada penjual sebelum pembeli; sedangkan bunyi
tekstual nash dalam kasus maskawin memberikan sumpah
pertama kali pada suami sebelum istri. Letak perbedaan dua nash
ini adalah, bahwa sumpah pada pihak dalam jual beli
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mengembalikan objek jual beli ke tangan penjual, Oleh karena itu,
penjual lebih dahulu bersumpah. Sementara sumpah suami istri
dalam kasus maskawin, tidak menghilangkan kepemilikan suami
atas manfaat kemaluan (istri). Hal ini terjadi setelah sumpah atas
miliknya, oleh karena itu suami berhak bersumpah lebih dahulu.

Pendapat vang dikemukakan Asy-Syafii  dalam
pembahasan Dakwaan dan Bukti, tidak lain ingin menjelaskan
bahwa, apabila ijtihad hakim memutuskannya untuk
mendahulukan sumpah pembeli, hal ini diperbolehkan. Begitu
juga, jika ijtihadnya memutuskan dia untuk mendahulukan sumpah
penjual. Sebab, mendahulukan sumpah salah satu pihak didasari
jtihad tanpa nash. Jadi, boleh-boleh saja jitihad tersebut
menetapkan untuk mendahulukan sumpah bagi pihak mana pun.
Demikian ini berbeda dengan kasus /an, di mana nash
menegaskan untuk mendahulukan sumpah suami, dan tidak boleh
melakukan sebaliknya.

Ketika ditetapkan bahwa kesempatan sumpah diberikan
pada penjual, sebagaimana telah kami jelaskan dari pendapat
madzhab, apakah mendahulukan penjual untuk bersumpah masuk
kategori lebih utama sampai kategori hak? Menanggapi kasus ini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i.

Pendapat Pertama: Mendahulukan sumpah pada penjual
termasuk kategori hak. Jika sumpah ini diberikan pertama kali
kepada pembeli, maka tentu tidak diperbolehkan, kecuali apabila
hakim berijtihad demikian.

Pendapat Kedua: Pemberian sumpah lebih dahulu pada
penjual dikategorikan lebih utama. Jika sumpah ini diberikan
pertama kali pada pembeli, maka boleh saja sekalipun ijtihad
hakim tidak demikian. Demikian ini karena hakim bertugas

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 339



menegakkan kebenaran dan memutuskan perkara. Hakim
merupakan seorang mujtahid yang wajib menerima penyerahan
objek jual beli dan pembayaran harganya. Begitu memutuskan
perkara dua pihak yang bersengketa, terkadang hakim
menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan terkadang
kepada penjual; begitu juga pembayaran diberikan pada penjual
atau pada pembeli.

Asy-Syirazi #& memaparkan: Pasal: Apabila akad
batal atau dibatalkan, maka apakah dia batal dari segi
lahir atau batin, atau tidak? Dalam kasus ini terdapat
tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Akad dibatalkan secara zhahir
maupun batin, karena dia batal akibat sumpah. Oleh
karena itu pembatalan ini terjadi zhahir dan batin,
seperti fasakh nikah akibat li'an. Di samping itu, dia
termasuk fasakh jual beli karena terjadinya kezhaliman,
jadi dia batal secara =zhahir dan batin, seperti
pengembalian barang karena rusak.

Pendapat Kedua: Akad dibatalkan secara zhahir,
bukan batin, karena penyebab pembatalan ini adalah
ketidaktahuan harga. Sebenarnya, harga barang ini
diketahui secara batin, namun tidak diketahui dari segi
zhahir. Ketika ketidaktahuan dikhususkan bagi aspek
zhahir, bukan batin, maka pembatalan pun dikhususkan
pada aspek zhahir, bukan batin.

Pendapat Ketiga: Apabila penjual merupakan
pelaku zhalim, maka pembatalan terjadi dari aspek
zhahir bukan batin, karena mungkin saja dia bersikap
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jujur kepada pembeli. Penjual mengambil pembayaran
dari pembeli dan menyerahkan barang yang dijual
padanya. dJika tidak demikian, maka dia telah
menghambat penyerahan barang secara zhalim. Jadi,
akad jual belinya tidak dibatalkan.

Apabila pihak penjual dizhalimi, maka jual belinya
batal secara zhahir dan batin, karena dia kesulitan
mengambil pembayaran, dan mendapatkan barangnya.
Jadi, dia boleh membatalkan jual beli dan mengambil
barangnya. Hal ini sama dengan kasus pembeli yang
bangkrut, dan barang yang dijual masih ada.

Jika kita berpendapat, bahwa pembatalan akad
terjadi secara zhahir dan batin, maka barang
dikembalikan pada kepemilikan dan pengelolaan
penjual. Sebaliknya, jika kita berpendapat, bahwa
pembatalan terjadi secara zhahir bukan lahir, maka di
sini terdapat rincian hukum. Jika penjual adalah pelaku
zhalim, dia tidak boleh mengambil dan mengelola
barang dagangan, justru dia wajib mengambil harga
yang telah ditetapkan oleh pembeli dan menyerahkan
barang padanya. |

Apabila penjual yang dizhalimi, dia tidak boleh
mengelola barang dagangan seperti berhubungan intim
(pada kasus budak) dan hibah, karena barang telah
menjadi milik pembeli. Akan tetapi, penjual berhak atas
harga dalam tanggungan pembeli. Dia tidak mampu
mengambilnya dari pembeli. Jadi, solusinya dia menjual
sebagian barang sesuai kadar haknya. Kasus ini sama
dengan orang yang memiliki utang kepada seseorang,
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“yang tidak mampu dia tagih, namun peminjam memiliki
sebagian aset penghutang.

Penjelasan Redaksional:

Akad mengandung unsur yang zhahir, vaitu ijab, gabul,
serah terima, dan material zhahir lainnya. Dia juga memuat unsur
yang batin, yaitu persamaan kehendak masing-masing pihak vang
bertransaksi dan adanya pengetahuan adanya sengketa yang
tersimpan dalam hati masing-masing. Oleh karena itu, akad
menjadi batal dalam ilustrasi yang telah kami sampaikan
sebelumnya. Apakah dia batal dari segi zhahir dan batin? Atau,
zhahir saja? Menurut Asy-Syafi’i di sini terdapat tiga pendapat
ulama madzhab Asy-Syafi'i; Dua pendapat milik ulama fikih
Ahmad, dan satu pendapat ulama fikih Asy-Svafii menurut
Ahmad.

Pendapat Pertama: Pembatalan akad ini berlangsung dari
segi zhahir ban batin lantaran adanya sumpah ini, seperti fasakh-
nya nikah lantaran adanya /an. Karena dia termasuk fasakh jual
beli akibat ditemukannya kezhaliman (kecurangan), jadi
pembatalan terjadi dari aspek zhahir dan batin. Hal ini sama
dengan kasus pengembalian barang yang rusak, atau pembatalan
akad karena sumpah. Pendapat ini merupakan zhahir pernyataan
Ahmad bin Hanbal.

Pendapat Kedua: Pembatalan akad terjadi dari aspek
zhahir, bukan lahir, karena penyebab fasakh ini adalah
ketidaktahuan harga, sementara harga diketahui dalam batin dua
belah pihak namun tidak diketahui secara zhahir.  Sebab,
pembatalan akad ini diakibatkan ketidaktahuan harga.
Ketidaktahuan ini hanya ditujukan pada aspek zhahir, bukan lahir,
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akibatnya fasakh pun hanya mengenai aspek zhahir akad, dan
pembatalan khusus pada aspek zhahir.

Akad ini dari segi batin dinilai sah. Jadi, hakim yang
mengadili dua belah pihak untuk saling bersumpah dan berperkara
ini adalah Allah, Tuhan alam semesta.

Akad apa pun yang berada dalam tanggungan seorang
muslim dan wajib dipenuhi selalu terdiri dari dua aspek: zhahir dan
- batin. Hal ini pasti diketahui oleh orang yang paham masalah ini,
sejalan dengan firman Allah &,

CE st ert e s v ~ 5 A5
/_,‘.a.ni\_,’_,‘ ‘_,—-.A‘g * _.ﬁ“ L“_:’T.

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjijanji.”
(Qs. Al Maaidah [5]: 1).

Allahlah vang mengurus balasan para pelanggar dan
perusak janji tanpa alasan yang benar.

Di samping itu, seandainya salah satu pihak vang
bersengketa hendak menyamakan pendapatnya dengan pihak lain
dan mengurungkan gugatannya, mereka tidak memerlukan akad
yang baru atau ijab gabul yang lain. Karenanya, akad yang
tersimpan dalam batin mereka bergerak untuk dilaksanakan dan
diwujudkan secara zhahir. Selain itu haram bagi setiap pihak
memanfaatkan barang dagangan jika dia berbuat zhalim pada
pihak lain. Pendapat ulama ini menurut ulama fikih Ahmad.

Abu Al Khaththab dari ulama madzhab Hanbali
menegaskan, bahwa apabila penjual berbuat zhalim, maka akad
tidak dibatalkan secara batin, sebab dia tidak mungkin meneruskan
akad dan memenuhi haknya. Dia juga tidak boleh memanfaatkan
barang vang dijual karena telah berbuat ghasab. Sebaliknya jika
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pembeli yang zhalim, akad jual beli dibatalkan secara zhahir dan
batin, karena penjual tidak bisa memenuhi haknya, karena itu dia
berhak membatalkan, sama seperti kasus pembeli yang bangkrut.

Al Mawardi dalam A/ Hawi?7, jilid 5, naskah manuskrip di
Mesir —kitab ini terdiri dari 24 jilid yang tersimpan rapi dalam
koleksi Arab: suatu akad tidak batal hanya karena sumpah, karena
sumpah setiap pihak vang bertransaksi untuk menetapkan
kepemilikannya, karena mereka sedang bersengketa. Pertanyaan
berikutnya, mengapa fasakh terjadi paska sumpah? Dalam hal ini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Pembatalan akad terjadi bagi setiap
pihak yang bertransaksi. Siapa saja yang menbatalkan akad, maka
pembatalan ini sah dengan mempertimbangkan fasakh barang
akibat rusak vyang ditangguhkan pada dua belah pihak yang
bertransaksi, bukan fasakh yang lain.

Pendapat Kedua: Pembatalan hanya terjadi dengan putusan
hakim, seperti fasakh pernikahan akibat suami impotensi atau aib
suami istri lainnya. Pembatalan akad merupakan bagian dari
iithad. Oleh sebab itu, seandainya dua belah pihak yang
bertransaksi membatalkan akad, maka akadnya tidak batal sebelum
diputuskan oleh hakim. Hakim tidak diperkenankan menfasakh
akad tanpa menyumpah dua belah pihak, setelah memediasi
masing-masing pihak, seperti memediasi pihak kedua setelah
memberikan opsi kepada pihak pértama. Setelah itu, baru
men/fasakh akad tersebut. Andaikan mereka saling meridhai paska
sumpah, maka akad jual beli tersebut sah.

17 Lihat AFHawi, jilid 5, masih dalam bentuk manuskrip di Darul Kutub, no. 82,
fikih Syafi'i. Masih terdapat manuskrip A/Haws lainnya yang terdiri dari 14 jilid, no.
83, namun, tidak lengkap.
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Apakah pembatalan ini terjadi secara zhahir dan batin?
Atau hanya terjadi secara zhahir, tidak batin? Menanggapi
pertanyaan ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pembatalan ini terjadi secara zhahir dan
batin, baik penjual yang zhalim maupun dizhalimi, seperti fasakh
pernikahan akibat sumpah /‘an, dan fasakh ketika suami istri
bersumpah dalam kasus pernikahan dengan wali. Dalam kasus ini
fasakh terjadi secara zhahir dan batin. Demikian pula dalam jual
beli.

Oleh sebab itu, ketika barang dikembalikan kepada penjual,
maka dia boleh memanfaatkan sesukanya sesuai fungsinya.
Apabila barang tersebut berupa budak wanita, maka dia boleh
menggaulinya.

Pendapat Kedua: Pembatalan akad terjadi secara zhahir,
bukan batin, baik penjual yang zhalim maupun dizhalimi, karena
mereka telah sepakat sekalipun berselisih mengenai keabsahan
akad dan peralihan kepemilikan. Putusan hakim tidak mengubah

perkara yang telah ditetapkan secara batin, hal ini berdasarkan
sabda Rasulullah &2,

s Jo dg ey 251G

“Sebenarnya aku menghukumi secara zhahir; Allahlah yang
menguasai hal-hal yang tersembunyi.”

Berpijak pada statemen di atas, ketika hakim
mengembalikan barang dagangan kepada penjual, maka dikatakan
padanya, “Jika kamu mengetahui apa yang telah terjadi antara
dirimu dan Allah, bahwa kamu telah berbohong, dan pembeli yang
benar. Kamu tidak boleh mengelola barang ini dengan cara apa
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pun, karena barang itu milik orang lain. Kamu tidak dilarang
menggunakan pembayarannya. Jika kamu memanfaatkan barang
tersebut, maka kamu tidak ubahnya seperti orang yang sengaja
memanfaatkan barang milik orang lain.

“Sebaliknya jika kamu yakin bahwa kamulah yang benar,
dan pembeli yang bohong. Maka, barang tersebut milik pembeli,
dan kamu dilarang menggunakan pembayarannya. Jadi, kamu
tidak boleh menggaulinya, ini jika barang dagangan itu berupa
budak wanita dan tidak menghibahkannya. Anda sama seperti
orang yang memiliki barang di tangan orang lain namun dia tidak
mampu mengambilnya —atau aset apa pun-, lalu dia membeli
barang untuk memenuhi hak pembayaranmu dan pihak vang
berwenang menjualnya. Atau, proses ini ditangani hakim.

“Apabila aset telah dijual. Jika harga barang tersebut
sebanding dengan hakmu, maka kamu boleh mengambil hakmu
itu. Jika harganya lebih tinggi dari apa yang menjadi hakmu, maka
kamu harus mengembalikan sisanya. Sebaliknya, jika harganya
kurang dari hakmu, maka sisanya menjadi piutang dalam
tanggungan pembeli.”

Pendapat ketiga: Apabila penjual dizhalimi dan pembeli
berlaku zhalim, maka pembatalan akad terjadi secara zhahir dan
batin. Pendapat ini disinggung oleh Abu Ishaq Al Marwazi dengan
catatan, bahwa kepemilikan barang diberikan kepada pembeli
berdasarkan akad, sekalipun kepemilikannya belum beralih. Jika
penjual berbuat zhalim, maka akibat kezhaliman ini dia terhalang
dari harga barang tersebut. Jadi, dia berada dalam kondisi terburuk
vang kepemilikannya lebih baik hilang, karena sulitnya
pembayaran barang tersebut. Demikian juga si penjual yang
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kehilangan kepemilikanya karena tindakan zhalim, akibat terhalang
mendapatkan pembayaran.

Dengan begitu, jika penjual dizhalimi, maka akad jual beli
ini batal secara zhahir dan batin. Penjual berhak mengelola barang
dagangan sesukanya, jika barang tersebut dikembalikan padanya.

Asy-Syirazi # menyatakan: Pasal: Apabila dua
belah pihak bersengketa soal harga setelah barang
rusak di tangan pembeli, maka mereka saling
bersumpah dan jual belinya batal. Sumpah diberlakukan
untuk menghindari kerugian dan menindak kezhaliman.

Tujuan ini masih ditemukan pada kasus sengketa
walaupun barangnya rusak. Karena itu, wajib
memberlakukan saling bersumpah. Apabila mereka
telah bersumpah, maka penjual menarik harga barang
tersebut. Kapan harga barang ini diperhitungkan? Di
sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Harga barang diperhitungkan
pada saat barang rusak.

Pendapat Kedua: Harga barang diperhitungkan
menurut harga tertinggi mulai dari hari penyerahan
barang sampai barang itu rusak. Kami telah
menyampaikan dalil dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafii ini dalam keterangan mengenai kerusakan
barang dalam jual beli yang fasid.

Apabila harga barang tersebut melebihi nilai yang
digugat oleh penjual, pembeli wajib membayar harga
tersebut.
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Diriwayatkan dari Abu Ali bin Khairan bahwa dia
berkata, nilai yang melebihi harga barang tidak wajib
dibayar, karena penjual tidak menggugatnya. Hal ini
sama dengan kasus penjual yang mengakui harga yang
tidak digugatnya kepada pihak lain. Pendapat madzhab
adalah vang pertama, karena akibat pembatalan akad,
perhitungan harga pun gugur. Pernyataan yang
dimenangkan adalah pernyataan pembeli, karena dia
pihak yang berutang.

Jadi, pernyataan vyang dimenangkan adalah
pernyataan pembeli seperti pelaku ghasab. Apabila
kedua belah pihak saling menerima, atau salah satu
pihak menemukan kerusakan pada barang vang dijual,
lalu mengembalikannya, dan mereka bersengketa soal
harga. Pembeli berkata, harga barang ini seribu.
Penjual berkata, harganya dua ribu. Yang dimenangkan
adalah pernyataan penjual, karena jual beli tersebut
telah batal. Pembeli adalah penggugat, sedangkan
penjual merupakan pihak yang mengingkari. Jadi, yang
dimenangkan adalah pernyataan penjual.

Penjelasan Redaksional: Apabila barang dagangan
rusak di tangan pembeli; dan kedua belah pihak bersengketa soal
harga, mereka saling bersumpah. Tidak ada pertimbangan siapa
yang menguasai barang tersebut, kecuali jika dia dirusak sebelum
serah terima.

.- Sementara itu, jika barang tersebut rusak setelah serah
terima di tangan pembeli, Abu Hanifah berpendapat, apabila
barang ini rusak pada masa khivar tiga hari paska pengesahan
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akad, maka vang dimenangkan adalah pernyataan pembeli.
Mereka tidak saling bersumpah, karena kerusakan barang
menghalangi sumpah; dan mewajibkan penerimaan terhadap
permnyataan pembeli.

Demikian ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan
dari Ibnu Mas’ud & bahwa Rasulullah g} bersabda,

o Y oleath Gl
255 5T W o Azt

“Apabila kedua belah pihak bersengketa tanpa ada bukti
sementara barangnya masih utuh, mereka bersumpah atau
mengembalikan barang.”

Sumpah disyaratkan barang yang diperkarakan masih utuh.
Artinya, tidak ada sumpah jika barang telah rusak.

Abu Hanifah menyatakan, di samping itu pembatalan akad
dapat terjadi berikut pengalihan barang. Jadi, wajib menggugurkan
akad ketika barang rusak, sama seperti pengembalian barang
karena rusak. Selain itu, barang ini rusak dalam akad yang sah,
karenanya barang wajib utuh ketika terjadi pembatalan akad.

Apabila barang dengan rusak pada masa khivar tiga hari
paska ketetapan akad, apakah akad tersebut tetap berlangsung
atau batal? Alasannya, barang yang telah diserahkan dan berada di
tangan pembeli menjadi tanggungan pembeli dengan
membayarkan harga. Seandainya dua belah pihak boleh saling
bersumpah setelah pembayaran harga, maka dia menjamin barang
ini dengan nilai barang, bukan dengan harganya. Demikian ini
menafikan jaminan akad. '
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Menurut kami, dalil keabsahan pendapat vang kami
kemukakan tentang sumpah berikut pemindahan dan kerusakan
barang, adalah keterangan hadits,

‘Bukti bagi pihak penggugat dan sumpah bagi pihak yang
mengingkari.”

Kami telah menjelaskan beberapa jalur riwayat, derajat
hadits, dan batasan pengamalan hadits ini. Masing-masing pihak
vang bertransaksi ini terdiri dari pihak yang ingkar dan pihak
penggugat. Sebab, penjual berkata, Aku menjual barang seharga
seribu, dan tidak menjualnya 500; sedang pembeli mengatakan
sebaliknya. Setiap pihak boleh mengemukakan kesaksian. Saksi
hanya diterima dari pihak penggugat, bukan tergugat. Hal ini
mengindikasikan, bahwa setiap pihak terdiri dari penggugat dan
tergugat.

Oleh sebab itu, kedua belah pihak wajib saling bersumpah.
Sumpah ini diberlakukan untuk menghilangkan kerugian dan
menindak kezhaliman. Tujuan ini ditemukan sekalipun barang
rusak, oleh karenanya wajib memberlakukan sumpah.

Aturan ini juga disinggung dalam hadits yang diriwayatkan
oleh Asy-Syafi'i dan lainnya dari Ibnu Mas'ud, yang berbunyi,
“Apabila dua belah pihak bersengketa, yang dimenangkan
permyataan pembeli, sedang pembeli berhak atas khiyar.” Dalam
kasus ini tidak terdapat perbedaan antara barang dagangan yang
masih utuh atau sudah rusak.

Satu pendapat menyebutkan, bahwa dalam sumpah
disyaratkan barang dagangan masih utuh seperti yang tercantum
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dalam hadits lain. Jadi, ketentuan umum ini dibatasi ruang
lingkupnya dengan hadits tersebut. Hal tersebut sama dengan
penafsiran keumuman pemerdekaan dalam kafarat zhihar dengan
pemerdekaan dalam kafarat pembunuhan.

Menurut pendapat lain, hadits ini bukanlah dalil yang
dibatasi di mana dall umum vang sejenis diperlakukan sama
dengannya. Sebab, keumuman hadits tidak jarang berkonsekuensi
terhadap sumpah kedua belah pihak baik barang dagangannya
masih utuh atau sudah rusak.

Walhasi| pernyataan Asy-Syirazi, “Ketika dua pihak
bersumpah, dan barang dagangan masih utuh” itu merupakan
sumpah yang menyamakan hukum antara barang dagangan yang
masih utuh dan sudah rusak. Pendapat lain menyebutkan, bahwa
kasus ini memiliki banyak pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Kesaksian atas hukum sumpah dalam
kondisi barang telah rusak. Kondisi barang yang masih utuh
memungkinkan para pihak untuk memperhitungkan nilainya.
Pernyataan pihak yang gugatannya lebih mendekati nilai tersebut,
itulah yang diunggulkan. Jika barang tersebut telah rusak dan tidak
mungkin menilai harganya, jika perhitungan nilai telah gugur dan
mewajibkan sumpah dalam kondisi barang masih utuh, maka
kewajiban sumpah saat barang telah rusak itu lebih kuat.

Pendapat Kedua: Hadits ini menegaskan tentang keutuhan
barang, menggugurkan pertimbangan kewenangan, berbeda
dengan pemilik. Jadi, ketika para pihak bersumpah berikut
kewajiban kewenangan atas barang, maka sumpah mereka
berlangsung tanpa keberadaan barang. Kerusakan barang
terkadang menyempurnakan akad —jika terjadi sebelum serah
terima-, dan keutuhannya tidak membatalkan akad. Walhasil,

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab II 351



mereka bersumpah dalam kondisi barang masih utuh, sebaliknya
tidak bersumpah saat barang telah rusak.

Apabila dikatakan, kamu tidak bisa berargumen dengan
hadits ini, sebab dalam kasus ini yang dimenangkan adalah
permyataan penjual, sementara kamu tidak berpendapat demikian.
Menurut satu pendapat, paska sumpah pembeli berhak atas
khiyar. Padahal, orang yang memenangkan pernyataan penjual
secara mutlak tidak memberikan khivar kepada pembeli. Ketika
ditetapkan Akhivar pembeli setelah terjadinya sumpah penjual,
maka khivamya untuk menerima barang itu berdasarkan sumpah
penjual, atau dia bersumpah sesudahnya. Otomatis jual beli
tersebut batal. Demikian pendapat kami mengenai kasus sumpah
penjual dan pembeli.

Rasulullah €% menyebutkan “Penjual” secara khusus karena
dia merupakan pihak pertama yang bersumpah. Dari sudut
pemaknaan hadits ini, kasus tersebut terdapat perbedaan sifat
akad jual beli yang sah. Oleh karena itu, diputuskan kewajiban
sumpah ketika barang masih ada. Alasannya adalah, faktor yang
mengharuskan pembatalan akad tidak ada bedanya antara barang
vang utuh dan rusak, seperti kepemilikan. Selain itu, fasakh tidak
membutuhkan kerelaan para pihak. Bila pengembalian barang
hukumnya sah, maka pengembalian nilai barang pun juga sah.

Ketika seseorang membeli seorang budak dengan harga
budak perempuan, dan terjadi serah terima, kemudian budak
perempuan itu meninggal, lalu ditemukan kekurangan pada budak
tersebut, maka pembeli boleh mengembalikan budak itu karena
rusak dan menarik nilai budak wanita itu, akibat pembatalan akad
setelah kerusakan barang; sama seperti kebolehan dirinya untuk
men-fasakh akad saat barang masih utuh.
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Tanggapan atas argumen Abu Hanifah dengan hadits Ibnu
Mas’ud telah disinggung dalam ulasan tentang kontradiksi hadits
ini dengan hadits riwayat Asy-Syafi’i.

Tanggapan atas penganalogian kasus di atas dengan
pengembalian barang dagangan yang rusak: pesan yang
terkandung di sini adalah, bahwa pengembalian dalam kasus
kerusakan barang didasarkan pada antisipasi tindakan zhalim, agar
dia tidak membatalkan akad. Kondisi ini berbeda dengan sengketa
dua pihak yang bertransaksi, sebab masing-masing pihak tidak
mampu menindak lanjuti perbuatan zhalimnya itu, selain dengan

sumpah. Jadi, mereka boleh bersumpah sekalipun barangnya telah
rusak.

Pendapat bahwa gugatan akad setelah barang rusak tidak
mengakibatkan pembatalan akad, seperti halnya permulaan akad.
Pembatalan budak yang melarikan diri tidak sah, dan tidak bisa
diterima, seperti halnya permulaan akad. Menurut pendapat ini,
orang yang membeli budak dimana budak tersebut terbunuh di
tangan pembeli, maka konsekuensinya pembeli berhak kAhivar
antara membatalkan akad atau menarik kembali harganya, atau
meneruskan jual beli serta menarik harga si budak dari
pembunuhnya.

Di sini, akad jual beli paska kerusakan barang masih bisa
dibatalkan. Demikin pula kisah yang kami jadikan dalil, yaitu
penjualan budak lelaki dengan budak perempuan, ketika budak
perempuan ini meninggal dunia dan ditemukan kekurangan pada
budak laki-laki, maka pembeli berhak mengembalikan budak itu
karena rusak dan menarik harga budak perempuan. Dalam kasus
ini, akad paska kerusakan barang masih bisa dibatalkan, seperti
halnya sebelum rusak.
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Sementara itu, analogi kasus di atas dengan Ahivar tiga
hari, menurut hukum asal tidak bisa diterima, dan kami tidak
menerimanya.

Pernyataan sebagian ulama, barang yang diserahkan dalam
jual beli yang sah dijamin dengan harga jual bukan dengan nilai
barang tersebut, rumusan ini disanggah oleh kasus pembeli budak
laki-laki dengan budak perempuan yang ternyata meninggal dunia
dan budak laki-laki memiliki aib. Sebab, budak wanita dijaminkan
dengan budak laki-laki yang notabenenya sebagai harga.
Selanjutnya, setelah pembatalan akad akibat kerusakan barang, dia
dijamin dengan nilai barang, bukan dengan harganya.

Kesimpulannya, ketika dua belah pihak bersengketa soal
besaran harga setelah kerusakan barang di tangan pembeli,
mereka bersumpah dan jual beli tersebut batal, kemudian pembeli
menarik nilai barang tersebut —jika dia termasuk barang yang
dapat diuangkan-; jika barang yang memiliki padanan, maka
pembeli wajib menerima ganti yang sama. Demikian ini pendapat
Asy-Syafi’i, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Kapankah nilai barang tersebut diperhitungkan? Apakah
diperhitungkan dari serah terima barang ini? atau diperhitungkan

ketika barang rusak? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih
Asy-Svafi’i.

Pendapat Pertama: Barang ini dihitung nilainya sesuai
harga yang berlaku pada saat dia rusak. Penjelasan masalah ini
telah disinggung dalam ulasan kerusakan barang dalam jual beli
vang fasid. Apabila nilai barang yang ditentukan termyata lebih
tinggi dari gugatan penjual, maka dia wajib membayar kelebihan
tersebut. Berbeda dengan pendapat Abu Ali bin Khairan yang
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mengacu pada kaidah “Penjual tidak memberikan harga yang tidak
digugat.” Pendapat ini bukan lah pendapat madzhab.

Cabang: Apabila kerusakan tersebut bersifat maknawi,
misalnya pembeli mewakafkan, memerdekakan, menjual, atau
memperuntukkan barang yang dijual bagi hak yang lazim, seperti
kitabah yang sah —seperti keterangan yang akan dipaparkan
dalam bab Kitabah, insya Allah— atau kerusakan yang indrawi,
misalnya budak tersebut mati, maka pembeli wajib membayar
nilainya, jika dia termasuk barang yang bisa diperkirakan harganya.

Seringkali para ahli fikih menggunakan istilah gimah (nilai
barang), sedang yang dimaksud adalah pengganti secara svara.
Seandainya sebagian barang rusak, sisa barang tersebut
dikembalikan berikut pengganti bagian vyang rusak. Nilai yang
dijadikan acuan di sini adalah nilai barang tersebut saat terjadi
kerusakan, menurut pendapat yang paling zhahir, seperti yang di-
rajirkan oleh Ar-Ramli dalam Nihavah Al Muhtaj. Sekalipun Asy-
Svirazi # menyebutkan pendapat kedua, yaitu kewajiban menilai
harga barang ini dengan harga tertinggi dari saat serah terima
sampai dengan waktu terjadinya kerusakan.

Objek pembatalan akad adalah esensi barangnya,
sementara nilai barang berfungsi sebagai penggantinya. Nilai ini
diperhitungkan ketika barang aslinya rusak. Perhitungan tersebut
berbeda dengan perhitungan nilai untuk mengetahui denda dengan
nilai paling rendah kepada saat akad dan serah terima.
Pertimbangan hal tersebut dalam kasus ini bukanlah untuk
mengetahui kerugian, melainkan untuk mengetahui denda. Di sini
objek vang didenda adalah nilai barang, oleh karena itu
pertimbangan kondisi saat dia rusak lebih tepat.
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Pernyataan di atas dikemukakan oleh Ar-Rafi'i. Ar-Ramli
menempatkan pendapat pertama Asy-Syirazi sebagai pendapat
kedua, kemudian mengatakan: “Kedua, diperhitungkan sesuai nilai
barang pada hari serah terima, karena saat itulah dia masuk dalam
tanggungan pembeli. Ketiga, nilai paling rendah kepada saat akad
dan serah terima.”

Sementara itu, Ar-Ramli menjadikan pendapat kedua Asy-
Syirazi sebagai pendapat keempat. Keempat, nilai tertinggi mulai
dari hari serah terima sampai dengan terjadinya kerusakan, sebab
kewenangan terhadap barang ini adalah kewenangan dengan
jaminan. Oleh karenanya, haruslah mempertimbangkan nilai
tertinggi. Apabila barang ini rusak, maka dia dikembalikan pada
penjual berikut dendanya, yaitu harga yang mengurangi nilainya,
karena seluruhnya dijamin oleh pihak pembeli dengan nilai barang.
Jadi, sebagian barang dijamin oleh sebagian yang lain.

Cabang: Perbedaan antara pertimbangan nilai pada saat
kerusakan terjadi dan seandainya seseorang membeli barang lalu
mengembalikannya karena rusak, sementara harga barang yang
dapat ditaksir nilainya ini rusak di tangan penjual, maka dia
menanggungnya dengan harga paling rendah saat akad atau saat
serah terima, sebab penyebab pembatalan akad di sini adalah
sumpah pembeli. Dia diposisikan sama dengan tindakan merusak
barang. Oleh karena itu, perhitungan barang tersebut harus
mengacu pada harga saat terjadi kerusakan.

Selanjutnya, faktor yang menyebabkan penetapan nilai
barang tidak lain adalah pengurungan akad, tanpa memperhatikan
tindakan seseorang. Karena itu, haruslah memperhatikan aturan
akad dan kondisi setelahnya sampai dengan serah terima.
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Cabang: Menggauli budak yang sudah tidak perawan
(tsayib) bukanlah aib dan tidak dikenai denda. Apabila pembeli
telah menggadaikan barang beliannya, maka penjual diberikan
khiyar untuk mengambil nilai barang itu atau menunggu selesai
tempo gadai.

Keterangan di atas tidak menafikan aturan soal maskawin,
ketika suami menthalak istrinya sebelum terjadi hubungan badan
sementara maskawinnya telah digadaikan. Menurut pendapat ini,
untuk merujuk sang istri, suami menunggu sampai tempo gadai
berakhir. Oleh karena itu, istri boleh memaksa suami untuk
menerima setengah nilai maskawin, sebab dia berada dalam
kondisi jaminan yang mengkhawatirkan.

Dari segi qiyas, suami dipaksa untuk mengambil nilai
barang, karena menurut hemat kami, status istri yang dithalak
telah lepas akibat thalak. Oleh Karena itu, pemaksaan istri
(terhadap suami yang menalaknya) sama dengan pemenuhannya,
berbeda dengan pembeli. Demikian ini dilakukan agar istri
mendapat perlakuan yang lembut dan menghindari dampak negatif
perceraian.

Apabila pembeli telah menyewakan barang tersebut, maka
penjual mengambilnya dari penyewa. Perlu diingat, penjual tidak
diperkenankan mengambil barang itu dari tangan penyewa
sebelum masa sewanya berakhir. Ongkos sewa yang ditentukan,
itu menjadi hak pembeli, sedangkan penjual memperoleh upah
standar untuk sisa waktu dari terjadinya pembatalan sampai
dengan pelaksanaan akad.

Seandainya barang diserahkan terburu-buru sehingga rusak,
pembeli tidak dikenai denda. Atau, pembeli menyerahkan barang
itu sebagai mas kawin, misalnya, barang tersebut rusak di tangan
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istri, kemudian penjual memilih untuk menarik separuhnya, maka
pembeli tidak dikenai denda.

Andaikan pembeli menjadikan budak yang dibeli sebagai
budak mudabbar, maka penjual tidak dilarang untuk menariknya
kembali, sebagaimana keterangan Asy-Svirazi dalam masalah
kebangkrutan, bahwa pembeli tidak dilarang menarik barang
tersebut.

Dalam A/ Hawi disebutkan: Apabila jual beli batal, maka
pembeli wajib mengembalikan barang kepada penjual, baik
pembatalan ini terjadi secara zhahir dan batin, maupun secara
zhahir saja. Jika barang dagangan telah rusak, maka kondisinya
tidak lepas dari dua jenis berikut: Barang ini mempunyai padanan
atau barang yang tidak mempunyai padanan.

Jika dia termasuk barang yang tidak mempunyai padanan,
maka pembeli wajib mengembalikan nilai barang tersebut.
Mengenai perhitungan nilai barang terdapat dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Nilai yang berlaku ketika kerusakan
terjadi.

Pendapat Kedua: Nilai yang berlaku dari saat serah terima
barang sampai dengan terjadinya kerusakan.

Apabila dua belah pihak bersengketa mengenai nilai barang
yang mesti dibayar, yang dimenangkan adalah pernyataan pembeli
vang didukung sumpah, dengan pertimbangan barang tersebut ada
pada tanggungannya, baik nilai itu lebih tinggi dari gugatan penjual
maupun lebih rendah. Alasannya, batalnya gugatan penjual dan
haknya terhadap barang dagangan.
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Selanjutnya jika barang ini tidak mempunyai padanan
seperti gandum dan jelai, maka mengenai kerusakannya terdapat
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i.

Pendapat Pertama: Pembeli mengembalikan barang yang
sama seperti barang yang dighasab.

Pendapat Kedua: Pendapat vyang paling shahih
menyatakan, bahwa pembeli menanggung nilai barang itu, karena
dia tidak menjamin barang itu dengan barang sejenis saat serah
terima. Justru, dia menjaminnya dengan kompensasi, bukan
barang serupa. Demikian ini berbeda dengan kasus gashab.

Manfaat yang diperoleh pembeli dari barang tersebut
sebelum adanya pembatalan akad; seperti hasil, buah, dan anak,
seluruhnya menjadi milik pembeli. Dia tidak waijib
mengembalikannya kepada pihak penjual, sebab dia menjadi
pemiliknya ketika mengolahnya. Kepemilikan tersebut hilang
akibat fasakh yang baru saja terjadi.

Apabila dua belah pihak mengurungkan akad dan masing-
masing pihak melepas kewajiban pihak lainnya, maka penjual
mengambil barangnya dan pembeli mengambil kembali
pembayarannya. Jika mereka bersengketa soal harga; maka
penjual berkata, “Harganya seribu.” Pembeli berkata, “Dua ribu,”
maka pernyataan yang dimenangkan adalah pernyataan penjual,
karena mereka tidak terikat akad sebab pembatalan jual beli.

Dengan terjadinya jual beli tersebut, maka otomatis pembeli
berstatus sebagai tergugat yang harus menunjukkan bukti. Bila dia
dapat mengajukan bukti, maka vyang dimenangkan adalah
permyataan pembeli. Jika dia tidak mempunyai bukti, maka
permyataan yang dimenangkan adalah pernyataan penjual, sebab
dia mengingkari sumpahnya. Pengurungan akad serupa dengan
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pengembalian barang karena rusak. Demikian itu, jika mereka
bersengketa soal harga.

Hanya akibat pengembalian barang yang rusak, akad jual
beli itu secara otomatis batal. Status para pihak selanjutnya seperti
keterangan yang telah kami jelaskan mengenai pengurungan akad.
Jadi, pembeli digugat untuk menunjukkan bukti, sedang penjual
pihak yang mengingkari.

Cabang:Madzhab para ulama seputar sengketa para pihak
dalam jual beli.

Telah dipaparkan di muka, bahwa menurut madzhab kami,
ketika dua belah pihak bersengketa mengenai harga barang setelah
terjadi kerusakan, maka mereka harus bersumpah, ini sama
halnya jika barang itu masih utuh. Pendapat ini dikemukakan oleh
Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat beliau dan
Malik juga dalam salah satu dari dua riwayat pendapatnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa pemyataan vang
dimenangkan adalah pernyataan pem